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BABI 


MUHAMMADIYAH DAN NADHALATUL 
ULAMA DALAM FRAGMEN SEJARAH 
ISLAM DI INDONESIA 


A. Islam Di Nusantara 


Meskipun saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia menganut 
Islam, kenyataannya Islam bukan agama pertama yang masuk ke 
Indonesia ratusan tahun lalu. Pada milenium pertama, Agama Hindu 
dan Buddha yang dibawa para saudagar telah melintasi Teluk 
Benggala dan kemudian berkembang menjadi dasar pemerintahan dan 
keagamaan di kerajaan-kerajaan besar berbasis di Jawa dan Sumatra, 
yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara (King, 
2014). Kedatangan orang India ke Asia Tenggara dengan misi 
penyebaran agama Hindu dan Buddha saat itu tentu tidak dapat 
dibandingkan dengan kedatangan orang Eropa di Amerika. 


Pada bagian itu, para pendatang bukanlah orang asing yang 
menemukan tanah baru (Cotdes, 1968): bahkan, pengaruh Hindu 
sama sekali tidak menggantikan budaya asli, melainkan berasimilasi 
dan terintegrasi dengan budaya yang ada untuk menghasilkan 
peradaban yang tinggi dan khas (J.W. M. Baker, 1985). Masa kerajaan 
Hindu dan Buddha telah meninggalkan warisan yang sangat berharga, 
yang masih dapat disaksikan keindahannya hingga saat ini. 
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Prambanan, candi terbesar umat Hindu Jawa dari Dinasti Sanjaya, 
masih terlihat megah dan kokoh di tengah modernisasi. Begitu pula 
candi Borobudur, yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang 
merupakan peninggalan Dinasti Syailendra. Hingga kini, kedua candi 
tersebut masih menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi umat Hindu 
dan Buddha di Indonesia. Zaman Hindu dan Buddha telah 
meninggalkan warisan arsitektur khas di masa itu berupa candi, juga 
prasasti dan bangunan yang tersisa dari kerajaan yang membentang di 
antara pulau-pulau nusantara. 


Pada abad ke-14, seperti sejarah peradaban besar lainnya, zaman 
keemasan Hindu dan Buddha di Indonesia secara bertahap tergantikan 
oleh Islam, yang sebagian besar digambarkan melalui cara damai, 
namun sebenarnya juga dilakukan melalui penaklukan yang sifatnya 
lebih politis di era kerajaan-kerajaan Islam mendominasi nusantara 
(Ricklefs, 2016). Diperkirakan Islam telah masuk nusantara sejak abad 
ke-11, terutama di wilayah bagian utara Sumatra. Keberadaan 
kerajaan Islam pertama di wilayah itu dikaitkan dengan keberadaan 
nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin al-Basir yang wafat pada 
tahun Anno Hijrae (AH) 608/ 1211 M di makam Lamreh (Ricklefs, 
2001). Dengan demikian proses penyebaran Islam itu berjalan kurang 
lebih selama tiga abad lainnya, jika merujuk pada angka-angka tahun 
sejak kemunduran peradaban Hindu-Buddha di nusantara. Namun, 
sangat mungkin juga, jika kedatangan Islam di Indonesia lebih lama 
dari catatan sejarah tentang Islam itu sendiri. 


Meskipun banyak artifak yang menunjukkan penanggalan atau 
jejak kapan Islam masuk ke Nusantara, tetapi bisa jadi, petunjuk yang 
lain belum ditemukan. Karena dari proses masuknya agama-agama itu 
ke Indonesia, termasuk gelombang setelahnya yaitu Nasrani di masa 
penjelajahan bangsa Eropa, proses penyebaran Islam adalah fase yang 
paling tidak jelas di Indonesia, tentang kapan, mengapa dan 
bagaimana hal itu berlangsung. Dugaan dan spekulasi terhadap proses 
itupun juga seringkali kurang diperkuat dengan data karena minimnya 
data-data dan sumber informasi yang berhasil didapatkan oleh para 
ilmuwan. Tetapi dari proses-proses itu, jalur perdagangan merupakan 
dugaan terkuat bagaimana Islam menyebar di nusantara, para 
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pedagang secara signifikan telah membawa agama baru di beberapa 
wilayah Indonesia. Para pedagang Muslim ini telah ada selama 
berabad-abad sebelum Islam muncul dalam komunitas lokal (Rickfles, 
2001). 


Menurut Ricklefs, secara umum ada dua proses yang mungkin 
terjadi dalam penyebaran Islam di Indonesia, pertama, penduduk asli 
Indonesia melakukan kontak dengan Islam dan melakukan tindakan 
konversi: kedua, orang Asia asing (Arab, India, Cina, dan sebagainya) 
yang sudah menjadi Muslim menetap secara permanen di wilayah 
Indonesia, kawin campur, dan mengadopsi gaya hidup lokal 
sedemikian rupa, sehingga pada dasarnya mereka menjadi Jawa, 
Melayu atau apa pun yang mencirikan budaya nusantara. 


Terlepas dari ketidakjelasan proses penyebarannya, Islam telah 
mempengaruhi peradaban di Indonesia hingga saat ini. Meskipun 
demikian, sejarah tidak dapat menafikkan bahwa kerajaan-kerajaan 
dan pusat kekuasaan di nusantara di masa pra-Islam telah mewariskan 
budaya yang kaya melalui literatur dan tradisi, sehingga keduanya 
masih berakar pada budaya pra-Islam, khususnya di Jawa, yang 
memiliki pengaruh kuat pada periode animisme dan dinamisme serta 
Hindu-Buddha. Sementara itu, di Semenanjung Malaya melahirkan 
karya-karya sastra Melayu yang kaya, menjadikannya citra ideal 
kehidupan negara, dan melihat kembali Malaka sebagai model dalam 
urusan politik dan budaya Islam (Ricklefs, 2001). Tentunya dua corak 
Islam yang berbeda ketika membandingkan proses penyebaran itu di 
Jawa dan Sumatra. Di Jawa, penyebaran Islam selalu dikaitkan dengan 
peran Wali Songo (Sembilan Wali) yang disebut Sunan. Mereka 
menggunakan metode yang berbeda untuk memulai penyebaran Islam 
di Jawa melalui perdagangan, dan beberapa karya seni disesuaikan 
dengan masyarakat setempat serta mengaitkan kisah koherensi antara 
tasawuf, mistisisme Jawa, dan legenda, yang berkembang dalam 
budaya tradisional yang dipengaruhi oleh periode pra-Islam. Di Jawa, 
hingga saat ini, beberapa tradisi pada masa pra-Islam masih ditemukan 
dalam upacara adat, tidak hanya pada Islam, namun juga agama 
lainnya dari agama adat hingga Abrahamik seperti Kristen. Tradisi 
Jawa ini telah berlangsung selama berabad-abad sebelum agama- 
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agama dunia ini menyebar ke pulau itu, misalnya ruwatan, warisan 
masyarakat Jawa kuno. 


Akulturasi antara Islam dan budaya lokal telah terlihat dalam 
berbagai perayaan keagamaan Islam. Di Sulawesi Selatan, bungamale, 
sejenis makanan tradisional, dilambangkan untuk mempersiapkan dan 
membawa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun di 
Rabiul Awal. Perayaan serupa juga ditemukan di berkat mauledan di 
Krajen Purworejo, Jawa Tengah, meskipun makanan yang disajikan 
berbeda dengan perayaan di Sulawesi Selatan (Said, 2012). Memang, 
tradisi-tradisi lokal itu memperkaya Islam, dan masing-masing 
memiliki kedudukan untuk diakui sah dan setara sebagai bagian dari 
Islam di nusantara (Nurhidayanti, 2016). 


Kembali pada pertanyaan selain bagaimana proses penyebaran 
Islam di nusantara, darimana asal Islam di Indonesia juga menjadi titik 
kunci dari perkembangan Islam dewasa ini, akan tetapi para ilmuwan 
memiliki perbedaan pendapat mengenai hal itu. Para ilmuwan ada 
yang mempercayai bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang 
India, bukan dari Arab dan Persia. Teori ini diyakini oleh sarjana 
Belanda seperti Pijnappel dari Universitas Leiden, yang mengatakan 
bahwa orang-orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di 
wilayah India, lalu orang-orang India inilah yang kemudian 
membawanya ke nusantara melalui jalur perdagangan (Azra, 1994 
dalam Husain, 2017). Begitu pula, Christiaan Snouck Hurgronje (1857- 
1936) seorang orientalis dan penasihat urusan pribumi di masa 
pemerintah kolonial, yang percaya bahwa Islam mula-mula dibawa 
oleh orang-orang India bagian selatan pada abad ke-12 ke kepulauan 
Melayu, baru kemudian diikuti oleh orang-orang Arab (Azra, 1994: 24 
dalam Husain, 2017). Di India bagian selatan, Muslim Dakka menjadi 
perantara perdagangan antara Timur Tengah dan Nusantara. 


Sementara itu, para ilmuwan lainnya berpendapat bahwa 
kedatangan Islam di Indonesia karena campur tangan orang-orang 
Arab seperti Sir Thomas Arnold, Crawfud, Nienmann, dan Hollander 
(Husein, 2017). Diperkirakan orang-orang Arab telah masuk ke 
nusantara sejak abad 7 Masehi. Dugaan ini diperkuat dengan 
penamaan raja-raja Pasai yang bergelar al-Malik, yang kemungkinan 


blog Biky. ums.c.idi 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


dipengaruhi oleh gaya Mesir, bukan Shah atau Khan seperti pemberian 
gelar raja dari India atau Persia (Hamka, 1962). Sedangkan teori 
ketiga, mengatakan bahwa Persia memegang peranan penting dalam 
proses kedatangan Islam di Indonesia, yang masuk melalui Sumatra 
pada abad ke-13 M di Samudra Pasai. Ilmuwan lain mengindikasikan 
bahwa Islamisasi telah ada di Indonesia sejak abad ke-7 M yang 
dibawa oleh orang-orang Cina dari wilayah Kanton dan bagian selatan 
lainnya yang mengungsi ke tanah Jawa, Kedah, dan Sumatra karena 
penumpasan terhadap penduduknya yang mayoritas Muslim di masa 
Huan Chou (Algurtuby, 2003). 


Ringkasnya, fragmen sejarah tentang kedatangan Islam meskipun 
sering dianggap kurang akurat karena perbedaan pandangan para 
ilmuwan dengan sumber data yang berbeda pula, menyebabkan 
informasi tentang bagaimana sesungguhnya Islamisasi itu berproses di 
bumi nusantara menjadi simpang-siur. Namun demikian, masa-masa 
yang diperdebatkan itu telah melampui zamannya, dimana Islam telah 
beradaptasi tidak hanya dengan budaya lokal, tetapi kemudian 
bertahan melewati beberapa era, baik pada masa pra kolonial, era 
kolonial di bawah pemerintahan Hindia Belanda hingga Indonesia 
mencapai kemerdekaannya pada tahun 1945. Bahkan, setelah 1945 
corak Islam pun berkembang mengikuti fase zaman yang terbagi 
menjadi tiga periodesasi, yaitu Orde Lama di bawah pemerintahan 
Soekarno (1945-1966), Orde Baru di bawah Soeharto (1967-1998), dan 
periode Reformasi (1998-sekarang). Sama halnya seperti agama-agama 
Abrahamik yang berkembang di Indonesia, Kristen Protestan dan 
Katolik ataupun agama minoritas lainnya seperti Hindu, Buddha, dan 
Konghucu serta aliran kepercayaan lainnya, Islam memiliki 
dinamikanya sendiri dan senantiasa mengalami transformasi politik 
identitas. Dan untuk menganalisis konstruksi politik identitas Islam 
saat ini, kita tidak dapat menafikkan sejarah. 


Jika pada abad 17, Islam dimaknai sebagai kesatuan universal, 
maka pada akhir abad 19, khususnya dalam komunitas Muslim Jawa, 
pemaknaan Islam hanya berorientasi pada mereka yang berbahasa 
Melayu atau Jawa (Jones, 1984). Selanjutnya, Sidney Jones (1984) 
dalam catatan sejarahnya, mengemukakan, meski pendidikan formal 


blog Biky.ums.c.idi 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


umat Islam membaik pada awal abad 20, namun dominasi pemerintah 
Hindia Belanda memiliki andil yang besar terhadap intervensi identitas 
Muslim di Indonesia. Terlebih lagi keterlibatan Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama (NU) pada konggres umat Islam di Mekkah pada 
tahun 1925 semakin meneguhkan identitas Islam yang bersifat 
primordial di masa itu. 


Sedangkan perkembangan Islam dan politik pada masa Orde 
Lama, terutama keterkaitan kelompok-kelompok Islam dengan 
Demokrasi Terpimpin ala Soekarno, diwarnai dengan pergolakan 
antara mereka yang tidak mendukung Soekarno dengan konsep 
Nasional, Agama, dan Komunis (Nasakom) nya atau tetap setia tanpa 
reserve kepada Soekarno. Pada masa itu, Majelis Muslimin Indonesia 
(Masyumi) yang merupakan partai Islam terbesar dan pemenang 
pemilihan umum (pemilu) kedua pada tahun 1955 setelah Partai 
Nasional Indonesia (PNI), seolah menentang Orde Lama karena 
mengusahakan pemberlakuan hukum Syari'ah di Indonesia. Tetapi, 
pada tahun 1960, Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno 
karena diduga mendukung pemberontakan Pemerintah Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI). Sejak itu berakhirlah kiprah Masyumi di 
panggung politik Indonesia. Sepeninggal Masyumi, dari segi jumlah, 
yang sebenarnya anggota tidak pernah benar-benar menemui klaim 
pasti, NU menjelma sebagai organisasi Islam terbesar, kemudian 
disusul oleh Muhammadiyah, yang merupakan bagian dari Masyumi. 
Formasi ini rupanya tidak berubah hingga kini. 


Jika kelompok Islam modernis seperti Gerakan Pemuda Islam 
Indonesia (GPII), gerakan yang berafiliasi dengan Masyumi, atau 
tokoh-tokoh Islam yang secara keras mengkritisi Orde Lama, seperti 
Hamka, Mr. Kasman Singodimejo, Mohammad Roem, Prawoto 
Mangkusasmito, Mohammad Natsir, Sjafuddin Prawiranegara, 
K.H.M. Isan Ashary, K.H.E.Z. Muttagien, Ghazali Syahlan, K.H. 
Sholeh Iskandar dan lainnya, masuk dalam daftar penangkapan oleh 
pemerintah Orde Lama karena dianggap sebagai ancaman (Maarif, 
1996), tetapi tidak demikian dengan NU, Muhamadiyyah, PSII (Partai 
Syarikat Islam Indonesia), dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). 
Mengutip Pernyataan Mochtar Lubis, wartawan surat kabar Indonesia 
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Raya dalam tulisan Ahmad Syafi'i Ma'arif (1996), secara tidak 
langsung mempertanyakan peranan organisasi Islam tersebut justru 
semakin merapat pada lingkaran kekuasaan Soekarno di tengah situasi 
politik yang tidak kondusif, khususnya NU. Meskipun terkesan bahwa 
NU tetap setia bahkan ketika kekuasaan Soekarno telah berada di orbit 
terluar, namun memang tidak ada banyak pilihan yang dapat 
dilakukan dalam konstelasi politik di masa itu. Iklim persaudaraan 
intraumat Islam ketika itu digambarkan pada kondisi yang terpuruk, 
sebab partai-partai Islam telah mengalami perpecahan (Maarif, 1996). 


Setelah rezim Soekarno berakhir bersamaan dengan tragedi 1965, 
polarisasi politik identitas agama menjadi batasan imajiner yang tegas 
antara mereka yang berafiliasi dengan komunis dan dianggap tidak 
beragama dan mereka yang berada di barisan agamis. Selama kurun 
waktu 1965-1966, politik Indonesia mengalami posisi tersuram dalam 
sejarah. Organisasi keagamaan dan tokoh-tokoh agama, tidak hanya 
Islam, namun juga Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha dituduh ikut 
andil besar dalam operasi penumpasan anggota maupun simpatisan 
Partai Komunis Indonesia (PKI). 


Kehancuran PKI pada tahun 1965 sekaligus naiknya Jendral 
Soeharto menggantikan kekuasaan Soekarno, menjadi harapan baru 
bagi Masyumi agar pemerintahan yang baru dapat membebaskan 
tokoh-tokoh pemimpin serta mengaktifkan kembali partai mereka 
(Mutalib dan Hashmi, eds., 1996). Masyumi juga berharap tujuh kata 
dalam Piagam Jakarta, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan 
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dapat diadopsi kembali dalam 
konstitusi yang baru di bawah Orde Baru. Tetapi, kenyataannya pe- 
merintahan bercorak militer itu tidak tampak berminat dengan 
tuntutan tokoh-tokoh Masyumi dan juga tidak menaruh perhatian 
terhadap kelompok Islam. Namun, juga tidak berarti mereka 
mengambil sikap antagonistik terhadap para aktivis Muslim. 
Traumatik militer terhadap pemberontakan Darul Islam/ Tentara 
Islam Indonesia (DI/TII) bisa jadi adalah alasan kuat yang 
melatarbelakangi hal tersebut (Muthalib dan Hashmi, eds.,1996). 
Bahkan pemerintah Orde Baru meleburkan partai-partai Islam yang 
berkontestasi dalam pemilu 1971 menjadi Partai Persatuan 
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Pembangunan (PPP) pada tahun 1975. Partai-partai Islam tersebut 
antara lain Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia 
(Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam 
Perti. 


Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto, pada dekade 1970-an 
hingga akhir 1980-an faktanya telah menjalankan politic of containment 
terhadap Islam. Tidak bisa dikatakan sebagai hubungan yang 
harmonis, tetapi juga tidak berarti kebijakan yang sangat represif. 
Pemerintah Orde baru melakukan penumpasan terhadap mereka yang 
dianggap subversif dan mengancam stabilitas nasional seperti tragedi 
Tanjung Priok tahun 1984 dan Lampung tahun 1989. Walaupun 
hingga saat ini fakta sejarah terhadap peristiwa tersebut tidak pernah 
terungkap dengan jelas. Sementara peristiwa lain seperti Woyla 
Borobudur 1981 yang dipimpin oleh Komando Jihad dan peledakan 
Borobudur 1985, tampaknya telah menempatkan politik Islam vis a vis 
dengan pemerintahan Orde Baru pada periodesasi awal (Putra, 2008). 
Di satu sisi, pemerintah Orde Baru terus berupaya untuk 
mengembangkan modernisasi terhadap sistem pendidikan Islam, 
sehingga Islam dapat berfusi dengan modernisasi itu sendiri. 


Perubahan akomodatif Orde Baru terhadap Islam mulai tampak 
pada awal dekade 1990-an, seperti direstuinya berdirinya Ikatan 
Cendekiawan Islam (ICMI) pada bulan Desember 1990 oleh Soeharto. 
Bergesernya kebijakan Soeharto yang lebih akomodatif terhadap Islam 
juga tampak dalam beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh 
Bachtiar Efendy (1996) yaitu, akomodasi struktural dan infrastruk- 
tural, akomodasi legislatif dan akomodasi kultural. Dukungan nyata 
juga terlihat dari diterbitkannya sertifikasi halal dan penyelenggaraan 
Kegiatan Dunia Islam di Indonesia. Di era 1970-an dan 1980-an, 
Indonesia dinilai menjaga jarak dengan negara-negara Timur Tengah, 
dugaan ini dikarenakan kekhawatiran Orde Baru akan paham-paham 
radikal yang berkembang di Timur Tengah dapat mempengaruhi 
kelompok-kelompok Muslim di Indonesia (Putra, 2008). 


Pembangunan di sektor ekonomi yang menjadi fokus utama 
dalam Orde Baru menyebabkan pemerintah mengambil tindakan 
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represif terhadap kelompok-kelompok yang dapat mengganggu sta- 
bilitas negara dan berimbas pada pembangunan, termasuk kelompok 
Islam. Rekayasa sosial politik terhadap masyarakat merupakan 
kebijakan Orde Baru agar kelompok-kelompok agama dan masyarakat 
pada umumnya dapat berjalan selaras dengan peningkatan pem- 
bangunan. Kemudian, pada dekade 1990-an, Orde Baru melakukan 
perubahan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap Islam. Hal ini 
dilatarbelakangi kesadaran bahwa tindakan represi terhadap Islam 
ternyata tidak menghentikan perkembangan Islam pada jalur politik 
Informal, yaitu gerakan kultural dan ekonomi (Syamsudin dan 
Fatkhan, 2010). Di sisi lain, Orde Baru agaknya terlambat merangkul 
kelompok Islam dan puncaknya terjadi demonstrasi mahasiswa 1998, 
yang juga didukung oleh para intelektual Muslim progresif menjadi 
momentum bagi berakhirnya kekuasaan Soeharto. 


Perkiraan bahwa Islam akan tampil ke panggung politik dan jika 
pemerintahan Soeharto tidak segera menyadari perkembangan 
kekuatan Islam, sangat mungkin akan berhasil menumbangkan 
kekuasaan Soeharto sepertinya telah diprediksi oleh Liem Soei Liong, 
yang merupakan pebisnis terkaya Indonesia saat itu sekaligus kawan 
karib Soeharto dalam artikel yang ia tulis pada pada jurnal Third Word 
Ouarterly berjudul “Indonesian Muslim and the State: Accomodation or 
Revolt?” Dalam papernya, Liem (1988) menuliskan bagaimana politik 
Islam tidak begitu saja padam meskipun Orde baru telah menutup 
kiprah mereka pada jalur politik formal, dimana Islam hampir sama 
sekali tidak memiliki peranan yang signifikan. Hal ini sangat 
berbanding terbalik dengan jumlah penduduk Indonesia yang 
mayoritas adalah penganut Islam, kecuali di bagian Timur Indonesia. 
Sebaliknya, aktivis pemuda Islam menyampaikan pemikirannya 
melalui kampus-kampus, masjid, dan kegiatan kultural lainnya. Tepat 
satu dekade setelah Liem menuliskan paper tersebut, Soeharto 
kehilangan kekuasaannya. 


Setelah 1998, Indonesia memasuki era Reformasi dan dihadapkan 
dengan sejumlah persoalan bangsa yang multikompleks. Terjadinya 
krisis moneter yang menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk 
hingga bermunculannya konflik sosial antar agama dan suku 
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bermunculan secara berhimpitan di beberapa wilayah di Indonesia. 
Pembakaran gereja seperti yang terjadi di Ketapang, Jakarta dan 
pembakaran Masjid di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya 
indikasi sentimen primordialisme berbasis agama meningkat setelah 
tragedi 1998. Kemudian, satu demi satu konflik sosial yang lain 
bermunculan, seperti konflik Poso, Maluku, Sambas, dan Sampit. Di 
samping itu, di dua ujung nusantara, gerakan separatisme Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) di barat dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) 
di timur, belum terselesaikan. Di tengah konflik sosial antar agama dan 
suku yang mengemuka itu, nasionalisme Indonesia mendapat ujian 
yang sebenar-benarnya dalam upaya menjaga keutuhan NKRI 
(Negara Kesatuan Republik Indonesia). 


Peristiwa yang tak kalah penting dan mengejutkan dunia 
internasional adalah peristiwa Bom Bali I pada tahun 2002 yang 
diprakarsai oleh kelompok Amrozi dan Imam Samudra telah 
mendaulatkan Indonesia sebagai ladang subur bagi berkembangnya 
gerakan radikal Islam. Episentrum peristiwa peledakan gedung World 
Trade Center di New York pada bulan September 2001 dengan 
tertuduh utama gerakan Al Oaidah pimpinan Osama bin Laden diduga 
berhubungan dengan Bom Bali I. Islam sekali lagi menjadi sorotan, 
tidak hanya di tingkat nasional namun juga komunitas internasional. 
Kondisi ini di satu sisi dapat menjadi triggered atau pemicu oleh Muslim 
lainnya untuk membangun tujuan-tujuan Islam politik yang ekstrem. 


Berkenaan dengan hal itu, Joebagio (2016) membedakan Islam 
politik dan politik Islam. Menurutnya, jika Islam politik merupakan 
perjuangan kelompok Muslim garis keras untuk mendapatkan dimensi 
kekuasaan, dan menjadikan al-Our'an, al-Hadits, dan fikih sebagai 
philosophische grondslag ketika dimensi kekuasaan telah diraih. 
Sebaliknya dalam politik Islam, perjuangan untuk meraih kekuasaan 
politik menggunakan simbol-simbol Islam sebagai basis recruitment 
massa. Ketika kekuasaan sudah diraih, mereka menggunakan 
Pancasila sebagai philosophische grondslag. 


Apabila melihat kembali pada sejarah Indonesia, Islam politik 
sebenarnya telah hadir pada masa Orde Lama, seperti kelompok 
DI/TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo atau gerakan Kahar 
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Muzakar di Sulawesi Selatan. Kedua gerakan tersebut menuntut 
berdirinya pemerintahan Islam di Indonesia. Begitu pula di masa Orde 
Baru, kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islam Politik juga 
tetap bermunculan, seperti Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Abubakar 
Ba'asyir dan sebagainya. Baik Orde Lama dan Orde Baru keduanya 
memiliki kebijakan yang represif terhadap kelompok-kelompok atau 
tokoh-tokoh Islam yang dinilai mengancam stabilitas keamanan 
negara dan tidak mengakui Pancasila. Tetapi, faktanya kebijakan 
represif yang dilakukan baik oleh Orde Lama maupun Orde Baru, 
ternyata tidak membuat kelompok-kelompok garis keras Islam 
berakhir. Kelompok-kelompok Islam sayap kiri tetap bermunculan 
meskipun pemerintah telah membubarkannya, bahkan menangkap 
para pemimpin mereka. 


Di antara organisasi-organisasi Islam yang bermunculan maupun 
yang meredup dalam waktu yang hampir bersamaan sejak awal abad 
ke-20 di nusantara, agaknya Muhammadiyah dan NU menjadi dua 
organisasi Islam yang relatif stabil, baik dari segi jumlah pengikutnya 
maupun secara struktural organisatoris. Keduanya yang dikenal 
mengusung Islam moderat atau tengahan di masa-masa awal 
berdirinya, seolah menjadi cerminan Islam di Indonesia. Meskipun, 
dalam kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu juga terdapat 
faksi-faksi lain, tetapi citra yang melekat pada Muhammadiyah dan 
NU telah menggambarkan keduanya sebagai wajah Islam Indonesia 
yang moderat, suatu kekhasan yang tidak dapat dipisahkan dalam 
dinamika Islam di nusantara. 


B. Muhammadiyah dan Gagasan Islam Pembaruan 


Satu dekade sebelum kemunculan Pan Islamisme pada tahun 
1924 di tanah air, Muhammadiyah telah hadir dalam komunitas kecil 
masyarakat Muslim di Kauman yang hanya berjarak puluhan hasta 
dari keraton Yogyakarta. Muhammadiyah berasal dari kata Muhammad, 
Nabi dan Rasul Allah terakhir dalam Islam, yang kemudian 
ditambahkan kata iyyah Sehingga, secara harfiah Muhammadiyah 
berarti pengikut Muhammadiyah. Dalam bahasa yang lebih tegas 
dapat berarti golongan yang berkemauan dan mengikuti Sunnah Nabi 
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Muhammad SAW (Fachruddin, 2005). Nama Muhammadiyah sendiri 
merupakan pemberian Muhammad Sangidu, yang merupakan kolega, 
kerabat dan murid KH. Ahmad Dahlan dan kelak menjadi tokoh 
pembaharuan (Darban, 2000). 


Organisasi yang berdiri pada 18 November 1912 itu mulanya 
hanya beranggotakan lingkaran kolega KH. Ahmad Dahlan (1868- 
1923) lalu berkembang dengan pesat dan menarik simpati lebih banyak 
anggota. Meskipun pada mulanya gerakan pembaruan Islam itu sepi 
peminat lantaran ide-ide KH. Ahmad Dahlan untuk melaksanakan 
ajaran Islam secara riil mendapat tentangan dari banyak pihak, 
termasuk para ulama besar kraton. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan 
yang melampaui jamannya dianggap aneh dimasa itu. Tidak seperti 
kiai tradisional pada umumnya, KH. Ahmad Dahlan berpikiran 
terbuka dan tidak alergi terhadap pemikiran Barat yang dianggap sesat 
(kafir). Ia bercita-cita agar umat Islam tidak hanya pandai dalam 
berilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan sekalipun itu dari 
pemikiran Barat. KH. Ahmad Dahlan ingin menunjukkan bahwa 
belajar ilmu yang berasal dari Barat tidak akan membuat dirinya keluar 
dari Islam. Ia pun tak segan dekat dengan pergerakan pemuda 
nasionalis yang kebanyakan berasal dari kaum priyayi terpelajar dan 
abangan. Golongan tersebut dianggap tidak cocok dengan kaum santri 
dan ulama karena stigma negatif mereka yang tidak dekat dengan 
agama, khususnya Islam. 


K.H. Ahmad Dahlan memperoleh gagasan pembaruan Islam 
seusai berguru pada para ulama Indonesia seperti Syaikh Ahmad 
Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas 
Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih dari Maskumambang saat ia 
menunaikan ibadah haji di Mekah dan kembali bermukim di sana pada 
tahun 1903. Di samping itu, ia juga terinspirasi dengan karya-karya 
pembaru Islam di masa itu tentang pemurnian kembali ajaran-ajaran 
Islam yang bersumber pada Al-Our'an dan Hadist, seperti karya 
Mohammad Ibnu Abdul Wahab, Syaikh Muhammad Abduh, Ibnu 
Taimmiyah, Mohammad Jamaluddin al- Afghani, dan Rasyid Ridha 
dan tokoh Islam reformis lainnya serta melalui majalah-majalah aliran 
Islam yang berasal dari Mesir dan Timur Tengah, seperti Al Manar, 
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Al-Liwa dan sebagainya (Darban, 2010). Namun, di antara tokoh 
reformis itu, rupanya pemikiran Syaikh Muhammad Abduh dan 
Rasyid Ridha yang paling mempengaruhinya, sehingga gerakan 
Muhammadiyah cenderung bersifat apolits dan sufisme yang 
mendasari reformasi Islam abad ke-20. 


Gerakan pan-Islamisme itu menginspirasi corak perjuangan 
Muhammadiyah yang aktif dan ofensif, sehingga kehadirannya 
mengejutkan masyarakat Islam di Kauman, terutama para ulama ber- 
aliran tradisional yang belum menerima keberadaan Muhammadiyah 
saat itu (Oodir, 2010). Meskipun mendapatkan penolakan karena 
dianggap membawa pemikiran-pemikiran radikal, Muhammadiyah 
tetap melanjutkan dakwahnya dengan jalan damai. Salah satu sarana 
dakwah Muhammadiyah adalah melalui majalah Suara 
Muhammadiyah yang terbit pada bulan Januari 1915 sampai sekarang 
sebagai sarana yang efektif bagi gerakan muda itu untuk menyebarkan 
pemikiran tentang Islam pembaruan di tanah Jawa. Dengan cepat ide 
modernis itu tidak hanya mendapat sambutan di kalangan orang Jawa, 
tetapi juga di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Pendirian 
Muhammadiyah bukan hanya berdasarkan semangat memajukan 
Islam dalam konteks yang lebih modern, tetapi juga disulut oleh 
kegelisahan terhadap kondisi umat Islam di masa itu yang dinilai telah 
menyimpang sebab bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur 
mistisme. 


Sebagai gerakan Islam yang tidak antipati terhadap modernitas, 
K.H. Ahmad Dahlan dan pengikutnya mendirikan sekolah 
Muhammadiyah pada tahun 1918 atau dikenal dengan Mualimin atau 
Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Kauman, Yogyakarta, yang 
bertujuan untuk meregenerasi para mubaligh, pimpinan serta kader- 
kader Muhammadiya. Tetapi Mualimin juga mengadopsi sistem dan 
metode pendidikan modern, yang memberikan tambahan pelajaran 
ilmu-ilmu sekuler atau umum. Dalam perkembangannya, sekolah itu 
sempat berganti nama menjadi Hogere Muhammadijah School. 
Mualimin merupakan cikal bakal berdirinya sekolah-sekolah dan 
perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia saat ini. 
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Komitmen untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan 
kegiatan amal lainnya diwujudkan Muhammadiyah dengan mendiri- 
kan banyak sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Termasuk pula 
memberikan ruang dan kesempatan pada kaum wanita untuk 
berkiprah pada kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang diwadahi 
dalam organisasi Aisyiyah yang didirikan pada tahun 1917. Tentu hal 
ini tidak lepas dari peranan besar K.H. Ahmad Dahlan yang berupaya 
untuk memajukan umat Islam melalui pedidikan modern dan kegiatan 
sosial kemasyarakatan. Kemudian, pada tahun 1923, Muhammadiyah 
mendirikan pelayanan kesehatan yang lebih terpadu, yang kini 
menjadi Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU). 
Namun, di tahun itu pula, K.H. Ahmad Dahlan berpulang. 


Kegiatan-kegiatan amal Muhammadiyah di berbagai bidang itu 
sejalan dengan teologi surat Al-Maun yang menekankan bahwa 
pentingnya melakukan amal sholeh melalui perbuatan, seperti 
mengentaskan kemiskinan dan memperhatikan anak yatim (Gunawan, 
2018). Muhammadiyah berusaha menerapkan ayat-ayat Al-Our'an 
dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebatas memahami, namun 
juga melaksanakan dan mengamalkan yang terkandung di dalam Al- 
Our'an. 


Selain itu, pendirian Muhammadiyah itu juga merupakan bentuk 
respon K.H. Ahmad Dahlan terhadap Kristenisasi di tanah Jawa oleh 
misionaris-misionaris Barat yang mendapat dukungan dari pemerintah 
kolonial Belanda (Syihab, 2012: Ricklefs, 2016). Hal ini juga didukung 
oleh pendapat Darban (2010) yang mengemukakan bahwa 
terbentuknya Muhammadiyah bertujuan untuk menghadapi aktivitas 
zending Kristen dan misi Katolik. Ia mengatakan bahwa tujuan 
pendirian Muhammadiyah juga meliputi aspek-aspek lain, yaitu cita- 
cita gerakan untuk mengembalikan kemurnian agidah Islam dan 
ajaran Islam kepada Al-Our'an dan sunnah Rasul, memperbaiki 
pendidikan, pengajaran, dan penyebaran budaya Islam, terutama di 
pulau Jawa dan Madura, dan menghidupkan semangat ukhuwah 
Islamiyah dalam memecahkan persoalan ekonomi, sosial dan politik. 
Tujuan-tujuan ini tentu tidak dapat lepas dari kondisi sosial politik di 
masa itu. 
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Sebagai organisasi Islam pada umumnya, sejak awal 
terbentuknya, gerakan ini menekankan jalur dakwah amar ma'ruf nahi 
munkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Ouran dan As-Sunah, 
sehingga Muhammadiyah berkarakter non-mazhab (Syihab, 2012). 
Tajdid Muhammadiyah mempunyai dua sudut pandang, yaitu tajdid 
sebagai gerakan purifikasi dan tajdid sebagai gerakan pembaruan 
(reformasi). Sebagai gerakan purifikasi, maka Muhammadiyah 
bertujuan untuk mengembalikan pemurnian ajaran Islam. Sedangkan 
sebagai gerakan pembaruan, dikutip dari laman resminya, 
“Muhammadiyah memperbarui pemahaman dan pengamalan agama 
Islam di dalam masyarakat, untuk dikembalikan kepada sumber asli 
ajaran Islam, yaitu Al-Our'an dan Sunnah Rasul.” 


Sehingga, baik pembentukan maupun kegiatan Muhammadiyah 
diilhami oleh surat-surat di dalam Al-Our'an yang tidak hanya sekedar 
dipahami, tetapi harus diamalkan secara nyata dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian, landasan pokok gerakan 
Muhammadiyah itu bersumber pada kekuatan teologis, seperti Al- 
Our'an surat Ali Imran: 104 tentang berserikat untuk menyeru pada 
kebajikan dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Landasan teologis 
ini juga dapat dijumpai pada Al-Our'an Surat Al-Maun, yang 
ditafsirkan oleh K.H. Ahmad Dahlan ke dalam tiga kegiatan utama 
Muhammadiyah, yaitu: “pendidikan, kesehatan dan penyantunan 
orang miskin” (Gunawan, 2018). 


Pada kurun waktu 1912-1923, gerakan Muhammadiyah sangat 
identik dengan sosok K.H. Ahmad Dahlan dan begitu pula sebaliknya. 
Sepeninggal K.H. Ahmad Dahlan, terjadi transformasi organisatoris di 
masa kepemimpinan K.H. Ibrahim (1923-1934). Sebagai contoh 
perubahan pada sistem permusyawaratan rapat tahunan menjadi 
kongres tahunan pada 1926, kemudian berubah kembali menjadi 
muktamar tiga tahunan dan terakhir menjadi muktamar lima tahunan 
yang berlaku hingga saat ini. 


Selama  kepimpinan K.H. Ibrahim, kegiatan amal 
Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat di bidang 
pendidikan dengan semakin banyak berdirinya sekolah-sekolah Islam 
modern yang dibangun oleh Muhammadiyah. Sedangkan di bidang 
politik, K.H. Ibrahim telah memutuskan dasar politik Muhammadiyah 
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pada akhir 1920-an, yang menyatakan bahwa Muhammadiyah akan 
bersikap netral dalam berpolitik dan keluar dari keanggotaan Sarekat 
Islam (SI) (Majelis Diktiliban dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). 
Pada saat itu pula, Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih pada 
Muktamar Pekalongan tahun 1927. Proses transformasi ini terus 
berlangsung dan dilanjutkan hingga tiga periode kepemimpinan 
berikutnya, yaitu K.H. Hisyam (1934-1937), K.H. Mas Mansur (1937- 
1942) dan K.H. Bagus Hadikusumo (1942-1953). 


Sedangkan perombakan tatanan kelembagaan dan organisasi 
Muhammadiyah terjadi pada masa kepemimpinan K.H. Bagus 
Hadikusumo, yang juga menfokuskan pada perluasan organisasi, tidak 
hanya di Jawa dan Madura saja. Pada masa ini pula, Muhammadiyah 
resmi bergabung dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia 
(Masyumi) sebagai anggota istimewa. Masyumi merupakan partai 
politik Islam di Indonesia yang didirikan pada tahun 1943, yang salah 
satu tujuannya untuk mempersatukan umat Islam (Siregar, 2013). 
Dalam perkembangannya, Muhammadiyah aktif berjuang di jalur 
politik hingga akhirnya memutuskan untuk keluar dari politik praktis 
pada tahun 1971 pada masa kepemimpinan K.H.A.R. Fachruddin 
(1968-1990). 


C.Nahdlatul Ulama dan Eksistensi Ulama 
Tradisional di Tanah Jawa 


Nahdlatul Ulama yang identik dengan Islam Jawa tradisional itu 
didirikan pada tahun 1926 di Surabaya dan diprakarsai oleh K.H. 
Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama pesantren terkemuka lainnya 
seperti K.H. Wahab Hasbullah dan K.H. Bisri Sansuri (Zada dan 
Sjadzili, 2010). Walaupun dilahirkan di perkotaan oleh para 
anggotanya yang bekerja dan menetap di Surabaya, namun orientasi 
dasarnya tidak bersifat kekotaan. Lembaga yang mewakili corak Islam 
tradisional ini bermula dari fenomena pedesaan sebab dirintis dari 
pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama Islam 
tradisional di daerah rural Jawa. Coraknya yang ingin tetap 
mempertahankan Islam tradisional inilah yang menjadi salah satu 
pemicu utama berdirinya NU. 
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Seperti dikutip dari Zada dan Sjadzili (2010), latar belakang 
pendirian NU adalah “untuk melindungi praktik dan pemikiran Muslim 
Indonesia atau lokal Islam yang berbeda dengan pemikiran keagamaan 
Muslim Timur Tengah yang cenderung puritanistik, khususnya Arab Saudi.” 
Saat itu pemikiran Mohammad Ibnu Abdul Wahab menjadi daya tarik 
global yang telah memantik semangat pan Islamisme, bersama dengan 
tokoh-tokoh Islam reformis Mesir seperti Hassan al Banna, Syaikh 
Muhammad Abduh, dan lainnya. 


Semangat puritanisme itu kemudian juga mengilhami berdirinya 
gerakan keagamaan baru di masa kolonial Hindia Belanda yang 
menyerukan pemberantasan bidah atau heterodoksi karena dianggap 
menyimpang dari Al-Our'an. Padahal menurut K.H. Hasyim Asya'ari, 
seperti dikutip kitab Oanun Asali Li Jami'ati Nahdlatul Ulama, gerakan 
itu sendirilah yang sebenarnya meproduksi bidah. Pernyataan K.H. 
Hasyim Asy'ari itu dapat diterjemakan sebagai respon terhadap situasi 
internasional tentang kebangkitan gerakan Wahabi dan situasi 
nasional terkait dengan maraknya gerakan Islam puritan. Wahabi 
sendiri merupakan gerakan puritan, yang bahkan idiom Wahabi 
Wahabbi' atau “Wahabbisme' ini diprotes oleh para pendukungnya 
sebab terkesan berkonotasi negatif dan lebih suka mengindetikkan 
dirinya sebagai Salafiyun (mengikuti jejak generasi Salaf) atau 
Muwahiddun (mengesakan Allah). Sebenarnya jika dikaji lebih dalam, 
sekte yang dibangun oleh Mohammad Ibnu Abdul Wahab itu pada 
akhirnya bermuara pada pertemuan antara agama, politik dan 
kekuasaan (Niblock, 2006, Aarts dan Gerd Nonneman, 2005, Algar, 
2002). 


Latar belakang berdirinya NU juga disebabkan oleh respon dan 
reaksi kelompok ulama tradisional terhadap gerakan-gerakan 
pembaruan yang bercorak puritanistik dan reformis seperti SI dan 
Muhammadiyah (Soebardi, 1983). Guna membendung gerakan- 
gerakan Islam puritan itu, akhirnya mereka membentuk organisasi 
sendiri yang tergabung di dalam NU. Dalam pandangan NU, gerakan 
Muhammadiyah terlalu kaku dan rasional serta mengesampingkan 
aspek-aspek emosional dalam beragama (Salam, 2016). Sementara itu, 
di sisi lain, NU dianggap terlalu akomodatif terhadap Islam tradisional 
yang memelihara ritual-ritual yang cenderung mencampurkan antara 
Islam, mistisme, dan budaya Jawa. Walaupun demikian, berdirinya 
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NU tidak dapat selalu diterjemahkan sebagai reaksi defensif terhadap 
Muhammadiyah dan SI, yang merupakan ancaman bagi kiai 
tradisional (Bruinessen, 1994). Tetapi alasan pendirian itu lebih 
dikarenakan perkembangan Islam internasional. Sedangkan sikap NU 
terhadap gerakan reformis Islam lebih pada upaya-upaya menandingi 
dibandingkan menolak gagasan-gagasan pembaruan itu. 


Setelah dua tahun berdiri, NU menempuh upaya diplomasi untuk 
melindungi “lokal Islam? dengan mengirimkan delegasi menemui Raja 
Ibnu Sa'ud pada tahun 1928 untuk menyampaikan surat berisi 
permohonan, yang salah satunya mengenai permohonan kebebasan 
bermazhab pada salah satu mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, 
Syafi'i, dan Hambali, termasuk mempelajari kitab-kitab yang 
mempelajadi mazhab tersebut (Muttagin, 2008). Langkah strategis ini 
diambil NU karena usulan untuk menyampaikan permohonan guna 
melindungi kebebasan bermazhab ke Raja Ibnu Sa'ud di Muktamar 
Dunia Islam (Muktamar “Alam Islami) melalui delegasi Centraal Comite 
Chilafat (CCC) Hindia Belanda ditolak oleh kalangan modernis yang 
tidak kooperatif. Seperti dikutip dari laman resmi NU, lobi yang 
dilakukan oleh K.H. Wahab Hasbullah terhadap tokoh-tokoh CCC 
seperti K.H. Mas Mansyur dari Muhammadiyah, H.O.S. 
Tjokroaminoto dan Wondoamiseno dari SI, Syekh Ahmad Soekarti, 
pendiri Al-Irshad Al-Islamiya selalu berakhir dengan kegagalan. 
Sehingga NU membentuk komite hijjaz, yang tujuannya untuk 
menyusun risalah atau materi pokok permohonan yang akan 
disampaikan langsung kepada Raja Ibnu Sa'ud. 


Upaya diplomasi itupun akhirnya membuahkan hasil, aspirasi 
umat Islam, khususnya NU, yang beraliran ahlussunah wal jamaah 
diterima oleh Raja Ibn Sa'ud dan berlaku hingga saat ini. Dapat 
disimpulkan bahwa aspek internasional juga termasuk faktor penting 
yang melandasi pendirian NU. Nahdlatul Ulama dengan Islam 
tradisionalnya, khususnya Jawa, adalah bentuk eksistensi terhadap 
lokal Islam' tanpa menafikkan nilai-nilai Islam maupun 
menghilangkan akar budaya, yang kemudian melahirkan Islam yang 
sangat khas nusantara. 
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BAB II 


POLITIK KEBANGSAAN DAN ISLAM 
MODERAT 


A. Identitas Dan Ideologi Muhammadiyah 


Sejak awal Muhammadiyah mengindetikkan dirinya sebagai 
gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang tajdid-nya 
bersumber pada Al-Our'an dan As-Sunah (Syihab, 2012), sehingga 
Muhammadiyah berkarakter non-mazhab (Kosasih dan Suwarno, 
2010). Seperti yang digariskan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan 
Islam Muhammadiyah (2000-2005), dikutip dari laman resmi 
Muhammadiyah, bahwa tajdid Muhammadiyah mempunyai dua 
sudut pandang, yaitu tajdid sebagai gerakan purifikasi dan tajdid 
sebagai gerakan pembaruan (reformasi), yang penjelasannya sebagai 
berikut: 


"Sebagai gerakan purifikasi, maka Muhammadiyah bertujuan untuk 
mengembalikan pemurnian ajaran Islam. Sedangkan sebagai gerakan 
pembaruan, "Muhammadiyah memperbarui pemahaman dan pengamalan 
agama Islam di dalam masyarakat, untuk dikembalikan kepada sumber asli 
ajaran Islam, yaitu Al-Our'an dan Sunnah Rasul." 


Sehingga, baik pembentukan maupun kegiatan Muhammadiyah 
diilhami oleh surat-surat di dalam Al-Our'an sebagai sumber kekuatan 
teologis. Salah satunya adalah Al-Ouran Surat Al-Maun, yang 
ditafsirkan oleh K.H. Ahmad Dahlan ke dalam tiga kegiatan utama 
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Muhammadiyah, yaitu: pendidikan, kesehatan dan penyantunan 
orang miskin (Gunawan, 2018). Landasan teologis lainnya terdapat 
dalam Al-Our'an surat Ali Imran: 104 tentang berserikat untuk 
menyeru pada kebajikan dan melakukan amar ma ruf nahi munkar. 


Dalam beberapa referensi yang merujuk pada ideologi Muham- 
madiyah, menyimpulkan bahwa pada dasarnya ideologi Muhamma- 
diyah adalah Islam. Sebab aktivitas organisasi Muhammadiyah 
diformulakan dari paham keagamaan yang bersumber dari ajaran 
Islam (Latief, 2010). Hal ini dikemukakan oleh Mitsuo Nakamura 
(2012) dalam penelitiannya tentang ideologi Muhammadiyah (1912- 
1967), yang menyimpulkan bahwa Muhammadiyah tidak memiliki 
ideologi selain Islam dan menyakini bahwa ajaran Islam adalah 
sumber kebenaran abadi. Penelitian lain tentang ideologi 
Muhammadiyah juga dikemukakan oleh Ahmad Jainuri yang dikutip 
dari Hilman Latief (2010), mengatakan bahwa "ideologi Muhammadiyah 
merupakan interpretasi keagamaan terhadap pelbagai gagasan independen 
yang dipegang oleh Muhammadiyah, gagasan-gagasan yang merefleksikan 
kepentingan dan komitmen moral, sosial, dan politik gerakan." 


Sedangkan secara khusus, ideologi Muhammadiyah tertuang 
dalam dua pemikiran resmi yaitu: Mugaddimah Anggaran dasar 
Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 
Muhammadiyah tahun 1969 (Nashir, 2016: Azhari, 2015). Namun, 
rumusan ideologi itu juga mengalami perkembangan, seperti yang 
tertuang pada muktamar satu abad Muhammadiyah di Yogyakarta 
pada tahun 2010. Ideologi modernis-reformis yang sebelumya melekat 
dengan gerakan Muhammadiyah kemudian diganti menjadi “Islam 
berkemajuan.' 


Mengutip pernyataan  Haedar Nashir (2016) bahwa 
Muhammadiyah berakar dari teologis salafiyah, tetapi karakternya 
tetap moderat, yang didasarkan pada Al-Our'an surat Al-Bagarah: 143. 
Hal ini menjelaskan bahwa posisi Muhammadiyah bersifat tengahan 
karena dapat secara fleksibel menerima paham manapun selama masih 
di dalam koridor Islam, tidak terlalu liberal ataupun condong ke 
gerakan Islam radikal atau fundamentalis keras yang selama ini 
diusung oleh banyak kelompok-kelompok Islam Salafi. 
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Adapun ideologi Muhammadiyah seperti disarikan dari tulisan 
Haedar Nashir (2017) mencakup beberapa hal, pertama, ideologi 
Muhammadiyah adalah sistem paham yang mengandung keyakinan 
cita-cita dan strategi perjuangan untuk mewujudkan masyarakat Islam 
yang sebenar-benarnya, kedua, ideologi muhammadiyah adalah Islam 
berkemajuan atau reformis-modernis, ketiga, ideologi Muhammadiyah 
lebih memilih perjuangan dakwah melalui pembinaan masyarakat 
daripada jalur politik dalam konteks gerakan sosial, keempat, ideologi 
Muhammadiyah secara substansi dan sejarah melekat dengan spirit 
K.H.Ahmad Dahlan, dan kelima, sosialisasi ideologi Muhammadiyah 
terhadap masyarakat menjadi tanggungjawab pemangku kepentingan 
organisasi. Bukan hanya sekedar berhenti pada tataran pemahaman 
baik lisan maupun tulisan saja, tetapi tindakan nyata. 


Kemudian, pada muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015, 
Muhammadiyah menyepakati bahwa Negara Pancasila adalah Darul 
Ahdi wal-Syahadah atau negara kesepakatan dan kesaksian (pembuk- 
tian) (Hidayat, 2015) dan keputusan ini diangkat dalam sidang komisi 
khusus, yaitu Komisi II. Penetapan terhadap keputusan itu juga 
merupakan bentuk komitmen Muhammadiyah sebagai gerakan Islam 
yang rahmatan lil alamin (universal) dan sejalan dengan nilai-nilai 
Pancasila, sehingga keberadaaan umat Islam di Indonesia bukanlah 
ancaman bagi non-Muslim. Sebab terwujudnya NKRI merupakan 
pilihan dan keputusan yang telah disepakati oleh semua pihak baik 
nasionalis, nasionalis-Islam, serta non-Muslim di awal kemerdekaan. 
Sedangkan kesaksian dan pembuktian telah dilakukan oleh 
Muhammadiyah sebagai jihad konstitusi, yakni dengan melakukan 
koreksi dan judisial review terhadap berbagai undang-undang yang 
bertentangan dengan konstitusi yang lebih tinggi Undang-undang 
Dasar 1945, yang sekaligus bertentangan dengan ajaran Islam dan serta 
melukai rasa keadilan dan menambah penderitaan rakyat. 


Bagi Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang mem- 
berikan nilai-nilai kemajuan sebagai bentuk pencerahan pada umat 
manusia. Islam melalui Al-Our'an dan sunah Rasul SAW menjadi 
pedoman kehidupan untuk memecahkan semua bidang persoalan 
dalam berbagai zaman, termasuk guna mengembangkan iitihad di 
tengah kehidupan modern yang semakin kompleks. 
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B. Khitah Politik Muhammadiyah 


Hubungan erat yang menunjukkan relasi antara ideologi dan 
sikap politik Muhammadiyah dapat disitir dari dua kasus berikut: 
pertama, Muhammadiyah cenderung keras, tegas, dan tanpa 
kompromistis ketika menghadapi ketidaksesuaian dan menunjukkan 
sikap berseberangan dengan berada di luar lingkaran pemerintahan. 
Misalnya, saat pemerintahan Soekarno memproklamirkan Nasakom, 
Muhammadiyah menarik dukungan terhadap pemerintahan 
Soekarno. Kedua, Muhammadiyah melakukan tarik ulur dalam 
menerima pemberlakuan asas tunggal Pancasila di masa pemerintahan 
Orde Baru karena pro kontra di internal Muhammadiyah. 


Maka, dibandingkan dengan organisasi Islam lainnya seperti NU 
yang corak politiknya lebih tampak, Muhammadiyah cenderung 
apolitis. Sikap itu tentunya dipengaruhi oleh pijakan awal pendirian 
Muhammadiyah yang berorientasi pada pembenahan umat dan ajaran 
Islam serta jauh dari kesan politik. Namun bukan berarti 
Muhammadiyah tidak memiliki peran politik. Bahkan, di masa Orde 
Lama, Muhammadiyah sempat menjadi salah satu kekuatan Islam 
dalam peta politik nasional, sehingga di masa itu pula peran politik 
Muhammadiyah sangat nyata saat bergabung dengan Masyumi. 


Sebenarnya hingga saat ini, peran politik itu juga tidak pernah 
pudar, hanya saja tampak samar, tidak seperti di masa Orde Lama. 
Terlebih lagi setelah memutuskan untuk keluar dari politik praktis, 
Muhammadiyah tidak lagi berkiprah di pentas politik nasional secara 
terbuka. Walaupun berbagai statement dari para tokohnya terkadang 
bermuatan politis, namun seringkali hal itu diterjemahkan oleh tokoh 
lainnya sebagai pernyataan yang sifatnya personal saja dan bukan 
mewakili Muhammadiyah secara keseluruhan. 


Padahal dalam tafsiran yang lain, statement para pimpinan dan 
tokoh Muhammadiyah itu dapat berarti mempresentasikan pemikiran 
politik Muhammadiyah. Karena bagaimanapun pernyataan dan tindakan 
para tokoh tersebut adalah cerminan atau refleksi pemikiran politik 
Muhammadiyah. Disamping itu, sebenarnya gerakan Muhammadiyah 
yang cenderung apolitis itupun dapat diartikan sebagai sikap politik 
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yang tersirat dalam merespon persoalan yang tengah terjadi baik 
bersifat internal maupun eksternal. Maka, wajah Muhammadiyah 
tidak hanya sebagai a religious reformist, agent of social change, tetapi juga 
political forces (Alfian dalam Mubarak, 2012). Pada posisi yang ketiga itu, 
Muhammadiyah merupakan kekuatan politik yang memiliki kepenti- 
ngan (interest group) meskipun sedari awal menyatakan sikap netral 
politik. Hal ini tentu bertolak belakang dengan ulasan tentang ideologi 
Muhammadiyah yang ditulis oleh Haedar Nashir, yang sangat jelas 
memposisikan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan dan 
bukan gerakan politik serta tidak berafiliasi pada kekuatan politik 
manapun. Tetapi faktanya, Muhammadiyah memang memiliki posisi 
yang strategis dalam dinamika politik Indonesia yang tidak 
terbantahkan sejak NKRI berdiri. 


Untuk memahami Muhammadiyah sebagai political forces, dapat 
dijelaskan dari khitah Muhammadiyah yang merefleksikan kepenti- 
ngan politiknya. Khitah dapat diartikan sebagai "garis perjuangan 
Muhammadiyah yang berisikan pokok-pokok pemikiran yang akan melalui 
proses perumusan bersama dan hasilnya menjadi dasar keputusan yang 
menentukan garis perjuangan atau garis kebijakan organisasi yang harus 
diimplementasikan oleh seluruh kader Muhammadiyah secara konsisten untuk 
membesarkan perserikatan” (Mubarak, 2012). 


Khitah Muhammadiyah pertama kali diadakan di Palembang 
pada tahun 1956, yang kemudian berlanjut pada khitah-khitah lainnya. 
Di antara khitah-khitah tersebut, termasuk Khitah 1956 sangat 
berkaitan erat dengan politik. Pada konteks Khitah 1956 merupakan 
respon Muhammadiyah terhadap kebijakan ekonomi yang timpang 
antara Pulau Jawa dan luar Jawa serta sikap kritis Muhammadiyah 
terhadap kebijakan Soekarno yang cenderung mengakomodir PKI 
(Majelis Diktilitban dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). Khitah 1956 
itu kemudian menjadi landasan utama untuk perumusan Khitah 
Muhammadiyah berikutnya, yaitu Khitah Ponorogo 1969, Khitah 
Ujung Pandang 1971, dan Khitah Denpasar 2002. Pelaksanaan khitah 
pada tahun-tahun tersebut sangat mewakili respon Muhammadiyah 
terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi di masa itu, khususnya 
dalam relasinya dengan negara. Sehingga Muhammadiyah perlu 
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menentukan posisi serta merumuskan arah kebijakan gerakan 
Muhammadiyah, sebab hal itu tentunya menyangkut keberlangsungan 
dan eksistensi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di Indonesia. 


Pada Khitah Ponorogo 1969, Muhammadiyah merumuskan 
sikap politik yang tegas dan jelas, bahwa dakwah amar ma'ruf nahi 
munkar dapat dilakukan melalui dua bidang, yaitu: bidang politik 
kenegaraan (politik praktis) dan bidang masyarakat. Berdasarkan 
rumusan khitah tersebut, Muhammadiyah memberikan penegasan 
tentang dasar pembentukan Parmusi pada tahun 1968 dengan 
beberapa kelompok Islam lainnya sebagai alat perjuangan politik di 
luar organisasi Muhammadiyah. 


Pada rumusan itu Muhammadiyah juga menekankan, bahwa 
hubungan Muhammadiyah dengan partai politik Parmusi bersifat 
ideologis, bukan organisatoris. Sehingga cara dan tujuan keduanya 
harus dibedakan antara partai politik tersebut dan Muhammadiyah. 
Sikap itu diambil Muhammadiyah sebagai peluang terhadap 
pergantian rezim karena di masa-masa awal pemerintahan Soeharto 
belum tampak jelas corak dan arah kebijakan Orde Baru. Namun, 
hanya berselang dua tahun dari Khitah 1969, Muhammadiyah justru 
merumuskan untuk keluar dari politik praktis pada Khitah Ujung 
Pandang 1971. Situasi di waktu itu memang kurang menguntungkan 
Muhammadiyah untuk terus berkontestasi pada politik nasional 
karena rezim Soeharto yang cenderung tidak berpihak pada kekuatan 
Islam. Keputusan itupun dirasa tepat sebab pada 1973, pemerintah 
meleburkan semua partai Islam menjadi PPP. Khitah Muhammadiyah 
1971 itu pada akhirnya menjadi rujukan yang kuat tentang aturan dan 
mekanisme Muhammadiyah dalam berpolitik. Adapun rumusan 
khitah tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut: 


"1) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam 
segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai 
hubungan organisatoris dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik 
atau organisasi apapun, 2) Setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak 
asasinya dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang 
tidak menyimpang dari anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan 
yang berlaku dalam Perserikatan Muhammadiyah” (Mubarak, 2012). 
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Kesan pada Khitah 1971 tersebut seakan menyiratkan 
Muhammadiyah seperti berdiri di atas dua kaki, di satu sisi netral 
politik, namun di sisi yang lain tetap berpolitik melalui para kadernya 
yang berpolitik praktis di organisasi partai ataupun non-partai di luar 
Muhammadiyah. Dalam bahasa yang berbeda, Din Syamsudin 
menyikapinya sebagai 'politik alokatif.' Hal itu ia sampaikan dalam 
disertasinya pada tahun 1991 berjudul Religion and Politic in Islam: the 
Case of Muhammadiyah in Indonesia's New Order yang menyimpulkan 
bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di masa Orde Baru 
tidak lepas dari strategi politik alokatif, agar dapat menanamkan nilai- 
nilai Islam dalam proses pembangunan negara berdasarkan Pancasila 
(Kosasih dan Suwarno, 2010). Pembangunan di sini tentu penekanan- 
nya pada sumber daya manusia, lebih khususnya pada umat Muslim 
di Indonesia. Maka, strategi 'politik alokatif ini dapat pula menjadi 
dasar pembenaran bagi Muhammadiyah ketika di bawah pimpinan 
Amien Rais. 


Sejak masa kepemimpinannya pada tahun 1995, Amien Rais 
menempatkan Muhammadiyah sebagai pengkritik yang vokal di masa 
Orde Baru atau dalam bahasa politisnya, Muhammadiyah di bawah 
kepemimpinannya telah mempraktikan 'high politics' (politik tingkat 
tinggi atau adiluhung). Pada tahun 1998, Amien Rais tidak hanya 
populer sebagai tokoh Muhammadiyah, namun juga menjadi salah 
satu lokomotif gerakan Reformasi 1998. 


Periode setelah Amien Rais, warna politik Muhammadiyah juga 
masih tampak. Hal ini sangat mungkin karena situasi dimasa-masa 
awal Reformasi, nuansa politik masih sangat terasa, berbaur dengan 
carut-marut kondisi ekonomi dan sejumlah konflik horizontal yang 
bermunculan di beberapa daerah. Selain itu, Muhammadiyah telah 
memiliki kendaran politik praktis setelah Amien Rais mempelopori 
berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga menjadi aspirasi 
politik bagi kader dan simpatisan Muhammadiyah. Maka, meskipun 
Khitah 1971 dipertahankan, tetapi atmosfer pada tahun 1998 itu tidak 
memungkinkan untuk bersikap apolitis. Dalam perkembangannya, 
Muhammadiyah kembali merumuskan Khitah Denpasar tahun 2002 
di masa kepemimpinan Ahmad Syafi'i Ma'arif. 
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Pada intinya, Khitah Denpasar tersebut menegaskan kembali 
sikap Muhammadiyah yang tidak berkaitan dengan partai politik 
manapun, termasuk PAN. Namun, Muhammadiyah tetap mem- 
berikan kebebasan bagi kadernya untuk berpolitik praktis. Mengacu 
pada rumusan khitah tersebut, Muhammadiyah tetap memainkan 
peran politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar 
dengan mempengaruhi dan mengawal proses kebijakan agar selalu 
berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita bangsa serta mendukung 
terwujudnya iklim demokrasi dengan mendorong secara kritis 
perjuangan politik yang sifatnya 'real politics' atau berorientasi pada 
kekuasaan (Alnawi, 2016). Muhammadiyah menyakini bahwa politik 
dalam bernegara juga merupakan bagian dari ajaran Islam, sehingga 
berpolitik haruslah dilandasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 
ajaran agama. 


Walaupun sudah sangat jelas tentang sikap netral politik 
Muhammadiyah pada rumusan Khitah Ujung Pandang dan Khitah 
Denpasar, tetapi pucuk pimpinan dan elit Muhammadiyah memiliki 
pengaruh yang besar dalam menentukan sikap politik. Hal ini di- 
ungkapkan oleh Suwarno dalam tulisannya berjudul "Muhammadiyah 
sebagai Oposisi" bahwa, "setiap periodesasi kepemimpinan 
Muhammadiyah: memiliki kecenderungan dalam beraktivitas politik secara 
individual, namun mewarnai perilaku Muhammadiyah secara institusional 
hingga dewasa ini” (Suwarno, 2001). 


Dengan demikian, statement-statement politik oleh tokoh 
Muhammadiyah yang berpolitik praktis itu beririsan dengan 
Muhammadiyah sebagai organisasi. Walaupun hal ini tentunya 
membutuhkan klarifikasi dan pengkajian lebih lanjut. Namun, dengan 
mendeskripsikan kembali Khitah Muhammadiyah tentang politik, 
maka dapat menjadi dasar penjelasan tentang sikap politik 
Muhammadiyah yang cenderung netral, samar dan bahkan sebaliknya 
tampak jelas. Hal itu sekaligus juga mencerminkan dinamika politik 
Muhammadiyah yang luwes dan dinamis sebelum Reformasi dan juga 
sesudahnya. 
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C. Politik Kerakyatan dan Kebangsaan Nahdlatul 
Ulama 


Berdirinya NU memang tidak lepas dari kesadaran politik 
terhadap kondisi politik dalam dan luar negeri Indonesia di masa itu. 
Pendirian NU bukan bertujuan untuk politik kekuasaan, tetapi politik 
(keagamaan) kerakyatan yang pelaksanaan dan praktiknya lebih dekat 
dengan tradisi lokalnya (Zada dan Sjadzili, 2010). Jika ini bisa 
dikatakan sebagai tindakan politik NU, maka itu adalah tingkatan 
politik tertinggi NU, yaitu politik kerakyatan. Sehingga, meski identik 
dengan Islam tradisional dan basis pedesaan, NU tidak buta politik dan 
apatis. 


Dalam memahami transformasi politik kebangsaan atau 
kenegaraan NU, memang tidak dapat dipisahkan dengan konstelasi 
politik saat itu. Antara tahun 1900-1927 merupakan periode awal 
lahirnya kebangkitan nasional Indonesia yang ditandai dengan banyak 
berdirinya perkumpulan dan organisasi politik serta gerakan-gerakan 
Islam (Ricklefs, 2016). Di masa itu, paham-paham Barat dan dunia 
Islam berkembang sangat pesat, seperti pan Islamisme, nasionalisme, 
kapitalisme hingga marxisme. Bahkan dalam waktu yang bersamaan 
marxisme sekaligus pan Islamisme menjadi daya tarik bagi SI pro 
Semaun yang berhaluan komunis (McVey, 2006). Di antara paham- 
paham tersebut, nasionalisme dan gerakannya menarik perhatian NU 
sebagai kendaraan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari 
pemerintah kolonial Belanda. Persentuhan antara NU dan gerakan 
nasionalisme ini kemudian mengilhami semangat nasionalisme NU 
dan termanifestasi dalam politik kebangsaan NU. Sebagai contoh, 
kontribusi politik kebangsaan itu terutama tampak pada keputusan 
K.H. Wahid Hasyim, wakil NU di PPKI (Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) yang mendukung tidak dicantumkannya 
Piagam Jakarta dalam dasar negara (Zada dan Sjadzili, 2010). 


Tetapi dalam sumber lain, menurut catatan AB. Kusuma, 
dikatakan bahwa K.H. Wahid Hasyim tidak hadir dalam peristiwa 
yang monumental itu karena sedang berada di Surabaya. Sehingga jika 
ini benar, maka praktis tidak satupun wakil Islam yang menanda- 
tangani Piagam Jakarta dengan hasil pencoretan terhadap tujuh kata 
itu (Fachruddin, 2019). Tujuh kata yang dimaksud yaitu “Ketuhanan 
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dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” 
yang kemudian atas tuntutan dari pemuka agama Katolik dan Kristen 
Indonesia Timur diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” dan 
menjadi sila pertama Pancasila (Wijaya, 2019). 


Sementara itu, dari laman resmi NU, menurut K.H. Afifuddin 
Muhajir (2018), NU mengemukakan bahwa sebenarnya sejak awal 
K.H. Wahid Hasyim telah menerima usulan pencoretan tujuh kata 
dalam Piagam Jakarta. Pernyataan ini sekaligus mengugurkan catatan 
AB. Kusuma. Sebaliknya, K.H. Wahid Hasyim menerima perubahan 
Piagam Jakarta sebagai tindakan yang sesuai dengan prinsip wasathiyah 
(moderat) yang senantiasa digunakan oleh warga Nahdiyin dalam 
menyikapi persoalan. Wasathiyah secara umum dapat dimaknai 
sebagai jalan tengah dari satu persoalan yang rumit dan cenderung 
berhadap-hadapan secara radikal dan juga dapat dimaknai sebagai 
tindakan yang realistis. Washatiyah dalam penafsiran realistis inilah 
yang digunakan oleh K.H. Wahid Hasyim saat menyepakati 
perubahan Piagam Jakarta. Menurut K.H. Afifuddin Muhajir, K.H. 
Wahid Hasyim setuju menghapus kalimat yang menjadi keberatan 
kelompok lain, khususnya non-Muslim karena realitasnya Indonesia 
memang bukan negara agama ataupun sekuler. Walau begitu, sikap 
politik K.H. Wahid Hasyim itu juga tidak diamini dan didukung oleh 
seluruh ulama NU. Sebagai contoh K.H. Ahmad Zaini dan Saifuddin 
Zuhri adalah tokoh NU yang sangat kritis dan vokal dalam 
mempertanyakan Pancasila (Facruddin, 2019). Pada dasarnya, pro dan 
kontra di NU itu tidak memudarkan semangat untuk menerapkan 
politik kebangsaan karena perbedaan pandangan adalah hal yang biasa 
dalam berpolitik. 


Dalam menerapkan politik kebangsaan, NU menarik garis yang 
tegas antara politik yang berorientasi kekuasaan dan politik 
kebangsaan dan menyatakan diri sebagai organisasi keagamaan dan 
sosial kemasyarakatan (jam'iyyah diniyyah iitima'iyyah). Hal ini 
diungkapkan secara tegas dan jelas oleh K.H. Sahal Mahfudh yang 
dituliskan dalam laman NU, yaitu “politik kekuasaan atau lazim disebut 
politik tingkat rendah (siayasah safilah) adalah porsi partai politik bagi warga 
negara, termasuk NU perseorangan. sedangkan NU sebagai lembaga atau 
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organisasi, harus steril dari politik semacam itu. Dan hanya memerankan 
politik tingkat tinggi (siyasah 'aliyah samiyah), yakni politik kebangsaan, 
politik kerakyatan, dan etika politik.” Pedoman berpolitik warga NU 
kemudian mengerucut pada sembilan butir sebagai hasil Muktamar 
NU ke-28 tahun 1989, di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, 
Yogyakarta. 


Pedoman politik NU itu pada intinya tidak menghendaki NU 
kembali terlibat politik praktis seperti di masa Orde Lama. Namun 
dalam butirnya, NU tetap mewacanakan bahwa politik bagi warga NU 
mengandung arti keterlibatan (berpartisipasi) sesuai dengan Pancasila 
dan UUD 1945 dan berpolitik dalam koridor untuk mencapai 
kemaslahatan bersama. Keputusan ini tentunya merupakan bentuk 
adaptasi dari era Orde Baru yang tidak membebaskan kelompok- 
kelompok Islam mendirikan partai politik di luar bentukan 
pemerintah. Hingga 1998, memang tidak banyak yang bisa dilakukan 
oleh NU selain mendukung kebijakan Soeharto dan bertahan untuk 
menyelamatkan eksistensi NU di masyarakat. Mungkin karena sikap 
ini pula, NU dikritik sebagai organisasi Islam yang oportunis. 


D. Politik Keagamaan Nahdlatul Ulama 


Tindakan politik NU yang kerap dinilai opportunis dan fleksibel 
dalam segala era pemerintahan sebenarnya sejalan dengan apa yang 
menjadi dasar ideologi NU. Tetapi hal tentang pemikiran politik NU 
ini kurang bisa dipahami karena memang jarang ditemukan referensi 
ilmiah yang secara lugas mengemukakan ideologi atau doktrin khas 
NU. Oleh karena itu kecenderungan yang terbangun terhadap NU 
adalah sikapnya yang seolah-olah berpihak pada penguasa yang 
menang. 


Sebenarnya prinsip-prinsip dasar ideologi keagamaan NU secara 
jelas telah dikemukakan dalam AD/ART NU, tetapi memang belum 
cukup dapat menjawab pertanyaan mengenai karakteristik pergerakan 
NU berdasarkan ideologinya. Adapun prinsip-prinsip ideologi 
tersebut, yaitu: 
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"1) NU mendasarkan paham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam: 

Al-Our'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Oiyas:2) dalam memahami, 
menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut di atas, NU mengikuti 
paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan 
(al-madzhab) salah satu dari empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan 
Hanbali” (Edi, 2016). 


Kendati demikian, memahami ideologi NU memang bukan 
perkara mudah karena minimnya literatur yang membahas hal itu 
secara spesifik. Kalaupun ada, sifatnya sangat deskriptif dan berkisar 
pada gambaran ketaatan mereka terhadap mazhab Sunni dan 
pengaruh budaya Jawa. Dari beberapa penelitian terkait NU seperti 
skripsi dan tesis yang dijadikan sumber data, belum juga ditemukan 
pembahasan ideologi yang detil, melainkan lebih pada cara-cara atau 
sikap NU dalam berpolitik yang merujuk pada politik kerakyatan dan 
kebangsaan NU. 


Penjelasan mengenai pemikiran politik keagamaan NU yang 
sistematis dapat dijumpai pada tulisan Greg Fealy berjudul Ijtihad 
Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967, yang mencoba meramu ideologi 
NU dengan menggunakan beberapa dokumen yang sebenarnya juga 
kurang mutakhir. Rujukan itu antara lain Kenang-Kenangan Muktamar 
NU terbit tahun 1959, kumpulan pidato Ketua Umum PBNU, K.H. 
Idham Chalid yang dipublikasikan tahun 1921 berjudul Mendajung 
Dalam Taufan, kumpulan pidato K.H. Idham Chalid dan tokoh-tokoh 
partai lainnya yang dirangkum oleh Amak Fadhali, Pedoman Berfikir 
Nahdlatul Ulama karangan K.H. Achmad Siddig terbit tahun 1969, 
Khitah Nahdhiyah, tulisan-tulisan karya Saifuddin Zuhri, dan tulisan 
Ali Haidar berjudul Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. 


Dalam pembahasannya tentang ideologi NU, Fealy (2012) 
mengungkapkan bahwa dasar formal ideologi NU adalah yusprudensi 
Islam yang berasal dari filsafat politik sunni pada abad pertengahan, 
yang diilhami oleh sejumlah ulama fikih seperti al-Bagillani (950- 
1013), al-Baghdadi (w.1073, al-Mawardi (974-1058), al-Ghazali (1058- 
1111), Ibnu Taimiyyah (w.1328), Ibnu Jama'ah (w.1333), dan Ibnu 
Khaldun (w.1406). 
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Sebelum memahami ideologi NU, perlu dijelaskan terlebih dahulu 
mengenai aspek-aspek sejarah, hukum, dan budaya yang mengilhami 
teori politik sunni yang berasal dari pemikiran-pemikiran para ulama 
fikih di masa Khalifah, terutama Dinasti Abbasiyah dan Umayyah, 
yang kemudian dijadikan pegangan ideologi NU. Dalam 
penjelasannya, Fealy menukil beberapa pandangan ulama fikih yang 
kerap digunakan oleh tokoh-tokoh NU, seperti Ibnu Jama'ah yang 
menulis di akhir pemerintahan Khalifah Abbasiyah: "Suatu 
pemerintahan, walaupun tidak disukai, masih lebih baik daripada tidak ada, 
dan di antara dua orang yang jahat kita harus memilih yang lebih sedikit sifat 
Jahatnya." Pandangan-pandangan ulama fikih seputar penguasa juga 
dikutip dalam karya al-Ghazali, yaitu: "memimpin Muslim boleh 
memberikan saran dan memperingatkan penguasa, tetapi tidak boleh 
menghasut atau memberontak." 


Hal ini juga dijelaskan secara konsisten dalam Al-Our'an, Surat 
An-Nisa:59, yaitu perintah tentang menaati Allah, Rasul, dan 
pemerintah yang sedang berkuasa, kecuali jika penguasa itu 
melakukan intervensi terhadap urusan umat karena dapat menyulut 
pertikaian di antara umat. Seorang Muslim yang baik harus tetap taat 
beribadah apapun tindakan pemerintahannya. Dikutip dari Ibnu Batta, 
pengikut Hanbali pada abad ke-10: 


"Penindasan oleh kaum penindas dan kezaliman kaum yang zalim tidak 
akan mencelakai orang yang menjaga agamanya dan mengikuti Sunnah 
rasul karena ia sendiri selalu bertindak sesuai dengan Al-Our'an dan 
Sunnah Rasul dan, sebaliknya, orang yang mempunyai imam yang adil, 
namun ia menjalani kehidupan yang bertentangan dengan Al-Our'an dan 
Sunnah Rasul maka keadilan imamnya tidak akan menyentuhnya” 
(Lewis, 1986). 


Menurut Fealy, berdasarkan pendapat itu, maka para ahli hukum 
kembali merumuskan teori politik Islam yang tidak hanya fokus pada 
unsur-unsur penting dalam hukum Allah, tetapi juga menyeimbang- 
kannya dengan kenyataan dan fakta sejarah. Setelah teori itu 
diterapkan, perlahan penguasa-penguasa duniawi itu melunak karena 
adanya pengakuan terhadap wewenang kekuasaan bagaimanapun cara 
memperolehnya ia dianggap sebagai pemerintahan yang sah sepanjang 
menghormati hukum Islam. Penguasa zalim yang merebut kekuasaan 
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dengan kudeta militer sama-sama berhak mendapatkan pengesahan 
dan kesetiaan dengan penguasa baik yang dipilih secara bebas oleh 
rakyat. Para ahli hukum Maliki mengungkapkanya dalam frase “yang 
berkuasa harus ditaati.” Sedangkan Ibnu Jama'ah mengutip peryataan 
Ibnu Umar: 'kami berpihak kepada yang menang.' 


Fragmen-fragmen tersebut menggambarkan keluwesan dalam 
teori politik sunni yang adaptif dan sekaligus menggambarkan kuatnya 
realisme yang mendasari teori ini serta penerapannya dalam 
pengambilan setiap keputusan yang menyangkut persoalan-persoalan 
umat dalam kolerasinya dengan negara, politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya. Teori sunni bukanlah blue print masa depan, tetapi ia 
merupakan 'pembenaran post eventum atas preseden sejarah' seperti dikutip 
dari Hamilton Gibb (Fealy, 2012). 


Karakteristik-karakteristik yang berasal dari doktrin klasik itu 
terus dipertahankan dan diadopsi oleh kaum tradisionalis dunia, 
termasuk NU. Hal itu menjadi penjelasan terhadap perilaku politiknya 
karena tidak hanya menjadikan doktrin klasik itu sebagai pegangan, 
tetapi juga contoh-contoh historis mengenai sikap memilih diam, 
berdamai, realistis, dan sikap akomodatif. Pada dasarnya gagasan- 
gagasan politik Sunni klasik adalah rujukan teoritis utama NU, yang 
banyak ditemukan dalam naskah-naskah NU dan menjadi doktrin 
politik NU. Sedangkan preseden sejarah yang dipakai NU, tidak hanya 
mencakup sejarah di masa Rasulullah SAWdan Khulafaur Rasyidin, 
namun juga kekhalifahan Umayah dan Abbasiyah. 


Selain itu, prinsip-prinsip fikih baik ushul figh, kaidah figh, dan figh 
memiliki peran penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan 
politik, yang mencirikan pemikiran politik NU dalam tiga kategori 
utama, yakni: 1) kebijaksanaan atau netral, yaitu pegambilan tindakan 
yang kondusif bagi upaya memperoleh manfaat atau menghindari 
kerugian. 2) keluwesan atau sikap luwes: dan 3) moderatisme, dapat 
diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghindarkan tindakan yang 
ekstrem dan bersikap hati-hati dalam bertindak dan menyatakan 
pendapat (Fealy, 2012). 
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Sikap kebijaksanaan, keluwesan, dan moderatisme itu sepertinya 
tidak hanya dipengaruhi oleh sumber-sumber rujukan NU yang 
berkaitan dengan hukum Islam, doktrin klasik politik Sunni, ulama- 
ulama fikih Islam, tetapi juga oleh falsafah Jawa. Hal itu misalnya 
sangat tampak pada ciri moderatisme NU, tidak grasa-grusu atau tidak 
terburu-buru, namun segala sesuatunya dipikirkan terlebih dahulu 
apakah mendatangkan manfaat atau mudharat. Walaupun penjelasan 
mengenai ideologi NU ini mengutip teks-teks lama NU, tetapi hal ini 
masih relevan dan dapat digunakan untuk menganalisis perilaku 
politik NU yang seringkali dikritisi karena dianggap oportunis dan 
pragmatis itu. 


Dalam perkembangannya, ideologi NU juga mengalami 
dinamika, karena generasi muda NU menginginkan pembaruan 
ideologi yang lebih terbuka dan tidak hanya terpaku dengan doktrin- 
doktrin klasik abad pertengahan. Dalam bukunya "Peta Kaum Muda 
NU Progresif," Laode Ida 2004) membagi tiga tipologi, yaitu: 

"1) Kelompok progresif transformis, yang menginginkan agar NU tidak 
terjebak dalam persoalan. pragmatis dan mampu mentransformasikan 
program-program NU pada seluruh wilayah kehidupan. 2)Progresif- 
radikalis. Yakni mereka yang memperjuangkan kesetaraan (egalitarian) 
dengan menjunjung tinggi atau bersdandar pada nilai-nilai HAM (Hak 
Asasi Manusia) dan kultur dasar komunitas. Kelompok ini cenderung 
kekiri-kirian atau sekuler. 3)Progresifrmoderat, yakni mereka yang 
memiliki ide-ide tentang perubahan tetapi tidak memiliki ideologi yang 
jelas dan konsisten diperjuangkan. Mereka tidak mau total sebagaimana 
kedua kelompok pertama, karena mereka ingin berada ditengah-tengah 
terhadap arus yang ada." 


Dinamika mengenai NU progresif yang digemakan oleh generasi 
muda NU itu tak lepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran K.H. 
Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, yang juga 
merupakan cucu pendiri NU, K.H. Hasyim Asy'ari dan Presiden 
Republik Indonesia ke-4. Pemikiran Gus Dur merupakan perpaduan 
antara doktrin klasik, tradisi, dan modernisme dalam menghadapi 
tantangan zaman, maka jadilah pemikiran NU kontemporer. Bahkan 
pemikiran-pemikiran itu dapat dikatakan melampaui pemikiran Islam 
modernis, namun tetap berpijak pada tradisi yang kemudian menjadi 
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tren bagi pengagumnya dengan mendirikan komunitas Gusdurian 
sebagai penghormatan terhadap pemikiran intelektualnya. 


Dalam wacana lain, pemikiran politik NU itu seringkali 
disangkakan oleh orang awam sebagai oportunis dan sangat lekat 
dengan konsep selfinterest atau kepentingan atas dasar pribadi atau 
kelompok. Fakta yang tampak menguntungkan elit NU yang berkiprah 
di politik itu terlihat jelas di era Soekarno dan era Reformasi, 
khususnya di masa pemerintahan Joko Widodo, jika merujuk pada 
periode kedua pemerintahannya, di mana wakil presiden adalah K.H. 
Ma'ruf Amin, yang seorang kiai NU. Bisa dikatakan bahwa NU seperti 
anak emas dari kelompok Islam tradisional ditengah gempuran 
modernitas dan kelompok Islam yang mengatasnamakan Salafi dalam 
konteks pemurnian ajaran Islam yang kaku. Walaupun demikian, soal 
politik di kancah nasional, tampaknya NU memang lebih politis 
dibandingkan dengan Muhammadiyah. 


Pembenaran akan hal itu dapat dikutip dari pandangan Ma'mun 
Murod Al-Barbasy (2017), yang mengatakan "Muhammadiyah memang 
tak cakap dalam berpolitik praktis dan tidak ditakdirkan untuk bervolitik. 
Sebaliknya NU, meski sudah menyatakan kembali ke Khitah 1926, tetapi 
wajah politik NU masih tampil dominan." Pernyataannya itu didukung 
dengan fakta bahwa NU pernah berpolitik selama lebih dari dua 
dekade (1952-1973) di periode Presiden Soekarno dan di bawah PPP 
(1973-1984). Jadi jika dijumlahkan, NU berpolitik praktis selama 
kurang lebih tiga dekade di kedua era tersebut. Pengalaman yang tidak 
dapat dikatakan sebentar dalam berpolitik. Walaupun setelah 1998, 
kiprah politik itu seakan tergantikan dengan kehadiran PAN dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB), namun tetap saja Muhammadiyah dan 
NU menjadi perhatian politik karena jumlah massanya yang besar. 
Dari ulasan-ulasan mengenai hal ini, maka dapat dipahami mengapa 
hingga reformasi bergulir, NU tak dapat jauh dari politik. Sebagaimana 
sejarah mencatat bahwa jauh sebelum tuntutan mahasiswa tentang 
Reformasi 1998, NU dan Muhammadiyah telah merilis gagasan itu di 
awal 1990-an. Sebuah gagasan yang agak mustahil diwujudkan di 
tengah kepemimpinan otoriter bercorak militer di masa itu. 
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BAB III 


MUHAMMADIYAH DAN DINAMIKA 
POLITIK DI INDONESIA 


A. Muhammadiyah Di Era Orde Lama (1945-1971) 


Sebelum berkiprah di Partai Masyumi pada tahun 1945, 
Muhammadiyah telah merintis jalan politik, meski bukanlah gerakan 
politik (Siregar, 2013). Pada tahun 1937, Muhammadiyah bersama 
NU dan organisasi Islam lainnya ikut mendirikan Majelis A'la Islam 
Hindia Syargiyah (MAIHS) (Jurdi, 2016). Mulanya organisasi ini 
fokus pada bidang pendidikan, tetapi dalam perkembangannya 
memperjuangkan kepemimpinan umat Islam di Indonesia. Pada 1937 
pula, Muhammadiyah menjadi salah satu inisiator berdirinya Partai 
Islam Indonesia (PII). Sejak saat itu SI bukanlah lagi satu-satunya 
saluran aspirasi umat Muslim di tanah air. Berdirinya PII ini juga 
didukung oleh tokoh-tokoh SI yang kurang sejalan lagi dengan SI. 


Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936, K.H. Hasyim Asy'ari 
menyampaikan agar kelompok-kelompok Islam dapat menyatukan 
perbedaan kelompok-kelompok Islam, sehingga umat Islam di 
Indonesia dapat bersatu (Nilwani, 2016). Sebagai kelanjutan dari 
gagasan itu, maka diadakan pertemuan kelompok-kelompok Islam 
pada tanggal 18-21 September 1937 di Surabaya, yang sepakat untuk 
mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) sebagai federasi 
politik umat Islam untuk mempererat persatuan umat Islam di 
Indonesia. 
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Ketika itu Muhammadiyah diwakili oleh K.H. Mas Mansyur, NU 
diwakili oleh K.H. Muhammad Dahlan dan K.H. Wahab Hasbullah, 
sementara SI diwakili oleh Wondoamiseno. Sebagai organisasi Islam 
tunggal, MIAI mendapatkan simpati yang luar biasa, sehingga 
memudahkan aktivitasnya untuk menyebarkan nasionalisme. Namun 
karena pergerakannya yang masif, MIAI dibatasi oleh pemerintah 
Jepang dan dibubarkan pada tahun 1943, lalu diganti dengan Masyumi 
yang diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan wakilnya K.H. Mas 
Mansyur. Hingga Masyumi resmi menjadi partai politik pada tahun 
1945, tokoh-tokoh Muhammadiyah masih aktif berpolitik di Masyumi 
dan menjadi anggota istimewa. Namun NU memutuskan untuk keluar 
dari Masyumi di tahun 1952. 


Pada pemilu 1955, Masyumi menempati urutan kedua dalam 
perolehan suara dan menjadikannya sebagai salah satu kekuatan 
politik Islam di masa itu. Namun pada tahun 1960 Masyumi 
dibubarkan karena pemerintahan Soekarno mencurigai para petinggi 
Masyumi terafiliasi dengan pemberontakan Pemerintah Revolusioner 
Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958 (Sardiman, 2008). 


Setelah pemilu pertama itu, keadaan sosial dan politik Indonesia 
memang belum stabil dan kondusif. Pemberontakan dari faksi-faksi 
yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, 
baik ekonomi, sosial dan politik masih kerap terjadi. Masyumi pun tak 
luput dari dampak tersebut karena beberapa tokohnya yang dianggap 
mendukung pemberontak dan vokal terhadap pemerintah Orde Lama 
masuk dalam daftar penangkapan, termasuk Kasman Singodimejo 
yang merupakah tokoh elit Muhammadiyah. Sementara itu, kelompok 
Islam modernis seperti GPII, gerakan yang berafiliasi dengan 
Masyumi, atau tokoh-tokoh Islam yang secara keras mengkritisi Orde 
Lama, seperti Hamka, Mr. Kasman Singodimejo, Mohammad Roem, 
Prawoto Mangkusasmito, Mohammad Natsir, Sjafuddin Prawiranegara, 
K.H.M. Isan Ashary, K.H.E.Z. Muttagien, Ghazali Syahlan, K.H. 
Sholeh Iskandar dan lainnya, masuk dalam daftar penangkapan oleh 
pemerintah Orde Lama sebab mereka dianggap sebagai ancaman 
(Ma'arif, 1996). 
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Meskipun demikian, pembubaran Masyumi itu memang tidak 
terlalu berimbas pada Muhammadiyah. Karena pada tahun 1959, 
Muhammadiyah telah keluar dari Masyumi dan mengambil sikap 
untuk netral dalam politik (Majelis Diktilitban dan LPI PP 
Muhammadiyah, 2010). Keputusan itu diambil sebagai respon 
terhadap konstelasi politik nasional di masa itu yang dianggap 
cenderung berkiblat pada komunisme dan merupakan langkah anti- 
sipatif tehadap kebijakan Pemerintah Orde Lama yang menunjukkan 
gejala akan membubarkan Masyumi (Arrasyid). 


Lima tahun setelah Masyumi dibubarkan, pada 1965, terjadi 
pemberontakan G30S/PKI atau Gerakan 30 September yang diduga 
didalangi oleh PKI. Setelah berhasil ditumpas, pada tahun 1966, PKI 
dibubarkan oleh Letnan Jenderal Soeharto dengan menggunakan 
Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) yang masih kontrovesial 
itu. Lalu, setahun kemudian, Soekarno mundur dari jabatannya setelah 
laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS (Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan rezim Orde Lama pun resmi 
berakhir. Pada tahun yang sama, Sidang Istimewa MPRS kemudian 
mengukuhkan Soeharto sebagai kepala negara yang baru. 


Momentum pergantian kekuasaan itu juga menjadi harapan baru 
bagi Muhammadiyah agar Masyumi dapat berkiprah kembali di 
panggung politik, namun hal itu tidak pernah terealisasi. Setelah 
usulan untuk merehabilitasi Masyumi ditolak oleh Orde Baru, maka 
Muhammadiyah dengan kelompok Islam lainnya mendirikan Parmusi 
pada tahun 1968. Salah satu harapan berdirinya Parmusi adalah dapat 
melibatkan kembali tokoh-tokoh Masyumi untuk berpolitik, namun 
hal ini ditolak oleh Presiden Soeharto kecuali hanya dibelakang layar 
saja. Parmusi yang semula diharapkan mampu menjadi kendaraan 
politik Muhammadiyah, ternyata jauh dari ekpetasi, karena perolehan 
suara yang minim di pemilu 1971. 


Kemudian, entah didasari oleh kekecewaan terhadap keputusan 
Orde Baru terhadap Masyumi, perolehan suara Parmusi yang tidak 
sesuai harapan atau alasan yang lebih pragmatis, Muhammadiyah 
sekali lagi memutuskan untuk netral politik dan hanya fokus pada 
dakwah Islam. Lalu, wacana untuk keluar dari pentas politik nasional 
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akhirnya diformalkan berdasarkan hasil muktamar ke-38 di Ujung 
Pandang pada tahun 1971 (Widiastuti, 2019). Dengan demikian 
Muhammadiyah kembali ke khitah pendiriannya sebagai gerakan amar 
ma'ruf nahi munkar, artinya Muhammadiyah sebagai saluran untuk 
menyuarakan sikap kritis terhadap kebijakan Orde Baru (Sufyan, 2014: 
104). Maka, ketika pemerintah mefusikan Parmusi di bawah PPP 
dengan Partai NU, PSII, dan Perti di tahun 1973 (Ali dan Nurhuda Y., 
2008: 44), Muhammadiyah telah undur diri, tidak ikut serta dalam 
partai bentukan pemerintah Orde Baru tersebut atau partai politik 
manapun. 


B. Eksistensi Muhammadiyah Setelah Keluar Dari 
Politik Praktis (1971-1998) 


Setelah Muktamar Muhammadiyah ke-38 pada tahun 1971, 
praktis Muhammadiyah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan 
dan menjauh dari politik. Namun bukan berarti Muhammadiyah buta 
politik ataupun tidak memperbolehkan sama sekali kadernya untuk 
berkarir di politik. Salah satu keputusan penting yang mendasari 
muktamar itu, seperti dikutip dari pernyataan Malik Akhmad, 
dikarenakan Muhammadiyah ingin menyudahi intervensi pemerintah 
dan konflik interest berkepanjangan baik internal maupun eksternal di 
Muhammadiyah Ali dan Nurhuda Y., 2008). Bahkan pelaksanaan 
muktamar yang biasanya dilaksanakan di Pulau Jawa dan Sumatra, 
dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghindari campur 
tangan pemerintah dalam menentukan struktur kepengurusan 
Muhammadiyah. Keputusan muktamar tersebut memutuskan bahwa 
Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar akan 
berkesanggupan untuk menyampaikan ajaran Islam ke semua 
golongan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan tanpa 
mengkotak-kotakkan baik yang Muslim (umat ijabah) maupun non- 
Muslim (dakwah) (Mulkhan, 2010). 


Pada muktamar ini juga memutuskan K.H.A.R. Fakhruddin 
kembali terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (1971- 
1974) setelah Malik Akhmad mengundurkan diri karena sadar akan 
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sikap kritisnya dapat menyulitkan ruang gerak Muhammadiyah 
(Sufyan, 2014). Sejak muktamar ke-38 ini, K.H.A.R. Fakhruddin 
selanjutnya tetap menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah hingga 
pada tahun 1990. Hal ini juga mengukuhkan K.H.A.R. Fakhruddin 
sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah terlama, selama lebih dari 
dua dekade (1968-1990). 


Pada masa kepemimpinan K.H.A.R. Fakhruddin, pemerintahan 
Soeharto menginginkan pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada 
semua ormas. Ketika itu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang 
asas tunggal Pancasila dalam organisasi kemasyrakatan tengah dalam 
proses pengajuan pada tahun 1982. Sehingga mau tidak mau hal itu 
berarti menghilangkan asas Islam dari anggaran dasar Muhammadiyah, 
yang tentu berdampak pada perubahan sifat gerak dan tujuan 
Muhammadiyah (Mauleka, 2018). Padahal Muhammadiyah melalui 
para tokohnya termasuk yang vokal menentang Pancasila, seperti 
Abdul Malik Ahmad, K.H. Noer Ali, Syafruddin Prawiranegara, A.M. 
Fatwa, Mohammad Natsir, Abdul Oadir Djaelani, dan Delia Noer. 
Sikap kontra terhadap Pancasila itu merupakan cerminan sikap 
ketidakpuasan terhadap Piagam Jakarta, yang kemudian menuai 
kontra para tokoh Muhammadiyah yang secara konsisten mengkritik 
asas Pancasila. Tokoh-tokoh itu menganggap bahwa Pancasila tidak 
layak dibandingkan dengan asas Islam yang mencakup seluruh dasar 
kehidupan. Sehingga pemberlakuan asas tunggal Pancasila oleh pe- 
merintah itu menjadikan Muhammadiyah pada posisi yang dilematis. 


Penerimaan Muhammadiyah terhadap asas Pancasila akhirnya 
diputuskan pada muktamar ke-41 yang berlangsung di Solo pada bulan 
Desember1985. Muktamar ini merupakan proses kelanjutan dari rapat 
pleno pimpinan pusat Muhammadiyah pada tanggal 22 Oktober 1983, 
yang salah satu keputusannya adalah “Muhammadiyah menyetujui 
dimasukkannya Pancasila dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah tanpa 
menghilangkan asas Islam.” Dalam kesempatan itu pula Ketua Umum 
Pusat Muhammadiyah, K.H. A.R. Fachruddin menyampaikan, 
“Muhammadiyah menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi tidak 
menjadi masalah. Hanya saja, Muhammadiyah tidak bergerak dengan 
motivasi Pancasila, tetapi karena Islam. Dengan mencantumkan Pancasila 
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dimaksudkan agar gerak Muhammadiyah tidak keluar dari Pancasila” 
(Majelis Diktilitban dan LPI PP Muhammadiyah, 2010). 


Reaksi kelompok-kelompok Islam terhadap pemberlakuan asas 
tunggal Pancasila bagi seluruh ormas yang diundangkan dalam UU 
No.5/1985 dan UU No.8/1985 (Edi, 2016), itu terbagi menjadi tiga, 
yakni: 1) menerima tanpa syarat, 2) menerima namun terpaksa sambil 
menunggu undang-undang tentang organisasi massa, 3) menolak sama 
sekali (Thaba, 1999). Muhammadiyah dan Himpunan Mahasiswa 
Islam (HMI) termasuk dalam kategori yang kedua. Sedangkan NU 
bersama PPP, Perti, dan organisasi Islam lainnya yang lebih kecil 
termasuk dalam kategori satu. Muhammadiyah yang memilih opsi dua 
itu tersebut menyiratkan bahwa Muhammadiyah melakukan kalkulasi 
dan rasionalitas untuk melindungi kepentingan faksionalnya. Sikap itu 
mencerminkan prinsip kehati-hatian Muhammadiyah dalam membaca 
situasi politik nasional sekaligus menjadikan Muhammadiyah sebagai 
organisasi Islam terakhir yang mendeklarasikan penerimaan Pancasila 
sebagai asas tunggal. 


Muhammadiyah sebagai agen perubahan sosial dan kekuatan 
politik Islam, tidak akan kehilangan jati dirinya sebagai gerakan Islam 
ketika menerima Pancasila. Karena Pancasila merupakan tiket untuk 
menjadi bagian dari Indonesia, tanpa itu pula Muhammadiyah tidak 
dapat berjihad secara total. Termasuk melakukan jihad konstitusi 
sebagai perwujudan politik kebangsaan (Arifin, 2018). Selain itu imbas 
dari penerimaan terhadap Pancasila juga membuat Muhammadiyah 
lebih bebas menjalankan aktivitas dakwahnya. Muhammadiyah yang 
memang telah menyatakan diri untuk tidak berpolitik praktis di masa- 
masa awal pemerintahan Orde Baru, membuatnya lebih dinilai positif. 
Terlebih lagi setelah Muhammadiyah menyatakan akan menerima 
Pancasila sebagai asas tunggal. 


Tetapi, hubungan baik antara Muhammadiyah dan Orde Baru itu 
bukannya tanpa kritik. Seperti dikutip dari Ubed Abdillah S. (2002), 
mengemukakan bahwa Muhammadiyah telah kehilangan sikap 
kritisnya terhadap Orde Baru karena tidak ingin kehilangan bantuan 
dana pemerintahan Soeharto yang telah banyak mendukung dan 
menfasilitasi kegiatan-kegiatan amal usaha Muhammadiyah seperti 
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sekolah, universitas dan rumah sakit. Kedekatan antara 
Muhammadiyah dan Orde Baru ini dibenarkan oleh beberapa 
narasumber dan tokoh Muhammadiyah, seperti Amien Rais yang 
mengakui, “Muhammadiyah mendukung rezim Orde Baru selama rezim 
tersebut masih mempunyai komitmen terhadap kepentingan umum dan 
memberantas korupsi juga ketidakadilan. Kalau rezim Orde Baru tidak 
berkomitmen lagi, maka Muhammadiyah akan menentang rezim Orde Baru” 
(Abdillah, 2002). 


Masih berdasarkan tulisan Ubed Abdillah S. (2002), pernyataan 
berbeda dikemukakan oleh Haedar Nashir (kelak menjadi Ketua 
Umum Muhammadiyah periode 2015-2020), yang mengatakan 
bahwa, “...kedekatan itu merupakan bentuk pengakuan terhadap peran 
Muhammadiyah dalam membentuk generasi terdidik untuk Indonesia. Hal itu 
tentu telah mengurangi beban negara dalam meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia Indonesia. Sehingga sangatlah wajar bila Orde Baru 
memberikan bantuan dana kepada Muhammadiyah sebagai faktor stimulan 
untuk pengembangan pendidikan Muhammadiyah.” 


Sejak awal tahun 1990-an, Muhammadiyah memang mengalami 
fase berbeda dengan pendahulunya setelah tokoh-tokoh Islam progresif 
seperti Amien Rais menduduki jabatan PP Muhammadiyah. Ia 
melontarkan gagasan suksesi kepemimpinan nasional Indonesia dan 
melakukan reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih 
demokratis pada tanwir (pertemuan tingkat nasional) Muhammadiyah 
di Surabaya tahun 1993. Gagasan itu kemudian disahkan dengan 
dikeluarkannya dekrit di tanwir Surabaya dan berlanjut di Muktamar 
Muhammadiyah di Aceh pada tahun 1995 (Fachruddin, 2006). Pada 
muktamar ini pula Amien Rais terpiih menjadi Ketua Umum 
Muhammadiyah (1995-1998). 


Gagasan Amien Rais itu mendapat sambutan generasi muda 
Muhammadiyah, karena dianggap telah mengembalikan semangat 
reformis Muhammadiyah sebagai gerakan pembaru pada 1912 silam. 
Mencermati hal ini, pola kepemimpinan Muhammadiyah di masa 
K.H. Ahmad Dahlan hingga K.H.A.R. Fachruddin memang 
cenderung menonjolkan unsur karismatik personal dan merupakan 
para ulama intelek. Kondisi ini berbeda sejak awal 1990-an hingga 
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1998, saat Muhammadiyah dipimpin oleh K.H. A. Azhar Basyir dan 
Amien Rais, yang berlatar belakang akademisi dan intelektual ulama, 
yaitu kaum intelektual tetapi memiliki wawasan keagamaan yang 
mumpuni. Pergeseran pola kepemimpinan itu tidak lepas dari kondisi 
sosial dan politik yang terus berkembang dan Muhammadiyah 
membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman 
yang selalu berubah. 


Menurut pandangan Amien Rais, sudah saatnya Muhammadiyah 
memperbarui diri dan lebih responsif dan cerdas dalam mewujudkan 
spirit tajdid dan “jtihad dalam menghadapi dinamika sosial yang 
berkembang di masa itu (Rais, 2004). Selain tuntutan reformasi pada 
rezim Orde Baru adalah bentuk dari implementasi tindakan amar 
ma'ruf nahi munkar yang sejalan dengan latar belakang pendirian 
Muhammadiyah. Dengan kepemimpinan Amien Rais yang ofensif 
dan sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan rezim Soeharto yang 
dinilai makin korup, Muhammadiyah pun bergerak sebagai salah satu 
lokomotif bagi perubahan Indonesia menjelang 1998. Bahkan ide 
untuk melakukan reformasi telah digaungkan sejak sekitar awal tahun 
1990-an. Hal ini juga sesuai dengan keputusan Muktamar 
Muhammadiyah ke-43 tahun 1995, yang salah satu keputusannya 
menyatakan bahwa Muhammadiyah sebagai “gerakan kultural bersikap 
adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman, sehingga membuat 
Muhammadiyah lincah dalam memperjuangkan aspirasi dan mempertahan- 
kan prinsip dasar perjuangannya dalam berbagai era perubahan sosial di 
Indonesia.” 


Maka, ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1997, 
Amien Rais menjadi tokoh Muhammadiyah yang paling mencolok 
untuk mewujudkan reformasi di Indonesia. Pada bulan Mei 1998, 
tuntutan reformasi mencapai puncaknya setelah mahasiswa berhasil 
menduduki gedung parlemen dan berakhir ketika Presiden Soeharto 
mengumumkan pengunduran dirinya dari tampuk kekuasaan. Pada 
tahun yang sama itu pula, Amien Rais mundur dari jabatannya sebagai 
Ketua Umum Muhammadiyah dan menjadi Ketua PAN sebagai 
amanat perjuangan reformasi sesuai dengan dekrit di tanwir 
Muhammadiyah 1993 tahun silam. 
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C. Reformasi 1998 dan Kiprah Politik Muhammadiyah 


1. Muhammadiyah di Era Syafi'i Ma'arif Pada Masa Awal 
Reformasi (1998-2005) 


Sebelum Reformasi 1998 bergulir, sekitar awal tahun 1990-an 
ketika banyak pihak yang bungkam dan tak berani mengkritik 
kebijakan Pemerintahan Presiden Soeharto, Amien Rais telah tampil 
vokal dan kritis menyuarakan penegakan demokrasi dan berkali-kali 
mengajukan suksesi agar Soeharto mundur dari jabatannya (Najib dan 
Himmaty, 1999). Sikapnya itu memang berbeda dengan tokoh-tokoh 
Islam mayoritas yang pada umumnya tidak menginginkan suksesi dan 
sebaliknya tetap mendukung Soeharto agar tetap menjabat sebagai 
presiden. Menurut Arbi Sanit, akademisi Universitas Indonesia, 
dukungan tokoh-tokoh Islam itu karena mereka percaya hanya 
Soeharto yang mampu melindungi Islam dari Kristen, jadi Islam 
bergantung pada Soeharto (Sanit, 1998 dalam Zuhri, 2016). 
Berdasarkan tulisan Syaifruddin Zuhri, beberapa elit Islam yang 
dimaksud itu adalah Lukman Harun, Prodjokusumo, Din Syamsudin 
dan sejumlah elit NU, namun ini tidak disebutkan secara spesifik. 
Meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu, 
Reformasi 1998 tidak terhindarkan setelah terjadi demonstrasi bersar- 
besaran oleh mahasiswa, yang kemudian disusul dengan kerusuhan 
massa pada bulan Mei. 


Setelah Presiden Soeharto lengser, Indonesia memulai babak baru 
demokrasi dan kondisi ini menimbulkan euforia politik di masyarakat, 
termasuk ormas Islam. Situasi ini sangat beralasan, karena di masa 
rezim Orde Baru, pemerintah memberlakukan kebijakan represif yang 
melarang ormas apapun untuk terjun dalam kegiatan politik. Namun 
kebijakan itu berubah di masa Presiden B.J. Habibie (1998-1999), yang 
membuka keran kebebasan hampir di segala bidang kehidupan. Maka, 
berpijak dari pandangan-pandangan Muhammadiyah tentang 
demokrasi, peluang itu tidak disia-siakan oleh Muhammadiyah dengan 
memberikan peranan yang signifikan terhadap pembentukan PAN, 
begitu juga dengan NU, sebelum pemilu 1999 sebagai bagian integral 
dari partisipasi politik mereka (Asyari, 2020). Berbeda dengan NU 
yang memang membidani dan memberikan dukungan formal ke PKB 
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sebagai afiliasi politik warga Nahdliyin dalam keputusan Muktamar 
NU ke-40 di Lirboyo, Kediri Jawa Timur tahun 1999, sebaliknya, 
berdirinya PAN tidak berkaitan langsung dengan Muhammadiyah 
secara kelembagaan, melainkan diinisiasi oleh sejumlah elit 
Muhammadiyah sebagai jjtihad politik (Miswanto dan M. Zufron 
Arofi, 2012: 189). 


Berdirinya PAN yang diinisiasi oleh para elit Muhammadiyah, 
termasuk Amien Rais berimbas pada keputusannya untuk mengundur- 
kan diri dan lebih memilih berjuang dalam jalur politik melalui PAN. 
Sehingga, pada tahun 1998 Syafi'i Ma'arif menggantikan posisi 
pimpinan pusat yang sebelumnya dijabat oleh Amien Rais. Namun, 
meskipun Amien Rais tidak lagi menjabat sebagai pucuk pimpinan, 
perannya sebagai salah satu tokoh Reformasi sekaligus tokoh 
Muhammadiyah telah mempengaruhi citra politik praktis dalam 
persyarikatan. Terlebih lagi citra tersebut secara awam didukung oleh 
pandangan dan pemahaman Muhammadiyah yang harus ambil bagian 
dalam politik dan tidak apatis. Di samping itu, Amien Rais saat itu 
berulang kali menyuarakan agar Muhammadiyah memerankan high 
politics sebagai bagian dari perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. 


Sebaliknya, tuduhan-tuduhan bahwa Muhammadiyah telah 
berpolitik praktis sejak Reformasi, kerap ditepis oleh Syafi'i Maarif 
yang gaya kepemimpinannya cenderung kultural dibandingkan politis. 
Di sisi lain, silang pendapat terkait menjadikan PAN sebagai 
kendaraan politik warga Muhammadiyah telah memicu pro kontra di 
kalangan internal organisasi. Sayap kultural tetap menginginkan agar 
Muhammadiyah tidak berpolitik praktis supaya gerakan tetap sejalan 
dengan rumusan Khitah 1971. Meskipun demikian, bukan berarti 
Muhammadiyah buta politik. 


Sikap netral itu diungkapkan oleh Abdul Malik Fadjar, tokoh 
Muhammadiyah yang sempat menjabat sebagai Menteri Agama 
Kabinet Reformasi (1998-1999), dan kelak menjabat sebagai Menteri 
Pendidikan Nasional Kabinet Gotong Royong (2001-2004), kemudian 
menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era Joko Widodo 
sejak 2015. Ia menyatakan: 
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“Diakui atau tidak, Muhammadiyah kini berada dalam suasana tarik- 
menarik kekuatan dan kepentingan politik yang ada dalam masyarakat. 
Simbol Muhammadiyah juga digunakan untuk kepentingan politik. 
Jikalau tidak mampu memposisikan diri, Muhammadiyah bisa larut tarik- 
menarik dalam kepentingan politik itu. Karena itu, Muhammadiyah harus 
menjaga jarak dengan semua partai politik” (Tra, 2000). 


Di sela-sela Muktamar ke-44 itu, Abdul Malik Fadjar juga 
mengatakan bahwa tidak masalah jika simbol-simbol Muhammadiyah 
digunakan oleh PAN selama itu masih dapat ditoleransi, karena 
Muhammadiyah memang tidak mungkin berpolitik. Tetapi ia 
mengakui jika pengurus Muhammadiyah memang perlu membuat 
kebijakan terkait hal ini. Senada dengan Abdul Malik Fadjar, Amien 
Rais juga berpendapat bahwa sebaiknya Muhammadiyah tidak 
menyatakan hubungannya dengan PAN atau partai manapun, 
sehingga jika terjadi masalah dengan PAN, tidak akan berimbas pada 
Muhammadiyah. 


Sementara itu, di tengah terpaan isu politik praktis terhadap 
Muhammadiyah, sejumlah persoalan terkait situasi politik nasional 
tetap menjadi perhatian Muhammadiyah, yaitu tuntutan dari sejumlah 
pihak yang menginginkan dasar negara Pancasila sila pertama diganti 
sesuai dengan Piagam Jakarta tentang syariat Islam, bahkan di 
antaranya datang dari anggota dewan (Mam, 2000). Dikutip dari 
harian Kompas tanggal 11 Agustus tahun 2000, usulan itu diajukan 
oleh sebagian fraksi dalam Sidang Tahunan MPR. Merespon hal itu, 
sesuai dengan pandangan nasionalismenya, Muhammadiyah di bawah 
kepemimpinan Syafi'i Ma'arif kemudian ikut menyetujui petisi yang 
menolak usulan tersebut bersama tokoh-tokoh masyarakat lainnya 
seperti Ketua Umum dan Ketua PBNU, K.H. Hasyim Muzadi dan Ulil 
Ashar Abdalla, Nurcholis Madjid (Rektor Paramadina dan tokoh 
keagamaan), beberapa LSM dan ormas Islam. Penolakan tersebut 
berdasarkan pernyataan sikap para tokoh yang diwakilkan oleh 
Masdar Farid Mas'udi dari NU, bahwa “kewajiban melaksanakan 
syariat Islam dalam konstitusi berpotensi akan mengancam persatuan 
nasional, karena akan menimbulkan tuntutan yang sama pada 
kelompok-kelompok lain” (Mam, 2000). 
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Pernyataan sikap para tokoh tersebut pada dasarnya telah sepakat 
bahwa persoalan dasar negara telah final dan tidak perlu dibahas 
kembali, karena masih banyak persoalan yang lebih urgen di 
Indonesia. Misalnya krisis ekonomi yang belum usai dan meluasnya 
konflik horizontal di sejumlah daerah. Selain persoalan tentang 
identitas agama dan etnis yang mencuat pada masa itu, isu politik 
seputar pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid juga tak kalah 
menjadi perhatian publik. Meskipun pemerintahannya dinilai lamban 
dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan kurang sensitif terhadap 
upaya-upaya penyelamatan bangsa dari krisis yang berkepanjangan 
(Tra dan Ano, 2002), namun Muhammadiyah lebih memilih bersikap 
netral dan berhati-hati untuk tidak vokal maupun terlalu keras 
mengkritik kinerja pemerintah. 


Masih dikutip dari harian Kompas, 29 Oktober 2002, pada 
konferensi pers-nya tanggal 20 Januari 2001, Syafi'i Ma'arif 
menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan sikap 
politik resmi untuk menilai kinerja Presiden Abdurrahman Wahid 
guna menghindari bentrokan di akar rumput. Berikut kutipan 
peryataan tersebut, “Jadi, Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan 
sikap politik resmi.” Kami harus menjaga umat di akar rumput. Anda 
seperti tidak paham saja. Kami tidak ingin melihat umat yang di bawah 
bentrok.” Maksud dari pernyataan itu secara eksplisit adalah bentrok 
massa antara warga Muhammadiyah dan NU yang memang sama- 
sama punya basis massa yang besar jumlahnya. Walaupun tampak 
bertentangan dengan sikap Muhammadiyah yang kritis, tetapi 
keputusan itu diambil demi menjaga kestabilan keamanan di tengah 
situasi politik yang kurang kondusif. 


Sebelum Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi 
tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid sebenarnya telah lebih dulu 
mengakui bahwa pemerintahannya telah kehilangan legitimasi dari 
rakyat Indonesia. Menurut Syafi'i Ma'arif, untuk mengatasi masalah 
tersebut, maka perbaikan kinerja mutlak dilakukan guna menyakinkan 
dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Namun keadaan tak kunjung membaik, bahkan sepanjang akhir tahun 
2000 hingga menjelang pertengahan 2001, demonstrasi yang ditujukan 
pada pemerintah terus berlangsung hingga berujung pada tuntutan agar 
Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri dari jabatannya. 
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Pada bulan Februari 2001, bersamaan dengan semakin 
kencangnya isu skenario pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid 
oleh Poros Tengah, para pendukungnya yang disinyalir adalah warga 
NU dan pendukung PKB diduga telah melakukan perusakan di 
sejumlah amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Jawa Timur yang 
dipublikasikan di Kompas, 15 Februari 2001. Peristiwa itu dipicu oleh 
tudingan bahwa Amien Rais yang identik dengan Muhammadiyah 
menjadi pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas pe- 
makzulan Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga massa menjadikan 
simbol-simbol Muhammadiyah sebagai sasaran kemarahan. 


Kemudian, puncak amuk massa terjadi sepanjang tanggal 13-30 
Mei 2001 di Jawa Timur, yang intinya menolak Sidang Istimewa yang 
kemungkinan besar bertujuan untuk melengserkan Presiden 
Abdurrahman Wahid (Dhyatmika dan Ramli, 2001). Dugaan bahwa 
pelaku pengrusakan itu adalah oknum warga NU menguat, karena 
sejumlah bukti menunjukkan jika aksi itu memang sengaja dimobilisasi 
melalui toa-toa masjid. Tetapi segala upaya itu tidak mampu 
menghentikan kesepakatan para anggota dewan untuk memakzulkan 
Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 dan 
digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. 


Naiknya Megawati Soekarno Putri ke tampuk kekuasaan pada 
tanggal 23 Juli 2001, tidak lantas menyurutkan polemik politik. Karena 
wacana yang dihadirkan adalah munculnya pro dan kontra perempuan 
menjadi kepala negara, terutama dari kelompok-kelompok Islam. 
Walau begitu Muhammadiyah tidak mempersoalkan naiknya 
Megawati ke tampuk kekuasaan dan menerima keputusan tersebut 
sebagai bagian demokrasi. Dalam pernyataan resminya, PP 
Muhammadiyah mengeluarkan maklumat pada tanggal 7 Maret 2001: 
“beralihnya kepemimpinan nasional kepada Megawati adalah pilihan yang 
tepat, karena kepimpinan nasional sebelumnya tidak punya legitimasi moral 
dan sosial untuk melaksanakan pemerintahan yang efektif dan amanah” (Pep 
dan Myr, 2001). 


Di masa pemerintahan Presiden Megawati, kericuhan politik 
nasional dan konflik elit politik masih terjadi, terutama mereka yang 
belum dapat menerima kenyataan jika Presiden Abdurrahman Wahid 
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telah diturunkan dari jabatannya, yang dinilai inkonstitusional dan 
disebabkan oleh krisis konstitusi saat itu (Budiman, 2015). Padahal saat 
itu belum ada ketentuan perihal pemakzulan dalam UUD 1945, maka 
citra yang terbangun atas upaya pemakzulan itu lebih bermuatan 
politis daripada hukum. Amandemen ketiga yang berkaitan dengan hal 
itu baru dilakukan ada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 
2001 di masa pemerintahan Megawati. 


Di tengah situasi politik itu, Muhammadiyah kemudian 
mengambil sikap yang tegas agar tidak ikut terseret dalam tarik- 
menarik antara kekuatan-kekuatan politik, dengan mengumumkan 
hasil keputusan Sidang Tanwir tahun 2002 atau dikenal dengan Khitah 
Denpasar 2002. Pengalaman yang tidak menyenangkan setelah 
peristiwa amuk massa pendukung Presiden Abdurrahman Wahid yang 
dinilai salah alamat, menjadi pelajaran berharga bagi Muhammadiyah. 
Khitah Denpasar tahun 2002 tersebut diharapkan mampu menjadi 
pedoman atau dasar-dasar sekaligus rambu-rambu bagi elit maupun 
warga Muhammadiyah dalam berpolitik. 


Tetapi, konsistensi terhadap Khitah Denpasar itu kembali diuji 
saat Muhammadiyah mengumumkan dukungan resminya terhadap 
pencalonan Amien Rais yang diusung oleh PAN untuk maju pada 
pemilihan presiden (pilpres) 2004. Maka, netralitas politik ormas Islam 
itu kembali dipertanyakan dan dinilai telah menyimpang dari Khitah 
Denpasar. Perihal dukungan tersebut dianggap sebagai sinyal bahwa 
Muhammadiyah akan kembali berpolitik praktis. Namun hal itu 
dibantah oleh Haedar Nashir, yang ketika itu menjabat sebagai 
Sekretaris PP Muhammadiyah. Ia mengatakan hal itu kepada majalah 
Gatra yang dimuat pada tanggal 20 Februari 2004, bahwa “hal itu 
merupakan bentuk pelajaran politik dan jangan diartikan jika 
Muhammadiyah ingin masuk politik praktis. Dukungan itu tidak 
bertentangan dengan substansi hasil sidang Tanwir Denpasar tahun 2002 dan 
Makassar setahun berikutnya” (Setiawan, dkk., 2004). 


Sementara itu, merujuk pada hasil wawancara itu pula, politisi 
Muhammadiyah di luar PAN, Zaenal Maarif, Ketua Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Bintang Reformasi (PBR) menolak keputusan itu dan 
menyatakan bahwa keputusan itu adalah pembelokan sidang Tanwir. 
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Wakil Sekretaris PP Muhammadiyah dan kader Partai Golongan 
Karya (Golkar), Hajriyanto Y. Thohari, menilai keputusan tersebut 
bertentangan dengan tradisi organisasi dan merupakan preseden buruk 
bagi perjalanan organisasi ke depan. Ia mengatakan, ika 
Muhammadiyah mendukung kader terbaiknya sebagai calon presiden, 
Muhammadiyah seharusnya juga memberikan dukungan secara terbuka bagi 
kader-kadernya yang ingin mencalonkan diri menjadi wakil presiden, bupati 
dan level di bawahnya. Jika sudah begini apa apa bedanya Muhammadiyah 
dengan partai politik?” 


Meskipun sempat terjadi perdebatan internal, tetapi keputusan 
pleno Muhammadiyah yang berakhir secara aklamasi memenangkan 
dukungan terhadap Amien Rais pada pilpres 2004 karena dianggap 
memenuhi kriteria sebagai tokoh reformis dan merupakan kader 
terbaik Muhammadiyah. Meskipun tampak jelas bahwa keputusan 
pleno itu menggambarkan kemenangan sayap politik, tetapi Syafi'i 
Ma'arif, yang juga tokoh kultural Muhammadiyah, sebenarnya sejak 
awal ingin agar Muhammadiyah tetap netral politik. Ia tetap bersikeras 
memisahkan Muhammadiyah dari unsur politik pada Sidang Tanwir 
Makassar yang berlangsung pada tanggal 26-29 Juni 2003 dan 
menegaskan, “menyebut nama itu adalah hak partai politik, bukan 
Muhammadiyah.” 


Walaupun pada akhirnya ia mengakomodir keputusan itu, tetapi 
Syafi'i Ma'arif menyakinkan bahwa sikap Muhammadiyah akan tetap 
independen karena ia tidak meneken surat perintah operasional 
terhadap keputusan itu, seperti yang dikemukakannya dalam 
wawancara dengan majalah Tempo Edisi 11 Juli tahun 2005. 
Mesikupn demikian, ia dan Muhammadiyah berharap Amien Rais 
dapat memenangkan kontestasi pilpres 2004. Sayangnya, calon 
presiden dukungannya itu kalah telak dari Susilo Bambang 
Yudhoyono yang memperoleh dukungan suara sangat besar ketika itu. 
Maka, setelah kekalahan Amien Rais di putaran pertama pilpres, Syafi'i 
Ma'arif mengeluarkan maklumat bahwa warga Muhammadiyah bebas 
memilih capres pada putaran kedua pilpres yang akan diselenggarakan 
pada bulan September 2004 (Kompas, 2004). 
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Sementara itu, pakar Muhammadiyah, Mitsuo Nakamura dari 
Universitas Chiba menyatakan bahwa dukungan terhadap Amien Rais 
itu menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap ekspresi politik 
Muhammadiyah. Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah se- 
eksplisit itu menyatakan dukungannya terhadap calon presiden 
tertentu, karena hampir selama 91 tahun Muhammadiyah tetap 
menjaga netralitas dalam berpolitik (Kompas, 2004). Sedangkan, 
Hariyanto Y. Thohari (2005), dalam tulisannya berjudul Orang 
Muhammadiyah Berpolitik, dimuat di majalah Gatra, 14 Maret 2005, 
mengkritisi sikap berpolitik Muhammadiyah, yang menurutnya tidak 
pandai berpolitik, sehingga timbul kesan bahwa Muhammadiyah-lah 
yang justru akan dijadikan kendaraan bagi partai politik untuk 
mendapatkan basis massa. 


Hariyanto Y. Thohari juga mengatakan, kalaupun orang 
Muhammadiyah berpolitik itu hanya menjadi pihak kalahan, sebab 
politiknya yang lurus-lurus saja dan idealis serta miskin manuver. Ia 
menilai sebaiknya Muhammadiyah tetap berfokus untuk mengem- 
bangkan amal usahanya di bidang pendidikan dan sosial daripada 
berurusan dengan politik yang memang bukan bidang keahliannya. 
Bagaimanapun, polemik mengenai Muhammadiyah dan politik 
praktis tersebut memang akan tetap menyita perhatian, sebagai 
konsekuensi berdirinya PAN yang memang diinisiasi oleh elit 
Muhammadiyah. Sehingga, meskipun Muhammadiyah telah berulang 
kali menyatakan bahwa secara kelembagaan PAN dan 
Muhammadiyah berbeda, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ekspresi 
elit politik PAN kerap diidentikkan dengan Muhammadiyah. 


Terlepas dari polemik tersebut dan kenyataan bahwa 
Muhammadiyah tidak berhasil memenangkan calon yang diusungnya 
pada pilpres 2004, Muhammadiyah tetap berkomitmen mendukung 
pemerintahan yang baru selama ia dipilih secara konstitusional. Tetapi 
di sisi lain, sebagai komitmennya terhadap demokrasi dan gerakan 
amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah akan tetap kritis terhadap 
Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu 
disampaikan oleh Wakil Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin 
usai peringatan dies natalis ke-46 di Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta pada tanggal 23 Oktober 2004 yang dimuat di harian 
Kompas, 25 Oktober 2005, sebagai berikut: 


“Sebagai organisasi dan gerakan dakwah amar makruf nahi munkar, kami 
tidak akan segan mengoreksi pemerintah jika menyimpang dari nilai 
kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Jika nanti di tengah jalan ada 
penyimpangan dan penyelewengan dari amanat rakyat, tentu saja kami 
tidak akan segan memberi kritik dan koreksi...Presiden SBY (Susilo 
Bambang Yudhoyono) dan JK (Jusuf Kalla) harus menyadari mereka 
harus menjadi pemimpin seluruh rakyat, baik yang memilihnya maupun 
yang dulu memilih calon lain. Jangan sampai terjadi diskriminasi pada 
golongan lain, seperti yang tampak pada penyusunan kabinet. Mereka 
hanya mengakomodasi kelompok yang mendukungnya...” 


Peryataan Din Syamsudin di atas merupakan bentuk dukungan 
sekaligus kritikan kepada pemerintah, khususnya tentang susunan 
kabinet. Sebab pernyataan tentang “diskriminasi golongan' itu dapat 
bermakna, apakah golongan yang dimaksud itu untuk semua pihak 
atau merujuk pada Muhammadiyah, mengingat Muhammadiyah 
secara terbuka mendukung Amien Rais pada pilpres 2004. Tetapi jika 
ditelusuri, sejak Reformasi, faktanya kader Muhammadiyah kerap 
menempati posisi jabatan menteri. Misalnya saja Yahya Muhaimin 
(Kabinet Persatuan Nasional (23 Oktober 1999-22 Juli 2001)), 
kemudian Abdul Malik Fadjar (Kabinet Gotong Royong (10 Agustus 
2001-20 Oktober 2004), Bambang Sudibyo (Kabinet Indonesia 
Bersatu (20 Oktober 2004-22 Oktober 2009), Muhadzir Effendi 
(Kabinet Kerja Jilid I (2014-2019) merupakan empat menteri 
pendidikan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. 


Selain nama-nama di atas, Siti Fadhilah Supari, Menteri 
Kesehatan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I juga disebut masih 
berafiliasi dengan Muhammadiyah. Hal ini lantaran ia masuk kabinet 
atas usul Muhammadiyah, yang kemudian direkomendasikan oleh 
Wakil Presiden Yusuf Kalla. Meskipun citra dirinya cenderung lebih 
pada seorang akademisi, namun Siti Fadhilah merupakan putri tokoh 
Muhammadiyah di Jawa Tengah (Gabrillin, 2017). Posisi menteri itu 
tidak dapat dilihat sebagai kepentingan Muhammadiyah semata, tetapi 
dalam hal ini harus dilihat dari kacamata identitasnya sebagai per- 
syarikatan serta cara pandang Muhammadiyah terhadap demokrasi. 
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Di masa kepemimpinan Syafii Ma'arif, terdapat beberapa isu 
mendasar yang bersifat politis, yaitu: pertama, tentang politik praktis, 
khususnya tentang dukungan terhadap Amien Rais atas pencalonan- 
nya dalam pilpres 2004. Kedua, hubungannya dengan pemerintahan 
Presiden Abdurrahman Wahid dan relevansinya dengan NU dan 
ketiga terkait dengan citra Muhammadiyah sebagai organisasi yang 
identik dengan dunia pendidikan. Padahal di dunia pendidikan itu 
pula, Muhammadiyah melakukan dakwahnya sekaligus penanaman 
ideologinya sedini mungkin terhadap generasi muda melalui sekolah- 
sekolah yang didirikannya. 


Sedangkan, menyangkut kedua isu yang berkaitan dengan politik, 
memperlihatkan ketidakkonsistenan Muhammadiyah. Sebab meskipun 
Muhammadiyah telah menegaskan tidak terlibat politik praktis dan 
tertuang dalam Khitah Denpasar, faktanya Muhammadiyah tetap 
memberikan pernyataan resmi terkait dukungannya terhadap calon 
tertentu dalam pilpres 2004 lalu. Sikap itu bisa saja diasumsikan 
sebagai gerakan politik moral, politik keadaban yang hanya bisa 
diimplementasikan jika masuk dalam wilayah elit, sehingga mampu 
mempengaruhi kebijakan sesuai dengan prinsip dan cita-cita 
Muhammadiyah. Hal itu juga turut memberikan citra oportunis 
terhadap Muhammadiyah yang tidak ingin kehilangan peluang di era 
keterbukaan demokrasi. Sebenarnya posisi ini juga dialami oleh ormas 
lain, termasuk NU yang bahkan dalam sejarah untuk pertama kalinya 
seorang kiai NU berhasil menduduki pimpinan tertinggi di Indonesia 
sebagai kepala negara. Maka, hal itu tentu juga dipicu oleh idealisme 
Muhammadiyah — untuk membangun Indonesia. — Namun 
Muhammadiyah di bawah Syafi'i Ma'arif yang lebih kental nuansa 
sayap kulturalnya tetap punya pakem agar Muhammadiyah tidak 
terlalu menonjolkan sayap politiknya. 


Ketiga, terkait dengan sikap Muhammadiyah yang sempat 
kehilangan daya kritisnya di akhir masa pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid, memang sangat situasional. Selain untuk tetap 
menjaga citra Islam tengahan, identitas Muhammadiyah yang moderat 
telah mengkalkulasikan untuk tetap bersikap netral dalam menghadapi 
situasi sosial dan politik guna menghindari bentrok massa dan memicu 
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konflik yang lebih besar, yang sebenarnya juga menjaga kepentingan 
Muhammadiyah itu sendiri. Namun setelah peristiwa itu berlalu dan 
hubungan Muhammadiyah-NU kembali membaik, Muhammadiyah 
kembali kritis pada pemerintahan yang baru. Terlebih lagi saat Din 
Syamsudin terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005- 
2010) dalam keputusan Muktamar ke-45 tanggal 3-5 Juli 2005 di 
Malang, yang dikenal sebagai pribadi yang terbuka dan kritis. 


2. Aktivitas Politik Muhammadiyah di Masa Kepemimpinan Din 
Syamsudin (2005-2015) 


Kontras dengan gaya kepemimpinan Ma'arif yang lebih berhati- 
hati dalam mengeluarkan statement politiknya, Din Syamsudin adalah 
sosok yang terbuka dan berani dalam mengemukakan pemikiran dan 
pendapatnya. Terpilihnya Din Syamsudin sebagai Ketua Umum PP 
Muhammadiyah pada muktamar ke-45 seakan melanjutkan tradisi 
“intelektual yang ulama' sejak K.H. Ahmad Azhar Bashir menjadi 
Ketua Umum PP Muhammadiyah (1990-1995) yang juga memiliki 
background akademisi. 


Pada awal kepemimpinannya, Din Syamsudin gencar 
menggalakkan, perlunya Islam membuka diri terhadap nilai-nilai luhur 
kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan berdunia 
sebagai manifestasi rahmatan lil'alamin. Sikap itu secara implisit 
menjelaskan bahwa Muhammadiyah di bawah kepemimpinanya 
mempresentasikan gerakan yang modernis dan moderat sekaligus 
idealis. Sekalipun Din Syamsudin menunjukkan karakter demokratis 
dan humanis, ia juga dinilai punya kecenderungan membawa 
Muhammadiyah dalam politik praktis. Pembawaan ini didasari oleh 
sikapnya yang akomodatif pragmatis, sebagaimana dikutip dari hasil 
penelitian Ridha Al Hamdi (2012) yang berjudul Dinamika Islam dan 
Politik Elit-elit Muhammadiyah Periode 1998-2010. Menurutnya, sikap 
akomodatif dapat dijabarkan sebagai berikut, “Pertama, meletakkan 
sikapnya pada posisi kooperatif, bahkan terkadang kompromistis dengan 
pihak-pihak yang menurut kelompok ini menguntungkan, atau setidaknya 
berpihak pada apa yang sesuai dengan kehendaknya. Kedua, mencari basis 
legitimasi untuk memperkuat bargaining position dengan pihak kompetitor 
(untuk tidak mengatakan pihak lawan). Ketiga, sikap yang tidak konsisten 
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dalam merespon berbagai realitas yang berkembang. Karena itu, segala hal 
yang bersifat ideologis tidak begitu diperhitungkan oleh kelompok ini. Sikap 
yang demikian dapat kita lihat pada sosok Din Syamsuddin dan Hajriyanto 
Y. Tohari.” 


Jika di masa Syafi'i Ma'arif isu politik praktis lebih dikarenakan 
faktor eksternal karena dihubungkan dengan PAN, tetapi di masa Din 
Syamsudin, isu itu lebih mengarah pada kondisi internal yang 
disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kecenderungan Din 
Syamsudin yang dianggap punya ambisi politik, sehingga berpotensi 
menyeret Muhammadiyah terjun ke politik. Di samping itu, isu politik 
praktis tersebut mencuat lantaran timbulnya gejolak lintas generasi di 
Muhammadiyah antara mereka yang tergabung dalam Jaringan 
Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM)-organisasi di luar struktur 
Muhammadiyah yang progresif dan berwacana agar Muhammadiyah 
terjun ke politik dengan pendahulunya yang ingin Muhammadiyah 
tetap dalam koridor khitah. Menurut Zuly Oodir (2005), berkaca dari 
pemilu 2004, sebaiknya percobaan politik yang gagal dengan 
mendukung Amien Rais itu cukup menjadi pengalaman serta pelajaran 
saja bagi Muhammadiyah dan kembali menjaga jarak dengan semua 
partai politik. Tetapi hal itu menjadi terbantahkan ketika Din 
Syamsudin melontarkan pernyataan bersifat politik dan dimuat di 
Jawa Pos tanggal 8 Juli 2005, sebagai berikut: 


“PAN adalah de facto sebagai tempat kawan-kawan Muhammadiyah 
berkumpul, Oleh karena itu, Muhammadiyah perlu mendorong partai 
itu untuk berperan. Dan, Muhammadiyah bisa memanfaatkannya 
sebagai medium dakwah lewat jalur politik. Tapi, Muhammadiyah 
Juga harus menjaga hubungan yang sama dengan parpol lain karena, 
secara faktual, warga Muhammadiyah tersebar di semua partai 
politik.” 


Selain isu politik praktis yang terus bergulir sepanjang Reformasi, 
Muhammadiyah juga dihadapkan pada maraknya gerakan-gerakan 
Islam baru yang cenderung ekstrem dan mengarah pada aksi terorisme. 
Meskipun Muhammadiyah terbuka menerima perkembangan tersebut, 
namun bukan berati Muhammadiyah setuju dengan tindakan anarkis 
atas nama agama. Berkenaan dengan hal itu, Din Syamsudin dan 
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Syafi'i Ma'arif menghadiri pertemuan yang digagas oleh Wakil 
Presiden Yusuf Kalla pada bulan November 2005. Pertemuan itu juga 
mengundang sejumlah tokoh dan ormas lainnya, seperti K.H. Ma'ruf 
Amin (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)), Ahmad 
Bagja (PBNU), Azyumardi Azra (Rektor UIN Jakarta), dan 
Komarudin Hidayat (Mohammad, 2005). 


Pembahasan pada pertemuan tersebut adalah pernyataan sikap 
pemerintah terhadap aksi pemboman yang semakin marak di 
Indonesia dengan mengatasnamakan agama sekaligus permintaan 
pemerintah yang diwakili oleh Yusuf Kalla agar pemahaman yang 
menyesatkan itu dibantu untuk diluruskan oleh tokoh dan pimpinan 
ormas Islam. Dalam kesempatan itu, Din Syamsudin menilai bahwa, 
“aksi terorisme ini merupakan merupakan bagian dari proyek untuk 
menghancurkan Indonesia. Menyebabkan instabilitas, rusaknya pariwisata, 
ekonomi, dan umat Islam menjadi korban.” 


Penjelasan Din Syamsudin tentang radikalisme di Indonesia juga 
disampaikan dalam ceramahnya di Mershon Center for International 
Security Studies Ohio State University di Amerika Serikat pada bulan 
April 2006, yang dimuat di laman detiknews, 27 April 2006. 


“Kendati keberadaan radikalisme di Indonesia tidak dapat diingkari, tetapi 

gerakan mereka bersifat radikal etik yang peka terhadap immoralitas. 
Mereka tampil, karena negara lemah dalam menegakkan hukum terhadap 
berbagai bentuk immoralitas seperti perjudian atau pornografi...berkenaan 
dengan eksistensi mereka, tidak perlu muncul kekhawatiran menyangkut 
massa depan demokrasi di Indonesia mengingat arus utama (mainstream) 
seperti Muhammadiyah dan NU tetap memiliki pengaruh lebih besar. 
Muhammadiyah dan NU sebagai dua elemen civil society terbesar di 
Indonesia berperan signifikan dalam memuluskan langkah demokrasi 
elektoral di Indonesia pada Pemilu 2004.” 


Selain menegaskan bahwa Muhammadiyah dan NU masih relatif 
mampu membendung perkembangan radikalisme di Indonesia, Din 
Syamsudin juga mengkritisi faktor luar, seperti kebijakan Amerika 
Serikat yang dapat melukai perasaan umat Islam, yang juga menjadi 
penyebab semakin tubuh suburnya radikalisasi sebagai bentuk protes 
global terhadap kekuasaan Barat yang dianggap memarginalkan umat 
Islam. 
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Jika ditelaah kembali, pernyataan yang dilontarkan oleh Din 
Syamsudin, menunjukkan bahwa ada relasi yang kuat antara aksi-aksi 
kekerasan dengan ketidakseriusan penegakan hukum oleh pemerintah. 
Dalam pernyataannya pula, ia meyakinkan bahwa selama organisasi 
mainstream masih berperan di dalam masyarakat, maka radikalisme 
akan terhambat dengan sendirinya. Tetapi patut digarisbawahi, 
pernyataan ini diungkapkan lebih satu dekade lalu, saat platform media 
sosial belum berkembang pesat seperti saat ini. 


Seolah kontra dengan upaya Muhammadiyah mendorong upaya 
penegakan hukum oleh pemerintah atas tindak kekerasan kelompok 
agama, Muhammadiyah justru kurang menyetujui pembubaran ormas 
radikal oleh pemerintah pada pertengahan 2006. Dalam pandangan elit 
Muhammadiyah, membubarkan ormas mungkin bukanlah solusi yang 
tepat, tetapi yang lebih penting adalah meredam aksi-aksinya. Namun, 
mengubah hal ini memang tidak mudah karena aksi-aksi yang mereka 
lakukan merupakan bentuk justifikasi dan pembenaran dengan meng- 
gunakan dalil-dalil agama untuk mencapai tujuannya dan telah 
mengkristal menjadi sebuah ideologi yang diyakini kebenarannya. 


Terkait dengan hal itu, Din Syamsudin kembali menyakinkan 
umat Islam bahwa pemerintah tidak berencana untuk membubarkan 
ormas Islam atau kelompok Islam tertentu usai membuka Rakernas 
Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (MKKM) PP 
Muhammadiyah di Solo tanggal 23 Juni 2006. Menurutnya, 
pemerintah memang berupaya untuk melakukan penegakan hukum 
terhadap kelompok-kelompok masyarakat, siapapun mereka, yang 
melakukan pelanggaran hukum, tindak kekerasan, dan anarkisme. 
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Yudhoyono. 


Din Syamsudin juga menambahkan bahwa kekerasan yang 
dimaksud itu jangan hanya diindikasikan sebagai kekerasan fisik saja, 
tetapi juga mencakup kekerasan verbal, misalnya melecehkan agama, 
orang tertentu dan sebagainya. Tetapi, ia sama sekali tidak 
menyinggung nama ormas yang dimaksud. Dalam acara tersebut, ia 
atas nama Muhammadiyah dan pribadi menghargai sikap pemerintah 
untuk tidak membubarkan ormas tertentu yang dinilai radikal. Dalam 
konteks ini, Muhammadiyah ingin menjembatani agar kelompok- 
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kelompok tersebut dapat keluar dari ideologinya yang ekstrem dengan 
mengupayakan deradikalisasi, yakni upaya mendorong agar penganut 
ideologi yang radikal kembali mengadopsi pandangan yang lebih 
moderat, seperti yang digalakkan oleh Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme (BNPT). Baik Muhammadiyah dan NU, 
merupakan dua ormas yang dilibatkan oleh BNPT dalam upaya-upaya 
mencegah dan mengatasi radikalisme, meskipun belum sepenuhnya 
maksimal. Namun, paling tidak gagasan-gagasan dan ide-ide 
Muhammadiyah terkait hal itu menjadi bahan pertimbangan dalam 
mengatasi radikalisme di Indonesia. 


Selanjutnya, aktivisme politik Muhammadiyah itu juga dapat 
dilihat menjelang kontestasi politik baik nasional maupun di tingkat 
daerah. Namun dalam pembahasan subbab ini lebih menyoroti isu-isu 
seputar pilpres. Seperti mengulang hal yang sama menjelang pilpres 
2009, Muhammadiyah tidak luput dari upaya tarik-menarik dari 
berbagai kekuatan-kekuatan politik agar ormas tersebut mendukung 
mereka. Hal ini sangat beralasan karena Muhammadiyah memiliki 
basis massa yang besar, sehingga berpotensi mendulang suara yang 
signifikan dalam kontestasi pilpres. Tetapi menariknya, persoalan yang 
muncul bukan hanya mencakup hal itu, namun juga kabar bahwa Din 
Syamsudin digadang-gadang akan maju mencalonkan diri sebagai 
kandidat Presiden RI (2009-2014). Ia dicalonkan oleh Partai Matahari 
Bangsa (PMB), partai yang didirikan oleh aktivis muda 
Muhammadiyah yang telah mendeklarasikan diri untuk mengusung 
Din Syamsudin sebagai capres atau cawapres pada pilpres 2009. Tetapi 
harapan PMB itu kandas lantaran partainya tidak masuk dalam 
electoral treshold dalam pemilu 2009. 


Namun dalam kutipan wawancara Din Syamsudin dengan Gatra 
tahun 2007, dua tahun menjelang pilpres, ia menegaskan bahwa, 
“Muhammadiyah tetap teguh dengan khitahnya sebagai lembaga dakwah dan 
amal yang tidak terkait dengan partai politik manapun. Klaim-klaim itu pasti 
ada, tapi itu dari politisi. Bahwa Muhammadiyah dekat dengan PAN (Partai 
Amanat Nasional), itu klaimnya PAN. Dekat dengan Partai Bulan Bintang 
(PBB) atau PPP, itu klaim mereka.” Pada kesempatan itu pula Din 
Syamsudin mengklarifikasi Surat Keputusan PP Muhammadiyah 
Nomor 149 Kep/1.0/b/2006 mengenai Kebijakan PP 
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Muhammadiyah tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha 
Muhammadiyah, yang terkesan baru muncul ketika pengaruh PKS 
semakin menguat di Muhammadiyah dibandingkan dengan PAN. 
Mengenai hal itu, Din Syamsudin memberikan jawaban yang 
diplomatis, “..masing-masing partai berbeda. Kalau PAN, kan mungkin 
tidak membangun paham keagamaan, tidak punya kerangka teologis tertentu 
dan bukan sebagai partai dakwah.” 


Jawaban itu memang tidak memberikan kepastian terhadap 
manuver politik yang dilakukan oleh Muhammadiyah di bawah 
kepemimpinannya karena aksi-aksi politik Din Syamsudin dapat saja 
diasumsikan berbeda dengan tindakan politiknya, meskipun berulang 
kali ia menyatakan netralitasnya secara pribadi maupun mengatas- 
namakan Muhammadiyah. Walau begitu, Din Syamsudin terpilih 
kembali sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (2010-2015) dalam 
muktamar ke-46, tetapi dengan beberapa catatan dan pengawalan agar 
ia tidak membawa Muhammadiyah ke politik praktis. Mengenai 
kekhawatiran itu disampaikan oleh anggota PP Muhammadiyah 
terpilih (2010-2015), Goodwil Zubir yang mengatakan bahwa, “pada 
periode sebelumnya Din Syamsudin kerap membawa Muhammadiyah ke 
ranah politik praktis dan organisasi menjadi tak terurus” (Maksum dkk., 
2010). Pendapat senada juga diungkapkan oleh Syafii Ma'arif, yang 
mengatakan bahwa Muhammadiyah harus bersikap tegas terhadap 
Din Syamsudin, agar sepak terjangnya tak merugikan organisasi. 


Pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 itu pula untuk pertama 
kalinya presiden tidak hadir secara langsung dan dibuka dari Kota 
Madinah. Tetapi isu yang berhembus Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono memang enggan hadir karena kurang sreg dengan Din 
Syamsudin. Salah satu alasan yang diberitakan oleh media lantaran 
Ketua Umum PP Muhammadiyah itu justru mendukung Jusuf Kalla 
pada pilpres 2009. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Din 
Syamsudin kerapkali mengeluarkan kritik tajam terhadap pemerintahan 
Presiden Bambang Susilo Yudhoyono pada periode 2004-2009, 
sehingga dapat mengganggu hubungan Muhammadiyah dengan 
pemerintah, yang dapat pula mengancam keberlangsungan amal usaha 
Muhammadiyah. 
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Menurut Hyung Jun Kim, peneliti Muhammadiyah dari 
Universitas Nasional Kangwon, Korea Selatan, mengatakan, “Sikap 
Muhammadiyah itu seakan mereka ingin mendapatkan keduanya. Kondisi ini 
sangat janggal. Mereka (pengurus daerah) mendukung Pak Din karena 
sikapnya yang keras sebagai oposisi pemerintah. Namun, mereka juga 
mendukung pemerintah, tak mau oposisi” (Yossihara dan Wahyudi, 2020). 
Menurutnya, hanya Amien Rais yang menunjukkan sikap oposisi 
secara terbuka di masa Orde Baru, namun setelahnya tidak ada lagi 
oposisi Muhammadiyah terhadap pemerintah, kecuali menjelang 
pemilu 2009. Sedangkan, Azyumardi Azra, dalam kapasitasnya 
sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Syarif 
Hidayatullah kala itu, mengatakan bahwa sebenarnya sejak dulu 
Muhammadiyah selalu menjaga hubungan yang harmonis dengan 
pemerintah, bahkan sejak di era kolonial agar amal usahanya dapat 
berkembang dengan baik. Ia menyakini bahwa sikap kritis itu hanya 
ditunjukkan oleh sebagian kecil elit Muhammadiyah (Yossihara dan 
Wahyudi, 2020).. 


Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum PP 
Muhammadiyah untuk kedua kalinya, Din Syamsudin beberapa kali 
melontarkan perkataan bahwa Muhammadiyah akan membangun 
hubungan yang proporsional dengan pemerintah. Din Syamsudin 
menegaskan, “hubungan Muhammadiyah dengan negara dan pemerintah 
bersifat partisipatif loyal dan kritis. Sifat itu harus dilakukan secara 
bertanggung jawab, tanpa harus merasa takut” (Nwo, 2010). Namun, 
belum genap dua tahun masa pemerintahan periode kedua 
pemerintahan Susilo Bambag Yudhono, sejumlah tokoh lintas agama 
yang juga dihadiri Din Syamsudin dan Ahmad Syafi'i Ma'arif, 
mengkritik kinerja pemerintahannya dalam pertemuan di Gedung PP 
Muhammadiyah pada tanggal 10 Januari 2011. Pertemuan yang 
digagas oleh Maarif Instiitute itu dihadiri antara lain: Ahmad Syaff'i 
Ma'arif: Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt 
Andreas A Yewangoes Ketua Umum Muhammadiyah, Din 
Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Mr Martinus 
D. Situmorang, tokoh agama Buddha, Sri Pannyavaro, tokoh 
Nahdlatul Ulama, Salahuddin Wahid: Ketua Parisada Hindu Dharma 
Indonesia, I Nyoman Udayana Sangging: dan rohaniwan, Romo 
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Franz Magnis-Suseno (Wijayanto, 2011). Pertemuan itu sebagai 
bentuk keresahan terhadap ketidakjujuran pemerintah terhadap 
penanganan berbagai permasalahan bangsa. Mereka memandang 
pemerintah belum mampu membuktikan komitmennya terhadap per- 
soalan mendasar, seperti penegakan hukum, pemberantasan korupsi, 
tenaga kerja, penghormatan hak asasi manusia, dan peningkatan 
kesejahteraan rakyat. 


Merespon kritik para tokoh lintas agama itu, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam kesempatan terpisah, mengatakan bahwa 
dialog dan komunikasi antara dirinya dan tokoh agama sangat penting 
karena bermanfaat mengurangi kesalahan persepsi. Ia menginginkan 
terjalinnya komunikasi yang seimbang antara pemerintah dan tokoh- 
tokoh agama tersebut, sehingga tidak terjadi mispersepsi. Bahkan 
secara khusus, presiden membahas isu publik tersebut kepada menteri- 
menterinya adalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 20 Januari 2011. 


Melihat kondisi pemerintah yang dinilai stagnan dalam 
menghadapi persoalan bangsa, bahkan setelah setahun tokoh lintas 
agama menyerukan keresahan itu, maka Muhammadiyah ingin 
menegaskan perannya sebagai golongan pencerah dengan ikut andil 
merumuskan solusi bangsa dalam Tanwir Muhammadiyah pada 
tanggal 21-24 Juni 2012, di Bandung, bertajuk Gerakan Pencerahan 
Solusi untuk Bangsa, yang dimuat di harian Kompas, 22 Juni 2012. 
Seusai acara tersebut, Din Syamsudin mengungkapkan, “Indonesia 
tengah mengalami berbagai permasalahan, mulai dari ketimpangan distribusi 
kesejahteraan bagi rakyat, penguasaan sumber energi oleh asing, perlindungan 
terhadap kelompok minoritas, hingga penegakan hak asasi. Sinyal tersebut 
sudah terlihat sewaktu Indonesia masuk dalam hasil daftar negara gagal 
dengan status terancam.” 


Adapun rumusan rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan 
tersebut meliputi rekomendasi internal, terutama terkait dengan 
peneguhan ideologi dan rekomendasi yang sifatnya eksternal, yang 
mencakup Pancasila sebagai dasar negara, kedaulatan bangsa dan 
negara, partisipasi masyarakat, otonomi daerah dan kekerasan. 
Muhammadiyah menilai saat itu kebijakan pemerintah banyak yang 
tidak berpihak pada rakyat, antara lain: persoalan politik yang tidak 
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independen dalam membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat: 
bidang ekonomi, karena perundangan lebih menguntungkan pihak 
asing daripada dalam negeri, di bidang budaya, Muhammadiyah 
memandang gejala melemahnya karakter bangsa yang diikuti pula 
dengan krisis kedaulatan. Rekomendasi Muhammadiyah yang tak 
kalah urgennya adalah soal krisis kepemimpinan. Muhammadiyah 
menilai bahwa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
saat ini dipandang sering absen justru ketika sangat dibutuhkan dalam 
menuntaskan persoalan yang ada. Oleh sebab itu dalam rumusan 
sidang tanwir, Muhammadiyah merekomendasikan kriteria pemimpin 
yang mampu dan cakap dalam menyelesaikan berbagai persoalan 
bangsa. 


Kekecewaan terhadap lambannya proses pengambilan keputusan 
oleh pemerintah dalam menangani berbagai persoalan bangsa juga 
diekspresikan secara terbuka oleh Din Syamsudin dalam keterangan 
persnya saat menghadiri Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) di 
Jakarta Convention Center (JCC), tanggal 19 Desember 2012 (Firdaus, 
2012). Ia kembali menyinggung tentang krisis kepemimpinan dan 
berharap calon pemimpin mendatang mampu membawa kemajuan 
dan kesejahteraan rakyat, serta dapat menciptakan solidaritas di tengah 
kemajukan bangsa Indonesia. 


Pada pilpres 2014, pasangan Joko Widodo berhasil menang tipis 
atas pasangan Prabowo Subianto sebagai satu-satunya rival dalam 
kontestasi itu. Selain posisi capres-cawapres yang head to head, Pilpres 
2014 juga tampak berbeda karena penggunaan media sosial oleh kedua 
kubu sehingga situasinya menjadi lebih emosional. Menyikapi hal itu, 
berbeda dengan pilpres tahun 2004 dan pilpres tahun 2009, 
Muhammadiyah menyatakan akan bersikap netral pada Pipres 2014. 
Komitmen ini disampaikan oleh Din Syamsuddin, yang menyatakan, 
“Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan capres dari politik mana pun 
menjelang pilpres 9 Juli mendatang” (Oodir dan Wibowo, 2014). 


Menurut Zuly Oodir, peneliti dan akademisi dari Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta, ada dua hal terkait pernyataan Din 
Syamsuddin itu, pertama, Muhammadiyah memposisiskan semua 
partai politik pengusung, baik capres dan cawapres itu sejajar atau 


61 


blog bity.ums. ac. di 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


sama. Kedua, sikap netral yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah itu 
sebagai sinyal bahwa Muhammadiyah tengah memerankan high politics. 
Menurutnya, jikalau ada elit Muhammadiyah yang mendukung 
pasangan capres tertentu, pernyataan itu merupakan klaim tunggal dan 
tidak dapat mewakili persyarikatan Muhammadiyah, terkecuali bila 
dukungannya itu memang bersifat resmi dari Muhammadiyah, seperti 
pada pilpres 2004 lalu. 


Di masa kepemimpinan Din Syamsudin, Muhammadiyah juga 
mengagas jihad konstitusi sebagai bentuk perjuangan dan langkah 
demokratis dengan menggunakan pendekatan yuridis. Menurut Din 
Syamsuddin, jihad konstitusi merupakan “upaya korektif terhadap 
regulasi dan perundangan-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
UUD 1945 dan Pancasila melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah 
Konstitusi” (Matahati Th.I/November, 2016). Sebagai contoh 
Muhammadiyah tercatat mengajukan judicial review sebanyak tiga kali, 
pertama, pada bulan Maret 2012 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dampaknya beberapa pasal UU 
Migas dihapus dan berimbas pada pembubaran Badan Pelaksana 
Migas atau BP Migas (Prastito, dkk., 2015). 


Di samping itu, Muhammadiyah juga mengajukan judicial review 
UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Muhammadiyah 
mengharapkan agar pemerintah secara tegas tidak memberikan ruang 
pada ormas manapun yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. 
Kelak pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 
2013 Tentang Ormas. Perjuangan jihad konstitusi ini diharapkan akan 
tetap berlanjut seusai kepemimpinan Din Syamsudin karena 
Muhammadiyah akan kembali memilih pemimpinnya yang baru pada 
tanggal 5-7 Agustus 2015, di Makassar, Sulawesi Selatan. 


Jika di masa Syafi'i Ma'arif gejolak politik antara 
Muhammadiyah dan pemerintahan itu diwarnai dengan sentimen 
organisasi karena kebetulan tokoh NU yang menjadi kepala negara, 
tetapi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsudin menjadi 
ormas yang sangat kritis dan vokal. Hingga isu love-hate relationship 
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mewarnai hubungan antara Muhammadiyah dan pemerintah ketika 
itu. Walaupun beberapa kali Din Syamsudin sempat menyindir gaya 
kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai 
lamban dan buruk, tetapi Muhammadiyah tidak mendukung jika 
impeachment dilakukan karena masa jabatan presiden belum berakhir. 


Sedangkan, meski di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid, 
Muhammadiyah tidak pernah mengungkapkan setuju atau tidak 
terhadap pemakzulan itu, tetapi setelah Megawati Soekarno Putri 
menggantikan presiden sebelumnya, pernyataan resmi Pimpinan 
Muhammadiyah secara eksplisit mendukung upaya parlemen itu. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah memiliki pandangan 
yang berbeda terhadap kasus atau polemik yang dihadapi pada kedua 
pemerintahan itu, sehingga tindakan politik di kedua masa itu tentu 
juga berbeda. Tanpa bermaksud melihat NU sebagai kompetitor 
politiknya ataupun sebaliknya, namun situasi dan kondisi politik serta 
berbagai persoalan bangsa di masa awal Reformasi memang sangatlah 
kompleks. Sehingga membuat banyak pihak ingin cepat-cepat 
menyelesaikan dalam waktu singkat. 


Aktivisme politik Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din 
Syamsudin, dipengaruhi oleh karakternya yang sangat kritis dan 
cenderung lebih terkesan menonjolkan sayap politik organisasi. Tetapi, 
walaupun Din Syamsudin kadang terlampau vokal dan kritis terhadap 
pemerintahan, namun tentu saja tindakan tetap dalam koridor 
pedoman berpolitik Muhammadiyah, salah satu bentuk konkretnya 
melalui jihad konstitusi. 


Jihad konstitusi yang berhubungan dengan perkembangan ormas 
baru keagamaan, dapat diartikan sebagai bentuk kekhawatiran 
Muhammadiyah. Sikap ini rupanya agak berbeda dengan isi hasil 
keputusan muktamar, yang dapat menerima dan mengganggap 
eksistensi ormas-ormas itu sebagai bagian dari perkembangan dalam 
keagamaan. Sikap ini juga terkesan berbeda ketika menyikapi polemik 
pembubaran ormas keagamaan yang mencuat ke ranah publik pada 
tahun 2006 karena saat itu Muhammadiyah bereaksi kurang setuju 
terhadap wacana pemerintah tentang pembubaran ormas yang dinilai 
radikal. Karena sebagai Islam tengahan, Muhammadiyah mungkin 
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punya pandangan lain terhadap ormas Islam yang dimaksud, yaitu 
merangkul mereka untuk kembali dalam koridor kebinekaan dan jalan 
moderat. Namun belakangan, karena aktivitas mereka semakin jelas 
arah tujuannya, maka Muhammadiyah berupaya membentengi 
dirinya dari aliran luar yang mampu menggerus keyakinan maupun 
jumlah kadernya. Salah satu cara yang paling efektif adalah berjuang 
melalui jalur konstitusi yang tujuannya untuk mempengaruhi dan 
mampu mengubah kebijakan pemerintah. Bahkan kelak, di masa 
Haedar Nashir, meskipun tidak pernah secara implisit, 
Muhammadiyah setuju jika ormas-ormas radikal itu kembali di 
evaluasi. 


3. Haedar Nashir dan Upaya Netralitas Politik (2015-sekarang) 


Berbeda dengan Syafi'i Ma'arif ataupun Din Syamsudin yang 
lebih ekspresif dalam memperlihatkan sikap politiknya, Haedar 
Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang terpilih pada 
Muktamar ke-47 itu hampir tidak tampak sikap politiknya, selain 
menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang netral 
politik. Muhammadiyah di bawah kepemimpinannya cenderung 
menonjolkan sisi persyarikatan sebagai gerakan kemasyarakatan dan 
sosial keagamaan dibandingkan memperlihatkan gesture politik yang 
terkesan ambigu. Terlebih lagi, Haedar Nashir memang masuk dalam 
barisan kultural di Muhammadiyah, sehingga gaya kepemimpinanya 
tentu akan mempengaruhi aktivisme politik Muhammadiyah. 
Sikapnya yang cenderung netral politik sebenarnya telah sesuai dengan 
pakem pendirian awal Muhammadiyah, namun, bukan berarti pula 
sikapnya itu diikuti oleh elit Muhammadiyah yang lain, mengingat di 
Muhammadiyah sendiripun juga terdapat faksi-faksi yang lain. 


Haedar Nashir resmi menjadi Ketua PP Muhammadiyah di era 
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
(2014-2019)-tokoh yang punya kedekatan dengan Muhammadiyah. 
Seperti di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam susunan 
kabinetnya, Presiden Joko Widodo juga merangkul tokoh 
Muhammadiyah dan NU. Tetapi disinyalir porsi jabatan menteri dan 
pemerintahan lainnya yang diberikan ke NU lebih besar dibandingkan 
Muhammadiyah. Bahkan nuansa aliansi itu kelak semakin tampak di 
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pilpres 2019, ketika Presiden Joko Widodo yang kembali menjadi 
capres menggandeng K.H. Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. 
Kedekatan antara Pemerintahan Joko Widodo dan NU itu pernah 
ditulis oleh Greg Fealey (2018) dalam artikelnya berjudul Nahdlatul 
Ulama and the Politics Trap, yang mengatakan bahwa di masa 
pemerintahan Presiden Joko Widodo, NU mendapatkan peran dan 
kedekatan dengan kekuasaan jauh lebih luas dibandingkan dengan 
ormas manapun. 


Terlepas dari itu, Muhammadiyah sendiri juga punya keinginan 
agar kadernya banyak terlibat di dalam pemerintahan. Hal itu 
disampaikan oleh Syafi'i Ma'arif di Muktamar ke-47, yang 
mengemukakan bahwa, “sudah saatnya organisasi Islam tidak hanya 
berperan membantu pemerintahan, tetapi juga lebih teribat dalam pengelolaan 
negara, termasuk memberantas praktik-praktik penyimpangan” (Ant, Bil, 
dan Gal, 2015). Lebih lanjut ia menegaskan pula bahwa 
Muhammadiyah harus mendorong kadernya untuk duduk di 
pemerintahan, yang tujuan utamanya adalah berkontribusi untuk 
memberantas praktik kemungkaran. Maka, dalam pernyataan tersebut 
mengandung makna bahwa Muhammadiyah membutuhkan 
pemerintah sebagai ladang amal dan dakwah gerakan amar ma'ruf nahi 
munkar. 


Di sisi lain, di tengah isu global yang menyorot ekstremisme 
Islam, di mana Indonesia juga tidak luput dari hal itu, pemerintahan 
Joko Widodo menyadari bahwa mereka tidak akan mampu bekerja 
sendiri untuk mencegah penyebaran ideologi tersebut, maka 
pemerintah pun merangkul kelompok Islam moderat sebagai patner 
yang efektif dalam upaya preventif dan deradikalisasi. Hal ini tentu 
juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah untuk mengamankan 
investasi dan proyek mega infrastruktur yang menjadi andalan 
pemerintahannya, yang dapat terganggu akibat instabilitas keamanan. 


Dukungan terhadap pemerintah ditunjukkan dengan pertemuan 
Muhammadiyah dan Presiden Joko Widodo di istana negara pada 
tanggal 22 September 2015, yang dihadiri oleh Ketua Umum PP 
Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Aisyiyah, Siti Noordjannah berserta pengurus PP Muhammadiyah 
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lainnya (Nyd, 2015). Pada pertemuan itu Haedar Nashir dan 
perwakilan Muhammadiyah lainnya menyampaikan hasil Muktamar 
Muhammadiyah ke-47 dan membahas ekonomi nasional serta isu-isu 
lain yang tak kalah pentingnya, seperti isu toleransi agama yang kian 
mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Di samping itu pula, Haedar 
Nashir kembali menegaskan komitmen Muhammadiyah terhadap 
NKRI. 


Tetapi hubungan yang terjalin baik dengan pemerintah itu bukan 
berarti Muhammadiyah kehilangan daya kritisnya. Misalnya saja 
Muhammadiyah berpendapat bahwa percepatan revisi UU terorisme 
oleh pemerintah dan DPR dipandang belum terlalu urgen. Menurut 
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, 
“Tevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme belum terlalu mendesak. Karena aparat keamanan 
telah memiliki kewenangan yang sangat kuat, seperti kewenangan menahan 
terduga teroris tanpa proses pengadilan selama 2x24 jam dan kewenangan 
penyadapan” (Wer, 2016). 


Abdul Mu'ti juga berpendapat bahwa aksi terorisme di Indonesia 
sudah tidak semasif dulu karena meningkatnya kesadaran masyarakat 
sebagai dampak dari penanggulangan bersama aparat. Ia juga 
menggarisbawahi bahwa persoalan terorisme harus dilihat secara 
komprehensif dan dicari akar permasalahannya mengapa seseorang 
dapat terpapar dan bergabung dalam kelompok teroris, misalnya saja 
faktor kemiskinan dan sebagainya. Menurutnya tanpa menggali akar 
permasalahan tersebut, payung hukum yang baru menjadi kurang 
efektif. 


Di samping persoalan terkait gerakan ekstremisme agama, isu 
politik nasional yang sangat menyita perhatian juga terjadi di masa 
pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni isu penistaan agama oleh 
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok (2012- 
2017). Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan publik di Indonesia, 
namun juga telah menjadi pemberitaan media asing, sebab sangat erat 
kaitannya dengan gambaran intolerasi hingga isu politik identitas 
agama di Indonesia. Kasus ini bermula dari viralnya potongan video 
pidato Basuki saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Pramuka tanggal 
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27 September 2016 yang diunggah oleh Buni Yani di akun Facebook- 
nya tanggal 6 oktober 2016 (Putra, 2016). 


Dalam potongan video itu, Buni Yani menambahkan komentar 
yang dianggap provokatif, sehingga memicu protes oleh sebagian umat 
Islam. Berikut komentar Buni Yani terhadap potongan video yang 
diunggahnya: “Bapak-ibu (pemilih Muslim)... dibohongi Surat Al-Maidah 
51...(dan) masuk neraka juga Bapak-ibu) dibodohi. Kelihatannya akan 
terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini.” Penghilangan kata pakai 
dalam kolom komentarnya yang seharusnya berbunyi...dibohongi pakai Surat 
Al-Maidah 51...,” ternyata memicu kontroversi dan memprovokasi 
sebagian umat Islam di Indonesia. 


Kemudian, pada tanggal yang sama saat potongan video itu 
diunggah, Novel Chaidir Hassan alias Novel Bamukmin dari FPI 
melaporkan Ahok ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian 
Nasional atas tuduhan penistaan agama. Ia menggunakan transkrip 
dalam potongan video tersebut sebagai barang bukti. Hingga tanggal 7 
November 2016, beberapa berkas laporan terkait penistaan agama oleh 
Basuki telah masuk ke kepolisian. Meskipun ia telah melakukan 
klarifikasi dan meminta maaf kepada umat Muslim dalam akun 
instagram pribadinya, tetapi kasus itu terlanjur berkembang luas di 
masyarakat dan menyebabkan demonstrasi berjilid-jilid yang 
dikomandani oleh FPI. Kemudian muncul Forum Umat Islam (FUI), 
dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-Ulama yang juga 
turut menginisiasi demonstrasi tersebut yang dikenal dengan Gerakan 
212 


Dalam peristiwa itu, umat Islam seakan terpolarisasi menjadi 
mereka yang pro dan kontra terhadap pernyataan Basuki dalam 
potongan video tersebut. Mereka yang pro terhadap Gubernur DKI itu 
pada umumnya beranggapan jika kasus itu adalah murni politisasi 
agama oleh kelompok-kelompok yang memang sedari awal tidak 
menyukai sepak terjangnya di Jakarta, dan sebaliknya yang kontra 
berkeyakinan bahwa Basuki telah melecehkan ayat suci Al-Our'an 
(O.S. Al-Maidah: 51), para ulama, dan umat Islam pada umumnya. 
Sementara itu, dalam kutipan wawancara dengan Haedar Nashir 
dengan Tempo edisi 21 November 2016, menyatakan bahwa meskipun 
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Muhammadiyah menilai bahwa Basuki memang menista agama, 
namun Muhammadiyah melarang kadernya menggunakan atribut 
organisai ketika ikut dalam demonstrasi. 


Dalam wawancara tersebut, Haedar Nashir juga mengatakan 
bahwa pernyataan resmi Muhammadiyah yang berpandangan bahwa 
Basuki memang telah melakukan penistaan agama itu tidak terkait 
dengan MUI yang terlebih dulu telah mengeluarkan fatwa tentang hal 
tersebut. Menurutnya, pandangan itu lebih dikarenakan aspirasi yang 
berkembang di Muhammadiyah bahwa ujaran Basuki ketika itu 
memang melukai, menodai, dan memasuki wilayah yang sensitif 
keyakinan umat Islam. Ketika disinggung mengenai pandangan Syafi'i 
Ma'arif yang berbeda terkait hal itu, ia mengatakan bahwa, “Buya 
(Syafi'i Ma'arif) melihatnya dalam konteks perilaku politik. Buya tidak 
bermaksud membela dan akhirnya memang menulis catatan kritis tentang 
Ahok di sebuah surat kabar.” Sementara itu, dalam wawancara terpisah 
dalam liputan6, Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa ia tidak melihat 
kasus Ahok sebagai penistaan agama, melainkan isu politik. 


Pada kesempatan wawancara itu pula, Haedar Nashir juga 
mengemukakan agar sebaiknya semua pihak menahan diri dan tidak 
berlarut-larut dan memperpanjang hal tersebut karena dapat merusak 
kebhinekaan. Ia juga menekankan agar semua pihak menyerahkan 
kasus itu ke aparat dan penegak hukum serta menunggu keputusan 
yang terbaik. Ia menambahkan bahwa baik pemerintah maupun 
Muhammadiyah sepakat untuk tidak berlarut-larut menghabiskan 
energi terhadap isu penistaan agama Basuki karena masih banyak 
persoalan bangsa yang tak kalah pentingnya. 


Walau pada akhirnya kasus itu dianggap selesai saat Basuki 
dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman 2 tahun 
masa tahanan pada tanggal 9 Mei 2017, namun polarisasi terlanjur 
terbentuk di masyarakat dan tetap terjaga hingga pilpres 2019. Terlebih 
lagi isu tersebut sering dianggap sebagai politisasi agama oleh 
kompetitor Basuki karena bersamaan waktunya dengan kampanye 
pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI 2017, yang tentu saja sangat 
menguntungkan rival politiknya, pasangan Anies Baswedan-Sandiago 
Uno yang didukung oleh Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), PKS, 
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dan PAN yang punya relasi dengan kelompok 212. Anggapan bahwa 
isu penistaan agama itu memang sengaja diciptakan juga berhembus 
kencang karena disebut-sebut sebagai salah satu faktor utama 
kekalahannya dalam pilkada DKI 2017, terutama oleh mereka para 
Ahokers (sebutan bagi pendukung Basuki). 


Sebagai respon situasi nasional tersebut, Muhammadiyah 
menggelar Sidang Tanwir Muhammadiyah tanggal 24-27 Februari 
2017 di Ambon, Maluku. Dalam Sidang Tanwir tersebut menghasilkan 
Resolusi Ambon tentang penguatan kedaulatan dan keadilan sosial 
yang berisi lima poin yang pada intinya Muhammadiyah berharap, 
sebagaimana dipublikasikan dalam pemberitaan di lamam liputan6 
tanggal 26 Februari 2017, yakni “negara hendaknya menekankan 
independensi dalam segala bidang, baik dalam sistem pemerintahan, ekonomi, 
hukum, politik, dan kepribadian yang konstitusional (rumusan kedua).” 
Muhammadiyah juga meminta pemerintah tegas dalam beberapa hal, seperti 
“..kebijakan yang pro rakyat kecil, penegakan hukum, pengelolaan sumber 
daya alam yang sesuai dengan konstitusi, penataan sistem partai, dan 
mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, 
Jinansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara.” Rumusan 
tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Haedar Nashir memang 
ditujukan ke pemerintah agar menjadi masukan dan dapat 
dilaksanakan oleh pemerintah. 


Kemudian, pada bulan Mei 2017, masyarakat Indonesia, 
terutama umat Muslim kembali terfokus perhatiannya pada keputusan 
pemerintah untuk membubarkan HTI. Spekulasi yang berkembang 
adalah bahwa pembubaran itu masih berhubungan dengan kasus 
penistaan agama oleh Basuki karena HTI dianggap ikut menunggangi 
Gerakan 212, namun memiliki agenda politik sendiri, yakni 
menggulingkan pemerintahan yang sah. Sementara itu, dalam 
keterangan persnya tanggal 8 Mei 2017, Menteri Koordinator bidang 
Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa 
keputusan terhadap pemerintah terhadap pembubaran HTI itu 
dilakukan setelah mempertimbangkan dan menyerap aspirasi 
masyarakat yang berkembang, sehingga memerlukan langkah tegas 
untuk membubarkan HTI. 
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Menyikapi hal tersebut, Haedar Nashsir meskipun tidak secara 
tersirat, pada dasarnya ia mendukung keputusan pemerintah untuk 
membubarkan HTI asalkan langkah itu sesuai dengan konstitusional 
dan berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan yang 
berlaku. Lebih lanjut ia mengatakan: 

“Muhammadiyah sangat tegas dan jelas posisi ideologisnya bahwa Negara 
Pancasila itu Darul Ahdi wa Syahadah, yakni negara hasil konsensus 
seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, 
dan cita-cita pendiri bangsa. Oleh karena itu, Muhammadiyah 
menganggap bahwa setiap warga, organisasi, dan komponen bangsa harus 
sepakat dan menerima negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945, setia pada NKRI, dan menjunjung tinggi kebhinekaan. Setiap 
perhimpunan, organisasi, dan kelompok, tidak boleh ada yang berideologi 


dan bertujuan membentuk sistem kenegaraan yang bertentangan dengan 
negara Pancasila” (Nadlir, 2017). 


Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti dan Ketua PBNU 
K.H. Said Agil Siradj menggelar diskusi terkait pembubaran HTI 
dalam acara Halagah Kebangsaan NU dan Muhammadiyah di 
Perpustakaan PBNU, Jakarta tanggal 19 Mei 2017. Dari hasil diksusi 
tersebut, Muhammadiyah dan NU sepakat pembubaran tersebut dapat 
dilakukan karena ideologi HTI dapat mengancam Pancasila. Sampai 
di sini, tindakan yang diambil oleh Muhammadiyah menjadi lebih 
tegas terhadap kelompok Islam radikal, khususnya yang berkeinginan 
untuk mengganti sistem negara menjadi kekhalifahan menurut penafsiran 
mereka. Bahkan Muhammadiyah juga secara jelas mendukung pe- 
merintah untuk membubarkan ormas-ormas yang dapat mengganggu 
stabilitas negara. Begitu pula dengan sikap Muhammadiyah terhadap 
FPI dan semacamnya, bahkan gerakan yang lebih ekstrem seperti 
Islamic State of Irag and Syuriah ISIS). Dengan tegas Muhammadiyah 
menolak segala ide, sikap, dan tindakan yang sebenarnya memiliki 
agenda politik dan bertujuan sama, yakni menjadikan Indonesia 
sebagai negara Islam (Oibtiyah, 2019). 


Perubahan sikap tegas Muhammadiyah ini menunjukkan bahwa 
jika sebelumnya Muhammadiyah beranggapan bahwa gerakan- 
gerakan Islam tersebut merupakan dinamika Islam, namun pada saat 
itu Muhammadiyah menegaskan bahwa mereka adalah ancaman tidak 


70 


blog Biky. ums.c.idi 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


hanya bagi Muhammadiyah, tetapi juga negara. Sebagaimana 
dikatakan oleh Ketua Komisi Fatwa Hukum dan Perundang- 
Undangan MUI Kota Palu, Sulawesi Tengah, “ada upaya untuk 
menghancurkan tiga organisasi ini (MUI, Muhammadiyah, dan NU) oleh 
mereka yang menganut gerakan radikal” (Ramadhan, 2016). 


Dalam tahun-tahun menjelas pilpres 2019, kondisi dan situasi 
politik nasional setelah kasus pilkada DKI belum sepenuhnya 
kondusif. Insiden pembakaran bendera, yang diduga oleh sebagian 
masyarakat sebagai bendera tauhid menjadi viral di dunia maya dan 
berlanjut menjadi isu nasional. Peristiwa itu melibatkan oknum banser 
NU pada peringatan hari Santri tanggal 22 Oktober 2018 di Garut, 
Jawa Barat. Menurut Ketua GP Ansor, Yagut Cholil Ooumas, anggota 
Banser tersebut melakukan pembakaran tersebut karena yakin jika itu 
adalah bendera HTI, namun sebagian masyarakat menyakini bahwa 
itu adalah bendera tauhid. Bahkan insiden tersebut juga sempat 
menyebabkan perselisihan pendapat antara Muhammadiyah dan NU. 
Dalam siaran persnya, Muhammadiyah menyayangkan aksi 
pembakaran bendera tersebut, seperti yang disampaikan oleh Abdul 
Mu 'ti, seyogyanya pembakaran bendera yang didalamnya bertuliskan 
kalimat syahadat tidak perlu terjadi. Namun kedua ormas sepakat 
untuk tidak memperuncing perbedaan dan memperbesar persoalan dan 
tidak ingin memperkeruh situasi politik nasional. Sebagai langkah 
nyata, Haedar Nashir bersama tokoh agama lainnya memenuhi 
undangan pemerintah guna membahas isu tersebut. Walau begitu, 
sepertinya upaya-upaya tokoh moderat itu belum bisa maksimal untuk 
meredam demonstrasi di masyarakat sebab pada tanggal 26 Oktober 
2018, umat Muslim yang tergabung dalam “aksi bela Tauhid” turun ke 
jalan dalam rangka protes terhadap insiden pembakaran bendera. 
Tetapi dalam orasinya, kegiatan aksi bela tauhid itu menyuarakan 
“ganti presiden” yang akhirnya menjadi viral di dunia maya dengan 
tagar #2019gantipresiden. 


Berbagai insiden yang terjadi tersebut memiliki kesamaan yaitu 
menjadi tolak ukur kebangkitan politik identitas di Indonesia, 
khususnya Islam. Namun, baik Muhammadiyah maupun NU tidak 
ambil bagian dalam berbagai aksi tersebut. Jikalau ada, seringkali 
dalam narasi yang normatif, ormas Islam seperti Muhammadiyah dan 
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NU selalu mengatakan bahwa mereka yang terlibat tidak berkaitan 
dengan organisasi, namun atas nama pribadi. Tetapi, bagaimanapun, 
sikap dan tindakan para elit adalah cerminan dari organisasi tersebut. 
Karena identitas sebuah organisasi itu juga terbentuk pula dari gagasan 
dan ide-ide para elitnya. Terlebih lagi rekam jejak di era digital lebih 
mudah didapatkan dalam berbagai platform media sosial. 


Pada pilpres 2019, situasi politik nasional hampir tidak ubahnya 
seperti saat pilkada 2017. Bahkan dua kandidat capres-cawapres 
seakan-akan mewakili dua golongan umat Islam, yaitu kubu Joko 
Widodo yang tampak jelas didukung oleh NU, lantaran K.H. Ma'ruf 
Amien menjadi cawapresnya dan kubu Prabowo Subianto-Sandiago 
Uno yang didukung oleh alumni 212. Sementara itu partai-partai 
politik Islam juga terbagi menjadi dua kubu. Jika PPP, PKB dan PBB 
tergabung dalam partai koalisi pendukung Joko Widodo-K.H. Ma'ruf 
Amin, maka PAN dan PKS mendukung Prabowo Subianto-Sandiago 
Uno. Imbas dari polarisasi tersebut, PAN yang sedari dulu selalu 
diidentikkan dengan Muhammadiyah, menyebabkan persyarikatan 
terkesan berada di kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiago Uno. 


Berkenaan dengan asumsi yang berkembang di masyarakat, 
Haedar Nashir mengatakan bahwa adalah kesan yang salah jika 
Muhammadiyah dan NU diidentikkan dengan salah satu calon. 
Dalam wawancara dengan harian Merdeka, dipublikasikan tanggal 31 
Oktober 2018, ia juga menegaskan tentang sikap Muhammadiyah dan 
NU tetap berdiri netral dari politik. 


Hal serupa disampaikan oleh Abdul Mu'ti, menjelang sidang 
tanwir Muhammadiyah di Bengkulu pada 17-19 Februari 2019 
lalu, bahwa Muhammadiyah akan konsisten sebagai gerakan 
dakwah yang terlibat dalam politik kebangsaan bukan politik 
kepartaian dan tidak akan memberikan rekomendasi yang 
sifatnya dukungan baik kepada salah satu capres. Tetapi sikap 
netral itu mendapat kritikan dari Amien Rais yang menginginkan agar 
Muhammadiyah mengambil sikap yang jelas dalam kontestasi pilpres 
2019 (Retaduari, dkk., 2018). Walaupun berbeda pandangan, 
Muhammadiyah menanggapi sikap Amien Rais itu adalah hal yang 
wajar-wajar saja dalam berorganisasi. 
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Muhammadiyah sebenarnya lebih setuju jika Joko Widodo 
memilih sosok yang lebih netral menjadi cawapresnya, dengan kata 
lain tidak berasal dari ormas Islam tertentu (Oibtiyah, 2019). Hal ini 
dikarenakan Joko Widodo yang memilih KH. Ma'ruf Amin dianggap 
mencederai kenetralan pemerintah terhadap ormas Islam. Sebab akan 
lebih netral jika Joko Widodo memilih Mahfud MD., tokoh nasional 
yang sebelumnya diisukan akan menjadi calon kuat sebagai cawapres 
Joko Widodo. 


Dalam menghadapi tahun-tahun politik sejak pilkada 2017, 
Muhammadiyah secara konsisten berusaha tetap bersikap netral. 
Bahkan sebelum kampanye pilpres 2019 berlangsung telah menyeru- 
kan pada seluruh komponen bangsa untuk memelihara keadaban, 
kebersamaan, kedamaian, toleransi, dan keutamaan di tahun politik 
(Wer dan Oyd, 2018). Muhammadiyah juga terus mendorong upaya- 
upaya menciptakan narasi-narasi keagamaan yang lebih damai sebagai 
narasi baik atas narasi-narasi keras yang berkembang selama pilpres 
2019. Upaya yang diserukan oleh Muhammadiyah melalui Sidang 
Tanwir Muhammadiyah tanggal 15-17 Februari 2019 itu, semakin 
meneguhkan identitas Muhammadiyah sesuai prinsip wasathiyah atau 
tengahan di bawah pimpinan Haedar Nashir. 
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BAB IV 
NAHDLATUL ULAMA: 


Bertahan di Segala Zaman 


A. Nostalgia Nahdalatul Ulama Di Masa Orde Lama 


Pada masa Orde Lama, baik Muhammadiyah dan NU tergabung 
dalam Masyumi. Tetapi pada tahun 1952, NU memutuskan untuk 
keluar dan mendirikan Partai NU. Terdapat dua analisis mengapa NU 
memisahkan diri dari Masyumi: pertama, terjadi gesekan politik antara 
NU dengan anggota lainnya yang cenderung mewakili Islam modernis 
seperti Muhammadiyah, kedua, kelompok modernis beranggapan NU 
mengkhianati Masyumi dan bersikap oportunis untuk kepentingan 
golongannya dengan beraliansi dengan kelompok nasionalis (Al-Barbasy, 
2014). Sejak saat itu hubungan antara NU dan Muhammadiyah meng- 
alami pasang surut. Dalam situasi dan kondisi politik tertentu, 
Muhammadiyah memandang NU sebagai kompetitornya, tetapi untuk 
persoalan agama dan sosial kemasyarakatan, termasuk isu-isu 
nasionalisme, NU dan Muhammadiyah telah mencapai mufakat. 


Keluarnya NU dari Masyumi menjadikan NU sebagai kekuatan 
politik yang lebih independen. Sejarah mencatat, dalam kurun waktu 
antara tahun 1952-1967 merupakan masa keemasan bagi NU 
berkegiatan politik di Indonesia (Fealy, 2012). Bahkan NU masuk 
menjadi tiga besar dalam kontestasi pemilu 1955, sekaligus 
mengukuhkan NU sebagai organisasi Islam tradisional dengan basis 
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massa yang besar dan salah satu kekuatan politik nasional yang patut 
diperhitungkan saat itu. 


Ketika pemerintahan Soekarno semakin condong ke komunis, 
K.H. Abdul Wahab Hasbullah, yang ketika itu duduk di Dewan 
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) justru menerima gagasan 
Nasakom pada tahun 1960. Hal ini memicu kontroversial, tidak hanya 
menyerang personal K.H. Wahab yang sempat dijuluki kiai komunis, 
tetapi juga NU. Bagi NU, duduk di DPAS adalah salah satu jalan 
sebagai penyeimbang kekuatan PKI kala itu ingin menerapkan 
sosialisme komunis ala Moskow maupun Peking. Tetapi para ulama 
itu bersikap gigih untuk mencari alternatif yang lebih Indonesia, 
landreform, dan Pancasila. Hubungan mesra antara Soekarno dan NU 
juga tampak jelas saat Soekarno menghadiri Muktamar NU ke-23 di 
Kota Surakarta, pada tanggal 28 Desember 1962. Bahkan ketika 
Soekarno benar-benar kehilangan kekuasaannya setelah pada tahun 
1967, NU tetap setia dan menghormati Soekarno. 


Di satu sisi, sikap NU yang akomodatif di era Soekarno itu dapat 
diasumsikan karena NU mempersepsikan bahwa soal kebangsaan dan 
Islam tidaklah berbenturan. NU juga tidak bercita-cita membentuk 
negara Islam dalam bingkai keindonesiaan karena yang terpenting bagi 
NU adalah bagaimana Islam dapat diimplentasikan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara (Amir dan Anshori, 2013). Sedangkan bagi 
Soekarno, NU memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap upaya- 
upaya kemerdekaan serta memberikan pertimbangan-pertimbangan 
politik yang sesuai dengan pemikiran politik Soekarno, misalnya saja 
gagasan K.H. Wahab untuk merebut Irian Barat. Atas dasar itu pula, 
Soekarno mengangkat K.H. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama 
RI pertama di tahun 1946. Bagi NU, jabatan itu adalah kesempatan 
untuk meletakkan pondasi awal untuk memberikan landasan yang sah 
soal aktivitas sosial-kemasyarakatannya (Amir dan Shaleh, 2013). 
Sebagai sebuah ormas Islam, NU juga memiliki tujuan politik untuk 
kepentingan Nahdliyin, namun memang hal ini tidak pernah benar- 
benar diungkap ke publik. 


Setelah pemerintahan Soekarno berakhir pada tahun 1967, di 
bawah Soeharto, kebijakan-kebijakan baru pun dimunculkan, salah 
satunya meleburkan partai-partai era Soekarno pada partai baru 
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bentukan pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1973, Partai NU 
difusikan ke dalam PPP. Sedangkan partai-partai nasionalis dan non- 
Muslim difusikan dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), termasuk 
PNI yang sangat identik dengan Soekarno. Padahal pada pemilu 1971, 
Partai NU menempati perolehan suara kedua dan mendapatkan 58 
kursi, kedua setelah Golkar yang mendapatkan 226 kursi wakil rakyat. 
Meskipun jika dilihat dari jumlah kursi yang diperoleh, Partai NU di 
pemilu 1971 lebih besar dibandingkan dengan pemilu 1955 yang hanya 
mendapatkan 45 kursi, namun secara psikologis angka itu tertinggal 
jauh dari Golkar. Ditengarai menjelang pemilu 1971, rezim Orde Baru 
mengerahkan militer untuk menyerang basis-basis NU di Jawa Barat 
(Isnaeni, 2019). Di antara yang paling parah adalah desa Losarang, 
Indramayu. Banyak warga yang melarikan diri ke kantor PBNU 
Jakarta untuk menyelamatkan diri. Hal ini dikutip dari otobiografi 
Panda Nababan (kelak menjadi politisi senior Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan (PDIP), kala itu ia masih aktif menjadi 
wartawan senior Sinar Harapan. Ia diancam akan dihabisi dan surat 
kabar akan dibredel bila ia tetap menerbitkan fakta tersebut. 


Sehingga, walau Partai NU mendapatkan perolehan suara yang 
relatif signifikan dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya, 
tetapi mereka tidak memiliki pilihan. Kendati demikian, meski NU 
telah menjadi bagian dari PPP, namun sejak awal NU sudah tampil 
mendominasi kebijakan partai dan berusaha keras untuk memper- 
tahankan kepentingan faksionalnya (Fathoni, 2019). Hal ini sangat 
beralasan, sebab NU mendominasi perolehan jumlah kursi di wakil 
rakyat yang diperoleh PPP dan NU juga memiliki basis massa yang 
loyal sebagai modal kekuatan politiknya dibandingkan dengan 
Parmusi, PSII, dan Perti. 


Hubungan antara NU dan Soeharto memang tidak sebaik 
hubungannya dengan Soekarno. Terlebih lagi NU memang memiliki 
kedekatan emosional dengan Soekarno sejak pra kemerdekaan, 
walaupun NU pada dasarnya tidak sepakat dengan wacana Soekarno 
tentang komunisme. Kelompok sayap NU bahkan diduga ikut 
menumpas basis-basis PKI, yang secara tidak langsung membantu 
pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Belakangan, dalam 
banyak telaah ilmiah bermunculan fakta-fakta tidak resmi yang 
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mengungkapkan keterlibatan para militer NU, Pemuda Ansor dan 
Banser dalam penumpasan PKI yang disokong oleh Militer (Salim HS, 
2004). Tetapi sungguh ironi, ketika Orde Baru berdiri, rezim tersebut 
justru menganggap NU sebagai penghalang dan secara bertahap militer 
mengikis kekuatan politik NU sejak Seminar Angkatan Darat tahun 
1966 di Bandung (Isnaeni, 2019). Mengutip pernyataan sikap K.H. 
Idham Chalid (Ketua PBNU 1956-1984) dalam Tanggung Jawab Politik 
NU dalam Sejarah, mengatakan: “Dalam pandangan ABRI, sebuah 
organisasi keagamaan dengan basis massa yang begitu besar seperti NU akan 
selalu dipandang sebagai hal yang membahayakan apabila dibiarkan tumbuh 
menjadi sebuah kekuatan politik.” 


Selain itu kecurigaan Soeharto yang berlebihan terhadap 
kelompok-kelompok Islam, membuat NU tidak punya ruang gerak 
yang bebas dalam mengekspresikan diri. NU pun tak luput dari cap 
radikal oleh Orde Baru. Di antara partai Islam lainnya, NU adalah 
yang paling kritis dan keras menentang intimidasi yang dilakukan oleh 
Orde Baru terhadap anggotanya, termasuk pada peristiwa desa 
Losarang. Tokoh-tokoh NU juga sering secara terbuka mengkritisi 
kebijakan Orde Baru dan menentang Pancasila sebagai azas tunggal. 
Sikap ini kemudian berimbas pada posisi politik NU di kabinet karena 
tidak ada satupun wakil NU yang kemudian duduk di Kabinet 
Pembangunan Jilid 2 (Maksum, 2018). 


Fakta lainnya, pemerintah Orde Baru memang cenderung lebih 
senang memilih teknokrat untuk duduk di jabatan menteri, termasuk 
menteri agama sekalipun ketimbang tokoh-tokoh Islam yang dianggap 
radikal dan kontra terhadap Pancasila karena tidak sejalan dengan 
kebijakan pemerintah dan dikhawatirkan dapat mengganggu 
pembangunan nasional. 


Pada Muktamar NU ke-25 pada bulan Desember 1971, Rais Aam 
K.H. Wahab Hasbullah memberikan maklumat, seperti dikutip oleh 
K.H Idham Chalid sebagai berikut: 


“Tidak ada gunanya NU menjadi partai politik karena partai NU dan 
partai manapun takkan mungkin menang pemilu da akan banyak korban 
secara mubazir. Namun hal itu bukan berarti NU harus menarik diri dari 
DPR/DPRD hasil pemilu 1971 untuk menghindari mudarat sesuai 
dengan prinsip figih akhafjudl dlararain, mengambil risiko bahaya yang 
lebih ringan” (Isnaeni, 2019). 
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Pada tahun 1972, kedudukan Rais Aam NU digantikan oleh K.H. 
Bisri Sansuri, yang karakternya berbeda dengan K.H. Wahab 
Hasbullah, yang kurang berminat terhadap politik dan lebih tertarik 
pada fikih (Fathoni, 2019). K.H. Bisri cenderung menghindari konflik 
dengan pemerintah, kecuali jika terkait dengan prinsip agama. Tetapi 
justru hal inilah yang membuat NU sering berbenturan dengan 
pemerintah. Sebagai contoh, saat NU dibawah komando K.H. Bisri 
menentang beberapa pasal dalam UU yang bertentangan dengan 
hukum keluarga dalam fikih pada 31 Juli 1973. Sementara itu, pada 
waktu yang bersamaan, wacana agar NU kembali ke Khitah 1926 
semakin santer di internal NU. 


Sebenarnya seruan agar NU kembali ke Khitah 1926 telah 
berulang kali didengungkan. Bahkan wacana ini telah disuarakan sejak 
muktamar ke-22 di Jakarta pada tahun 1959, empat tahun setelah 
berdirinya Partai NU (Ulum, 2002, dalam Minan, 2018). K.H. Achyat 
Chalimi adalah salah satu tokoh NU yang menyuarakan agar NU 
kembali fokus pada dakwah dan tidak berpolitik praktis. Ia 
beranggapan bahwa partai politik hanya memicu konflik interest antar 
individu untuk mendulang suara NU. Tetapi gagasan ini ditolak oleh 
mayoritas peserta muktamar (Sufyan, 2014). Setelah melalui proses 
yang panjang, akhirnya wacana NU kembali ke Khitah 1926 menjadi 
pembahasan utama pada Munas Alim Ulama pada tahun 1983 dan 
berlanjut pada muktamar ke-27 pada tahun 1984, yang keduanya 
digelar di pondok pesantren Salafiyah Safi'iyah, Situbondo. NU 
merumuskan dua keputusan politik penting dalam muktamar ke-27 ini, 
yaitu NU akan keluar dari politik praktis, yang berarti NU keluar dari 
PPP dan NU menerima asas tunggal Pancasila (Ulum, 2002 dalam 
Minan, 2018). Keputusan politik tersebut juga diarsiteki oleh K.H. 
Achmad Siddig (Rais Aam Syuriah NU (1984-1981)) dan K.H. 
Abdurrahman Wahid (kemudian menjadi Ketua Umum PBNU 1984- 
1999) dan kelak menjadi Presiden RI (2000-2001) (Fathoni, 2018). 


Namun, di balik kuatnya keputusan NU untuk keluar dari PPP 
pada tahun 1984 juga disertai rumor politik lantaran NU kecewa 
terhadap PPP sejak menjelang pemilu 1982. Nahdlatul Ulama menilai 
Ketua PPP, Djaelani Naro (1978-1989), pilihan pemerintah saat itu, 
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telah mengkerdilkan peran NU dengan menjadikan caleg NU di daftar 
terbawah pada pemilu 1982, sehingga sangat kecil kemungkinannya 
untuk terpilih sebagai perwakilan rakyat. Informasi lain mengatakan 
bahwa daftar calon legislatif NU banyak yang telah dicoret dan mereka 
yang vokal seperti Yusuf Hasyim, Saifuddin Zuhri, dan Imron Rosjadi 
diurutkan paling bawah, jadi sangat mungkin tidak terpilih 
(Bruimessen, 1994). Upaya-upaya untuk menyingkirkan NU dari 
pentas politik PPP tersebut tidak lain adalah untuk menyingkirkan 
kelompok-kelompok radikal dari PPP. Protes dari NU terhadap 
keputusan sepihak Djaelani Naro itu pun tidak digubris dan NU pelan, 
tetapi pasti mulai tersingkir dari peta politik PPP. 


B. Nahdalatul Ulama di Era Soeharto 


Kembalinya NU ke Khitah 1926, mengandung dua konsekuensi 
logis bagi NU, yaitu: tidak berpolitik praktis dan menerima Pancasila. 
Tentang penerimaan Pancasila itu, berikut merupakan pandangan 
K.H. Achmad Siddig: 


“K.H. Achmad Siddig berpandangan bahwa penerimaan Pancasila 
sebagai asas NU, karena NU sendiri dalam Anggaran Dasarnya yang 
pertama diterangkan bahwa NU didirikan berdasarkan tujuan-tujuan, 
bukan asas. Jadi tidak perlu mempertentangkan NU dengan asas-asas 
negara. Karena NU tidak berbicara tentang asas, melainkan tujuan, yaitu 
melaksanakan semua yang akan menjadi kemashlahatan umat Islam. 
Beliau tidak setuju jika Islam dijadikan asas sebuah organisasi atau partai. 
Adalah keliru jika menjadikan Islam sebagai asas, karena justru akan 
merendahkan Islam sendiri. Islam adalah agama ciptaan Allah, sedangkan 
organisasi ciptaan manusia. Islam jauh diatas asas, karena Islam adalah 
Din-Allah. Seperti zaman dahulu, Masyumi yang mencantumkan Asas 
Islam adalah keliru karena justru memelorotkan Islam dengan menyama- 
kannya dengan berbagai isme-isme yang lain” (K.H. Muchit Muzadi, 
2014). 


Pandangan K.H. Achmad Siddig itu menegaskan bahwa NU 
memang didirikan untuk terus berkontribusi pada negara selaras 
dengan tujuan utama NU, yaitu baldatun tayyibatun wa Rabbun ghafur 
(terwujudnya suatu negara yang aman, makmur dan mendapat 
pengampunan dari Tuhan) (Chumairoh, 2014). Sehingga saat NU 
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menerima Pancasila tanpa syarat, maka ihwal itu tidak akan 
menghalangi NU untuk tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan 
syariat Islam. Pandangan K.H. Achmad Siddig terhadap Pancasila ini 
juga sejalan dengan pemikiran Gus Dur, yang ketika itu mewakili 
generasi muda NU. Keduanya merupakan penggagas yang mengingin- 
kan NU untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Meskipun 
awalnya ditentang oleh mayoritas peserta Munas Alim Ulama di 
Situbondo, namun berangsur peserta munas bersedia menerima 
Pancasila setelah mendapat restu dari K.H. As'ad Syamsul Arifin, 
K.H. Machrus Ali, K.H. Masykur dan K.H. Ali Maksum (Chumairoh, 
2014). Peristiwa tersebut menjadi momen bagi terjalinnya hubungan 
yang harmonis lintas generasi dan membawa semangat perubahan di 
internal NU sekaligus merupakan titik balik hubungan antara NU dan 
pemerintahan Soeharto. Indikasi itu dapat dilihat dari kehadiran 
Presiden Soeharto dan sejumlah menteri dalam muktamar ke-27 di 
Situbondo itu pada tahun 1984 (Edi, 2016). 


Setelah kembali ke Khitah 1926, NU kemudian membenahi 
kondisi internal dan fokus pada aktivitas dakwah keagamaan dan 
sosial. Bahkan tidak sedikit proyek sosial NU itu mendapatkan 
bantuan dan dukungan dana dari pemerintah, seperti perbaikan mutu 
pendidikan, baik di madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren yang 
terafiliasi dengan NU dan pemberian pelatihan ketrampilan pada 
Muslimat NU (Djumarwan). Namun tanda-tanda pecah kongsi itu 
mulai terlihat kembali di akhir 1980-an, ketika Gus Dur, yang ketika 
itu masih menjabat ketua PBNU untuk kedua kalinya, mengkritisi 
kebijakan proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank 
Dunia (Barton, 2002). Walau begitu, NU masih memberikan 
dukungan politik kepada Soeharto waktu itu. 


Pada awal tahun 1990, sikap Orde Baru terhadap Islam sedikit 
melunak dan lebih akomodatif, tetapi Gus Dur tetap menempatkan 
NU sebagai oposisi yang loyal. Ketika pemerintah Orde Baru 
membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) untuk meyakinkan 
pada umat Islam bahwa Orde Baru tidak alergi terhadap Islam, Gus 
Dur menolak untuk bergabung. Ia beranggapan bahwa ICMI tidak 
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lebih dari perkumpulan sekterianisme yang cenderung mendeskredit- 
kan NU karena anggotanya didominasi oleh Islam modernis. Selain 
itu, Gus Dur juga berpikiran bahwa ICMI adalah alat Orde Baru untuk 
menarik simpati umat Muslim sekaligus dapat menguatkan Orde Baru. 
Gus Dur kemudian membentuk Forum Demokrasi (Fordem) sebagai 
penyeimbang dan oposisi bagi Orde Baru. 


Sosok pembaru macam Gus Dur membuat NU semakin dinamis 
sebab cara pandangnya yang unik dan berbeda dari para pendahulu 
NU. Tetapi di satu sisi, justru menempatkan NU pada masa-masa kritis 
dalam relasinya dengan rezim Soeharto. Sebagai Contoh, pada bulan 
Maret 1992, Gus Dur hendak mengadakan Musyarawah Besar NU 
dan kembali mengulang dukungan NU terhadap Pancasila (Barton, 
2002). Sikap itu ia ambil sebagai bentuk kritis untuk menegaskan 
bahwa pendefinisian Pancasila bukanlah monopoli milik Orde Baru. 
Nahdlatul Ulama pun berhak dan punya cara pandang sendiri dalam 
mendefinisikan Pancasila. Tetapi pemerintah Soeharto menghalangi 
acara itu dan akhirnya hanya dihadiri oleh sekitar 200.000 orang, jauh 
dari yang ditargetkan oleh NU (Barton, 2002). Sepanjang tahun 1990-an, 
NU di bawah Gus Dur memang bersikap keras terhadap pemerintah 
dan cenderung membawa NU ke arah liberal. Sehingga konflik internal 
pun tak terelakkan antara pro dan kontra terhadap kebijakan Gus Dur. 
Di antara kebijakannya yang kontroversial itu, ketika ia berusaha 
mendorong terwujudnya dialog antar agama dan menerima undangan 
untuk berkunjung ke Israel pada bulan Oktober 1994. 


Kemudian, pada tahun 1994, ketika Gus Dur hendak 
dicalonkan kembali sebagai Ketua PBNU untuk ketiga kalinya, 
konfrontasi militer atas perintah Orde Baru terjadi di Muktamar NU 
ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tanggal 1-5 
Desember 1994 (Faishol, 2016). Pada muktamar itu, pemerintah 
Soeharto melakukan intervensi pemilihan Ketua PBNU dengan 
menciptakan kompetitor tandingan, Abu Hasan yang anti Gus Dur. 
Meskipun demikian, intimidasi yang dilakukan oleh Orde Baru tidak 
berhasil dan Gus Dur tetap terpilih menjadi ketua PBNU dan tetap 
bersikap sebagai oposisi pemerintah yang menghendaki reformasi. 
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Pada masa awal krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 
1997, kekuasaan Soeharto sedang di ujung tanduk. Situasi nasional 
mulai tak terkendali hingga akhirnya demonstrasi besar-besaran yang 
dilakukan mahasiswa pada bulan Mei 1998 berhasil menuntut Presiden 
Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nahdlatul Ulama, meskipun 
termasuk yang kritis dan kecewa terhadap perlakuan rezim Soeharto 
terhadap NU namun tetap menaruh hormat. Ketika tokoh-tokoh 
reformasi, termasuk Amien Rais, yang merupakan anggota ICMI dan 
tokoh Muhammadiyah, diundang ke istana untuk merumuskan 
reformasi yang diinisiasi oleh pemerintah, semua menolak usulan itu, 
terkecuali Gus Dur. Keadaan itu tidak berubah hingga akhirnya 
Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada 
tanggal 21 Mei 1998 sekaligus menjadi momen berakhirnya rezim 
Orde Baru. Dalam posisi ini, meski NU pernah disakiti oleh rezim 
Soeharto, diperlakukan tidak adil dalam berpolitik hingga dianggap 
sebagai ancaman potensial, NU tetap berusaha netral sembari 
membaca situasi sambil menentukan langkah ke depan di tengah 
pergantian kekuasaan itu. Dinamika politik itu pun kelak turut menarik 
NU dalam situasi yang baru di awal milenium. 


C. Peluang Nahdlatul Ulama di Panggung Politik 
Setelah Reformasi 1998 


1. Hubungan Dilematis Nahdlatul Ulama dengan Pemerintah di 
Masa Kepemimpinan K.H. Hasyim Muzadi (1999-2010) 


Memasuki era Reformasi, hubungan antara NU dan negara 
memang lebih terbuka dibandingkan dengan era Soeharto, terlebih lagi 
ketika K.H. Abdurrahman Wahid masuk dalam lingkaran utama 
kekuasaan dan menjadi kepala negara. Meskipun NU adalah salah 
satu ormas Islam terbesar, namun peran politiknya sangat minim 
dimasa rezim Orde Baru, bahkan terkesan termarginalkan dan 
dianggap radikal. Hal itu karena para ulama dan elit NU kerap 
berseberangan dengan kebijakan-kebijakan Orde Baru. Lantas ketika 
rezim itu tumbang, NU tentu tidak dapat menampik bahwa peluang 
untuk kembali berkiprah di politik praktis terbuka lebar. Hal ini tampak 
jelas ketika PBNU secara terbuka menyatakan bahwa PKB adalah 
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kendaraan politik warga Nahdliyin yang tertuang dalam Muktamar 
NU ke-30 di Lirboyo tahun 1999. 


Sementara itu, pada masa pemerintahan Presiden K.H. 
Abdurrahman Wahid, NU tetap berupaya menjaga netralitasnya 
dengan tidak cenderung berpihak pada pemerintah atas nama 
golongan walaupun hal ini tidak mudah dilakukan. Komitmen itu 
kemudian diungkapkan oleh K.H. Sahal Mahfudz, Rais Aam yang 
ketika itu baru terpilih dalam Muktamar NU ke-30. Ia meng- 
ungkapkannya pada sesi penutupan muktamar yang intinya bahwa, 
“NU akan tetap kritis terhadap negara. NU akan tetap menjadi bagian 
terpenting dari kelompok civil society yang mengontrol kebijakan-kebijakan 
negara” (Marijan, Gatra, 29 November, 1999). Tetapi dalam 
perjalanannya kelak, warga Nahdliyin justru berusaha keras untuk 
mencegah pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid pada 
paruh kedua pemerintahannya, karena dituduh terlibat skandal kasus 
korupsi Bulog dan bantuan dana Sultan Brunai. Tindakan itu terpaksa 
dilakukan, karena dalam keyakinan NU, K.H. Abdurrahman Wahid 
adalah pihak yang di-zalimi. 


Pada Muktamar NU ke-30 itu pula, K.H. Hasyim Muzadi terpilih 
sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. Selama kepemimpinannya, 
NU tampaknya semakin terlibat dalam politik praktis, apalagi ia 
dipandang kurang otonom terhadap K.H. Abdurrahman Wahid. 
Spekulasi yang berkembang adalah K.H. Hasyim Muzadi dipandang 
akan cenderung mendukung kebijakan pemerintahan K.H. Abdurrahman 
Wahid ketimbang menjadi pressure group bila kebijakan pemerintah itu 
tidak tepat. Sehingga memunculkan kekhawatiran para tokoh dan 
ulama bahwa NU akan kurang bersikap netral dan lebih condong ke 
pemerintah. 


Kecenderungan pro pemerintah itu terlihat ketika aksi demons- 
trasi mahasiswa mulai marak pada sekitar akhir tahun 2000 yang 
menuntut agar Presiden Abdurrahman Wahid mundur dari jabatan- 
nya. Sosoknya dianggap belum bisa memenuhi dan melaksanakan 
agenda reformasi, seperti penegakan hukum, reformasi di bidang 
ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan. Pada masa-masa itu, 
elemen masyarakat pendukung K.H. Abdurrahman Wahid, khususnya 
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yang mengatasnamakan pendukung Gus Dur dan ormas NU turun ke 
jalan membela sang kiai. Argumen-argumen warga Nahdliyin untuk 
membela K.H. Abdurrahman Wahid itu tidak lagi hanya meng- 
gunakan dalil-dalil teologis, namun terkesan lebih politis. Meskipun 
demikian, pijakan NU itu tetap berpegang teguh pada pedoman fikih. 
Bagi mereka tuduhan skandal korupsi itu sengaja diciptakan oleh 
pesaing politiknya, sehingga dalam pandangan mereka, Presiden 
Abdurrahman Wahid bukanlah sosok yang zalim, apalagi ia telah 
dipilih secara konstitusional, sehingga wajib dibela. 


Ketua PWNU Jawa Timur saat itu, Ali Maschan Moesa dalam 
wawancara dengan Gatra yang dimuat tanggal 26 Februari 2001, 
menyampaikan, “NU menjunjung tinggi konstitusi. Karena itu, kalau Gus 
Dur diturunkan di tengah jalan, itu bisa memancing konflik berkepanjangan. 
Warga NU tidak akan terima.” Dalam berbagai kesempatan Ali Maschan 
juga sering mengungkapkan bahwa bagi warga NU, pemerintah yang 
sah adalah ulil amri dan harus dipatuhi sesuai dengan bunyi Al-Our'an 
Surat An-Nisa:59. 


Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Wakil Rais Aam 
Syuriyah PBNU, K.H. Fachruddin Masturo, bahwa dalam ajaran 
Islam, pemimpin yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
bersama, maka pemimpin itu harus dipertahankan, kecuali jika 
pemimpin telah terbukti berbuat atau mengajak maksiat. Menurutnya 
kasus yang menimpa K.H. Abdurrahman Wahid terkait Buloggate dan 
Bruneigate itu adalah bentuk fitnah dan tuduhan yang masih perlu 
pembuktian. Hal serupa juga disampaikan oleh Siti Alfiyatur, 
Pengurus Wilayah Lembaga Dakwah NU Jawa Tengah, bahwa NU 
akan tetap berkomitmen bersama para kiai dan ulama untuk membela 
K.H. Abdurrahman Wahid. Ia dan para kiai menyakini bahwa ia tidak 
bersalah dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya adalah bukan 
kebenaran. 


Di lain pihak, para tokoh dan ulama NU berusaha melobi para 
elit politik dan pimpinan partai. Ketika Megawati Soekarnoputri 
berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang Jawa Timur pada 
bulan Juni 2001, K.H. Hasyim Muzadi dan sekitar 40 ulama lainnya, 
yang sebagian besar adalah pengurus Syuriah dan Dewan PWNU 
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Jawa Timur telah menunggu kedatangannya, yang tujuan utamanya 
adalah melobi Megawati agar K.H. Abdurrahman Wahid tidak jadi 
dilengserkan. Tetapi saat itu Megawati tidak memberikan jawaban 
yang pasti tentang sikap partainya. Berbagai upaya juga dilakukan 
K.H. Hasyim Muzadi dan para ulama NU untuk melakukan 
komunikasi dengan semua petinggi partai, namun jawabannya masih 
mengambang dan tidak pasti (Sujana dan Anam, 2001). 


Dalam reportase oleh majalah Gatra yang dipublikasikan tanggal 
26 Juni 2001 itu, mengungkapkan jika Pimpinan NU berusaha keras 
untuk mengamankan posisi K.H. Abdurrahman Wahid dengan 
melakukan lobi-lobi politik dan merancang silaturahmi pada tokoh- 
tokoh politik, TNI, polisi, agama dan sebagainya. Sebagaimana dikutip 
dari pernyataan K.H. Hasyim Muzadi, “NU punya program untuk 
seluruh komponen bangsa. Setelah bertemu pimpinan TNI, kami bertemu para 
politisi. Setelah itu, kami mengundang tokoh-tokoh agama lain.” Tetapi 
K.H. Hasyim Muzadi tidak menyebutkan nama Amien Rais, sehingga 
timbul persepsi jika hubungan kiai-kiai NU dengan Amien Rais 
memang sedang tidak terjalin dengan baik. Sebab para kiai NU 
terlanjur mempersepsikan Amien Rais sebagai tokoh yang paling ber- 
tanggung jawab terhadap pemakzulan Presiden Abdurrahman. 


Manwver politik juga dilakukan oleh para ulama NU dengan 
mengundang sejumlah pihak terkait sebagai pembicara pelatihan 
Orientasi Mubalig/Mubaligah NU se-Indonesia di Bali Room Hotel 
Indonesia, Jakarta pada bulan Maret 2001, yang juga menyelipkan 
agenda yang lain. Di penghujung acara kegiatan tersebut, sejumlah 
peserta menginginkan perhelatan itu diakhiri dengan pernyataan 
politik untuk tetap mendukung pemerintahan Presiden Abdurrahman 
Wahid. Adapun para pejabat tersebut antara lain: Menteri Keuangan, 
Prijadi Praptosuhardjo, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 
Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Pertahanan, Mohammad 
Mahfud Mohidin. 

Di samping melalui sejumlah kegiatan yang juga diselipkan 
agenda bermuatan politis, sejumlah kiai bahkan mendatangi parlemen 
untuk mengemukakan tuntutannya. Kendati K.H. Hasyim Muzadi 
selaku Ketua Umum PBNU telah melarang agar para ulama tidak 
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bertemu sejumlah petinggi di gedung MPR/DPR, tetapi rupanya 
semangat mereka tidak dapat dihalangi lagi. Rombongan ulama itu 
beberapa kali berdatangan ke gedung parlemen, antara lain: pada bulan 
Januari 2001, 28 ulama yang dipimpin oleh K.H. Fawaid As'ad 
Syamsul Arifin, dari Pondok Pesantren Syalafiyah Syafi'iyah 
Asembagus, Situbondo, kemudian selang satu pekan, giliran 14 kiai 
datang dari Probolinggo, dan pada bulan Februari 2001, Rombongan 
75 kiai dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang tergabung dalam 
Forum Kiai Pondok Pesantren se-Jawa Tengah dan DIY berkunjung 
ke gedung parlemen, dan rombongan yang dipimpin K.H. Achmad 
Badawi Basyir (Anam, dkk., 2001). 


Gelombang rombongan kiai NU ke gedung DPR/MPR RI itu 
bertujuan sama, ingin bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) Akbar Tandjung dan mendesak DPR agar membatalkan 
rencana rapat paripurna DPR yang membahas hasil kerja Pansus 
Buloggate dan Bruneigate. Namun, Akbar Tandjung menolak untuk 
bertemu dan momerandum yang telah disahkan oleh DPR mengenai 
hal itu tetap berjalan. 


Di samping itu pula, para kiai NU yang pro Gus Dur itu tampak 
melibatkan diri dalam demo pendukung Gus Dur di sejumlah wilayah, 
misalnya saja K.H. Nur Arifin yang kerapkali memimpin demo di 
Semarang. Sementara, para kiai yang lain menggunakan sarana 
dakwah sebagai media pidato politik, baik di pengajian-pengajian, 
kuliah-kuliah Shubuh dan acara-acara keagamaan lainnya, yang 
intinya mengulas isu politik mutakhir. Menurut pandangan K.H. 
Ahmad Badawi Basyir, keterlibatan NU di medan politik itu sebagai 
Jardu khifayah karena jika tidak ada yang membela Gus Dur yang 
sedang dizalimi itu berarti berdosa. 


Pernyataan senada juga dikemukakan oleh K.H. Hasyim Muzadi 
yang berpendapat, bahwa aksi-aksi para ulama NU itu harus dilihat 
sebagai akibat lepas tangannya para politisi terhadap urusan politik ke 
masyarakat sehingga menyebabkan kiai-kiai NU mendatangi DPR. 
Namun ia membantah kalau kunjungan para kiai ke DPR itu 
merupakan kegiatan politik. Tokoh NU yang lain, Wakil Sekjen 
PBNU Masdar Farid Mas'udi berpendapat bahwa aksi-aski pendukung 
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Gus Dur itu harus dilihat secara adil dan sebagai akibat perasaan 
terpinggirkan selama Orde Baru, sehingga memunculkan memori 
kolektif kepedihan warga NU yang terakumulasi akibat peminggiran 
struktural dan fitnah selama bertahun-tahun. Tetapi ada pula ulama 
NU yang kontra terhadap hal itu seperti Penasihat NU Sulawesi 
Selatan, Prof. Dr. Abdurrahman A. Basalamah, mengatakan bahwa 
ulah para ulama tersebut justru mengurangi karisma ulama itu sendiri 
dan jauh dari sikap independen. Bahkan ia mengatakan sebaiknya 
K.H. Abdurrahman Wahid mengundurkan diri saja dari kursi 
presiden. 


Sedangkan, Ketua Umum Persatuan Islam, K.H. Shidig Amin, 
menilai aksi kontra masyarakat itu memang karena kinerja 
pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid buruk dan jauh dari 
ekspetasi, sebaliknya mereka yang pro, hingga melibatkan para ulama 
NU itu sebagai bentuk primordial dan tidak obyektif. Sementara itu, 
Ketua Umum Muhammadiyah, Din Syamsudin menyatakan: 

“..keterlibatan ulama dalam politik merupakan pilihan yang sulit 
dielakkan. Mereka (ulama NU) kan berkeyakinan, Islam tak bisa 
dipisahkan dari politik. Idealnya, politik yang dikembangkan harus 
didasarkan pada amar makruf nahi munkar - mengajak kepada kebajikan 
dan menjauhi dosa. Namun, pada tataran praksis, hal itu sulit dipisahkan. 


Mungkin saja pada awalnya dilandasi amar makruf nahi munkar, tapi 
kemudian dimanfaatkan oleh orang lain” (Anam, dkk., 2001). 


Masih dikutip dari Majalah Gatra Edisi 15/VIII 3 Maret 2001, 
Nurcholis Madjid, cendekiawan Muslim dan juga Rektor Universitas 
Paramadina, justru berpandangan positif dalam melihat fenomena aksi 
warga NU dan ulama bela Gus Dur itu. Berdasarkan aspek sosiologis, 
menurutnya, “gairah politik para ulama itu merupakan gejala mobilitas 
vertikal, yaitu mereka yang merupakan lapisan bawah yang mencoba bergerak 
ke atas.” Lebih lanjut ia mengatakan bahwa masuknya mereka ke 
dalam lingkaran kekuatan politik itu dapat menunculkan keseimba- 
ngan baru dalam kekuatan politik Indonesia. Kalaupun hal itu 
dianggap sebagai bentuk politisasi agama, itu wajar dan sah-sah saja. 


Berdasarkan fakta itu, pelengseran K.H. Abdurrahman Wahid 
bukan sekedar bahwa NU akan kehilangan kedekatan dengan 
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kekuasaan semata setelah hampir lebih dari tiga dekade tersingkir dari 
peta politik nasional, namun persoalan itu menyangkut identitas K.H. 
Abdurrahman Wahid sebagai orang NU dan sedang dizalimi oleh elit 
politik, termasuk mereka yang duduk di DPR/MPR. Pandangan elit 
NU yang pro terhadap K.H. Abdurrahman Wahid itu juga diperkuat 
dengan landasan pemikiran politik NU bahwa siapapun pemimpinnya 
selama itu tidak bertentangan dengan fikih, maka wajib hukumnya 
harus ditaati. 


Lain halnya dengan M. Said Budiary, Jurnalis dan aktivis NU 
(salah satu pendiri Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia (Lakpesdam) PBNU, menyayangkan kecenderungan NU 
yang semakin kuat ke arah politik praktis ketika KH. Abdurrahman 
Wahid menjadi Presiden RI. Ia mengemukan bahwa terjadi pergeseran 
citra NU dari organisasi keagamaan menjadi pseudo-partai politik 
yang dibentuk oleh pernyataan-pernyataan Ketua Umum PBNU yang 
seakan menggiring NU sebagai penyangga pemerintah (Karni, 2001). 
Ia juga menilai jika K.H. Hasyim Muzadi hampir tak pernah absen 
membela Presiden Abdurrahman Wahid pada setiap pidatonya 
ataupun wawancara pers, bahkan fatwa MUI tentang haramnya 
Ajinomoto dikaitkan dengan usaha untuk menjatuhkan pemerintahan. 
M. Said Budiary juga mengkritisi NU yang membidani berdirinya PKB 
di tahun 1998, yang semakin menguatkan asumsinya jika NU memang 
telah menyimpang dari Khitah 1926. 


Dibandingkan dengan Muhammadiyah, aktivisme politik NU di 
era Reformasi lebih terbaca jelas, terutama di era Pemerintahan 
Abdurrahman Wahid. Meskipun dinilai oportunis, NU tetap 
berpegang bahwa tindakan politiknya itu telah sesuai dengan dasar 
keagamaan yang mereka yakini. Apalagi tindakan politik NU yang 
inkonsisten itu karena NU beranggapan bahwa politik adalah bagian 
dari amalan dunia yang sifatnya juga dinamis. Sikap ini jelas berbeda 
dengan pandangan NU terhadap rezim Orde Baru, yaitu sebagai 
patner sekaligus ancaman karena kebijakannya yang terkadang tidak 
pro terhadap Islam, maka di bawah pemerintahan Presiden 
Abdurrahman Wahid, NU berpandangan bahwa pemerintah adalah 
patner yang perlu dibela. 
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Mengacu pada wawancara Tempo dengan K.H. Hasyim Muzadi 
dalam Edisi 1 Juni 2003, walaupun PBNU di bawah kepemimpinan 
K.H. Hasyim Muzadi telah melakukan banyak upaya untuk tetap 
mempertahankan kursi Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan selalu 
menjadi benteng bagi pemerintahnya dengan meng-counter kembali 
pihak-pihak yang menyudutkan baik secara kebijakan maupun pribadi, 
namun warga Nahdliyin menilai usaha itu kurang maksimal karena 
pada akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid tetap dilengserkan. Ia 
bahkan dianggap tidak terlalu keras mengkritik kebijakan Megawati, 
yang dilantik menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid menjadi 
Presiden RI ke-5. Dalam pembelaannya, K.H. Hasyim Muzadi justru 
mengatakan bahwa langkah yang diambilnya itu untuk mengembalikan 
cita NU yang terkesan memaksakan kehendak agar K.H. 
Abdurrahman Wahid tidak jadi diturunkan dari jabatan Presiden RI. 
Ia tidak ingin NU dicap menjadi musuh bangsa lantaran aksi-aksi 
membela K.H. Abdurrahman Wahid yang sempat menuai kerusuhan 
di sejumlah daerah kantong-kantong NU saat itu. Menariknya, pada 
tahun 2004, K.H. Hasyim Muzadi dipinang oleh PDIP untuk 
mendampingi Megawati maju sebagai cawapres di pilpres 2004. Selain 
perbedaan pandangan politik, pencalonan wapres inilah yang diisukan 
menyebabkan retaknya hubungan antara K.H. Hasyim Muzadi dan 
K.H. Abdurrahman Wahid. K.H. Abdurrahman Wahid, yang saat itu 
menjadi Ketua Dewan Syuro PKB menolak pencalonannya maju 
sebagai cawapres dari Megawati. 

Pada pilpres 2004, tidak hanya K.H. Hasyim Muzadi saja yang 
berlaga pada kontestasi politik saat itu, namun K.H. Solahuddin 
Wahid alias Gus Solah, yang merupakan adik kandung K.H. Abdur- 
rahman Wahid juga maju sebagai cawapres dari Wiranto. Namun ke- 
duanya tidak memenangkan pilpres karena perolehan suaranya terpaut 
jauh dengan Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla yang 
akhirnya memenangkan pilpres 2004. Tindakan kedua tokoh NU itu 
dapat saja dinilai sebagai bentuk ambisi untuk meraih politik 
kekuasaan atau tetap melanggengkan kekuasaan NU menjadi RI I, 
tetapi lebih dari itu tindakan itu merupakan berpijak pada pemahaman 
NU bahwa berpolitik tidak dapat hanya di luar pemerintahan, tetapi 
NU harus pula berada di dalam pemerintahan agar dapat mengambil 
kebijakan yang bermashlahat bagi kepentingan umat dan masyarakat 
pada umumnya. 
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Konsekuensi keikutsertaan Ketua Umum PBNU dalam kontestasi 
pilpres 2004 itu berimbas pada tuntutan agar K.H. Hasyim Muzadi dan 
tim suksesnya mundur dari jabatan mereka. Namun, K.H. Hasyim 
Muzadi secara tegas menolak untuk mundur dari Ketua Umum PBNU 
meskipun waktu itu ia maju menjadi cawapres Megawati. Ia dan 
jajarannya menuturkan bahwa keputusan untuk kembali ke PBNU itu 
terkait dengan persiapan Muktamar NU ke-31 mendatang dan meng- 
himbau agar sebaiknya semuanya melupakan hasil pilpres. Walaupun 
di tengah aksi protes terhadap dirinya, K.H. Hasyim Muzadi tetap 
terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBNU (2004-2010) pada 
Muktamar NU ke-31 di Solo, Jawa Tengah. 


Terpilihnya kembali K.H. Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum 
PBNU dikhawatirkan akan kembali menyeret NU ke dalam politik 
praktis. Tetapi, ia menjelaskan bahwa kekhawatiran itu dapat ditepis 
lantaran ia telah meneken kontrak jamiyah pada Muktamar NU ke-31 
sebagai komitmen untuk taat pada khitah, sebagaimana dikutip dari 
hasil wawancara dengan Tempo, di Ponpes Al-Hikam, Malang. 
Dengan kontrak tersebut, ia dan NU tidak akan dapat ditarik lagi 
terlibat dalam kegiatan politik praktis apapun (Anshori dan Muhlisin, 
2004). Ia juga mengatakan bahwa pencalonannya sebagai cawapres di 
pilpres 2004 lalu karena hal itu memang dimungkinkan dalam aturan 
NU, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. 


Sebagai dampak dari pilpres 2004 yang sempat menyebabkan 
polarisasi di internal NU, yaitu antara kubu K.H. Hasyim Muzadi dan 
kubu K.H. Solahudin Wahid hingga isu mendirikan PBNU tandingan 
oleh K.H. Abdurrahman Wahid menjadikan semangat peserta 
Muktamar NU ke-30 untuk kembali ke Khitah 1926 semakin menguat. 
Adapun dalam muktamar itu mengerucut pada dua opsi terkait agenda 
politik NU, yakni: pertama, kembali menjadi gerakan sosial keagamaan 
murni dan antipati terhadap urusan politik, dengan kata lain NU 
menjaga jarak dengan semua partai politik, kedua, NU tetap menjadi 
gerakan civil society, namun tetap dalam posisi lintas partai dan 
mengedepankan politik kebangsaan, sehingga NU dapat terlepas dari 
beban politik sejarah dari semua partai, baik partai yang berafiliasi 
dengan NU ataupun partai yang didirikan oleh NU. 
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Meskipun NU telah mengukuhkan kembali ke Khitah 1926, tetapi 
tawaran untuk menduduki posisi menteri agama jika Susilo Bambang 
Yudhono terpilih menjadi presiden pada putaran kedua pilpres 2004 
sempat memicu perbedaan pendapat di internal NU. Sebagian pihak 
menilai hal itu dapat memecah belah NU karena pasangan Megawati- 
K.H. Hasyim Muzadi juga kandidat capres-cawapres yang masuk 
putaran kedua pilpres. Sebaliknya pihak yang lain menilai bahwa 
tawaran itu merupakan bentuk apresiasi terhadap kapasitas dan potensi 
NU, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Katib Syuriah PBNU, 
Fachri Taha Ma'ruf dalam laman NU tertanggal 25 Agustus 2004. 


Senada dengan hal itu, K.H. Cecep Syarifuddin menyakini bahwa 
niat Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu bukan ditujukan untuk 
mencari dukungan warga NU, tetapi lebih pada mempercayai 
wawasan dan kapabilitas ulama NU. Ia menambahkan bahwa, 
terpilihnya NU sebagai menteri agama tidak lepas dari karakter NU 
yang bersikap toleran, berwawasan agama luas, moderat, dan tidak 
mengembangkan Islam eksklusif, sehingga hal itu menjadi pertim- 
bangan Susilo Bambang Yudhoyono. Janji kampanye Susilo Bambang 
Yudhoyono itu pun terealisasi dengan dilantiknya tokoh NU 'kiai 
birokrat' Muhammad Maftuh Basyuni menjadi Menteri Agama RI 
(2004-2009) dalam kabinet Indonesia bersatu di bawah Pemerintah- 
annya dan Jusuf Kalla yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. 


Sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 
NU di bawah kepemimpinan K.H. Hasyim Muzadi tidak hanya 
berusaha untuk tidak keluar dari koridor Khitah 1926, tetapi NU telah 
mengembalikan marwahnya sebagai pressure group, terutama meng- 
kritisi kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang yang dianggap 
belum maksimal, dari tema klise seperti korupsi hingga isu-isu 
separatisme di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini sangatlah 
berbeda saat NU menjadi tameng di masa Presiden Abdurrahman 
Wahid. Apa yang dilakukan NU saat itu tidak lepas dari konteks 
identitasnya sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar yaitu membela 
kiai-nya yang tengah dizalimi. Kelak sebenarnya kasus ini mungkin 
tidak jauh berbeda dengan aksi bela Islam, hanya saja dalam kondisi 
realitas politik yang berbeda maupun konteks sosial yang berbeda pula, 
tetapi sama-sama mengusung politik identitas. 


92 


blog Biky. ums.c.idi 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Selanjutnya, saat pemerintah mengumumkan rencana 
pembubaran ormas Islam, FPI, ketika itu NU dan Muhammadiyah 
termasuk yang kurang menyetujui hal itu. Bahkan, K.H. Hasyim 
Muzadi justru menyarankan pemerintah seharusnya memanggil ormas 
tersebut, membinanya dan membicarakan duduk persoalan, baru 
kemudian diluruskan agar tidak mengulangi tindak kekerasan. Namun, 
jika tidak jadi perubahan sikap, pemerintah dapat melakukan tindakan 
hukum atau politik. Menurutnya pembubaran itu tidak akan 
menimbulkan efek jera karena dapat saja setelah dibubarkan mereka 
akan membuat ormas baru namun tetap dengan ideologi yang sama. 
Meskipun niatnya betul, namun tindak kekerasan sama sekali tidak 
dapat ditolerir, tambahnya. 


Tetapi, Ketua Umum PBNU itu memberikan respon berbeda 
terkait insiden penyegelan Masjid Ahmadiyah di Kota Depok, Jawa 
Barat dan sejumlah aksi kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) yang dipicu oleh fatwa MUI tahun 2005 yang 
menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. K.H. Hasyim Muzadi 
mengatakan bahwa kekerasan itu harus dilihat dari konteks sosial, 
menurutnya pemahamannya dan NU, Ahmadiyah bukanlah bagian 
dari agama Islam dan sebaiknya Ahmadiyah tidak mendakwahkan 
ajarannya kepada umat Islam (detiknews, 5 Agustus 2005). 


Berkenaan dengan hal itu, PBNU meminta kepada pemerintah 
agar menetapkan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam dan tidak 
diperbolehkan meng-ahmadiyah-kan orang Islam atas dasar kebebasan 
beragama. Walau begitu NU tidak setuju jika masyarakat menunjuk- 
kan intoleransi dan bertindak anarkis terhadap kelompok minoritas. Di 
samping itu, PBNU juga akan berencana untuk mengadakan 
pertemuan dengan ketua-ketua kelompok yang cenderung melakukan 
tindakan kekerasan dalam mengatasi permasalahan yang berkembang 
di masyarakat. 


Ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkenaan dengan relasi 
NU dengan kelompok-kelompok Islam tersebut, yakni: pertama, 
meskipun berseberangan dengan-gerakan Islam yang intoleran dan 
dicap radikal seperti FPI tampaknya NU ingin tetap menjembatani 
gerakan-gerakan tersebut dengan pemerintah. Namun, untuk kasus 
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yang lain, yaitu gerakan Islam yang secara ideologi sangat ekstrem, 
yang melakukan aksi-aksi terorisme, NU dengan tegas tidak mentolerir 
perbuatan itu. Namun demikian, di satu sisi, NU tetap berupaya untuk 
melakukan deradikalisasi terhadap anggota kelompok-kelompok Islam 
radikal itu sebagai komitmen terhadap NKRI. 


Sedangkan kelompok-kelompok radikal dalam konteks pemikiran 
semacam HTI, NU juga terus berusaha merangkul mereka agar dapat 
kembali pada NKRI dan tidak memaksakan sistem kekhalifahan di 
Indonesia. Salah satu upaya tersebut, missalnya K.H Hasyim Muzadi 
tidak menolak ketika HTI melakukan kerjasama seminar terkait isu 
terorisme dan Islam yang diadakan di Pondok Pesantren AL-Hikmah, 
Malang dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dikutip dari 
laman detiknews, 18 Desember 2005. Maka, dapat disimpulkan bahwa 
pada saat itu, NU tidak menganggap bahwa kelompok-kelompok 
radikal, seperti HTI dan semacamnya adalah ancaman yang serius. 


Kedua, jika hal itu berkaitan dengan persoalan akidah seperti 
kasus JAI, maka baik NU dan Muhammadiyah sepakat bahwa 
Ahmadiyah bukanlah Islam dan tidak dapat dikategorikan atas nama 
kebebasan beragama. Tetapi keduanya tidak setuju dengan tindakan 
anarkis yang dilakukan masyarakat pada warga Ahmadiyah. Hal ini 
disampaikan oleh K.H. Hasyim Muzadi usai acara Harlah Muslimat 
NU ke-62 di Sidoarjo tanggal 26 April 2008 dan berharap pemerintah 
memberikan solusi yang terbaik, sedangkan NU melakukan pendeka- 
tan dakwah agar jamaah Ahmadiyah dapat kembali pada ajaran Islam 
yang sebenarnya. Pada perkembangannya, pemerintah mengeluarkan 
keputusan pelarangan terkait Ahmadiyah dengan menerbitkan Surat 
Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga menteri, 
yaitu Menteri Agama, RI Muhammad Maftuh Basyuni, Menteri 
Dalam Negeri, Mardiyanto, dan Jaksa Agung, Agung Hendarman 
Supandji pada tanggal 9 Juni 2008. Meski begitu, memang tidak ada 
jaminan kekerasan itu akan berakhir, tetapi setidaknya SKB tersebut 
mampu meminimalisir diskriminasi dan anarkisme terhadap anggota JAI. 


Hampir bersamaan dengan kasus Ahmadiyah yang sempat 
menjadi headline nasional, FPI kembali menjadi sorotan karena terlibat 
bentrok dengan Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan 
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Berkeyakinan (AKKBB) yang tengah menggelar acara di pelataran 
Monas pada tanggal 1 Juni 2008. Menurut pemberitaan yang beredar 
di media massa, FPI membubarkan acara AKKBB secara sepihak. 
Namun, karena peristiwa itu diberitakan secara provokatif, maka hal 
itu semakin memperkeruh keadaan, ditambah lagi para elit yang saling 
tuduh dan menyalahkan. Sementara itu, PBNU mengambil sikap 
untuk tidak berkomentar jauh dan enggan terlalu menyudutkan FPI. 
Secara tegas, K.H. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa NU tidak akan 
ikut campur. Jikalau ada gejolak dari kelompok yang bernaung di 
bawah NU hendak membubarkan FPI di Jakarta, ia menyakinkan 
bahwa itu adalah oknum yang mengatasnamakan NU. Bahkan secara 
tegas, Ketua Umum PBNU itu akan memberikan sanksi kepada 
siapapun yang memprovokasi kerusuhan terkait dengan insiden 
Monas itu. 


Meskipun banyak pihak yang menuntut agar pemerintah 
membubarkan FPI, NU justru menyerahkan sepenuhnya keputusan itu 
kepada pemerintah. Dalam web resmi NU, Ketua PBNU K.H. Said 
Agil Siradj mengatakan, “terserah pemerintah. Kalau pemerintah merasa 
butuh, merasa perlu, dan bermanfaat, ya silahkan dibiarkan saja.” Namun, 
ia berpendapat bahwa tindakan kekerasan atas nama agama tidak 
dapat dibenarkan dan menyayangkan aparat yang lambat dalam 
menangani insiden tersebut. Di samping itu, K.H. Said Agil Siradj juga 
beranggapan bahwa setelah 1998, FPI menjadi kelompok yang 
semakin tak terkendali, bahkan menantang tokoh-tokoh bangsa seperti 
Gus Dur, Gunawan Muhammad, Adnan Buyung dan Amien Rais. 


Dalam konteks di atas, setelah kembali pada jamiyah dan Khitah 
1926, NU terkesan menjaga jarak dari semua kekuatan politik, bahkan 
menghindari dan membatasi campur tangan terhadap urusan yang 
merupakan domain negara. Sementara NU berupaya melakukan 
fungsinya secara maksimal melalui pendekatan dakwah sesuai dengan 
perannya sebagai organisasi sosial keagamaan. NU juga sangat berhati- 
hati mengeluarkan statement dalam menanggapi kasus yang melibatkan 
FPI tersebut. Sikap politik ini tampaknya berkaitan dengan NU yang 
hendak mengembalikan citranya sebagai gerakan kultural dan sosial 
keagamaan setelah sempat menjadi perhatian nasional lantaran ma- 
nuver politik NU di masa-masa terakhir pemerintahan Abdurrahman 
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Wahid. Bahkan, K.H. Hasyim Muzadi enggan mengomentari calon- 
calon presiden yang akan berlaga di pilpres 2009 dan secara pribadi ia 
menegaskan tidak punya keinginan untuk kembali mencalonkan diri 
sebagai capres maupun cawapres untuk tetap menjaga netralitas NU. 
Sikap netral politik yang ditunjukkan oleh NU itu menuai pujian dari 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan sambutan 
dalam pembukaan Kongres ke-14 GP Anshor tanggal 13 Januari 2011. 
Secara terbuka Presiden mengapresiasi peran NU selama ini. Ia 
mengatakan: 
“Saya juga bersyukur dan sungguh berbahagia setelah beberapa kali hadir 
memenuhi undangan GP Anshor, kali ini saya hadir didampingi oleh 
Ketua Umum PBNU. Ini menunjukkan peran NU yg tepat tidak berkoalisi 
dengan pemerintah tapi sekali-sekali memberikan kritik, rekomendasi dan 
pandangan-pandangan untuk kebaikan pemerintah dan sekali-sekali 
memberikan dukungan manakala pemerintah memerlukan dukungan dari 
komponen bangsa” (detiknews, 13 Januari 2011). 


Pada kesempatan itu pula ia mengatakan bahwa dirinya sengaja 
menjaga jarak dengan NU selama kampanye pilpres 2009 karena tidak 
ingin menyeret NU dalam pusaran politik yang tidak sepantasnya. 
Dari sini maka dapat dilihat bahwa pola aktivisme politik NU tidak 
lebih stabil daripada Muhammadiyah yang cenderung konsisten. 
Sebenarnya pola ini juga ditemukan sejak NU berkiprah politik pada 
masa Orde Lama. Nahdlatul Ulama dapat menjadi patner dekat 
pemerintah, namun karena sesuatu dan lain hal, tindakan NU dapat 
berubah sesuai dengan cara pandangnya, menjadi kritis, vokal, hingga 
netral, yakni tidak memberikan tanggapan apapun. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh cara pandang NU dalam melihat persoalan, yang 
berimbas pada tindakan politiknya. Misalnya bagaimana dalil-dalil 
yang digunakan NU tersebut secara fleksibel dapat digunakan sebagai 
landasan sikap dan tindakan politiknya, yang terlihat berbeda di masa 
pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono. Hingga ke depannya sikap NU yang dinilai oportunis itu 
juga dialamatkan pada kepemimpinan K.H. Said Agil Siradj yang 
menggantikan posisi Ketua Umum PBNU K.H. Hasyim Muzadi 
berdasarkan hasil keputusan Muktamar NU ke-32 di Makassar pada 
tahun 2010. 
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2. Nahdlatul Ulama dan Politik Identitas Aswaja di Era K.H. Said 
Agil Siradj (2010-sekarang) 


Setelah K.H. Said Agil Siradj menjadi Ketua Umum PBNU yang 
baru pada Muktamar NU ke-32, ia berkomitmen akan mengembalikan 
tradisi NU sebagai gerakan jamiyah. K.H. Said Agil Siradj juga 
menegaskan, “saya tidak akan menarik NU dalam politik praktis, siapapun 
yang mengajak saya. Bagi saya menjadi Ketua Umum PBNU sudah di atas 
segalanya” (Mwz, dkk., 2010). Kendati demikian, pernyataan itu 
sempat diragukan karena kunjungannya bersama K.H. Solahuddin 
Wahid ke Cikeas sekitar dua pekan menjelang muktamar menuai 
kekhawatiran sejumlah pihak, bahwa NU akan berpolitik jika salah 
satu calon tersebut terpilih sebagai Ketua Umum PBNU yang baru. 
Salah satunya datang dari K.H. Sahal Mahfudz, yang menilai langkah 
simbolis itu kedepannya dapat menyebabkan NU rawan intervensi 
pemerintah (Tempo, 2010). Terlebih lagi kunjungan itu disebut-sebut 
dalam rangka memohon restu kepada Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono atas pencalonan keduanya. 


Dalam kesempatan terpisah, KH. Said Agil Siradj mengklarifikasi 
kedatangannya ke Cikeas saat itu hanya berdiskusi soal politik 
kebangsaan dan strategis NU setelah muktamar ke-32 di Makassar dan 
tidak ada intervensi terkait pemilihan Ketua Umum PBNU, tetapi ia 
juga mengakui bahwa Presiden memang mengharapkan dirinya 
menjadi Ketua Umum PBNU. Sementara itu, Achmad Mubarok, 
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (2003-2007), secara 
terbuka mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
memang mengundang K.H. Said Agil Siradj dan K.H. Solahuddin 
Wahid ke Cikeas karena ia menyakini kemungkinan besar pemilihan 
Ketua Umum PBNU hanya akan mengerucut pada dua kandidat 
tersebut. Mubarok juga mengemukakan bahwa kunjungan itu untuk 
mengintensifkan komunikasi agar politik NU dapat sejalan dengan 
pemerintah, tidak vokal dan mengkritik pemerintah seperti K.H. 
Hasyim Muzadi. 


Pernyataan K.H. Said Agil Siradj dan Mubarok secara umum 
dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dukungan politik penguasa 
terhadap PBNU agar dapat selaras dengan kebijakan serta visi dan misi 
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pemerintah kedepannya. Dimasa periode kedua masa pemerintahan- 
nya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap dapat berjalan 
tanpa kendala politik. Bahkan presiden menyampaikan permintaannya 
agar NU tidak berpolitik praktis dalam pidato sambutannya saat mem- 
buka Muktamar NU ke-32 dan tetap fokus menjalankan fungsinya 
sebagai gerakan sosial keagamaan (Sari, 2010). Secara tidak langsung, 
sebenarnya pemerintahannya mengakui bahwa NU berpotensi 
menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia sebab memiliki massa 
yang besar dan itu menguntungkan dalam demokrasi. Dan karena hal 
itu pula NU selalu punya peluang untuk kembali berpolitik praktis. 
Apalagi berdasarkan catatan sejarah, saat NU menjadi partai politik, 
NU berhasil menduduki urutan kedua dalam perolehan suara pada 
pemilu 1955. 


Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar NU 
menfokuskan diri hanya pada urusan sosial keagamaan umat, seperti 
dakwah, pendidikan dan kesehatan itu agaknya sulit terwujud. Karena 
pada tanggal 10 Januari 2011, sejumlah tokoh lintas agama, termasuk 
NU yang diwakili oleh K.H. Solahuddin Wahid, mengeluarkan 
pernyataan terbuka yang kemudian populer dengan sebutan 
“kebohongan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono' sebagai 
respon terhadap pemerintah yang dinilai kurang serius dalam 
menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tetapi menurut Azyumardi 
Azra, pernyataan tokoh-tokoh lintas agama itu tidak mewakili 
organisasi secara resmi atau umat masing-masing, tetapi mereka cukup 
representatif mewakili umat lintas agama, sehingga pernyataan itu juga 
berdampak terhadap persepsi publik tentang pemerintahan Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono (Azra, 2011). Apalagi, tokoh-tokoh itu 
merilis daftar kebohongan baru dan lama, seperti persoalan pangan, 
terorisme, penegakan hukum, korupsi dan sebagainya yang belum ter- 
selesaikan sesuai janji pemerintah. Namun demikian, Azyumardi Azra 
tidak setuju bila pernyataan tokoh lintas agama itu dianggap tengah 
berpolitik praktis. Ia berpendapat bahwa hal itu harus dilihat sebagai 
bentuk tanggung jawab moral para tokoh agama terhadap situasi dan 
kondisi nasional pada saat itu. 
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Menanggapi pernyataan para tokoh lintas agama itu, pemerinta- 
han Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian mengundang 
para tokoh lintas agama tersebut ke istana negara pada tanggal 17 
Januari 2011. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk berdialog 
langsung dengan para tokoh lintas agama agar tidak terjadi kesalah- 
pahaman setelah pernyataan sikap mereka yang mengatakan bahwa 
pemerintah berbohong. Bagaimanapun dukungan ormas keagamaan 
memiliki posisi yang penting dalam menyokong pemerintahan di 
Indonesia, sebab tanpa legitimasi moral, maka pemerintah hanya akan 
mendapat dukungan politik saja. 


Selanjutnya, isu yang kembali mencuat di bawah kepemimpinan 
K.H. Said Agil Siradj adalah konflik yang melibatkan kelompok 
minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah. Terkait konflik Syiah, K.H. 
Hasyim Muzadi berpendapat jika penyerangan Pondok Pesantren Al- 
Ma'hadul Islam di desa Beli, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur oleh 
sekelompok orang tak dikenal itu memang terjadi di musim konflik 
lantaran dua pekan sebelumnya telah terjadi bentrok massa di 
Cikeusik, Pandeglang yang melibatkan warga dan jemaah Ahmadiyah, 
sehingga konflik syiah dan sunni pun ikut terbawa-bawa (Rahman dan 
Zaein, 2011).Kedua konflik tersebut sama-sama dipicu oleh tuduhan 
bahwa Jamaah Syiah dan Jamaah Ahmadiyah telah menyebarkan 
ajarannya kepada masyarakat. 


Berkenaan dengan konflik Ahmadiyah yang kembali muncul, 
dalam wawancaranya dengan Gatra edisi 2 Maret 2011, K.H. Hasyim 
Muzadi mengemukakan bahwa: 


“secara nilai negara tidak bisa mencampuri agama. Tetapi negara 
harus memberi proteksi terhadap semua agama yang ada. Jika sudah 
terjadi demikian, harus ada ketegasan, baik dari pemerintah maupun 
Ahmadiyah. Bentuknya, Ahmadiyah harus mau kembali ke Islam, jika 
tidak silahkan mendeklarasikan agama sendiri. Koridornya kebebasan 
beragama. Sedangkan sikap pemerintah harus tegas, apakah 
Ahmadiyah diperbolehkan atau tidak di Indonesia.” 


Dalam kesempatan itu pula, ia menilai konflik antara masyarakat 
dan Ahmadiyah yang kembali terjadi lagi itu karena pemerintah 
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kurang tanggap terhadap kasus tersebut tanpa ada solusi yang berarti. 
Sedangkan, mengenai SKB, K. H. Hasyim Muzadi berpendapat bahwa 
SKB itu sudah baik, namun aplikasinya masih jauh dari harapan. 


Kontras dengan sikap kritisnya terhadap pemerintah, pada bulan 
April 2011 saat PBNU melantik kepengurusan PWNU DKI Jakarta, 
pada acara tersebut PBNU meminta DJan Farid, Ketua PWNU DKI 
Jakarta yang baru saja dilantik mengatakan pada kader NU untuk 
mempertahankan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
hingga akhir masa jabatannya tahun 2014 mendatang. Dalam 
penyataan resminya, acara yang juga dihadiri oleh petinggi NU 
lainnya seperti Wakil Rais Aam PBNU, K.H. Mustofa Bisri dan Wakil 
Ketua PBNU, dan As'ad Said Ali, Ketua Umum PBNU menyatakan, 
“kami mendengar ada yang mau mengkudeta dan NU paham konstitusi yang 
tidak membenarkan langkah itu. Kami siap mempertahankan pemerintahan 
SBY-Boediono hingga masa akhir jabatannya” (detiknews, 2011). 
Bagaimanapun, menurutnya NU sangat berkepentingan berperan 
menjaga demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. K.H. 
Said Agil Siradj juga mengatakan, “sejak lama, NU selalu mengambil 
peran sentral dalam kehidupan bernegara. Kini kami siap menjaga proses 
demokrasi yang telah berjalan di tanah air.” 


Walaupun pernyataan sikap NU itu kerap dianggap bermuatan 
politis, namun memang dalam berbagai kesempatan NU secara 
konsisten selalu mengatakan bahwa hal itu merupakan sudut pandang 
NU secara agama, bukan politis. K.H. Said Agil Siradj secara tegas 
juga menyakinkan kepada masyarakat bahwa segala kritikan terhadap 
pemerintah itu tidak ada kaitannya dengan politik. Berkenaan dengan 
hal tersebut K.H. Said Agil Siradj mengatakan: “Sikap kritis NU dalam 
mendukung atau mengkritik ini didasari oleh pertimbangan etis bukan 
pertimbangan politis... bagaimanapun NU adalah organisasi keagamaan yang 
bertugas untuk meluruskan moral dan nilai etis kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Karena NU bukan organisasi politik.” 


Isu lain yang menunjukkan sikap NU yang bertolak belakang 
terhadap keputusan pemerintah adalah mengenai pembubaran FPI. 
Jika di masa K.H. Hasyim Muzadi mengatakan bahwa wacana 
pembubaran FPI oleh NU itu tidak mewakili warga NU, melainkan 
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hanya oknum saja, namun kondisi itu berubah ketika K.H. Said Agil 
Siradj menjadi Ketua Umum PBNU. Ia justru mendukung pemerintah 
untuk membubarkan FPI. Walaupun pada awalnya NU, 
Muhammadiyah, dan ormas lainnya yang tergabung dalam Koalisi 
Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak RUU Ormas karena 
dinilai politis dan diskriminatif, namun pada akhirnya NU berbalik 
mendukung RUU Ormas tersebut. Menurut keterangan Gamawan 
Fauzi, Menteri Dalam Negeri RI waktu itu, RUU Ormas yang 
disahkan pada tanggal 2 Juli 2013 oleh DPRI RI tersebut jauh lebih 
moderat dibandingkan dengan RUU Ormas pada tahun 1985 lalu. Ia 
mengatakan, misalnya saja untuk membubarkan ormas, berdasarkan 
RUU ormas yang baru harus meminta pendapat MA dan harus me- 
lewati peradilan dulu, baru dapat dibubarkan. Sedangkan pernyataan 
dukungan NU terhadap RUU Ormas disampaikan oleh K.H. Said Agil 
Siradj saat peresmian Pondok Pesantren Luhur Al Tsagofah di Jakarta 
tanggal 28 Juli 2013, “saya dukung Pak SBY dalam mengabil langkah tegas 
terhadap ormas yang mengatasnamakan Islam dan menghadirkan rasa takut 
kepada masyarakat dibubarkan...posisi saya sangat jelas, kita (NU) tidak akan 
memberikan toleransi apapun” (detiknews, 2013). 


Pernyataan sikap K.H. Said Agil Siradj yang mengatasnamakan 
NU itu sangat wajar, karena dalam perkembangannya NU semakin 
sering disudutkan tidak hanya dianggap sebagai gerakan tradisional 
yang bersifat sinkretis, namun juga dituduh sebagai gerakan bidah. 
Sehingga, NU yang selalu mengidentikkan diri sebagai ahlus sunnah wal 
Jamaah perlu membentengi diri dan bersikap tegas terhadap kelompok- 
kelompok yang menyerang ideologi NU. Meskipun demikian, bidah 
itu juga kerapkali dialamatkan pada Muhammdiyah yang notabene 
adalah Islam modernis. 


Kemudian, pada tahun 2014, Indonesia kembali mengadakan 
pesta demokrasi yaitu kontestasi pilpres 2014 yang melibatkan dua 
pasang kandidat, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto- 
Hatta Rajasa. Pada pilpres 2014 itu, K.H. Said Agil Siradj menyatakan 
bahwa sikap NU adalah netral tidak mendukung salah satu kandidat 
Capres. Secara pribadi ia menyatakan dukungannya pada Prabowo 
Subianto (Prabowo dan Djumena, ed., 2014). Sikap ini berbeda dengan 
mantan Ketua Umum PBNU, K.H. Hasyim Muzadi yang terkesan 
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mendukung Joko Widodo. Dukungan simbolis itu tampak ketika KH. 
Hasyim Muzadi dan Alwi Shihab menemani Joko Widodo 
melaksanakan ibadah Umrah seusai hari pencoblosan pilpres 2014 
(Tempo, 6 Juli 2014). Apalagi, K.H. Hasyim Muzadi memang punya 
hubungan baik dengan Megawati Soekarno Putri. 


Ketika pasangan Joko Widodo tampil sebagai pemenang pilpres 
2014 dan pemerintahan berganti, NU pun memberikan dukungan pada 
pemerintahan yang baru. Dalam pandangan NU, siapapun pemimpin- 
nya yang terpilih dengan cara konstitusi dan telah melalui kesepakatan 
bersama, maka NU akan mendukungnya. Kesan tersebut memang 
sering menempatkan NU sebagai ormas Islam yang oportunis dan 
tidak konsisten. Tetapi menurut pengamat politik, Burhanuddin 
Muhtadi (2015) dalam. tulisannya Kekecualian Nahdalatul Ulama 
mengatakan bahwa konsistensi NU itu justru terletak pada inkon- 
sistensinya. Ia mencontohkan bagaimana relasi antara NU dan negara 
yang tidak pernah ajeg dan selalu berubah, karena tanpa komitmen 
yang permanen itu mempermudah ruang geraknya dan membuat NU 
lebih bebas berinteraksi dengan negara. 


Di masa pemerintahan Joko Widodo, kader NU menempati 
beberapa posisi menteri dalam susunan Kabinet Kerja Jilid I. Walau 
begitu, K.H. Said Agil Siradj mengatakan bahwa beberapa menteri 
yang diklaim Presiden Joko Widodo sebagai orang NU itu sebenarnya 
lebih mewakili partai politik dibandingkan NU (detiknews, 2016). 
Saling klaim ini memberikan kesan bahwa NU sebenarnya tidak benar- 
benar menjadi anak emas pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti 
dalam kutipan tulisan Greg Fealey, Nahdlatul Ulama and the Politics 
Trap. Hal itu bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan 
NU. Meskipun demikian, NU tetap menyatakan dukungannya pada 
pemerintah terlepas apakah kader NU berada di kabinet atau tidak. 
Melihat situasi ini, sebenarnya nuansa politis NU itu memang sangat 
jelas karena sebenarnya NU tidak hanya meletakkan identitasnya 
sebagai ormas sosial keagamaan saja, tetapi identitas NU sebagai 
pengawal kebijakan negara agar sesuai dengan norma-norma Islam 
dalam keyakinan NU, maka NU juga sebisa mungkin menjadi bagian 
dari pemerintahan itu. 
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Sementara itu, pemerintah juga mendukung kiat NU dalam 
menyerukan jargon “Islam Nusantara' yang selaras dengan Nawacita 
yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk 
mempererat kebhinekaan. Nawacita, secara harfiah berasal dari bahasa 
sansekerta, nawa yang berarti sembilan dan cita berarti keinginan, 
harapan, atau agenda, maka jika diartikan adalah sembilan keinginan 
atau cita-cita, yang merupakan visi dan misi capres Joko Widodo dan 
cawapres Yusuf Kalla, dalam konteks pilpres 2014. Jargon tersebut, 
selaras dengan tajuk Muktamar NU ke-33 Meneguhkan Islam Nusantara 
untuk Peradaban Indonesia dan Dunia. Selain mengusung tema tersebut 
dan mengangkat “lokal Islam,' seperti halnya dengan pelaksanaan 
muktamar-muktamar sebelumnya, NU juga mengeluarkan sejumlah 
rekomendasi. 


Menariknya, dalam salah satu butir rekomendasi di bidang 
ekonomi sesuai keputusan sidang Komisi Bahtsul Ad Diniyah Al 
Maudlu'iyah, NU justru mendukung pemerintah untuk meng- 
Optimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang bertentangan 
dengan fikih (Fuaidi dan Ma'afi, 2016). Menurut Sekretaris Komisi 
Bahtsul Ad Diniyah Al Maudlu'iyah, Abdul Mugsith Gazhali, 
rekomendasi NU terkait pajak merupakan salah satu solusi dalam 
menyelesaikan hutang negara (Budianto, 2015). Padahal pada tahun 
2012 lalu, NU sempat menyerukan gerakan boikot pajak kepada 
masyarakat. 


Selain persoalan hutang negara, dalam komisi itu, para ulama NU 
juga sepakat tentang pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku 
kejahatan berat, seperti bandar narkoba, kasus-kasus hak asasi manusia 
dan sebagainya. Hasil rekomendasi Muktamar NU ke-33 yang secara 
garis besar meliputi kebangsaan, keumatan, dan isu internasional itu 
kemudian disampaikan kepada presiden di istana negara tanggal 7 
Agustus 2015 oleh K.H. Said Agil Siradj, K.H. Ma'ruf Amin, K.H. 
Miftahul Akhyar dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. 


Kedekatan antara NU dan pemerintahan Presiden Joko Widodo 
itu tampak telihat ketika secara simbolis Ketua Umum PBNU KH. 
Said Agil Siradj memberikan kartu anggota kehormatan NU kepada 
Presiden Joko Widodo saat menggelar pertemuan dengan sejumlah 
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pengurus PBNU di istana negara pada tanggal 31 Maret 2016. 
Pengurus PBNU, Hasib Wahab mengatakan bahwa penyerahan 
KARTANU atau kartu anggota NU sebagai penghormatan kepada 
Presiden. Sementara itu, Sekretaris PBNU, Helmy Faisal 
menambahkan, “dengan menerima kartu itu tidak serta merta Jokowi 
menjadi anggota NU saja, karena boleh saja Jokowi juga menerima kartu 
anggota kehormatan dari organisasi lain. Ya berarti itu kedekatan Jokowi 
dengan PBNU.” 


Sementara itu terkait dengan isu radikalisme K.H. Said Agil 
Siradj pernah menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam 
darurat radikalisme menanggapi serangan teroris di Jalan MH. 
Thamrin yang terjadi pada bulan Januari 2016. Ia menuturkan hal itu 
saat menghadiri Apel Kebhinekaan Lintas Iman di Lapangan Banteng, 
Jakarta Pusat tanggal 17 Januari 2016: 


“Negara kita sudah darurat. Kenapa menjadi darurat? Karena reformasi 
yang kebablasan, banyak orang Indonesia menganut paham dari luar 
negeri misalnya dari negara Timur Tengah, padahal aliran Timur Tengah 
ulamanya tidak nasionalis. Kiai NU dan semua ulamanya nasionalis... 
Banser-banser ini harus bela negara. Harus kita tingkatkan lagi 
kewaspadaan. Kelompok kelompok radikal harus kita lawan kita berantas. 
Walaupun belum jadi teroris, yang pandangannya radikal harus 
dibebaskan (jangan tercuci otaknya)... Dari awal saya sudah bilang ISIS 
sangat berbahaya. Orang Indonesia sudah ada 800 orang yang bergabung 
ke ISIS harus dipantau. Saya juga bilang ke pemerintah harus pantau juga 
aliran dananya. Dua tahun yang lalu saya sudah pantau. ISIS harus kita 
pantau dan lawan. Tidak ada yang lebih zalim daripada yang menjadikan 
Islam sebagai kejahatan” (Medistiara, 2016). 


Dalam pidatonya yang mewakili NU, K.H. Said Agil Siradj juga 
menegaskan bahwa ia mendukung revisi UU Terorisme dan edaran 
larangan hate speech yang bersifat provokatif dan merugikan 
masyarakat. Sikap tegas NU yang anti radikalisme juga kembali 
ditegaskan oleh K.H. Said Agil Siradj pada acara peringatan hari lahir 
NU ke-90 baik di Gedung PBNU Jakarta tanggal 30 Januari 2016 
maupun dalam sambutannya di acara Apel Besar Peringatan hari lahir 
NU di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur tanggal 30 Maret 2016. 
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“Sinergi dan keselarasan antara agama nasionalisme hingga kini terjaga 
karena jasa dan perjuangan para ulama yang dicetuskan oleh KH Hasyim 
Asy'ari... Mbah Hasyim beserta para ulama lain tidak mempunyai ambisi 
mendirikan khilafah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama Timur 
Tengah hingga kini. Karena menurutnya, agama dan nasionalisme sangat 
bisa berjalan beriringan membangun bangsa yang satu. Tugas kita saat ini 
meneruskan perjuangan ulama-ulama NU dari rongrongan paham radikal 
berbaju agama yang justru ingin membuat Indonesia porak poranda seperti 
yang terjadi di negara-negara Timur Tengah karena mengusung khilafah.” 


Sikap dan tindakan NU dalam membendung radikalisme itu 
sejalan dengan program deradikalisasi pemerintahan Joko Widodo 
yang lebih intensif memerangi kelompok-kelompok anti mainstream 
yang berusaha mengganti dasar negara. Sehingga program NU terkait 
memerangi ideologi radikal itu jelas mendapatkan dukungan dari 
pemerintah. Selain itu, NU juga terus berupaya memberikan pen- 
jelasan ajaran-ajarannya melalui media sosial dalam rangka 
menangkan mispersepsi tentang NU yang sering disangkakan sebagai 
kelompok bidah oleh kelompok-kelompok anti mainstream. Dalam hal 
ini pula, NU sepakat dengan Muhammadiyah untuk tidak memberi 
ruang terhadap kelompok-kelompok radikal tersebut. 


Selanjutnya, di era pemerintahan Joko Widodo, dalam rentang 
antara tahun 2016 hingga akhir masa jabatannya tahun 2019, isu 
politik dan Islam menapaki sejarah baru di Indonesia. Pada akhir 
tahun 2016, kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI 
Jakarta Basuki Tjahaya Purnama terkait pernyataannya tentang Surat 
Al-Maidah: 51 mencuat ke publik. Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, kasus itu telah menyita perhatian publik nasional maupun 
internasional. Menyikapi hal itu, NU meminta warga Nahdliyin untuk 
tidak terprovokasi dalam demonstrasi berjilid-jilid yang menuntut agar 
Basuki turun dari jabatannya 


Ketua Umum PBNU, K.H. Said Agil Siradj termasuk ormas 
Islam pertama yang ditemui oleh Presiden Joko Widodo setelah 
demonstrasi semakin marak. Meskipun menyambut baik safari politik 
terkait antisipasi demonstrasi lanjutan dari kasus penistaan agama 
Basuki, K.H. Said Agil Siradj mengkritik presiden yang hanya 
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menemui ormas Islam saat genting saja. Hal itu diungkapkan oleh 
K.H. Said Agil Siradj dalam wawancara dengan Tempo dimuat 
tanggal 14 November 2016. 


Lebih lanjut dalam wawancara tersebut, ia mengatakan bahwa 
Presiden Joko Widodo bukannya berjarak dengan ormas Islam, tetapi 
memang komunikasi yang kurang sempurna dan harus diperbaiki. 
K.H. Said Agil Siradj mengungkapkan kekecewaannya karena dalam 
beberapa kali kesempatan, Presiden Joko Widodo tidak memenuhi 
undangan NU. Sebab selama dua tahun pertama pemerintahannya, 
presiden menfokuskan pada konsolidasi partai-partai koalisi. 
Menurutnya hal itu terkesan jika presiden kurang mengakui eksistensi 
NU. Dalam kesempatan wawancara itu pula, ia memberikan kritik 
kepada presiden dan jajarannya agar tidak meninggalkan istana dan 
berkenan menemui pengunjuk rasa untuk menenangkan suasana 
politik yang memanas, “Sebaiknya presiden jangan meninggalkan istana 
dan menerima delegasi pengunjuk rasa. Dalam hal ini, saya sama dengan Pak 
Din Syamsudin. Beliau kan pemimpin negara. Seharusnya mau menemui 
siapapun.” 


Pada demonstrasi Aksi Bela Islam jilid INI tanggal 2 Desember 
2016, Presiden Joko Widodo didamping oleh Wakil Presiden Jusuf 
Kalla, Panglima TNI Gatot Nurmayanto dan sejumlah menteri kabinet 
kerja, seperti Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri 
Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri 
Sekretaris Negara, Pratikno, dan Sekretaris Kabinet, Pramono Anung 
menemui pendemo pada pukul 11.40 Waktu Indonesia Barat (WIB), 
beberapa waktu sebelum shalat Jumat dimulai. Presiden Joko Widodo 
menyampaikan apresiasi pada para pendemo yang telah melakukan 
aksi dengan tertib dan damai. 


Presiden Joko Widodo juga mengundang sejumlah ormas Islam 
ke istana dan menyakinkan bahwa ia tidak akan mengintervensi kasus 
hukum yang tengah membelit Basuki Tjahaya Purnama. Bagaimana- 
pun Basuki sebelumnya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta sewaktu 
Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 
(2012-2014). Keduanya diketahui publik punya hubungan dekat, 
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sehingga sangat wajar banyak pihak berasumsi jika Presiden Joko 
Widodo akan membantu Basuki. Nahdlatul Ulama yang memang 
sejak awal mendukung sikap Presiden Joko Widodo menyerahkan 
kasus penistaan agama itu pada proses hukum yang berlaku. 


Kekalahan Basuki dalam pilkada dinilai banyak pihak sebagai 
akibat dari politik identitas yang dimainkan oleh kelompok ormas 
Islam, seperti FPI yang kontra terhadapnya dari sejak awal ia meng- 
gantikan Joko Widodo yang memenangi pilpres 2014. Kelompok- 
kelompok Islam yang selama ini dikenal publik intoleran dan radikal 
mendapatkan panggung politik legalnya dan berhasil merubah citra 
mereka dari orasi jalanan lalu naik kelas dan menjadi arus baru bagi 
gerakan Islam. Meskipun dari segi jumlah mereka jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan NU maupun Muhammadiyah, namun kelompok- 
kelompok tersebut nyatanya mampu mempengaruhi pemikiran publik. 
Wacana yang berkembang dalam kontestasi pilkada yang lekat dengan 
nuansa sara itu diduga untuk menggulingkan presiden dan mengganti 
negara Indonesia menjadi negara Islam. Meskipun Presiden Joko 
Widodo sempat melontarkan bahwa demonstrasi itu tidak murni 
arpirasi umat Islam dan aksi unjuk rasa itu telah ditunggangi oleh 
kepentingan politik, namun mantan Ketua Umum PBNU, K.H. 
Hasyim Muzadi tidak setuju dengan hal itu. 


Bahkan K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Rais Aam NU 
sekaligus Ketua MUI saat itu menjadi salah satu saksi ahli yang 
menyatakan Basuki memang bersalah dan telah melakukan penodaan 
agama terhadap O.S. Almaidah: 51 sehingga menimbulkan kemarahan 
umat muslim. Namun, Ketua PBNU, K.H Said Agil Siradj enggan 
megomentari hal itu. Ia tidak kontra ataupun pro terhadap Basuki 
terkait kasus tersebut. 


Sejak kasus penistaan agama atas Basuki bergulir, hampir 
pemberitaan nasional terfokus pada isu itu, sehingga mengabaikan 
persoalan-persoalan yang sama pentingnya. Setelah peristiwa itu, 
pemerintah kemudian terkesan mengambil langkah cepat untuk me- 
rapikan ormas-ormas keagamaan yang dinilai radikal dan memper- 
juangkan politik identitas yang mengancam nasionalisme. Maka 
setelah Perpu ormas disahkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, 
pemerintah mengumumkan pembubaran HTI. Nahdaltul Ulama 
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secara tegas mendukung hal itu, apalagi jika dilihat dari konteks 
sejarah awal berdirinya memang NU cenderung membentengi diri 
sebagai Tokal Islam.” Di samping itu, NU sering menjadi sasaran 
tuduhan bidah oleh kelompok-kelompok Islam anti mainstream karena 
identitas NU yang sering dianggap sinkretis dengan menyatukan 
unsur-unsur budaya lokal, misalnya saja ketika NU memberi tajuk 
“Islam Nusantara' pada muktamar NU ke-33 tahun 2015 lalu dan 
menjadi ikon NU hingga saat ini. 


Dibandingkan dengan Muhammadiyah, memang ghirah NU 
untuk membendung kelompok-kelompok Islam garis keras itu lebih 
militan, maka tidak berlebihan jika identitas itu pula yang membuat 
NU mendukung program pemberantasan radikalisme dan terorisme 
oleh pemerintah. Meskipun berjalan baik, dinamika hubungan NU dan 
pemerintah Presiden Joko Widodo itu tampaknya juga bersyarat ketika 
Presiden Joko Widodo dicalonkan kembali oleh partai koalisi maju 
pada pilpres 2019. Isu yang berkembang saat itu, NU adalah aktor 
berada dibalik gagalnya pencalonan Mahfud MD. sebagai cawapres 
yang diusulkan oleh Joko Widodo dan tidak akan memberikan 
dukungannya bila bukan kader NU yang menjadi cawapres. Walaupun 
hal itu ditepis oleh Ketua PBNU, Robikin Emhas. Ia pun meng- 
klarifikasi pernyataannya yang ditulis oleh detiknews dan menyatakan 
bahwa pernyataan itu adalah tafsir jurnalis dan tidak ada bentuk 
ancaman seperti yang dilansir dalam web resmi NU. Ia mengakui 
bahwa dalam keterangan persnya ia memang memberi pernyataan, 
“kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, dikhawatirkan warga Nahdliyin 
merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya.” 


Namun, interpretasi dan sudut pandang terhadap kalimat itu 
memang dapat diartikan secara berbeda dan memicu kontroversial. 
Pemaknaan itu bisa saja diartikan bahwa NU menginginkan jabatan 
atas imbalan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. 
Meskipun pada akhirnya pilihan Presiden Joko Widodo jatuh pada 
K.H. Ma'ruf Amin sebagai hasil kesepakatan bersama di antara partai 
koalisi, tetapi sikap NU itu dinilai banyak pihak kurang etis dan NU 
tampil menjadi kelompok penekan yang mampu merubah peta politik 
menjelang pilpres 2019. 
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Pilihan partai koalisi agar Joko Widodo berpasangan dengan KH. 
Ma'ruf Amin itu bertujuan untuk meredam isu agama sehingga 
menimbulkan kekhawatiran jika isu agama akan kembali berperan 
seperti pilkada DKI 2017. Joko Widodo yang diusung oleh PDIP yang 
nasionalis dan dianggap mewakili kaum abangan harus mampu 
menekan sentimen kelompok Islam terhadap Joko Widodo. Maka, 
keputusan yang diambil adalah menggandeng ulama sepuh NU untuk 
mencegah terjadinya polarisasi agama. Apalagi, rivalnya Prabowo 
Subianto-Sandiago Uno mendapat dukungan dari kelompok Islam 
yang tergabung dalam gerakan 212 dan berhasil menghadirkan isu 
penistaan agama pada konteks pilkada DKI 2017. Namun, jika ditinjau 
lebih jauh, baik NU maupun Gerakan 212 itu sama-sama membawa 
politik identitas dalam pilpres 2019. Di sisi lain, NU mengukuhkan diri 
sebagai aswaja dan penjaga NKRI sehingga mendukung pemerintahan 
agar kembali memenangkan Joko Widodo, sedangkan Gerakan 212 
disinyalir memiliki agenda tersembunyi dan memenangkan siapapun 
selain Joko Widodo. 


Dari sini, tampaknya pandangan-pandangan NU yang melandasi 
tindakan politiknya semasa kepemimpinan K.H. Said Agil Siradj tidak 
hanya memberikan justifikasi bahwa NU telah menjadi ormas Islam 
pendukung pemerintah, namun juga memberikan cap oportunis. 
Terlebih lagi, isu saat menjelang pilpres 2019, yang terkesan bahwa NU 
memaksakan kehendak agar sebaiknya cawapres berasal dari kader 
NU karena jika tidak, kecil kemungkinannya Joko Widodo akan 
kembali menjadi presiden. Hal itu juga menunjukkan bahwa NU 
memiliki posisi tawar politik yang besar, sebab pada akhirnya pilihan 
jatuh pada K.H. Ma'ruf Amin. Namun, jika dipahami lebih jauh, 
keinginan NU itu juga sangat terkait dengan pandangannya bahwa 
untuk melakukan amar ma'rufnahi munkar akan lebih efektif bila berada 
di pemerintahan. 


Sikap tersebut juga dapat ditelusuri berdasarkan sejarah, dimana 
NU tetap bersama Presiden Soekarno yang saat itu dekat dengan PKI 
meskipun ormas lainnya telah anti pemerintah. Sebab hal tersebut 
adalah satu-satunya cara yang paling efektif untuk membendung 
pengaruh komunisme lebih luas di pemerintah dan mencegah 
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penyebaran komunisme di masyarakat dengan ikut berpartisipasi 
dalam menentukan kebijakan pemerintah. Maka, dalam konteks 
pilpres, tindakan tersebut dapat diartikan sebagai usaha NU untuk 
mengimbangi kelompok-kelompok intoleran yang dianggap punya 
agenda politik dan menungganggi pihak lain yang bersaing dengan 
Joko Widodo. Di samping itu, pandangan-pandangan tersebut juga 
menentukan tindakan NU dalam rangka melindungi kepentingannya 
yang lebih besar, yaitu dasar keagamaan dan ormas NU itu sendiri. 
Nahdlatul Ulama dalam hal ini sebenarnya juga memainkan politik 
identitas, karena tindakannya juga dipengaruhi oleh identitasnya 
sebagai “lokal Islam' dan tradisional, sebagai contoh bagaimana NU 
secara aktif mengenalkan “Islam Nusantara' yang tidak hanya menjadi 
jargon NU, tetapi diharapkan mampu menjadi identitas Islam di 
Indonesia tanpa menafikkan ajaran Islam yang berasal dari tanah Arab 
dan tanpa meninggalkan tradisi sebagai orang Indonesia. 
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BAB V 


ISLAM MODERAT DI ANTARA 
MILITANSI ISLAM 


A. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Radikalisme 
Islam 


Dalam lampiran Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 
H/2007 M tentang Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah Konsolidasi 
Bidang Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Muhammadiyah memandang 
berkembangnya gerakan-gerakan baru keagamaan baik yang beraliran 
moderat, sekuler, hingga radikal, sebagai fastabig al-khairat atau 
mendorong pembangunan umat dan bangsa ke arah yang lebih baik. 
Namun di satu sisi, Muhammadiyah juga berpandangan bahwa 
gerakan-gerakan baru itu akan memberikan dampak negatif terhadap 
organisasi, sebab kondisi ini tentu tidak menguntungkan persyarikatan, 
khususnya dari sisi ideologi, seperti yang termaktub dalam Surat 
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 53/Kep/1.0/ 
2007, Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/ 
2007 M. Karena secara otomatis pemikiran dan pemahaman yang 
dibawa oleh gerakan-gerakan baru itu akan sedikit banyak berpengaruh 
terhadap internal Muhammadiyah, baik berkaitan dengan politik 
maupun keagamaan. 
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Berbeda dengan NU yang secara tegas mengkategorikan beberapa 
gerakan-gerakan yang berseberangan dengan pemahaman keagamaan- 
nya sebagai kelompok bidah maupun tafikri dalam beberapa dokumen 
formalnya, berdasarkan lampiran tersebut Muhammadiyah tidak 
secara eksplisit mengemukakan kelompok-kelompok mana saja yang 
dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi persyarikatan. Di samping 
itu, meskipun Muhammadiyah mengatakan lebih terbuka dan 
menerima beragamnya pemikiran baru karena hal itu dapat berpotensi 
menjadi kekuatan positif dengan temobilisasinya potensi sumber daya 
manusia dan kemampuan secara heterogen dan inklusif di 
Muhammadiyah, namun hal itu bukannya dilakukan tanpa syarat. 


Dikarenakan sikap terbuka itu pula, Muhammadiyah melakukan 
upaya-upaya penguatan sistem organisasi yang solid tentang idealisme 
dan upaya penanaman ideologis. Pandangan-pandangan Muhamma- 
diyah terhadap militansi gerakan-gerakan itu lebih ditekankan pada 
konteks membentengi ideologi Muhammadiyah secara internal yang 
tertuang dalam lampiran Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah Konsolidasi 
Bidang Keyakinan dan Cita-cita Hidup (2007), yakni : "...Sedangkan 
masalah yang bersifat eksternal di antaranya: 1) Menguatnya tarikan dan 
kepentingan politik yang masuk ke lingkungan Persyarikatan, termasuk dalam 
amal usaha, melalui para aktivis atau kegiatan partai politik yang 
memperlemah komitmen terhadap misi, kepentingan, Kepribadian, dan 
Khitah Muhammadiyah, 2) Semakin mudahnya berbagai paham pemikiran 
dari luar yang masuk ke dalam Muhammadiyah yang dapat melemahkan 
karakter khusus Muhammadiyah manakala tidak diiringi dengan peneguhan 
ideologis yang menyangkut paham dan sistem perjuangan Muhammadiyah.” 


Kedua butir di atas berkaitan erat dengan pandangan ideologi 
Muhammadiyah sebagaimana dirumuskan dalam Ideologi Keyakinan 
Hidup Muhammadiyah dalam Muktamar ke-37 tahun 1968 bahwa: 
“Ideologi adalah ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan 
menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan atau 
gambaran dalam pikiran, untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan 
kehidupan yang benar dan tepat...Ideologi dapat pula berarti "keyakinan 
hidup”, yang mencakup: 1) pandangan hidup, 2) tujuan hidup, dan 3) ajaran 
dan cara yang dipergunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam 
mencapai tujuan hidup tersebut.” 


112 


blog bity.ums. ac. id 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Dengan demikian, ideologi merupakan salah satu world view yang 
berpengaruh dalam gerakan Muhammadiyah dalam memandang 
persoalan, diluar agama dan ilmu pengetahuan. Tetapi perlu digaris 
bawahi pula, bahwa ideologi Muhammadiyah itupun merujuk pada 
Al-Our'an dan Hadist. Sehingga, jika berbicara dalam konteks 
ideologi, maka Islam adalah satu-satunya ideologi Muhammadiyah. 
Berkenaan dengan ideologi sebagai keyakinan hidup, maka Muhamma- 
diyah memandang perlunya revitalisasi ideologi guna menjaga 
kebijakan, idealisme, dan mewujudkan cita-cita Muhammadiyah, 
yaitu Islam yang sebenar-benarnya. 


Dalam konteks ini, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa 
pandangan Muhammadiyah dalam menyikapi gerakan-gerakan baru 
itu juga sangat dipengaruhi oleh ideologi, sehingga Muhammadiyah 
perlu melakukan revitalisasi agar solidaritas dan strategis perjuangan 
tetap terjaga sesuai dengan prinsip gerakan Muhammadiyah. Adapun 
salah satu landasan revitalisasi ideologi itu terdapat dalam O.S. Ash- 
Shaff: 4: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 
dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 
tersusun kokoh." 


Pandangan dan respon Muhammadiyah terhadap radikalisme 
Islam juga terdapat dalam Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz, 
Keputusan Muktamar Satu Abad ' Muhammadiyah (Muktamar 
Muhammadiyah ke-46), No. 01/2010/Syawwal 1431 H/September 
2010 M. Salah satu kutipannya pada Lampiran III, Keputusan Muktamar 
Muhammadiyah ke-46 Tentang Program Muhammadiyah 2010-2015, Bab I 
Mugadimmah, yang memuat poin Kehidupan Global, mengemukakan 
bahwa Muhammadiyah beranggapan bahwa bermunculannya 
beragam pemikiran Islam dan paham keagamaan, seperti 
konservatisme, fundamentalisme, radikalisme, dan tradisionalisme, 
yang vis a vis dengan kecenderungan liberalisme dan sekulerisme yang 
serba ekstrem merupakan imbas dari meluasnya peradaban global 
terhadap dunia Islam. Kelompok-kelompok tersebut dalam pandangan 
Muhammadiyah cenderung saling mengklaim menjadi pihak yang 
paling benar, sehingga persoalan-persoalan umat seperti kemiskinan, 
keterbelakangan, dan rendahnya mutu pendidikan di dunia Islam 
justru terabaikan. 
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Dalam Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz, Keputusan Muktamar 
Satu Abad Muhammadiyah, Muhammadiyah juga mengemukakan 
bahwa kecenderungan radikal dalam gerakan sosial dan politik 
merupakan ancaman sekaligus peluang untuk menawarkan gerakan 
Islam yang membawa pencerahan dan perdamaian seperti 
Muhammadiyah (Proyeksi dan Kondisi Muhammadiyah, Tantangan/ 
Ancaman Muhammadiyah, butir ke-2). Selain itu, pandangan 
Muhammadiyah tentang radikalisme itu juga terdapat dalam buku 
berjudul Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, Agenda Indonesia ke Depan 
yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2009 oleh PP 
Muhammadiyah. Buku ini kemudian ini kembali diterbitkan dan 
menjadi salah satu agenda dalam Muktamar ke-47 di Makassar tahun 
2015. Sama halnya dengan lampiran Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah 
Konsolidasi Bidang Keyakinan dan Cita-cita Hidup, pandangan tersebut 
tidak dirumuskan secara tersirat, namun dapat dilihat dalam ciri-ciri 
dan karakter bangsa yang dicita-citakan oleh Muhammadiyah, sebagai 
berikut: 


"Manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan melekat dengan 
kepribadian bangsa yaitu manusia yang memiliki sifat-sifat: (1) Relijius: 
yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, 
terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran, (2) Moderat: 
yang dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam 
kepribadian yang tengahan antara individu dan sosial, berorientasi materi 
dan ruhani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan, (3) 
Cerdas: yang dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, 
cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju, dan (4) Mandiri, yang dicirikan 
oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, 
menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta 
kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan 
universal dan hubungan antarperadaban bangsa-bangsa." 


Merujuk pada definisi ciri-ciri dan karakter bangsa menurut 
Muhammadiyah di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah yang 
menghendaki Islam yang toleran, moderat, dan menjunjung nilai-nilai 
universal, tidak hanya bertujuan bagi perdamaian bangsa dan negara, 
namun sebagai perwujudan Islam ideal dalam gambaran 
Muhammadiyah. Sehingga, berangkat dari pandangan tersebut, 
Muhammadiyah menekankan revitalisasi kebangsaan, baik mencakup 
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nilai-nilai spiritual, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai kedisiplinan, nilai- 
nilai kemandirian, dan nilai-nilai kemajuan dan keunggulan. Selain itu, 
klausul isu strategis terkait dengan isu radikalisme itu juga menjadi 
rumusan draft Muktamar ke-47, yaitu "Ajakan kepada warga 
Muhammadiyah untuk membendung perkembangan kelompok tafikri melalui 
pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, mencerahkan, mencerdaskan, serta 
interaksi sosial yang santun.” Muhammadiyah dalam hal ini berusaha 
menjembatani kebangkitan gerakan Islam politik dan radikal di 
Indonesia. 


Dari beberapa dokumen formal di atas, ada dua hal yang perlu 
digarisbawahi terkait wacana Muhammadiyah terhadap radikalisme, 
yaitu: pertama, bahwa ideologi mempunyai peran yang penting sebagai 
dasar pandangan Muhammadiyah terhadap gerakan-gerakan baru. 
Sehingga, meskipun Muhammadiyah membuka diri dan mengako- 
modir semua golongan, tetapi batasan-batasan dalam ideologi inilah 
yang membuat Muhammadiyah harus pula meneguhkan ideologi 
kembali karena jika tidak, ketika bergabung dalam Muhammadiyah, 
bukan mereka (yang militan) kemudian menjadi Muhammadiyah, 
sebaliknya justru pihak-pihak yang membawa paham-paham dan 
pemikiran dari luar yang mempengaruhi Muhammadiyah, dengan 
demikian terjadi pelemahan ideologi secara internal. Maka, kedua hal 
itu tampak bertolak belakang, sebab di satu sisi, Muhammadiyah 
mengharapkan potensi kekuatan gerakan yang lebih besar, namun di 
sisi yang lain, Muhammadiyah membatasi ruang gerak faksi-faksi yang 
berbeda dengan jalur formal Muhammadiyah. Pandangan itu secara 
otomatis juga mempengaruhi sikap dan tindakan Muhammadiyah 
sendiri, yang berimbas pada upaya-upaya melakukan revitalisasi 
ideologi. 


Kedua, walaupun Muhammadiyah tidak spesifik menyebutkan 
kelompok radikal Islam mana yang dimaksud, namun generalisasi itu 
menunjukkan bahwa radikalisme yang dimaksud tidak hanya datang 
dari kelompok-kelompok Islam garis keras, namun juga mereka yang 
sekuler, liberal, ekstrem hingga tradisional sempit, yang merujuk pada 
etno-nasionalisme dan lain-lain. Secara tidak langsung, citra yang 
hendak dibangun adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tengahan 
yang sebenar-benarnya adalah gerakan Islam yang cinta damai, 
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modern, moderat, dan berpikiran terbuka, sehingga dapat menjadi 
melting pot bagi semua aliran, meskipun ini juga mengandung 
konsekuensi logis seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. 
Mengenai corak Muhammadiyah sebagai Islam tengahan ini juga 
dikemukakan oleh Din Syamsudin (Ketua PP Muhammadiyah 2005- 
2015) dalam khutbah Idul Fitri tahun 2011 di Yogyakarta: 


"Citra diri sebagai umat tengahan mengandung arti bahwa umat Islam 
tidak boleh terjebak pada sprektum ekstremis dalam keberagaman dan 
kehidupan...menurut para ulama, seperti Imam al-Ghazali, akidah Islam 
adalah akidah tengahan yang menjaga keseimbangan antara kehidupan 
duniawi dan ukhrawi, antara kehidupan individual dan sosial. Akidah 
tengahan itu juga dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan lain 
(Radja, 2011)." 


Pada kesempatan itu pula, Din Syamsudin mengatakan bahwa 
jika umat Islam hanya mementingkan ukhrawi maka akan berpotensi 
terjebak dalam ekstremisme dan sebaliknya. Pernyataan Din 
Syamsudin itu menegaskan posisi dan mewakili pandangan 
Muhammadiyah yang tidak mendukung segala bentuk ekstremisme 
agama ataupun sekulerisme. Dalam tulisannya berjudul NKRI: Negara 
Perjanjian dan Kesaksian, Din Syamsudin (2016) mengemukkan bahwa 
konsep negara Islam yang diusung oleh kelompok-kelompok Islam 
garis keras bertentangan Darul Ahdi yang diperjuangkan oleh 
Muhammadiyah. Meskipun konsep ini tidak ditemukan dalam 
literatur klasik, tetapi Darul Ahdi dapat menjadi solusi atau jalan tengah 
bagi semua pihak di Indonesia. Sebaliknya, menurut Din Syamsudin, 
yang dapat menjadi sumber masalah adalah ketika Dar al-Islam (Negara 
Islam) dan Dar al-Kufr (Negara Kufur) ditransfer dan dipaksakan oleh 
sebagian aktivis Muslim untuk diterapkan pada negeri Muslim yang 
modern oleh sebagian aktivis Muslim. Din Syamsudin berpendapat 
bahwa keinginan untuk memperjuangkan negara Islam oleh 
kelompok-kelompok Islam radikal itu itu didasari oleh pandangan 
bahwa negara Indonesia termasuk dalam kategori Dar al-Kufr sehingga 
harus diubah menjadi Dar al-Islam. Dengan demikian konsep negara Dir 
al-Kufr itu sendiri menjadi kabur dan hanya diyakini dan ditafsirkan 
sesuai dengan keinginannya saja tanpa merujuk pada literatur dan 
sejarah yang ada. 
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Di sisi lain, jika berkaca pada gerakan-gerakan Islam baru 
maupun yang lebih eksis setelah Reformasi, beberapa di antaranya 
adalah bagian dari Islam transnasional, yang mana Muhammadiyah di 
awal pendiriannya juga merupakan bagian dari gerakan Islam 
transnasional. Pasalnya, sejak awal Muhammadiyah memang sejak 
awal mengadopsi ideologi puritanisme-salafisme Wahabiyah di Saudi 
Arabia dan reformasi-modernisme Abduh di Mesir (Farida, 2008), 
sehingga kerap disamakan dengan gerakan Salafi. Tetapi paradigma 
pemikiran Wahabi yang menjadi model dan keyakinan agama yang 
diadopsi oleh K.H. Ahmad Dahlan itu tidak merujuk pada aliran 
gerakan Islam transnasional yang cenderung mengusung ideologi 
radikal, namun lebih pada paham pemurnian agama dari akidah- 
akidah yang bebas dari kemusyrikan. Din Syamsudin mengklarifikasi 
hal ini dalam sesi wawancara dengan Gatra edisi 27 Juli tahun 2015. 
Ia mengatakan, meskipun sama, pada dasarnya Salafi terjebak dalam 
formalisme, sementara Muhammadiyah lebih menekankan pada 
substantivisme. Berikut petikkan penjelasan landasan pandangan 
teologi yang dikemukakan oleh Din Syamsudin: 


"Wahabi teologinya Salafi. Kemudian masuk politik, melakukan 
perubahan struktural, bahkan kekerasan. Muhammadiyah tidak ikut. Tapi 
Muhammadiyah sering dianggap Wahabi. Padahal, menurut kaum Salafi, 
Muhammadiyah tidak murni Salafi. Salafi itu keras sekali mengejek 
Muhammdiyah...Muhammadiyah dianggap kurang haraki dalam arti 
kurang 'struggle — against" berjuang melawan. — Muhammadiyah 
memilih 'ihad lilmuwajahah, ' 'struggle for' berjuang menghadapi, siap 
bersaing dan bertanding. Nah di situ perpisahan di tengah jalan antara 
Muhammadiyah dan Salafi.” 


Penjelasan Din Syamsudin itu bermaksud meluruskan bahwa 
Muhammadiyah meski mengadopsi pemikiran Muhammad bin 
Abduh Wahab, bukan berarti menirunya secara taglid. 


Alimatul Oibtiyah (2019), selaku Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengembangan Aisyiyah (LPPA) Muhammadiyah, mengemukakan 
pandangan yang serupa bahwa secara garis besar Muhammadiyah 
bersikap tidak kompromistis terhadap berbagai gerakan separatisme, 
kekerasan, ektremisme, ataupun radikalisme yang mengatasnamakan 
Islam dan menimbulkan mispersepsi terhadap ajaran Islam. Ia juga 
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menegaskan jika Muhammadiyah selama ini memang telah 
berkomitmen untuk bersikap tegas terhadap berbagai gerakan Islam 
garis keras yang dapat memicu intoleransi dan resistensi terhadap 
pemikiran Islam serta menciptakan kekerasan dan perpecahan di 
Indonesia, seperti HTI, FPI, dan sempalan gerakan ekstremis lainnya. 
Dari sini, dapat disimpulkan, Muhammadiyah secara tegas dan jelas 
menentang keras intoleransi, radikalisme-terorisme. Tetapi menurut 
Zuly Oodir, dalam banyak kasus, ketika seseorang keluar dari 
Muhammadiyah, mereka cenderung menjadi radikal karena beranjak 
dari pemikiran bahwa negara telah melakukan ketidakadilan terhadap 
rakyatnya sendiri (Himawan dan Handayani, 2018). Sehingga mudah 
dipengaruhi oleh paham-paham radikal yang mengesankan 
perjuangan melawan ketidakadilan atas nama Islam, bahkan sangat 
mungkin mereka akan bergabung ke dalam gerakan teroris dan 
ekstremisme. Menurutnya hal ini sebaiknya dapat diantisipasi oleh 
Muhammadiyah dengan meninjau kembali cara dakwah, cara 
perekrutan terhadap pengajar, pendidik dan tenaga Muhammadiyah 
sebagai bentuk pencegahan awal terhadap penyebaran paham radikal 
di kalangan internal warga Muhammadiyah. 


Pada dasarnya, wacana radikalisme yang dikonstruksikan oleh 
Muhammadiyah itu mengarah pada semua bentuk pemahaman yang 
sifatnya “ultra' atau berlebihan, baik ekstrem kanan maupun ekstrem 
kiri. Meskipun tidak spesifik menyebutkan kelompok-kelompok mana 
saja yang termasuk radikal, tetapi secara tersirat tampak dalam 
rumusan-rumusan tersebut, yaitu mereka yang menggunakan unsur 
kekerasan dan pemaksaan kehendak dengan mengatasnamakan Islam, 
baik secara politik dengan mendirikan negara Islam, maupun dari segi 
keagamaan dengan menganggap kelompok mereka yang paling benar. 
Wacana itu pula secara otomatis, mempengaruhi sikap dan cara pandang 
Muhammadiyah, bahwa kelompok-kelompok diluar Muhammadiyah 
dapat saja melemahkan ideologi serta menjadi ancaman baru bagi 
eksistensi Muhammadiyah, yang berimbas pula pada tujuan dan cita- 
cita gerakan. Penekanan pandangan Muhammadiyah terhadap radika- 
lisme itu dapat pula dimaksudkan lebih bersifat internal dibandingkan 
eksternal dengan terus melakukan upaya-upaya revitalisasi, khususnya 
di kalangan Muhammadiyah sendiri. 
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B. Nahdlatul Ulama Merespon Perkembangan Islam 
Radikal 


Pandangan NU terhadap radikalisme Islam berkaitan erat dengan 
demokrasi maupun nasionalisme karena kelompok-kelompok Islam 
garis keras dalam perspektif NU itu ada yang anti terhadap demokrasi 
maupun Pancasila, meski ada juga yang tidak menunjukkan sikap 
tersebut. Kelompok-kelompok Islam yang dimaksud ini adalah ke- 
lompok Islam intorelan, yang masuk dalam kategori anti-mainstream, 
yang merujuk pada kelompok Islam yang menggunakan kekerasan 
dalam berdakwah, berupaya mendirikan negara Islam atau menegak- 
kan kekhalifahan kelompok-kelompok Islam yang tergolong pada 
kelompok bidah. Kelompok-kelompok Islam yang tergolong bidah 
sendiri, terjadi selisih pendapat, baik dari NU maupun kelompok yang 
disangkakan oleh NU sebagai kelompok bidah tersebut, keduanya 
saling mengklaim bahwa kelompok diluar mereka adalah bagian dari 
bidah. 


Adapun pandangan NU yang mengemukakan pijakan dalil-dalil 
berbahayanya kelompok-kelompok yang tergolong bidah tersebut 
dapat didasarkan pada dua buku yang diterbitkan oleh Lembaga 
Ta'mir Masjid (LTM) PBNU, yakni Risalah Ahlussunah wal Jama'ah: 
Analisis Tentang Hadist Kematian, Tanda-tanda Kiamat, dan Pemahaman 
Tentang Sunah dan Bid'ah, khususnya pada bab I dan bab II ,yang 
merupakan tulisan dari K.H. Hasyim Asy'ari dan juga buku berjudul 
Wahabi Menuduh NU Menjawab, Melestarikan Amaliyah NU. Menurut 
Ketua LTM PBNU, H. Moh. Mansur Syaerozi, buku Wahabi Menuduh 
NU Menjawab, Melestarikan Amaliyah NU adalah respon NU terhadap 
provokasi Wahabi yang secara terus-menerus ingin menghilangkan 
tradisi NU yang telah mengakar sejak lama (LTM, PBNU, 2018). 
Maka, pandangan-pandangan NU dalam kedua buku tersebut 
mendasari bagaimana eksistensi kelompok-kelompok Islam tersebut 
dikonstruksikan oleh NU sebagai kelompok yang berbahaya, tidak 
hanya bagi Islam, tetapi juga bagi Indonesia. 


Seperti yang termaktub pada buku Risalah Ahlussunah wal Jama'ah: 
Analisis Tentang Hadist Kematian, Tanda-tanda Kiamat, dan Pemahaman 
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Tentang Sunah dan Bid'ah, NU menjelaskan kategori bidah berdasarkan 
landasan-landasan Hadist dan fikih. Secara eksplisit, NU menegaskan 
bahwa tradisi amaliyah seperti tahlilan, ziarah kubur, dan sebagainya 
bukan termasuk tergolong pada bidah yang haram seperti yang 
dituduhkan pada NU. Petikan salah satu Hadist dalam bab ini adalah 
sebagaimana diriwayatkan oleh al-Alamah waliyudin al-Syabsyiri 
dalam “Syarah al-Arba'in al-Nawawi," menjelaskan atas Hadits Nabi 
S.A.W., 


"Barang siapa menciptakan perkara baru (dalam agama) atau membantu 
orang lain menciptakan hal baru, maka dia mendapatkan laknat Allah. 
(HR.Bukhari)" 


Berikut petikkan penjelasan ringkasnya: 


"Yang termasuk dalam kategori hadits tersebut di atas adalah akad fasid, 
berhukum kepada orang bodoh dan dzalim dan setiap sesuatu yang tidak 
mencocoki syara”. Dan tidak termasuk dalam kategori di atas adalah 
pembaharuan yang tidak keluar dari dalil syara', sebagaimana masalah 
tjtihadiyah, di mana korelasinya dengan dalil syara? adalah dzan. Begitu 
juga menulis mushaf, merumuskan madzhab-madzhab, menulis Ilmu 
Nahwu dan hisab." 


NU berpijak kategori bidah seperti yang dikemukakan oleh 


Syaikh Ibnu Abdussalam (wafat 660 H/ 1262 M) yaitu: 


"1) Bid'ah yang wajib Seperti belajar Ilmu Nahwu, belajar ilmu Ghorib al- 
Our'an dan sunah yang bisa membantu pemahaman agama, 2) Bid'ah 
yang Haram. Seperti Madzhab Oadariyah, Jabariyah, dan Mujasimah, 3) 
Bid'ah yang Sunah. Seperti membangun pesantren dan madrasah dan tiap- 
tiap hal baik yang belum pernah ada di masa generasi awal, 4) Bid'ah yang 
Makruh. Menghiasi masjid secara berlebihan dan menyobek-nyobek 
mushaf. 5)Bid'ah yang Mubah. Seperti berjabat tangan setelah shalat, dan 
melonggarkan baju, dan lain-lain." 
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Menurut risalah NU, sebelum tahun 1330 H/ 1912 M umat Islam 
nusantara' mulanya hanya menganut satu madzhab dan mempunyai 
metode pengambilan hukum yang sama. Sedangkan dalam fikih 
mengambil Imam Syafi'i, dalam teologi mengambil dari Imam Abu 
Hasan al-Asy'ari, dan dalam Tashawuf mengambil Imam al-Ghazali 
dan Juned al- Baghdadi. Namun setelah 1912, bermunculan berbagai 
aliran dan terjadi pertentangan di antara kelompok-kelompok tersebut. 
Diriwayatkan oleh K.H. Hasyim Asy'ari (2018), bahwa "...diantara 
mereka ada yang tetap berpegang pada ulama salaf dan menganut madzab 
yang jelas, berpedoman pada kitab-kitab mu'tabar (kitab-kitab yang berisi 
kumpulan Hadist yang dapat dipertanggung jawabkan), mencintai keluarga 
Nabi, para wali, orang-orang shaleh, mengamalkan ziarah kubur, dan lain- 
lain, namun ada juga yang mengikuti pemikiran pembaharu Islam, seperti 
Muhammad Abduh, Rasyid Ridla, Muhammad bin Abdul Wahab al-Najidi, 
Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Oayim al-Jauzi, dan Ibnu Abdul Hadi." 


Selanjutnya, dikatakan bahwa para pemikir tersebut mengharam- 
kan yang disunahkan oleh kaum muslimim, yaitu perjalanan ziarah ke 
makam Nabi dan suka menyalahkan pendapat kelompok lainnya. 
Dalam konteks ini, disimpulkan bahwa mereka yang mengikuti 
pemikiran-pemikiran tersebut adalah ahli bidah karena hanya 
mengikuti pemikirannya saja (hawa nafsu) serta menghina para ulama 
salaf dan khalaf dengan mengatakan bahwa para ulama tersebut tidak 
patut diikuti baik yang masih hidup ataupun sudah wafat. Hal-hal yang 
mendasari pandangan-pandangan yang berkenaan dengan kelompok- 
kelompok yang dianggap sebagai ahli bidah tersebut secara konsisten 
masih berlaku bagi NU hingga saat ini, terutama yang menurut NU 
masuk dalam kategori yang meresahkan karena mampu mem- 
provokasi umat, khususnya Nahdliyin. Maka, tidak mengherankan 
apabila setelah Reformasi, kembali eksisnya kelompok-kelompok 
tersebut setelah berakhirnya rezim Soeharto menjadi perhatian serius 
bagi NU, salah satunya adalah Wahabi. Menurut pandangan NU, 
Wahabi sebenarnya-lah yang telah melakukan bidah, karena hanya 
menukil potongan-potongan ayat dan Hadist, namun kurang 
memahami teks wahyu secara menyeluruh dengan mengambil rujukan 
dari para ulama dan ahli fikih sebelumnya. 
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Sedangkan pandangan-pandangan NU terhadap kelompok Islam 
radikal secara umum dapat ditemukan dalam hasil-hasil keputusan 
Muktamar NU, salah satunya adalah hasil keputusan Muktamar NU 
ke-32 (halaman 118-121), yang rangkumannya adalah sebagai berikut: 
pertama, NU tidak mempermasalahkan pembaruan (tajdid) paham 
keagamaan karena memang sebuah keniscayaan. Tetapi menurut NU, 
ide-ide yang tidak dilandasi oleh teks-teks wahyu dengan mengguna- 
kan rasio secara bebas maupun sebaliknya mengartikannya secara 
absolut, telah meresahkan tokoh dan umat Islam, kedua, NU 
berpandangan bahwa Reformasi yang ditandai dengan kebebasan 
memiliki andil dalam munculnya kebebasan dalam pemahaman dan 
pengamalan agama, baik yang bersifat konservatis radikal maupun 
yang liberal-sekuler hingga kelompok-kelompok yang ekstrem dan 
menyimpang dari ajaran Islam. Dalam konteks ini bahkan mengarah 
pada tindak kekerasan dengan dalih memerangi kemaksiatan, ketiga, 
NU memandang bahwa kelompok-kelompok konservatif radikal itu 
sebenarnya banyak dipengaruhi oleh gerakan transnasional, yang 
mengarah pada sikap intoleran, kekerasan, dan ekstremisme dengan 
meligitimasi jihad. Sedangkan penyebaran ideologi tersebut disebarkan 
dalam berbagai cara, seperti melalui masjid hingga lembaga pen- 
didikan dengan sasaran generasi muda, keempat, kelompok-kelompok 
radikal tersebut merupakan ancaman bagi keamanan dan kemajukan 
di Indonesia. 


Nahdlatul Ulama merekomendasikan baik pada otoritas 
keagamaan dan pemerintah agar cepat tanggap dalam mengatasi 
persoalan terkait keagamaan tersebut. Terkait dengan hal itu pula, ada 
beberapa catatan bahwa wacana tentang radikalisme di atas lebih 
tertuju pada kelompok-kelompok Islam yang tidak sepaham dengan 
pemahaman keagamaan NU yang moderat. Sebagai contoh pada butir 
ke-1, NU menyatakan bahwa pembaruan keagamaan adalah sebuah 
keniscayaan, namun hendaknya ide-ide pembaruan itu tetap sejalan 
dengan standar metodologi pemahaman agama yang telah menjadi 
konsensus ulama mayoritas (ahlussunah wal jama'ah) dan berpegang 
pada kaidah "mempertahankan ide-ide lama yang baik dan mengambil ide- 
ide baru yang lebih baik." Perspektif ini mengacu pada dua hal, yakni di 
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satu sisi sesuai dengan pembahasan yang terdahulu kata mayoritas 
(ahlussunah wal jama'ah) dapat pula berarti Islam kebanyakan atau Islam 
pada umumnya, tetapi di sisi lain istilah tersebut merepresentasikan 
sekaligus menegaskan identitas NU sebagai kelompok Islam mayoritas 
di Indonesia. 


Bagi NU, radikalisme Islam merupakan persoalan urgen dan 
berbahaya bagi bangsa dan negara, sehingga perlu diterapkannya 
penyebaran ideologi Islam yang sejalan dengan misi Islam yaitu 
rahmatan lil 'alamin dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keagamaan 
(tasamuh, tawassuth, dan tawazun). Dari sini, dapat dikatakan bahwa 
sebenarnya pandangan-pandangan NU terhadap kelompok-kelompok 
Islam radikal telah ada sejak NU berdiri, tetapi istilah dan konteks 
waktu itu lebih pada kelompok bidah. Karena pada dasarnya, 
pemahaman keagamaan (khususnya kajian tentang bidah) dan 
identitas NU sebagai “lokal Islam' itulah yang menjadi dasar pendirian 
PBNU pada tahun 1926 lalu. Paham keagamaan yang komprehensif 
inipun harus dilihat dalam ukuran menurut standar NU, bahwa Islam 
yang baik adalah yang membawa kemashlahatan bagi sesama dan 
tidak radikal (melakukan tindak kekerasan atas nama agama hingga 
pada upaya-upaya menggulingkan pemerintahan yang sah meskipun 
atas nama Islam). Wacana ini dapat dilihat sebagai bentuk dan upaya 
NU untuk membentengi kepentingannya karena mungkin tradisi- 
tradisi NU tidak akan lestari jika Indonesia berubah bentuk menjadi 
negara Islam ala Wahabi, HTI, dan lain-lain. 


Isu radikalisme ini juga kerap disinggung oleh para tokoh NU, 
salah satunya adalah mendiang K.H. Hasyim Muzadi (Ketua Umum 
PBNU 1998-2010). Dalam cuplikan ceramahnya yang diunggah pada 
kanal YouTube, Aswaja Channel, 9 Juni 2018, mendiang K.H. 
Hasyim Muzadi menyatakan kekhawatirannya, yang secara tidak 
langsung juga mencerminkan pandangannya terhadap perkembangan 
kelompok Islam radikal di Indonesia. 


"setelah Reformasi 1998 semua aliran keagamaan masuk ke Indonesia. 
Dulu hanya ada NU dan Muhammadiyah. Selisih sedikit tidak apa-apa. 
Dulu kita tidak dengar Salafi, Syiah, dan Wahabi. Sekarang gencar 
masuk. Dulu tidak ada Ikhwanul Muslimin, sekarang mereka masuk. 
Sementara kita (NU) terkena (penyakit) materialisme. Mereka yang masuk 
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tadi dalam keadaan militan. Kira-kira NU yang besar tapi pasif, hanya 
onggokan jumlah dan sama sekali lalai terhadap perjuangan berhadapan 
dengan orang-orang yang militan, maka bisa dihitung NU akan kalah. 
Buktinya tidak ada orang Hizbut Tahrir yang masuk NU, tapi orang NU 
yang masuk Hizbut Tahrir. Hal itu membuktikan bahwa jumlah tidak 
dapat bersaing dengan militansi. Dahulu NU punya militansi tapi 
sekarang lumer..." 


Kelompok-kelompok Islam yang dimaksud tersebut, beberapa 
di antaranya sebenarnya telah sejak lama eksis di Indonesia, namun 
setelah era keterbukaan di masa Reformasi, nama-nama yang 
dimaksud lebih diketahui oleh orang awam sekalipun. Sehingga NU 
sebagai kelompok Islam mayoritas merasa resah dengan semakin 
eksisnya gerakan mereka karena kelompok-kelompok Islam tersebut 
juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Nahdliyin. Salah 
satu yang bisa dijadikan alasan pindahnya orang-orang NU itu adalah 
karena anggapan bahwa tradisi keagamaan yang dijalani NU adalah 
bidah oleh mereka. Padahal dalam pemahaman NU seperti yang 
dikemukakan oleh K.H. Said Agil Siradj bahwa apapun ilmu yang 
sekarang diajarkan pada umat Islam pada dasarnya adalah bidah, 
apalagi diajarkan setelah generasi Tabi'ut Tabi'in (generasi setelah 
Tabi'in (generasi ketiga Islam yang hidup setelah masa Rasullullah 
SAW dan Sahabat)) (NU Channel, 2019). 


Sedangkan keterkaitan antara demokrasi, nasionalisme, dan 
radikalisme Islam, dapat ditinjau dari pernyataan K.H. Marzugi 
Mustamar, pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Malang, 
Jawa Timur dan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur (2018-2023). 
Dalam hasil diskusinya dengan Mahfud M.D. yang terbit di majalah 
Gatra, 26 Desember 2003, K.H. Marzugi Mustamar menjelaskan 
bahwa terdapat tiga model negara Islam ideal yang yang dicita-citakan 
oleh kelompok Islam itu, yakni: 


"Pertama, bentuk khilafah seperti Khulafa' al-Rasyidien atau seperti 
dinasti Turki Ustsmany (Ottoman) seperti yang diidealkan oleh HTI. 
Kedua, negara seperti yang diidealkan oleh pengikut kaum Wahabi yang 
menginginkan negara Islam seperti Saudi Arabia sekarang. Ketiga, negara 
seperti yang diinginkan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia) yang 
menginginkan negara Islam seperti yang dianut di Iran.” 
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Pernyataan K.H. Marzugi Mustamar itu secara tersirat 
merepresentasikan pandangan NU bahwa kelompok-kelompok Islam 
radikal itu tidak hanya masuk dalam kategori bidah, namun juga anti 
demokrasi dan anti nasionalisme serta kebhinekaan dengan berusaha 
memaksakan kehendak agar Indonesia menjadi negara Islam. 
Meskipun demikian, tidak semua yang masuk sebagai bidah dalam 
pandangan NU itu selalu punya agenda politik yang ingin mendirikan 
negara Islam. 


Dari sini, beberapa rumusan pandangan NU terkait radikalisme 
Islam, baik yang berasal dari dokumen formal maupun pernyataan dari 
beberapa tokohnya, bisa diartikan bahwa NU tidak hanya berusaha 
membangun citra sebagai penjaga umat Islam dan masyarakat 
Indonesia dari ancaman sepak terjang kelompok-kelompok Islam 
radikal, namun juga hal itu secara tidak langsung juga membangun 
wacana jika tidak ada NU sebagai penyeimbang, maka bukan tidak 
mungkin di Indonesia akan terjadi konflik antar umat seperti di Timur 
Tengah. Atau dengan kata lain NU yang mayoritas adalah salah satu 
pihak yang mampu menyelamatkan bangsa dari ancaman radikalisme 
agama, khususnya Islam. 
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BAB VI 
WASATHIYAH ISLAM 


A. Islam, Pancasila, dan Demokrasi 


Perdebatan Islam dan Pancasila selalu muncul dalam perjalanan 
waktu bangsa Indonesia dengan kisah yang berbeda-beda. Perjalanan 
zaman rupanya tidak membuat pergolakan itu menjadi usang. 
Gerakan Darul Islam (Negara Islam) atau dikenal dengan DI/TII 
pimpinan Sukarmadji Maridjan Kartosuwiryo menjadi pemberonta- 
kan pertama dari kelompok Islam anti-mainstream sepanjang sejarah 
Indonesia setelah kemerdekaan. Idenya tentang pendirian negara 
Islam banyak diilhami oleh pemikiran H.O.S Tjokroaminoto yang 
merupakan pendukung kuat negara Islam dan tampaknya kekuatan 
keyakinannya memainkan peranan yang signifikan dalam perumusan 
pendirian negara Islam yang kemudian mengilhami cita-cita 
Kartosuwiryo bersama pengikutnya. Gerakan DI/TII pada mulanya 
berbasis di Jawa Barat, yang mayoritas beragama Islam, kemudian 
dengan cepat memperoleh simpati di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi 
Selatan, dan Kalimantan Selatan. Di bawah bendera Islam, mereka 
memproklamirkan diri keluar dari NKRI dan mengakui negara Islam 
bentukan DI/TII 


Awal mulanya, gagasan Kartosuwiryo itu bertujuan untuk me- 
nahan Agresi Militer Belanda tahun 1947, lalu berubah menjadi perang 
suci melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia 
sekaligus ditujukan pada pemerintah Indonesia, yang menurutnya 
terlalu lunak dalam mengatasi situasi saat itu (Adryamarthanino dan 
Naillufar, 2021). Sebagai bentuk kekecewaannya, maka pada tanggal 
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25 Agustus 1948, Kartosuwiyo mengumumkan berdirinya Negara 
Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat. Tetapi menurut sumber lain, 
gerakan yang digagas Kartosuwiryo itu sebenarnya adalah bentuk 
protes terhadap keputusan menghapus tujuh kata Piagam Jakarta yang 
disahkan sebagai sila ke-1 Pancasila (Nubowo, 2015). Kemudian 
penolakan itu berujung pada perjuangan radikal memperjuangkan 
negara Islam. Sedangkan faksi Islam lain yang tidak setuju atas 
rumusan sila 1 itu, menuntut penetapan syariat Islam di Indonesia. 
Melalui sepak terjangnya, tidaklah mengherankan, jika dari sudut 
pandang historis, gerakannya kerap menjadi inspirasi perlawanan 
kelompok Islam marginal. Para pengagumnya menisbahkannya 
sebagai pahlawan, tetapi di sisi lain, ia dianggap sebagai pemberontak 
bagi yang tidak setuju dengan perjuangannya. 


Walaupun Divisi Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo 
hidup-hidup dan melumpuhkan basis gerakan DI/TII melalui Operasi 
Pagar Betis dan Operasi Brata Yudha, namun sejarah tetap berulang 
dengan bermunculannya gerakan-gerakan baru yang hendak meng- 
ganti ideologi Pancasila atau jikapun konteksnya bukanlah gerakan 
yang terbuka, kelompok-kelompok dengan pemikiran yang dianggap 
ekstrem itu menyebut Pancasila adalah thagut dan mengandung 
kemusyrikan. 


Sejak pra dan awal kemerdekaan, memang pergulatan di 
antara organisasi untuk menjadikan ideologi yang diusungnya menjadi 
dasar negara selalu mengemuka, dari ekstrem kiri tentang ide komunis 
hingga kanan yang memperjuangkan agama sebagai ideologi. Tentang 
Islam politik, dalam telaah historis, nama Partai Masyumi (Majelis 
Syuro Muslimin Indonesia) adalah yang paling masyur sebagai simbol 
perjuangan politik Islam. Tetapi sayangnya, partai yang dibentuk 
tahun 1943 itu dilarang oleh pemerintahan Soekarno pada tahun 1960 
dengan dalih pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI/ 
Permesta (Begitu pula ketika Soeharto berkuasa, tetap menolak untuk 
merehabilitasi partai itu. 


Setelah penolakan itu, tokoh-tokoh eks-Masyumi banyak ter- 
gabung dalam lembaga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) 
dan menggunakannya untuk menyebarkan paham-paham pemikiran 
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radikal Islam. Hal itu tercermin dalam tulisan Mohammad Natsir, 
ketua DDII, sekaligus tokoh terkemuka eks-Masyumi yang menerbit- 
kan majalah yang tema-temanya menjurus pada anti kejawen, Amerika, 
dan Yahudi (Liddle dalam Woodward, 1996). Selain itu, DDII 
berkerja sama dengan Rabithah Alam Islami aktif dalam mengirimkan 
mahasiswa-mahasiswa Muslim Indonesia untuk studi di universitas- 
universitas di Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, 
yang secara otomatis alumninya akan mengimpor ide-ide Islam radikal 
ke Indonesia (Feillard dan Madinier, 1999 dalam Nubowo, 2015). 
Maka, sangat mungkin, berkembangnya paham radikal di awal tahun 
1980-an seperti khilafah Islam (HTI), Wahabisme, dan Ikhwanul 
Muslimin ada hubungannya dengan kedatangan dari mahasiswa- 
mahasiwa yang telah menyelesaikan studi dari kawasan-kawasan 
Timur Tengah itu. Namun, dari catatan K.H. Hasyim Asy'ari, Wahabi 
telah ada sejak pra kemerdekaan, tetapi mungkin eksistensinya tidak 
seperti saat ini. Sebab di era Soeharto, mereka menyebarkan paham- 
paham tersebut dan proses kaderisasi secara sembunyi-sembunyi di 
pondok-pondok pesantren dan melalui jaringan keluarga yang tidak 
terawasi oleh pemerintah. 


Pada awal tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru memperlakukan 
kebijakan asas tunggal Pancasila bagi seluruh organisasi massa tanpa 
terkecuali. Tujuannya selain dapat membendung berkembangnya 
ideologi lain selain Pancasila yang dapat menggoyahkan stabilitas 
negara sekaligus status guo, kebijakan tersebut sangat efektif untuk 
mengontrol Islam politik. Orde Baru rupanya banyak belajar dari 
sejarah, dimana gerakan Islam radikal seperti DI/TII tidak mudah 
untuk dilumpuhkan, begitu pula dengan jalur perjuangan Islam politik 
melalui partai seperti Masyumi. 


Kebijakan itu pun dengan cepat menjadi isu yang kontroversial di 
kalangan organisasi massa Islam karena tentunya mereka harus 
menghilangkan asas Islam dari anggaran dasar organisasi, yang 
otomatis juga berdampak pada sifat dan tujuan gerakan. Situasi ini 
harus dilihat dari sudut pandang rezim Soeharto pada masa itu, yang 
juga menyematkan cap radikal pada organisasi Islam yang dikenal 
moderat saat ini-setelah Reformasi 1998, seperti Muhammadiyah dan 
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NU yang cukup vokal menyuarakan pendapatnya jika kebijakan 
pemerintah merugikan masyarakat, khususnya umat Islam. Sebab saat 
itu mengkritik kebijakan pemerintah adalah tabu dan dianggap 
melawan Orde Baru. 


Sebagai contoh, suatu hari, K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus 
Dur yang ketika itu menjabat ketua PBNU pada tahun 1984, termasuk 
tokoh dari barisan ulama yang kerap mengkritik kebijakan 
pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam sebuah wawancaranya 
dengan Adam Schwarz, wartawan majalah Far Eastern Economic 
Review yang berpusat di Hongkong itu, Gus Dur mengatakan “That is 
the Stupidity of Soeharto that he did no follow my advice” (Itulah kebodohan 
Soeharto yang tidak mengikuti nasehat saya) (Taufik, 2013). Kata-kata 
itu kemudian ia masukkan dalam bukunya berjudul A Nation in 
Waiting: Indonesia in The 1900 dan memicu kontroversi. Di samping itu, 
ketidaksukaan rezim Soeharto terhadap pemimpin PBNU itu juga 
dipicu karena Gus Dur mendukung aktivis yang menentang 
pemerintah. 


Pemberlakuan politik asas tunggal memang merupakan strategi 
pemerintah Orde Baru untuk menghilangkan karakter yang melekat 
pada semua organisasi, baik keagamaan, etnisititas, dan sebagainya 
dengan hanya membolehkan satu azas tunggal yaitu Pancasila. Sejak 
awal langkah-langkah pemerintah itu terus mendapatkan respon 
negatif dari semua kelompok agama, tetapi pada akhirnya melalui 
pidato kenegaraan Presiden Soeharto di Sidang Paripurna DPR RI 
pada tanggal 16 Agustus 1982, asas tunggal itu segera mendapatkan 
respon dan legitimasi lewar Sidang Umum Magelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) pada tahun 1983 (Humaidi, 2010). Dengan demikian, 
semua organisasi di Indonesia secara bertahap mendeklarasikan diri 
untuk memberlakukan asas tunggal itu, yang tentunya telah 
mengalami pergolakan internal. 


Memasuki Orde Reformasi-periode yang membedakannya 
dengan dua rezim sebelumnya, narasi tentang ide negara Islam itu 
belum juga berakhir dari kelompok-kelompok anti-mainstream, yang 
justru semakin berani menunjukkan eksistensinya setelah rezim 
Soeharto berakhir, seperti HTI yang mengagas sistem kekhalifahan 
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Islam. Hizbut Tahrir atau Partai Pembebasan didirikan di Yerussalem 
tahun 1953 dan cabangnya hadir di Indonesia sejak tahun 1983. Hizbut 
Tahrir mempunyai agenda pan-Islamisme dan merestorasi kembali 
sistem kekhalifahan di dunia. Organisasi ini memang tidak 
menggunakan kekerasan, terlebih lagi banyak pengikutnya merupakan 
kaum intelektual kampus, tetapi organisasi itu menginspirasi dan 
mendukung orang lain menggunakan kekerasan (Pringle, 2010). Meski 
Hizbut Tahrir Indonesia memang telah eksis di Indonesia sejak 1980- 
an, namun gerakannya baru populer setelah Reformasi 1998. Partai 
lintas negara non parlemen ini memanfaatkan euforia kebebasan 
demokrasi setelah lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 5 Mei 
1998, yang sebelumnya menjalankan pemerintahan represif dengan 
memaksimalkan peranan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia), khususnya TNI AD (Tentara Nasional Angkatan Darat). 
Kelompok anti-mainstream lain yang juga menjadi sorotan seiring 
dengan berjalannya Orde Reformasi di Indonesia adalah Front 
Pembela Islam (FPI). Organisasi pimpinan Habieb Rizieg Shihab ini 
resmi berdiri pada tahun 1998 yang juga menginginkan penegakan 
syariat Islam di Indonesia. Selain HTI dan FPI, gerakan-gerakan Islam 
yang dicap radikal lainnya juga semakin eksis setelah bergantinya 
rezim, seperti Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Ikhwanul 
Muslimin, dan lain-lain. 


Di masa pemerintah di era Presiden Susilo Bambang 
Yudohoyono (2004-2014), kebijakan khusus penerapan syariat Islam 
diselenggarakan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, namun mereka 
yang menginginkan perubahan mendasar pada landasan hukum 
negara itu berharap agar syariat Islam dapat diimplementasikan di 
seluruh Indonesia. Padahal, meskipun Islam adalah agama mayoritas, 
tetapi ini tidak berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Jika di Bali, 
Hindu menjadi agama mayoritas, maka di bagian timur nusantara, 
sebagian besar penduduknya adalah penganut Kristen dan Katolik. 


Bersamaan dengan implementasi demokrasi di Indonesia di era 
liberalisasi politik, rupanya era keterbukaan juga menjadi momentum 
kebebasan bagi kelompok-kelompok Islam anti-mainstream untuk 
semakin menunjukkan eksistensinya, baik mereka, kelompok- 
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kelompok anti-mainstream yang sempat tercatat secara administratif di 
badan pencatatan negara, maupun kelompok-kelompok ilegal, yang 
tindakan naturalnya bahkan lebih ekstrem dan seringkali terlibat pada 
aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan Islam. Walau dari segi 
jumlah mereka sangat sedikit, tapi aksi-aksi terorisme yang marak di 
sejumlah wilayah Indonesia sempat memicu kekhawatiran di tingkat 
domestik, bahkan global. 


Sederet aksi terorisme yang tak terlupakan adalah Bom Bali I 
tahun 2001 lalu, yang kemudian menghadirkan sejumlah nama 
pelakunya, seperti Amrozi, Imam Samudra, Dr. Azhari, Dulmatin, 
dan lain-lain. Implikasi dari aksi Bom Bali I itu telah memicu serangan- 
serangan terorisme selanjutnya dan menunjukkan eksistensi kelompok- 
kelompok lain yang tidak terafiliasi dengan Jl pada tahun-tahun 
berikutnya. Di samping itu, berkembangnya teknologi informasi juga 
turut memperluas penyebaran doktrin serta jangkauan perekrutan 
anggota melalui jaringan media sosial dan Internet. Maka, peningkatan 
aksi, baik kuantitas maupun cara-caranya juga dipengaruhi oleh aksi- 
aksi terorisme global dengan jaringan yang lebih terorganisir. Sebagai 
contoh ISIS yang berpusat di Baghdad dengan cepat memperluas 
pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Jika 
diperhatikan, tujuan dari gerakan-gerakan ekstrem ini sama, yaitu 
mendirikan negara Islam sesuai dengan versi mereka sendiri. 


Tujuan gerakan Islam radikal, baik secara pemikiran maupun 
tindakan itu tidak lain adalah merealisasikan negara syariat. Jika pada 
masa Orde Baru, kelompok-kelompok tersebut menjadikan Islam 
sebagai ideologi perjuangan dan cita-cita politik, maka periode pos 
Soeharto ditandai dengan revivalisme Islam politik, baik dalam bentuk 
gerakan sosial keagamaan (Nubowo, 2015), dan kelompok-kelompok 
Islam yang lebih ekstrem. Indikasi kebangkitan Islam politik ini juga 
dapat dilihat dari terbentuknya partai-partai Islam pada pemilu 
pertama setelah Reformasi tahun 1999. Partai-partai Islam baru, 
terutama Partai Keadilan (PK) dan PBB memperjuangkan penerapan 
syariat Islam melalui jalur parlemen (Maarif, 2010). 


Bila menarik sejarah ke belakang, pada masa awal kemerdekaan, 
memang sempat terjadi perbedaan pandangan mengenai dihapus atau 
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tidaknya tujuh kata pada sila pertama pada rapat PPKI, namun pada 
akhirnya diperoleh konsesus bersama untuk menghapus tujuh kata 
tersebut. Para pemimpin Islam itu sepakat menetapkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa sebagai dasar sila pertama sebagai sikap bahwa Islam 
menerima bentuk negara bangsa, bukan negara Islam. Jika mencermati 
hal ini, Pancasila merupakan kesepakatan yang dikukuhkan menjadi 
dasar negara. 


Dasar keputusan bersama tersebut merujuk pada nilai-nilai 
ketuhanan sebagai representasi semua agama, bukan satu agama, 
sekaligus menyelamatkan Indonesia dari sekulerisme (Ali, 2019). Oleh 
karena itu, maka dasar inilah yang menjadikan Indonesia bukan 
negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler karena berlandaskan 
nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, sebenarnya perdebatan 
tentang dasar negara bangsa Indonesia sudah final. Tetapi dari sisi 
perundang-undangan perlindungan terhadap ideologi Pancasila 
terbilang minim. Apalagi setelah TAP MPR No. IV/MPR/1983 
tentang Referendum dicabut, padahal di dalamnya terkandung 
larangan untuk mengubah Pembukaan UUD 1945. 


Mengutip tulisan As'ad Said Ali (2019), pengamanan 
konstitusional yang ada saat ini sangat minim dan rentang untuk 
melindungi Pancasila, terlebih lagi setelah pemerintah mencabut TAP 
MPR No. IV/MPR/ 1983 tentang Referendum, yang juga mengandung isi 
larangan untuk merubah Pembukaan UUD 1945. Pengamanan 
konstitusional yang tersedia hanya merujuk pada dua hal: pertama, 
kesepakatan fraksi-fraksi MPR tahun 1999, sebagai berikut: “1) Sepakat 
tidak mengubah Pembukaan UUD 1945: 2) Sepakat mempertahankan bentuk 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3) Sepakat mempertahankan sistem 
presidensiily 4) Sepakat memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam 
Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945: 5) Sepakat 
menempuh cara addendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 
1945.” 


Kedua, menurut Ali, tidak dicabutnya TAP MPRS No. 
XXV/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, telah 
melindung Pancasila dari aktivitas penyebaran paham-paham 
komunisme, marxisme, dan leninisme. Tetapi, tidak terlindungi oleh 
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ideologi-ideologi lain non-komunisme, seperti paham-paham radikal 
atas nama agama, etnisitas, rasisme, dan lain-lain. Di samping itu, 
memasuki era Reformasi, pencabutan UU No. 11/PNPS/1963 
tentang kegiatan subversi diganti dengan UU No.27/1999 tentang 
perubahan KUHP dengan menambah enam delik baru, yang cakupan 
ideologinya hanya terbatas pada isu komunisme. Padahal ancaman 
NKRI bukan hanya komunisme, tetapi juga penyebaran ideologi lain 
yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara. Terlebih lagi 
kini, perkembangan teknologi informasi yang pesat, berkontribusi pada 
penyebaran-penyebaran paham tersebut secara online dan dapat 
menjangkau masyarakat secara luas. Meskipun saat ini telah ada UU 
ITE, yang juga mengandung pasal ujaran kebencian, tetapi dalam 
beberapa kasus, undang-undang ini juga memicu kontroversi karena 
dianggap mencederai kebebasan publik dalam beropini dan bereks- 
presi. Namun, jika ujaran kebencian itu mengancam disintegrasi 
bangsa, sangatlah wajar jika pemerintah harus menindak tegas tanpa 
tebang pilih. 


Persoalan mempertahankan Pancasila harus dicermati bukan 
hanya pada ideologi semata, tetapi lebih dari itu, masa depan Pancasila 
juga berkaitan dengan national security atau keamanan negara. Sehingga 
undang-undang juga harus mencakup relasi dari hal-hal yang dianggap 
bertentangan dengan ideologi negara dan memiliki kejelasan batasan 
pelanggaran yang dimaksud secara jelas. Sebagai contoh pelarangan 
untuk menghina kelompok agama dan etnis tertentu, penghasutan 
kepada publik dengan menggunakan berita-berita bohong, dan lain 
sebagainya. 


Setelah Reformasi, memang Indonesia telah menuju jalan 
demokrasi, yang bertolak belakang dengan masa rezim Soeharto yang 
represif. Tetapi, kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka 
publik tanpa tanggung jawab dapat menimbulkan kegaduhan karena 
hanya didorong oleh pemaksaan ide dan pendapat, namun di satu sisi 
minim solusi. Sementara itu, isu-isu agama yang sensitif juga seringkali 
ditunggangi kepentingan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik para 
elit politik partai oposisi, mantan pejabat, kelompok-kelompok agama 
yang menginginkan perubahan mendasar pada ideologi negara, dan 
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lain-lain. Isu-isu itu memang tidak secara langsung mengancam 
ideologi negara, tetapi jika hal itu dapat menjadi bumerang bagi 
persatuan dan kesatuan sebab menimbulkan pro-kontra di masyarakat. 
Apalagi lagi hal itu juga didukung oleh literasi tingkat baca yang 
rendah, sementara itu media sosial telah mengambil alih sumber 
informasi di masyarakat karena serba cepat, di mana saja, kapan saja, 
selama terhubung dengan Internet, dan tentu saja sangat praktis. 


Tantangan ke depan, isu-isu nasional, bukanlah dari luar, tetapi 
justru dari tingkat domestik, yaitu bagaimana mempertahankan 
kebinekaan, tenggang rasa, toleransi, dan, saling menghormati kebe- 
ragaman, yang semuanya terkandung dalam Pancasila di tengah arus 
polarisasi perkembangan ideologi-ideologi lain, terutama berkaitan 
dengan keagamaan yang sifatnya ekstrem dan perkembangan 
teknologi informasi. Tentu tidak mudah untuk mempertahankan 
persatuan dan kesatuan, sehingga dibutuhkan kerjasama dan peran 
serta pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat, terutama 
mereka yang memegang peran sentral karena memiliki pengaruh 
dalam masyarakat, yaitu para ulama. Permasalahan yang sering timbul 
kini, bukan pada ajaran agamanya secara universal, tetapi merujuk 
pada ajaran ulama yang mana sebagai rujukan karena salah memilih 
belajar keagamaan dapat berimbas pada tidak bijaknya masyarakat 
dalam mencerna doktrin-doktrin keagamaan dan dalam membaca 
fenomena Islam politik. Dengan kata lain, simplistik belajar agama 
yang sekarang hadir di dunia maya dapat mengarah pada kesesatan 
dan radikal, yang imbasnya tidak pada pemikiran saja, tetapi tindakan 
radikal, yang ujungnya mengancam nilai-nilai yang terkandung dalam 
butir-butir Pancasila yang sebenarnya juga merupakan cerminan dari 
ajaran agama. 


B. Muhammadiyah Dalam Citra Islam Modernis 
1. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Demokrasi 


Ketika banyak pihak yang bungkam dan tak berani mengkritik 
kebijakan Presiden Soeharto dan rezim militernya, sekitar tahun 1993, 
Amien Rais yang ketika itu belum menjabat Ketua UmumraisPP 
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Muhammadiyah sudah tampil vokal menyuarakan demokrasi dan 
berulang kali mengajukan suksesi agar Jenderal Soeharto mundur dari 
jabatannya (Muzayyin dan Saputra, 2018). Kemudian, saat krisis 
moneter 1998 berimbas pada demonstrasi mahasiswa yang masif, 
Amien Rais melihat hal itu sebagai jalan untuk mempercepat agenda 
Reformasi. Terwujudnya agenda Reformasi 1998, menyebabkan 
Amien Rais menjadi sangat populer tidak karena ia seorang 
Muhammadiyah, tetapi lebih karena sebagai seorang politisi. Maka, 
ketokohannya yang merupakan representatif dari Muhammadiyah 
menyebabkan spekulasi bahwa ormas Islam itu akan kembali berpolitik 
praktis. Sekalipun ia telah mengundurkan diri dari Ketua Umum PP 
Muhammdiyah dan memilih menjadi Ketua PAN, namun saat itu 
nuansa politis terlanjur melekat terhadap Muhammadiyah. 


Tetapi, setidaknya anggapan itu memudar, ketika 
Muhammadiyah mencetuskan Khitah Muhammadiyah dalam 
Berbangsa dan Bernegara atau dikenal dengan Khitah Denpasar tahun 
2002 sebagai keputusan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah yang 
diselenggarakan tanggal 24-27 Januari 2002 di Denpasar, Bali. Khitah 
Denpasar bisa saja merupakan reaksi dan respon Muhammadiyah 
guna meminimalkan isu bahwa ormas Islam tersebut akan kembali 
berpolitik praktis sekaligus sebagai langkah strategis Muhammadiyah 
untuk meluruskan sikap setelah Reformasi 1998, termasuk komitmen 
Muhammadiyah terhadap demokrasi. 


Jauh sebelum peristiwa 1998, Muhammadiyah sudah 
memasukkan demokrasi sebagai bagian dari muamalat duniawiyah. 
Konteks ini dapat dilihat dari pemahaman generasi pertama 
Muhammadiyah yang berpandangan bahwa Islam menyangkut 
seluruh aspek kehidupan meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan 
muamalat duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan 
harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. 
Keempat aspek tersebut dikelompokkan menjadi dua: pertama, yang 
tidak dapat diubah dan tidak akan berubah, kedua, yang dapat diubah. 
Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, dan akhlak adalah wilayah 
yang tidak bisa berubah dan tidak dapat diubah dalam konteks nilai 
etis, meskipun terjadi perubahan ruang dan waktu. Tetapi berkaitan 
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dengan ibadah, tata cara atau simboliknya mengalami perubahan, 
bahkan sering menjadi perdebatan di antara aliran Islam. Baik ibadah 
dan muamalat, keduanya merupakan bagian dari syariat Islam, yaitu 
“sistem norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, 
dengan sesama manusia dan alam semesta” (Wiharto, n.d.). 


Demokrasi, sama halnya seperti kegiatan politik, perdagangan, 
perekonomian, pelayanan publik, dan lain-lain adalah muamalat 
duniawiyah yang berhubungan dengan isu-isu sosial, oleh karenanya ia 
dapat berubah maupun diubah (Jainuri, 2002). Di samping itu, secara 
formal, Muhammadiyah telah menetapkan akidah, akhlak, ibadah, 
dan muamalat duniawiyah dalam Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup 
Muhammadiyah, Keputusan Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Berpijak 
dari latar belakang itu, maka Muhammadiyah menunjukkan bahwa 
ide mengenai demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. 


Dalam perkembangannya, baik secara baik secara implisit 
maupun eksplisit, rumusan demokrasi juga dapat ditemukan dalam 
keputusan-keputusan resmi gerakan seperti Keputusan Muktamar ke- 
44 pada tanggal 8-11 Juli 2000 dalam Pedoman Kehidupan Islami Warga 
Muhammadiyah, yang terdapat pada bagian ketiga tentang Kehidupan 
Pribadi dalam muamalat duniawiyah, pada poin ke-4, yang salah satu 
poinnya meliputi kesadaran “warga Muhammadiyah sebagai abdi (O.S. 
Al-Bagarah) dan khalifah di muka bumi (O.S. Al-Bagarah:30), sehingga 
memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara akrif dan positif (O.S. 
Shad:27) serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan (O.S. Al- 
Oashash:77) dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlag 
karimah” (H.R.Bukhari-Muslim). 


Pandangan Muhammadiyah terhadap demokrasi juga dikemuka- 
kan pada poin Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara, yang beberapa 
butirnya berkaitan erat dengan prinsip politik organisasi dalam 
berdemokrasi, seperti pada kutipan butir ke-1, yakni: "bahwa 
Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam 
kehidupan politik...berlandaskan prinsip etika/akhlag Islam yang bertujuan 
untuk membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” Sedangkan 
pada butir ke-2, penjabaran tentang prinsip politik itu lebih spesifik dan 
merujuk pada beberapa surat dalam Al-Our'an, yakni: 
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“Beberapa pinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur- 
Jujurnya dan sesungguh-sungguhnya yaitu menunaikan amanat (O.S. An- 
Nisa:52): tidak boleh mengkhianati amanat (O.S. Al-Anfal: 27): 
menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran (O.S. An-Nisa: 58): 
ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul 
(O.S. An-Nisa: 59 dan O.S. Al-Hasyr: 7), mengemban risalah Islam (O.S. 
Al-Anbiya: 107), menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak 
orang untuk beriman kepada Allah (O.S. Ali Imran: 104, 110): 
mempedomani Al-Ouran dan Sunmah (mementingkan kesatuan dan 
persaudaraan umat manusia (O.S. Al-Hujarat: 13): menghormati 
kebebasan orang lain (O.S. Al-Balad: 13): menjauhi fitnah dan kerusakan 
(O.S. Al-Hasyr.9), menghormati hak hidup orang lain (O.S. Al- 
An'am:251)) tidak berkhianat dan melakukan kezaliman (O.S. Al-Furgan: 
19 dan O.S. Al-Anfal: 27), tidak mengambil hak orang lain (O.S. Al- 
Maidah: 38): berlomba dalam kebaikan (O.S.Al-Bagarah: 148): 
bekerjasama dalam kebaikan dan ketagwaan serta tidak bekerjasama 
(konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan (O.S. Al-Maidah: 2): 
memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga (O.S. An-Nisa, 
ayat 57-38), memelihara keselamatan umum (O.S. At-Taubah: 128), hidup 
berdampingan dengan baik dan damai (O.S. Al-Mumtahanah: 8), tidak 
melakukan fasad dan kemunkaran (O.S. Al- Oashash: 77 dan O.S. Ali 
Imran: 104) mementingkan ukhuwah Islamiyah (O.S. Ali. Imran: 103), 
dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan ishlah.” 


Masih dalam konteks muamalat duniawiyah, Muhammadiyah 
memandang bahwa demokrasi bukanlah urusan duniawi semata, 
tetapi juga merupakan sistem politik yang masuk dalam wilayah 
hubungan antara manusia dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. 
Sehingga, demokrasi dalam pandangan Muhammadiyah tidak hanya 
urusan yang melibatkan antara sesama manusia, tetapi juga antara 
manusia dengan Penciptanya karena berdampak pada urusan ibadah, 
akidah, dan ahklak yang berdimensi transenden. 


Abdul Mu'ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah (2015-2020) 
dalam wawancaranya kepada AhlulbaitIndonesia (ABI Press) pada 
tanggal 28 Februari 2014, menegaskan bahwa Muhammadiyah 
memahami demokrasi sebagai sistem politik merupakan rumusan 
agama dalam kategori muamalat duniawiyah, yang berpedoman 
kepada tuntunan Rasulullah yang mengatakan bahwa “Kamu lebih 
memahami dalam urusan dunia itu.” Penjabaran mengenai hal ini 
terdapat dalam Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 
Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah, tahun 2000 di Jakarta 
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(tidak dipublikasikan), yaitu: “kamu lebih mengerti urusan duniamu ialah 
segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara- 
perkara/pekerjaan-pekerjaan/urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya 
kepada kebijaksanaan manusia).” 


Dalam wawancara itu, Abdul Mu'ti mengemukakan bahwa 
perkataan Rasulullah SAW. tersebut mengandung ushul fikih yang 
membolehkan berdemokrasi, maka sejalan dengan prinsip muamalat 
duniawiyah, Muhammadiyah terikat dan mengikatkan diri dengan 
masyarakat di mana pun mereka berada (Malik dan Yudhi, 2014). 
Petikkan wawancara dengan ABI Press tersebut adalah sebagai 
berikut: 


“Prinsip muamalat duniawiyah itu berarti Muhammadiyah mempunyai 
kontrak sosial dengan masyarakat yang bertujuan untuk membangun 
hubungan tak terpisahkan dengan masyarakat, sebab dalam pandangan 
Muhammadiyah, muamalat “duniawiyah adalah ikhtiar untuk 
membangun kemaslahatan dan membangun kemajuan bersama yang 
bervijak pada tuntunan dasar agama yaitu Al-Ouran dan As- 
Sunnah...Muhammadiyah menganggap demokrasi merupakan suatu 
bentuk sistem politik yang dijalankan sesuai asas permusyawaratan 
sehingga demokrasi bukanlah sistem yang bertentangan dengan ajaran 
Islam karena Islam di masa lalu juga mengajarkan musyawarah dalam 
menentukan pemimpin.” 


Pandangan bahwa demokrasi adalah bagian dari muamalat 
duniawiyah juga dikemukakan oleh Haedar Nashir, Ketua Umum PP 
Muhammadiyah (2015-sekarang), saat menyampaikan pengajian 
refleksi akhir tahun 2018 di Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta yang 
dipublikasikan dalam Majalah Suara Muhammadiyah versi digital 
tanggal 1 Januari 2019. Menurutnya, bahwasannya demokrasi dan 
prakteknya di lapangan seperti pemilu, pilpres, pemilihan legislatif 
(pileg), dan sebagainya adalah urusan muamalat duniawiyah. Haedar 
Nashir secara spesifik mengaitkan demokrasi dengan aktivitis politik 
yang diperbolehkan dan diamalkan dalam Islam sebab menurutnya hal 
itu tidak diatur secara detail di dalam nash. Ia juga mengemukakan 
bahwa politik dibutuhkan dalam mengatur urusan dan mendistribusi- 
kan keadilan, namun yang tak kalah penting adalah bagaimana umat 
Islam harus berlandaskan akhlak mulia dan spirit Islam sebagai 
pembeda dengan kaum sekuler dalam berpolitik. 
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Faktanya, musyawarah mufakat semakin jarang dilakukan dalam 
memilih pemimpin di Indonesia, melainkan sistem voting, misalnya 
saja dalam pileg, pilkada, hingga pilpres. Kondisi ini memang memicu 
perdebatan karena dianggap tidak mencerminkan demokrasi Pancasila, 
dan lebih mengarah pada demokrasi liberal (Muntoha dan Darmoko, 
2017). Namun, di satu sisi ada kekhawatiran jika dikembalikan pada 
sistem lama seperti di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang 
menggunakan musyawarah mufakat, maka dapat dimanfaatkan untuk 
melanggengkan kekuasaan dan berdampak pada suburnya nepotisme, 
kolusi, dan korupsi. 


Muhammadiyah sebagai organisasi Islam berusaha semaksimal 
mungkin untuk menghindari voting dan memilih musyawarah dalam 
memilih pemimpin. Tetapi bila tidak memungkinkan dan tidak 
memperoleh kesepakatan, voting yang akan menjadi jalan keluar. 
Sejak lama Muhammadiyah memang telah menerapkan kedua sistem 
tersebut pada mekanisme pemilihan ketua umum PP Muhammadiyah, 
yang pelaksanaannya dimulai dari pemilihan secara voting oleh peserta 
pemegang hak suara pada muktamar, kemudian setelah muncul nama 
kandidat yang masuk bursa perolehan tertinggi atau disebut formatur, 
maka para formatur yang berjumlah 13 orang ini ini kemudian ber- 
musyawarah untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi ketua 
umum berikutnya (Suriyanto, 2015). 


Tetapi Hajriyanto Y. Thohari, Ketua PP Muhammadiyah (2015- 
2020) dan Wakil Ketua MPR RI (2009-2014), justru memberikan 
pandangan berbeda mengenai perdebatan apakah musyawarah dapat 
dikategorikan sebagai demokrasi. Ia memberikan beberapa argumen 
dari doktrin para cendekiawan Muslim baik yang pro dan kontra 
mengenai hal itu. Pada intinya mereka yang kontra mengatakan bahwa 
demokrasi tidak sama dengan syura (musyawarah dalam bahasa Arab), 
sedangkan mereka yang tidak mempersoalkan demokrasi, seperti 
Syaikh Muhammad al-Ghazali (1917-1996), seorang ulama Mesir, 
menyatakan bahwa “Sistem demokrasi atau pemilihan (umum) tidak 
menjadi aib untuk ditiru umat Islam di negeri muslim hanya karena bangsa 
asing telah mendahului mempraktikkannya” (Thohari, 2017). 
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Thohari mengakui ketidaksingkronan antara muyawarah yang 
menjadi ikon demokrasi di Indonesia, antara yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (3). Ia 
mengatakan jika pada Pembukaan UUD 1945 mengutamakan 
musyawarah, maka dalam UUD Pasal 2 Ayat (3) berbunyi “Segala 
putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang 
terbanyak.” Ia berkesimpulan bahwa rumusan tersebut tidak ber- 
tentangan dengan prinsip permusyawaratan dan bahkan tidak 
mengalami perubahan ketika amandemen dilakukan. Jadi, tidaklah 
mengherankan bila hal itu memicu kegelisahan bahwa demokrasi di 
Indonesia mengarah pada demokrasi liberal dan bahkan timbul asumsi 
saat ini Indonesia terlalu demokratis yang terkesan berkonotasi negatif. 
Sebagai solusinya ia mengemukakan gagasannya mengenai demosyu- 
rakrasi, yang mungkin dapat ditafsirkan sebagai gabungan kata demos 
(rakyat), syura (permusyawaratan), dan kratos (pemerintahan) sebagai 
jembatan antara demokrasi dan permusyawaratan. Thohari (2017) me- 
ngemukakan, “ika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau 
sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui 
wakilnya, maka demosyurakrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan rakyat 
di mana proses pengambilan keputusan politik dilakukan oleh rakyat atau 
wakilnya melalui musyawarah.” 


Dengan penjelasan tersebut, Muhammadiyah memandang 
demokrasi tidak hanya menekankan pada akal saja, tetapi juga harus 
dipahami bahwa usaha-usaha duniawi tersebut menyangkut tanggung 
jawab moral terhadap agama karena berkaitan dengan sistem 
keyakinan, sistem pemikiran, dan sistem tindakan. Konstruksi dari 
ketiga sistem itulah yang dibangun oleh Muhammadiyah karena baik 
demokrasi dan nasionalisme menyangkut urusan muamalat 
duniawiyah yang yang juga terhubung dengan Allah SWT. Selain itu, 
pandangan itu menjadi kekhususan Muhammadiyah sekaligus 
merupakan pembeda antara Muhammadiyah dengan ormas Islam 
lainnya dalam memandang demokrasi. 

Rumusan-rumusan Muhammadiyah terhadap demokrasi itu tidak 
lepas dari upaya untuk membangun dasar-dasar demokrasi di luar 
konteks Barat, melainkan lahir dari pemikiran Islam, dalam konteks 
semangat tarjih Muhammadiyah. Sejak didirikan tahun 1927, Majelis 
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Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah, tarjih telah mengalami 
pergeseran makna, yang semula merupakan adopsi dari ushul fikih, 
yaitu melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir 
tampak, saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat 
(goul) fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat, kemudian 
bertransformasi menjadi aktivitas intelektual dalam merespon berbagai 
masalah sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dari sudut pandang 
Islam. 


Konsep demokrasi yang dibangun oleh Muhammadiyah 
merupakan bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang 
bermaksud dan bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi 
agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar- 
benarnya, yang terdapat dalam Pedoman Islami Warga Muhammadiyah 
pada poin Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, butir ke-1. 


Pada konteks Islam yang sebenar-benarnya tersebut tercantum di 
rumusan Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang menurut Djaldan 
(1998) mengalami beberapa kali perubahan redaksional, yaitu pada 
tahun 1946 yang berbunyi, “Maksud dan tujuan Persyarikatan ini akan 
menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat 
mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.” Kemudian diubah 
pada tahun 1959, menjadi, “maksud dan tujuan Persyarikatan ialah 
menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujud 
masyarakat Islam yang sebenar-benarnya,” seperti yang dikemukakan oleh 
Haedar Nashir (2011) dalam artikel Muhammadiyah dan Pembentukan 
Masyarakat Islam, bagian pertama, yaitu Perumusan Konsep dan Tujuan. 


Haedar Nashir juga mengatakan bahwa pada tahun 1985, 
Muhammadiyah mengubah redaksional kembali bersamaan dengan 
pemberlakuan perundangan ormas oleh pemerintah Orde Baru: yaitu 
“Maksud dan tujuan Persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi 
agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang 
diridhai Allah Subhanahu wata ala,” lalu diubah kembali seperti sebelum 
tahun 1985 pada tahun 2000. Meskipun demikian, sebenarnya tujuan 
tersebut tidak tercantum dalam rumusan pertama AD Muhammadiyah 
pada tahun 1912, yaitu bertujuan untuk menyebarluaskan agama Islam 
di Yogyakarta dan memajukan hal agama terhadap anggota- 
anggotanya. 


142 


blog Biky. ums.c.idi 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Sehingga, sebenarnya term Islam berkemajuan yang selama ini 
dipopulerkan kembali pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 di 
Yogyakarta pada tahun 2010 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di 
Makssar pada tahun 2015 bukanlah hal baru, melainkan merevitalisasi 
ide dari tahun 1912. Pada dasarnya, Muhammadiyah memang sejak 
awal telah berkomitmen menjadi gerakan yang progressif melampui 
pemikiran di zamannya saat itu. 


Kembali pada konteks Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hal 
itu sebenarnya juga belum jelas dan masih bersifat abstrak serta 
mengandung multitafsir baik di kalangan Muhammadiyah maupun 
para cendekiawan di luar Muhammadiyah (Rijal Ramdani, 2014). 
Tetapi rumusan tersebut tetap mencerminkan idealisme Muhammadiyah 
sebagai Islam inklusif, bukan eksklusif, walau Muhammadiyah 
menerapkan Islam sebagai pondasi utama dan pusat inspirasi dalam 
setiap gerakannya. Di satu sisi, partisipasi politik yang tertuang dalam 
Pedoman Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah, tidak menjelaskan 
bahwa apakah Muhammadiyah sebagai nama organisasi dapat 
berpolitik praktis sebagai konsekuensi berdemokrasi. Meskipun 
demikian, banyak anggota Muhammadiyah yang terjun dalam politik 
praktis dan menjadi anggota partai. 


Mengenai isu politik praktis yang kerapkali menarik nama 
organisasi Islam itu, maka Muhammadiyah perlu kembali menegaskan 
identitasnya sebagai gerakan yang bersikap netral terhadap kekuatan 
politik manapun (Al-Barbasy, 2014). Situasi itu menyebabkan 
Muhammadiyah dinilai ambigu dan terfragmentasi di kalangan warga 
Muhammadiyah. Tetapi penegasan posisi politik itu menunjukkan 
upaya Muhammadiyah untuk kembali meneguhkan moral politik 
sesuai dengan gagasan awal tentang demokrasi. Kendati demikian, 
Muhammadiyah sempat memformalkan dukungannya terhadap PAN 
pada keputusan Sidang Tanwir tahun 1998. 


Muhammadiyah merespon dinamika politik di lingkup internal 
dengan menformalkan Khitah Denpasar tahun 2002. Rumusan 
demokrasi dalam khitah tersebut mencakup 4 butir pernyataan sikap, 
yakni butir ke-4, 6, 7, dan 9, yang disepakati sebagai pedoman, tun- 
tunan, serta landasan berpikir pimpinan dan anggota Muhammadiyah. 
Secara garis besar, keempat butir itu dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1) Muhammadiyah memandang bahwa perlunya mendorong 
perjuangan politik praktis yang beorientasi kekuasaan agar sistem 
politik demokrasi dapat terus berjalan seuai cita-cita bangsa: 
2)Muhammadiyah tidak masuk dalam lingkaran politik kekuasaan dan 
tetap berprinsip untuk tetap menjalankan fungsi kritisnya sebagai 
perjuangan amar ma 'ruf nahi munkar, 3) Muhammadiyah membebaskan 
warga Muhammadiyah untuk hak pilihnya dalam berpartisipasi 
politik, 5)Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satu bentuk 
mengimplementasikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan 
keyakinan, cita-cita, dan khitah perjuangan guna mewujudkan baldatun 
thoyyibatun wa Rabbun ghofur (Nilwani, 2016). 


Sesuai dengan pandangan Muhammadiyah, partisipasi politik itu 
tidak harus terlibat dalam politik praktis, namun Muhammadiyah 
membebaskan anggota dan kadernya untuk menjadi anggota partai 
politik dan berpartisipasi dalam pileg, pilkada, hingga pilpres asal tidak 
mengatasnamakan Muhammadiyah. Partisipasi berpolitik Muhamma- 
diyah dalam demokrasi itu lebih pada mempengaruhi kebijakan publik, 
mengkritik kebijakan pemerintah, dan juga sebagai penjaga moral 
bangsa, seperti mengoptimalkan usaha-usaha Muhammadiyah dalam 
upaya mendukung pemberantasan korupsi atau dalam bahasa yang 
lain adalah politik kebangsaan. Serta yang paling mutakhir adalah 
bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap demokrasi itu 
kemudian mampu menggerakkan Reformasi 1998. 


Secara konsisten gagasan demokrasi Islam dalam pandangan 
Muhammadiyah juga terdapat dalam Keputusan Muktamar 
Muhammadiyah ke-45 tentang Pernyataan Pikiran Muhammadiyah 
Jelang Satu Abad (Zhawahir al- Afkar al Muhammadiyah 'Abra Oarn min 
al-Zaman) pada poin Pandangan tentang Kehidupan, yang secara eksplisit 
mengungkapkan bahwa meskipun Muhammadiyah setuju dengan 
demokrasi dalam arti kebebasan dan kesetaraan dalam segala bidang 
kehidupan, namun Muhammadiyah secara tegas menyayangkan 
"..kebebasan yang melampui batas dan egoisme yang serba liberal, yang jika 
tanpa bingkai moral dan spiritual yang kokoh dapat merusak hubungan- 
hubungan manusia yang harmoni” (Setiawan dan Budiman, 2007). 
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Dalam konteks ini, liberal atau liberalisme harus dilihat dari sudut 
pandang atau konstruksi Muhammadiyah yang dapat ditemukan di 
berbagai literatur, yang menyebutkan bahwa liberal yang dimaksud 
adalah kebebasan yang melampaui batas dalam segala bidang 
kehidupan, temasuk urusan agama. Misalnya saja dapat ditemukan 
dalam Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa, Agenda Indonesia Ke Depan 
yang diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, edisi 
Muktamar ke-47 tahun 2015 pada bab 3, tentang Politik, yakni Sistem 
Kepartaian yang Tidak Mendukung, yang menyebutkan bahwa 
keterbukaan di bidang politik melahirkan sistem multipartai yang 
sangat liberal dan dapat berimplikasi buruk terhadap demokrasi karena 
tidak adanya partai yang dominan, sehingga terjadi tarik-menarik 
kepentingan dan berimbas pada menurunnya kualitas demokrasi dan 
mencederai prinsip meritokrasi. 


Pandangan-pandangan Muhammadiyah terhadap demokrasi itu 
sebenarnya tidak lepas dari orientasi dan identitas Muhammadiyah 
sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Sebagai Gerakan Islam, 
dasar pandangan Muhammadiyah terhadap demokrasi itu berpijak 
pada teologi yang bersumber dari telaah dan pendalaman ayat-ayat Al- 
Ouran, yang sebenarnya merupakan faktor utama berdirinya 
Muhammadiyah. Secara historis, berdirinya “ Persyarikatan 
Muhammadiyah dilatarbelakangi oleh hasil kajian dan telaah ayat- 
ayat Al-Our'an hingga menjadi amalan konkret, khususnya pada O.S. 
Ali Imran:104, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 
yang munkar: merekalah orang-orang yang beruntung.” 


Dalam mengimplementasikan demokrasi, Muhammadiyah 
menjadikan kegiatan berpolitik sebagai medan juang dakwahnya dan 
menyerukan agar umat Islam tidak apatis dalam berpolitik. Namun, 
prinsip-prinsip politik tersebut mengandung multitafsir karena tidak 
ada penjelasan lebih detail dalam petikkan rumusan demokrasi dalam 
Pedoman Islami Warga Muhammadiyah, apakah partisipasi tersebut 
berarti berperan aktif atau menjadi subyek dalam berpolitik atau hanya 
bersifat partisipan saja, yang kelak sikap ini sudah dipertegas dalam 
Khitah Denpasar tahun 2002. 


Tetapi, jika ditinjau dari pendekatan holistik yang didukung oleh 
para teoretisi Muhammadiyah, maka hal itu sesuai dengan keyakinan 
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mereka bahwa setiap pribadi Muslim harus melibatkan diri dalam hal 
keagamaan karena Islam telah memberikan petunjuk tentang prinsip 
dan tingkah laku dan menyerahkan yang detail kepada umat (Jainuri, 
2002). Sehingga umat Muslim tetap harus dan berkewajiban untuk 
mencari pengetahuan mengenai hal atau urusan agama, misalnya 
belajar dari pengalaman sejarah yang dikisahkan dalam kitab suci Al- 
Our'an dan Hadist. 


Sebagai gerakan tajdid, demokrasi yang dalam pandangan 
Muhammadiyah masuk dalam ranah muamalat duniawiyah 
merupakan kontribusi pemikiran progresif atau Islam berkemajuan 
sebab memang sedari awal Muhammadiyah tidak anti terhadap gaga- 
san demokrasi yang diusung oleh Barat. Sebaliknya Muhammadiyah 
menggali nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari Al-Our'an dan 
Hadist dan membuktikan bahwa modernisasi Islam tidak meninggalkan 
ajaran agama Islam (Rohman, 2017). Sifat tajdid bukan hanya dalam 
konteks pemurnian ajaran Islam (purifikasi), namun Muhammadiyah 
juga membawa pembaruan atau reformasi dalam berpolitik sesuai 
dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, Muhammadiyah sebagai 
gerakan iman, dakwah, dan tajdid semata-mata bertujuan untuk 
mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya, yaitu baldatun thoyyibatun 
wa Rabbun ghofur. 


Dengan rumusan demokrasi tersebut, Muhammadiyah berusaha 
menyikapi dinamika sosial dan politik di Indonesia agar tetap sejalan 
dengan pemahaman Islam. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa 
Muhammadiyah mendukung penegakan demokrasi selama ia tidak 
bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, cita-cita perjuangan 
Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya itu 
juga selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan tentu saja, bukan menjadi 
ancaman bagi demokrasi di Indonesia. 


2. Semangat Nasionalisme Dalam Baldatun Thayyibatun Wa 
Rabbun Ghofur 


Pandangan Muhammadiyah terhadap nasionalisme dapat 
ditemukan dalam teks Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup 
Muhammadiyah, butir ke-5, hasil Keputusan Tanwir Tahun 1969 di 
Ponorogo, yang mengalami perbaikan pada tahun 1970 dan kemudian 
kembali disesuaikan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah 
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ke-41 di Surakarta. Hingga kini teks ini menjadi dasar bagi ideologi, 
visi, misi, maksud dan tujuan gerakan Muhammadiyah. Berdasarkan 
Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.53/Kep/1.0/ 
B/2007, Tanfidz Keputusan Tanwir Muhammadiyah Tahun 1428 H/ 
2007 M, penggunaan kata keyakinan dan cita-cita dalam matan 
Muhammadiyah sebenarnya bermakna ideologi. Namun, karena saat 
itu kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto melaksanakan 
depolitisasi dan deideologisasi yang hanya membolehkan azas tunggal 
Pancasila sebagai ideologi nasional, maka Muhammadiyah tidak 
menggunakan kata ideologi, yang kutipannya sebagai berikut: 


“Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah 
mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber- 
sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia 
yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk 
berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur 
dan diridhoi Allah SWT': "baldatun thayyibatub wa Rabbun ghofur” 
(negeri yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun” 


Kalimat baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghofur merupakan 
petikkan kalimat dari O.S. Saba':15, sebagai berikut: 


“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat 
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah 
kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezeki yang 
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. 
(Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang 
Maha Pengampun.” 


Pada butir ke-5 tersebut mengandung esensi bahwa 
Muhammadiyah menegaskan cita-cita atau tujuan perjuangannya 
dengan mewujudkan baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghofur. 
Sedangkan, berdasarkan sistematika Matan Keyakinan dan Cita-Cita 
Hidup Muhammadiyah, setiap butir dalam rumusan tersebut 
mengandung pokok-pokok persoalan ideologis, pemahaman agama 
Islam, serta fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat di 
NKRI. Adapun fungsi dan misi Muhammdiyah itu secara ringkas 
menurut Putusan Tarjih Muhammadiyah berkaitan dengan 3 aspek, 
pertama, bahwa kesadaran Muhammadiyah untuk mengajak segenap 
bangsa Indonesia untuk memajukan tanah air bersumberkan pada 
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ajaran Islam yang murni sehingga terwujud cita-cita ideal suatu 
bangsa, tidak hanya merdeka dari segi material, namun juga terjaga 
kualitas spritualnya, seperti yang terdapat dalam O.S.Saba': 5. Kedua, 
Cita-cita yang ingin dilaksanakan dan dicapai oleh dari keyakinan dan 
cita-cita hidup Muhammadiyah bukanlah hal yang baru dan adalah 
sesuatu yang wajar selama perkembangan sejarah dan realitas bangsa. 
Ketiga, untuk merealisasikan cita-cita ideal tersebut, Muhammadiyah 
menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara proporsional, 
sesuai dengan yang diketahui dan dipahami dalam Khitah Perjuangan 
Muhammadiyah. 


Sedangkan, penjelasan mengenai landasan teologi tersebut, 
mengisahkan Negeri Saba' yang subur dan makmur, namun tetap 
beribadah dan bersyukur kepada Allah SWT di bawah kepemimpinan 
Raja Dawud dan putranya Sulaiman. Secara bahasa, kalimat baldatun 
thoyyibatun bermakna “negeri yang baik,” yang mencakup seluruh 
kebaikan alamnya dan Rabbun ghafur, dapat berarti Rabb yang maha 
pengampun, yang meliputi seluruh kebaikan perilaku penduduknya 
sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT (Muslih, 2020). 


Muhammadiyah menyematkan doktrin Al-Ouran dalam 
memahami konsep negara tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. 
Kalimat baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghofur yang diwacanakan oleh 
Muhammadiyah tidak hanya sekedar slogan, tetapi adalah gambaran 
ideologis dan strategis gerakan untuk mewujudkan Islam yang sebenar- 
benarnya dalam konteks O.S. Saba'. Dengan demikian, seperti dalam 
kutipan Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 
Lampiran ke- 2 tentang Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al- 
Syahadah (2015), Muhammadiyah mengemban tanggung jawab moral 
untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik dan berada 
dalam ampunan Allah yang kelanjutannya adalah sebagai berikut 
sebagaimana termaktub di dalam mukadimah: 


“..Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertagwa 
sehingga diberkahi Allah (OS Al-'Araf 96), mereka membangun negeri 
dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (OS Al-Bagarah: 11, 
60, Al-Rum: 41: Al-Oashash: 77). Dengan demikian, Muhammadiyah 
berkomitmen untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi 
Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat 
dalam lindungan Allah SWT.” 
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Pandangan Muhammadiyah terhadap nasionalisme juga terdapat 
terdapat dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 
pada Lampiran ke-2 tentang Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa 
Al-Syahadah, poin d. Kedudukan Negara Pancasila. Berkenaan dengan 
hal itu, Muhammadiyah memandang bahwa dalam Pancasila 
terkandung paham nasionalisme atau dengan kata lain paham 
nasionalisme berserta segala bentuk usaha dan pemikiran untuk 
membangun Indonesia harus sesuai dengan koridor Pancasila. Dalam 
dokumen tersebut, secara spesifik, Muhammadiyah mengakui bahwa 
NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara 
Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan 
sejalan dengan ajaran Islam, yang kelima sila-nya dapat 
diaktualisasikan sebagai baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghofur. 


Secara garis besar terdapat dua gagasan utama yang melandasi 
cara pandang Muhammadiyah terhadap konsep Negara Pancasila, 
yaitu kutipan kalimat dari O.S. Saba': 15, baldatun thoyyibatun wa 
Rabbun ghofur dan dar al-ahdi wa dir al- syahddah. Pada penjelasan 
konteks yang kedua, Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila 
merupakan hasil konsensus nasional (dir al-ahdi) dan tempat 
pembuktian atau kesaksian (dir al- syahidah) untuk menjadi negeri 
yang aman dan damai (dar al- salam). Perspektif ini merujuk pada 
beberapa kutipan ayat-ayat Al-Our'an yang telah disebutkan dalam 
petikkan mukadimah sebelumnya. 


Dengan ide atau gagasan mengenai dir al-ahdi wa dir al- syahddah, 
maka sama halnya dengan demokrasi, dalam konteks tersebut terdapat 
kontrak sosial yang melekat karena telah terjadi kesepakatan atau 
perjanjian seluruh kelompok masyarakat untuk bersatu di bawah 
NKRI. Dalam hal ini, Muhammadiyah mencetuskan wacana atau 
pandangan tentang “Islam berkemajuan' sebagai semangat perjuangan 
di Negara Pancasila sesuai dengan kepribadian dan watak 
Muhammadiyah, yaitu gerakan amar ma'ruf nahi munkar, Islam 
whasatiyyah (Islam tengahan), dan gerakan sosial keagamaan yang 
berkomitmen terhadap untuk bekerjasama dengan semua pihak, baik 
dengan pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya untuk 
membangun Indonesia dengan amal-amal usahanya. Secara rinci 
rumusan kepribadian Islam berkemajuan dapat dilihat dalam Tanfidz 
Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, Lampiran ke-2 tentang 
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Negara Pancasila Sebagai Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah, pada poin tentang 
Kedudukan Negara Pancasila. Sebagai contoh wacana yang 
dikonstruksikan oleh Muhammadiyah itu terproyeksikan dengan sikap 
Muhammadiyah yang tidak ingin berada pada dua kutub ekstrem, 
yakni pemikiran Islam radikal ataupun liberal dan masuk dalam 
kelompok ultra nasionalis ataupun yang menolak menjadi bagian dari 
Indonesia dan mewacanakan separatisme hingga bertindak untuk 
membentuk gerakan separatis atas nama agama. 


Pandangan mengenai nasionalisme terkait sikap Muhammadiyah 
itu dikemukakan oleh Haedar Nashir dalam tulisannya Mencintai 
Indonesia yang dimuat dalam web resmi Muhammadiyah pada tanggal 
28 Oktober 2018 dan juga dimuat di harian Republika. Haedar Nashir 
memandang bahwa mengekspresikan rasa cinta tanah air hendaknya 
tidak berlebihan (ultra nasionalisme) hingga mengalahkan rasa cinta 
pada Allah, Islam dan merusak persaudaraan sesama umat Muslim 
karena membela negaranya secara berlebihan, karena berdasarkan 
ajaran Islam, sebaik-sebaiknya urusan adalah yang bersifat tengahan. 
Ia mengutip dua ayat Al-Our'an sebagai dasar pandangan tersebut, 
yaitu: 

“Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum 
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu 
khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih 
kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, 
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah 


tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (O.S. at-Taubah: 
24)” 


“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (O.S. al-An'aam: 162).” 


Menurut Haedar Nashir, hal ini karena Muhammadiyah 
memandang urusan yang berkaitan dengan duniawi adalah muamalat 
duniawiyah, termasuk nasionalisme, maka apa diusahakan dalam 
rangka mencintai tanah air adalah dalam rangka bentuk pengabdian 
kepada Allah SWT. Sebagaimana dengan pernyataan Haedar Nashir, 
yang dimuat dalam web resmi Muhammadiyah tertanggal 11 Agustus 
2017, menyatakan bahwa Muhammadiyah menjadikan Al-Our'an 
sebagai pedoman perekat dan pemersatu bangsa, yakni sebagaimana 
kandungan Surat Al-Hujurat: 13: 


150 


blog bity.ums. ac. id 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling 
takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” 


Pada kesempatan itu pula, Haedar Nashir mengatakan jika cinta 
tanah air bukanlah slogan semata, tetapi juga harus difungsikan untuk 
membangun Indonesia yang makmur dan bermartabat. 


Pandangan serupa tentang dir al-ahdi wa dir al- syahidah juga 
dikemukakan oleh Din Syamsudin (2016), Menurutnya, 
Muhammadiyah memandang bahwa NKRI adalah Negara Perjanjian 
(Abode of Concensus atau Dir al-'Ahd (Darul Ahdi) dan Negara 
Kesaksian atau Dir al-Syahddah sebagai konsekuensi logis atas 
penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Ia menjelaskan bahwa 
perjanjian atau dir al-ahdi dibangun atas kesepakatan bersama bangsa 
Indonesia tidak hanya bermuatan politis, namun dalam argumen 
Muhammadiyah, kesepakatan itu bersifat keagamaan (menepati dan 
memelihara janji dan amanat) karena dilakukan oleh orang-orang yang 
beragama. sifat ini menjelmakan, “sikap batin yang berdwifungsi sebagai 
Muslim sekaligus orang Indonesia, yang sejalan dengan dengan misi 
kekhalifahan manusia sebagai "wakil Tuhan di bumi" (khalifatullah f al- 
ardh) yang dijelmakan pertama kali sebagai khalifatullah ff Indonesia atau 
"wakil Tuhan di Indonesia.” 


Lebih lanjut, ia memandang bahwa “negara Perjanjian sebaiknya 
disikapi juga sebagai mitsagan ghalizhan, yang secara harfiah mengandung 
arti janji berat' dan dalam artian lebih luas berarti mitsag (anji), komitmen 
atau kepercayaan dan ghalizh (berat, mulia, dan agung), tidak hanya sekedar 
Janji.” Sedangkan pengertian Negara Kesaksian atau Dir al-Syahidah 
mengandung arti: “negara di mana warga negara atau kelompok warga 
negara berlomba-lomba memberikan kesaksian atau pembuktian kepada 
warga negara atau kelompok warga negara lain tentang kerja dan kinerja 
mereka dalam merealisasi cita-cita bersama membangun negara.” Dalam 
pengertian ini, maka setiap warga negara terikat untuk membangun 
cita-cita bersama, hak dan kewajiban serta peluang yang sama. 
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Sebagaimana yang tercantum dalam O.S. Al-Bagarah: 143, “jadilah 
kamu semua saksi-saksi bagi semua manusia,” yang berlaku pula bagi umat 
Islam untuk menjadi saksi-saksi Indonesia agar menjadi mayoritas 
Muslim yang berkualitas tidak hanya dari segi kuantitatif saja. 


Pandangan Muhammadiyah terhadap nasionalisme tersebut 
sebenarnya juga merupakan implementasi dari gerakan dakwah dan 
gerakan tajdid yang berbanding lurus pula dengan identitasnya sebagai 
Gerakan Iman. Sedangkan baldatun thoyyibatun wa Rabbun ghofur dan der 
al-ahdi wa dir al- syahidah, yang merupakan pengejawantahan ketiganya 
serta menggambarkan fungsi, misi, dan tujuan Muhammadiyah, yang 
menempatkannya sebagai Gerakan Islam Berkemajuan yang mem- 
bawa misi pencerahan, tidak hanya pada kalangan Muhammadiyah, 
tetapi juga terhadap umat Islam dan seluruh bangsa Indonesia. Maka, 
dalam pandangan Muhammadiyah, nasionalisme berserta risalahnya, 
dapat saja ditafsirkan bahwa wacana yang hendak pertama dibangun 
adalah identitas Islam Muhammadiyah, baru kemudian identitas 
nasionalismenya. Dengan kata lain, nasionalisme yang di- 
konstruksikan oleh Muhammadiyah itu berangkat dari perspektif atau 
pandangan Islam, bukan faktor yang lain. Artinya Islam menjadi satu- 
satunya faktor dalam memupuk nasionalisme. 


C. Nahdlatul Ulama dan Semangat Wasathiyah 
1. Wacana Demokrasi Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama 


Pandangan NU terhadap demokrasi yang diformalkan setelah 
Reformasi terdapat dalam teks resmi hasil Keputusan Bathsul Masail Al- 
Diniyyah Al Maudhu'iyyah Muktamar NU ke-30 di Lirboyo, Kediri 
pada tanggal 21-27 November 1999. Karena hasil keputusan tentang 
respon demokrasi tersebut sangat mendesak dan mendasar sebagai 
rujukan atau parameter warga NU dalam kehidupan berdemokarsi 
pada masa-masa mendatang di era Reformasi sejak dirumuskannya hal 
ini, maka pembahasan pada subbab ini lebih menfokuskan pada 
pandangan-pandangan demokrasi yang termuat dalam teks Respon NU 
Terhadap Demokrasi, namun bukan berarti pada subbab ini tidak 
mengambil sumber referensi lain. 
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Berdasarkan keputusan tersebut, terdapat beberapa poin terkait 
respon NU terhadap demokrasi. Pertama adalah respon terhadap 
demokrasi, yang secara makro menunjukkan penerimaan dan 
dukungan warga Nahdliyin, yakni: 


“1)Respon Islam terhadap demokrasi: a)demokrasi kini merupakan salah 
satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara 
di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai 
perang dunia Ily b) Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur 
hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai 
universal yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme (Fugaha, 2018).” 


Sedangkan pada poin kedua, ketiga, dan keempat lebih 
menekankan pandangan NU bahwa ajaran Islam, khususnya NU, 
sejalan dengan demokrasi yang berisikan nilai-nilai universal seperti 
musyawarah, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan yakni: 


2) Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota 
masyarakat terlibat langsung dalam musyawarah, maka dibuat lembaga 
perwakilan sebagaimana Ahl al-Hall Wa al-Agd: 3)Ruang lingkup 
kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan 
maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran 
agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku, 4) 
Pemerintahan dalam suatu negara merupakan sunnah Allah yang mesti 
terwujud secara syariy maupun 'agliy untuk menjaga kedaulatan, 
mengatur tata kehidupan, melindungi hak setiap warga negaranya dan 
mewujudkan kemaslahatan bersama (Fugaha, 2018: 58).” 


Berdasarkan rumusan demokrasi tersebut yang termaktub dalam 
Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama No.06/ MNU-30/1999, 
NU memandang perlunya prinsip-prinsip dasar Islam ditegakkan 
dalam pemerintahan, yang meliputi pertama, musyawarah, yang secara 
eksplisit telah dijelaskan di dalam Al-Ou'an. Misalnya saja pada O.S. 
Ali Imran: 159 dan O.S As-Syura: 38, berikut terjemahannya: 


“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 


153 


blog bity.ums. ac. di 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- 
Nya” (O.S. Ali Imran: 159). 


“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 
yang Kami berikan kepada mereka. (OS. AS-Syura, 38).” 


Secara historis, Muhammad Syamsuddin (2019), pengasuh 
Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean Gresik, Jawa Timur dalam 
artikelnya Sistem Ketatanegaraan dalam Islam, menyatakan bahwa 
rujukan dari praktik pelaksanaan syura (musyawarah) dapat ditemukan 
semasa pemerintahan Islam Khulafaurrasyidin, yang dikenal sebagai 
ahl halli wa-I'agdi atau dalam NU diadopsi menjadi sistem AHWA. 
Praktik tersebut dikenal pula sebagai sistem perwakilan atau kompromi 
politik di masa pemerintahan Khalifah Ketiga, Ustman bin Affan. 
Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang Imam al-Suyuthy, ulama dan 
cendekiawan Mesir abad ke-15 (1445-1505), dalam karyanya Tarikhu 
al-Khulafa (sejarah para Khalifah) dan Syaikh Ramadhan al-Buthy, 
ulama dan cendekiawan Islam asal Suriah (1929-2013) dalam Figh al- 
Sirah al-Nabawiyyah ma'a Miujiz li Tarikh al-Khilafah al-Rasyidah sering 
menyebut istilah Ahl al-Halli wa al-'Agd ini sebagai Ahl al-Syuri. 
Sedangkan cikal bakal demokrasi dalam sejarah Khulafaurrasyidin 
dapat ditelusuri pada pengangkatan khalifah pertama, Abu Bakar Al- 
Shiddig yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Sementara itu 
pada dua pemerintahan Khulafaurrasyidin lainnya, yakni khalifah 
kedua, Umar bin Khattab dan khalifah keempat, Ali Ibn Abi Thalib 
bercorak monarki absolut hingga Dinasti akhir Ummayah berkuasa 
pada abad ke-19. 


Pandangan NU terhadap demokrasi itu tidak lepas dari konteks 
syura (musyawarah) seperti tertulis di Al-Our'an dan diriwayatkan 
dalam sejarah peradaban Islam. Tetapi memang prinsip syura itu 
sendiri mendapat pertentangan apakah termasuk dalam demokrasi 
atau tidak, misalnya saja dalam karya Taufig Muhammad Asy-Syawi 
Fighusy-Syuraa wal-Istisyarat yang secara lugas menyatakan bahwa syura 
bukan demokrasi, namun prinsip-prinsip syura itu tidak bertentangan 
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dengan demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang dimaksud tertuang 
dalam keputusan Muktamar NU ke-30, yakni musyawarah melibatkan 
pihak-pihak berkepentingan sebagai perwakilan dalam proses 
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
yang bertujuan untuk kemashalahatan bersama. 


Kedua, al-musawa (kesetaraan), pandangan ini menunjukkan 
bahwa Islam memandang setiap orang, baik penguasa maupun rakyat 
memiliki kedudukan yang setara dan tidak diperbolehkan adanya 
pemaksaan kehendak (Taufigurrohman, 2009: 55-56). Kesetaraan ini 
merupakan konsekwensi logis dari pelaksanaan al-syura dan al-'adalah 
(keadilan). Dalil landasan dari pemikiran tersebut, salah satunya 
terdapat dalam O.S. Al-hujurat:13. 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 


tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” 


Sementara dalil sunnahnya, sebagai contoh yang terdapat dalam 
Khutbah Wada', yaitu Khutbah Rasullullah SAW saat melakukan haji 
wada' (perpisahan) dengan para sahabat. Intisari Khutbah Wada' 
antara lain hak perlindungan hidup, hak persamaan derajat dan 
penghapusan sistem kasta, hak untuk hidup damai dan harmonis, hak- 
hak kaum wanita dan sebagainya yang meliputi hak-hak asasi manusia 
(Mujahidin, 2010: 4). Maka sebenarnya, yag disampaikan oleh 
Rasulullah SAW ketika itu adalah nilai-nilai Hak Asasi Manusia 
(HAM) sebagai pondasi demokrasi yang telah dideklarasikan oleh 
Islam jauh sebelum Barat. 


Ketiga, al-aladah (keadilan) yang merupakan landasan bagi 
pelaksanaan demokrasi. Salah satu indikator terwujudnya keadilan 
adalah tegaknya hukum secara obyektif dan berlaku pada semua warga 
negara tanpa terkecuali. Perintah menegakkan keadilan dalam 
pemerintahan dan bermasyarakat ini secra tersirat terdapat pada ayat- 
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ayat Al-Our'an, antara lain O.S. an-Nahl: 90: O.S. As-Syura: 15, O.S. 
Al-Maidah: 8: O.S. An-Nisa: 58. 
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (O.S. al-Maidah: 8). 
Diriwayatkan pula dalam sebuah Hadist bahwa keadilan 
terutama harus ditegakkan oleh para pemimpin karena mempunyai 
konsekuensi tanggung jawab dunia dan akhirat, yang kutipannya 
sebagai berikut: “Sehari menjadi pemimpin yang adil, lebih baik daripada 
beribadah selama 60 tahun” (HR Ahmad). 


Keempat, al-hurriyah (kebebasan): Islam berpandangan bahwa 
kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang, namun pendapat atau 
kritik itu hendaknya disampaikan dengan baik guna menegakkan amar 
ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya, jika tidak ada lagi warga negara yang 
mengkritik penguasa, maka dikhawatirkan kezaliman akan merajalela 
dan berkembangnya pemerintahan yang otoriter (Shihab, 1998, dalam 
Taufigurrohman, 2009), seperti yang tertulis dalam O.S. At-Taubah: 
105: 


“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 


Kelima, pandangan NU terhadap demokrasi yang tertuang pada 
butir ke-3 di atas, menekankan bahwa pokok-pokok ajaran Islam 
menjadi satu-satunya dasar ruang lingkup sistem demokrasi, baik 
legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun 
pemerintah. Dalam maklumat itu juga ditegaskan bahwa pelaksanaan 
demokrasi tersebut harus mengikuti sistem penetapan hukum 
keagamaan yang baku sepertti dikutip dalam artikel Taushiyah, 
Menggali Hukum Islam dalam laman resmi NU, yakni: 1) kewenangan 
legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi oleh nash yang terdapat 
dalam Al-Our'an dan sunnah Rasul, yang berkaitan dengan ajaran, 
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hukum dan aturan yang sifatnya pasti dan tidak bisa diubah meskipun 
terjadi perubahan ruang dan waktu, 2)hal-hal yang termuat dalam Al- 
Our'an dan Hadist sifatnya interpretable atau hal-hal yang baru dalam 
keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut punya kewenangan 
legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode istinbath al- 
ahkam yang valid. 


Dalam pengertian NU, istilah istinbath al-ahkam bukan berarti 
mengambil hukum dari sumber aslinya yaitu Al-Our'an dan Hadist, 
tetapi digali kembali dengan menjelaskan makna-makna Al-Our'an 
secara dinamis nash-nash fuhaga' (ahli fikih dari generasi Tabi'in) 
dalam konteks Syafi'iyah (merujuk pada mazhab Syafi'i)-yaitu konteks 
permasalahan yang dicari hukumnya. Para ulama NU tidak 
menggunakan istinbath langsung dari sumber primer lebih dikarenakan 
kesadaran akan keterbatasan keilmuan penunjang dan pelengkap yang 
dikuasai oleh mujtahid, sehingga untuk alasan kepraktisan maka 
digunakan istinbath dalam batas mazhab. Metode ini dapat dilakukan 
oleh para ulama yang telah menguasai kitab-kitab fikih. Penggunaan 
mazhab oleh NU untuk menggali lebih dalam sumber-sumber asli 
dalam memandang berbagai persoalan, dalam hal ini terkait dengan 
mualamah yakni demokrasi menjadi perbedaan yang mendasar 
dengan wmMuhammadiyah yang tidak bermazhab. Menurut 
Muhammadiyah pendapat para Imam mazhab tersebut bukanlah 
kebenaran yang mutlak, terlebih lagi mereka hidup pada zaman dan 
kondisi yang berbeda dengan masa sekarang, sehingga konteksnya bisa 
kurang relevan dengan permasalahan yang dihadapi pada masa kini. 
Meskipun demikian bukan berarti Muhammadiyah tidak meng- 
hormati atau meragukan kualitas para Imam mahzab (Suara 
Muhammadiyah, 2008). Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah: 


“Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah saw 
bersabda: Aku telah meninggalkan kepadamu sekalian dua perkara, 
tidak akan tersesat kamu selama berpegang teguh dengan keduanya 
yaitu Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya” (Diriwayatkan oleh 
Malik dalam kitab Muwattha”). 
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Serta kutipan dari salah satu Imam mazhab Imam Ahmad Bin 
Hanbal: 


“Janganlah engkau taglid kepadaku, demikian juga kepada Imam Malik, 
Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam ats-Tsauri. Namun ambillah 
(ikutilah) darimana mereka (para Imam itu) mengambil (yaitu al-Ouran 
dan as-Sunmah).” 


Kemudian, kembali pada konteks penjelasan butir ke-3 respon 
NU terhadap demokrasi, 3) terkait dengan persoalan yang tidak terkait 
dengan keagamaan seperti sistem dan model pemerintahan, maka 
sifatnya adalah kesepakatan bersama antara rakyat dan wakil rakyat, 
tetapi harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar keagamaan dan 
kemanusiaan (Taufigurrohman, 2009). 


Sedangkan penjelasan keenam, pada teks butir ke-4, NU 
memandang bahwa pemerintahan harus sesuai dalam kerangka sistem 
demokrasi yang dimaksud, yaitu dalam konteks Islam pemerintahan 
dalam suatu negara adalah sunatullah (yang secara ringkas dapat berarti 
berlakunya ketetapan-ketetapan atau hukum Allah bagi semesta alam: 
para ulama membedakan sunnatulla' menjadi dua bentuk, yakni sunnah 
kauniyyah (hukum alam) dan sunnah tima'iyyah (hukum 
kemasyarakatan), berkaitan dengan kehidupan sosial)) (Hidayati, 
2015).Tujuan dari penegakan demokrasi itu tidak lain adalah untuk 
tujuan kemashlatan bersama dalam pandangan NU. 


Di samping itu, as-syura (musyawarah), al-hurriyyah (kebebasan), 
al-musawah (kesetaraan) dan al-'aladah (keadilan), merupakan empat 
prinsip dasar bagi landasan demokrasi yang tertuang dalam Piagam 
Madinah dan dipraktekan oleh Rasullullah SAW dan dasar-dasar lain 
yang menjadi landasan tentang demokrasi dalam keputusan tersebut 
juga meliputi al-ukhuwah (persaudaraan) dan al-amanah (pemenuhan 
kepercayaan terhadap seseorang) serta al-mas'uliyah (tanggung jawab) 
(Taufigurrohman, 2009). 


Selanjutnya, respon demokrasi dalam keputusan muktamar 
tersebut merefleksikan fikrah (dasar-dasar pemikiran NU), yang 
meliputi tawazun (seimbang, selaras, serasi), tawwasuth (moderat), 
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tasamuh (toleran), 1'tidal (adil), amar ma'ruf nahi munkar (Fauzi, 2017: 
71-90, 84). Sedangkan secara garis besar pandangan NU terhadap 
demokrasi itu mencakup prinsip-prinsip dasar atau pilar NU yang 
meliputi fikrah dam amaliyah (cara beribadah), fikih, yaitu mazhab 
satu dari yang empat, dan harakah (gerakan) NU. Artinya, pandangan 
demokrasi tersebut mencerminkan identitas NU sebagai jam'iyyah 
diniyyah ijtim@'iyyah (perhimpunan keagamaan kesosialan). 


Dalam Muktamar PBNU ke-30 tersebut, Dewan Syuriah yang 
saat itu diketuai oleh K.H. Sahal Mahfudh juga merumuskan 
pandangannya terkait demokrasi (Alkamul Fuhaga, Solusi Problematika 
Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, Nahdlatul 
Ulama (1926-1999), 640), yang rangkumannya sebagai berikut: 


“Demokrasi merupakan sistem kenegaraan yang paling ideal dan 
mengandung nilai-nilai universal yang menganut persamaan, kebebasan 
dan pluralisme sehingga dapat diterapkan di negara Indonesia yang 
majemuk. NU tidak mempersoalkan asal usul demokrasi yang notabene 
lahir dari Barat, karena hingga saat ini demokrasi merupakan sistem yang 
paling ideal mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya yang 
didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang membentuk 
pemerintahan, maka demokrasi tidak bertentangan dan sejalan dengan 
ajaran Islam yang memandang Pemerintah sebagai amanah dan penegak 
keadilan.” 


NU memandang demokrasi sebagai bagian muamalat yang 
tersirat dalam dokumen keputusan muktamar tersebut, yaitu aturan 
tentang tata cara demokrasi sebagai sistem politik. Maksud dari 
pandangan tersebut merujuk pada jejak historis masa Kekhalifahan 
Islam yang kerap mengalami bentuk pemerintahan, seperti diuraikan 
oleh Muhammad Syamsudin (2019), yakni bahwa ketiadaan sistem 
kekhalifahan yang baku itu memunculkan kesimpulan, “hukum asal 
muamalat itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan 
keharamannya.” Konteks tersebut, menurut Syamsudin adalah bahwa 
ketatanegaraan merupakan bagian dari muamalat, sehingga boleh 
melakukan “jtihad terhadapnya, namun dengan catatan sepanjang tidak 
boleh menerapkan legalitas halal terhadap perkara yang diharamkan 
ataupun mengharamkan perkara yang halal. 
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Karena konteksnya muamalat, yaitu perkara-perkara diluar 
ibadah, maka jika ditinjau kembali respon NU terhadap demokrasi 
yang dirumuskan dalam keputusan Muktamar ke-30 itu juga tidak 
bersifat mengikat pada satu ketetapan saja karena lebih pada panduan 
yang sifatnya umum, dalam artian pelaksanaan demokrasi itu 
diserahkan pada umat masing-masing akan menggunakan rujukan 
yang mana. Misalnya saja, dalam keputusan muktamar saat itu, terkait 
erat dengan pandangan NU terhadap kepemimpinan non-Muslim, 
termasuk mereka yang duduk di badan legislatif. Dalam penjelasan 
Nadirsyah Hosen (2017), akademisi dan tokoh muda NU, yang ketika 
itu hadir dalam Muktamar Lirboyo, mengemukakan secara ringkas 
bahwa: 

“NU berpandangan tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada 
non-Muslim kecuali darurat, begitu pula dalam memilih anggota 
DPR/MPR. Daruratnya dalam kondisi: jika calon Muslim tidak mampu, 


calon Muslim tidak amanah, dan calon non-Muslim bisa memberikan 
manfaat dan maslahat. Tiga kondisi tersebut sangat penting.” 


Hosen menambahkan bahwa dalam keputusan itu, “menyebut 
ahludz dzimmah (yang dalam literatur klasik yaitu non-Muslim yang terikat 
perjanjian keselamatan dan membayar jizyah (namun hal itni sudah tidak ada 
lagi)) dan non muslim harus diawasi ketat, dalam hal ini kaitannya adalah 
merupakan urusan negara.” Kelak pandangan tersebut memberikan 
penjelasan sikap NU dan warga Nahdliyin terhadap pilkada Jakarta 
2017 yang kontroversial. Sekaligus mengukuhkan bahwa fikih menjadi 
salah satu pondasi dasar pemikiran pandangan terhadap demokrasi 
dan perbedaan di kalangan NU terkait fikih itu adalah hal yang biasa, 
terlebih lagi dalam soal pilihan politik. Keputusan itupun juga sesuai 
dengan dasar pemikiran NU yaitu tawwasuth (moderat) dan tasamuh 
(toleran), yang bersifat tengahan, sehingga jikapun ada perbedaan 
pandangan tentang demokrasi ataupun pelaksanaannya merupakan 
hal yang biasa dalam konteks demokrasi. 


Menariknya dari berbagai pandangan NU terhadap demokrasi 
yang adaptif itu, seringkali NU dihadapkan pada stigma, bahwa 
demokrasi modern yang terlembaga melalui sistem voting mungkin 
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hampir tidak dijumpai dalam tradisi kultural NU, sebagai contoh 
pemilihan pimpinan di kalangan pondok pesantren tradisional 
melainkan menggunakan sistem 'ahlul halli wal agdi' atau AHWA. 
Namun, ketika sistem itu hendak digunakan kembali dalam pemilihan 
Ketua Rais Aam dan ketua Umum PBNU pada Muktamar NU ke-33 
di Jombang pada tahun 2015 justru menuai polemik di kalangan 
internal PBNU. Metode AHWA sempat digunakan kembali saat 
Muktamar NU ke-27 di Situbondo. Ketika itu AHWA memilih K.H. 
Achmad Shiddig sebagai Rais Aam Syuriah dan kemudiah, K.H. 
Achmad menunjuk K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum 
PBNU. Namun, kemudian pada muktamar berikutnya sistem ini tidak 
digunakan lagi hingga pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015 di 
Jombang, NU memutuskan untuk mengembalikan sistem 
musyawarah tersebut setelah melalui serangkaian voting yang 
memenangkan pilihan untuk kembali menggunakan sistem AHWA. 
Namun, karena sempat mengalami polemik dan penolakan dari pihak- 
pihak yang tidak setuju dengan pemberlakuan sistem AHWA 
sepenuhnya, maka sistem hanya digunakan pada pemilihan Rais Aam 
PBNU (Hadi, 2015). 


Selain pandangan NU terhadap demokrasi yang terdapat dalam 
dokumen yang sifatnya formal di atas, para ulama NU juga 
mengemukakan pandangan-pandangannya terhadap demokrasi. 
Misalnya K.H. Miftahul Akhyar, Rais Aam PBNU (2018-2020), di sela 
kunjungannya ke ke Turki dalam rangka mempromosikan nilai-nilai 
Islam dan demokrasi pada bulan Juli 2019, menyatakan, “sepanjang 
sejarah Indonesia, NU sudah membuktikan bahwa Islam bukan hanya sejalan 
tetapi juga menjadi penjaga demokrasi. 


Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa menurut K.H. Miftahul 
Akhyar, demokrasi tidak berseberangan dengan Islam dan dengan 
pandangan tersebut NU berkomitmen untuk menjaga dan memelihara 
demokrasi di Indonesia. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa demokrasi 
menurut NU tersebut adalah keyakinan demokrasi dalam pandangan 
NU yang tidak hanya bersumber pada hukum asli Al-Our'an dan 
Hadist, namun juga bersumber pada fikih. Maka, perbedaan 
pandangan soal fikih inilah yang bisa punya interpretasi yang berbeda- 
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beda pula di kalangan para ulama struktural maupun kultural. 
Sehingga konstruksi politik di kalangan Nahdliyin itu menjadi sulit 
untuk ditangkap gerakannya karena memang tidak terpola secara jelas 
dan hanya bersifat panduan umum, seperti halnya respon NU terhadap 
demokrasi pada hasil keputusan Muktamar Lirboyo. 


Berkenaan dengan hal itu, karena sifatnya berupa panduan 
umum, maka dalam keputusan itu selalu menghasilkan beberapa 
keputusan atau rujukan, sehingga tidak mengikat pada satu 
pertimbangan saja dalam memutuskan perkara muamalat, dalam hal 
ini adalah sikap politik. Wacana-wacana ini yang kerapkali 
menimbulkan kesalahpahaman tentang NU karena dianggap tidak 
berprinsip, sekaligus menunjukkan jika pandangan-pandangan NU ini 
memberikan gambaran dualisme sosok NU. Begitu pula dengan 
penyeragaman pandangan yang bersifat instruksi hampir tidak bisa 
diterapkan di dalam NU sebab adanya perbedaan masing-masing 
ulama terutama dalam hal fikih. Perbedaan dalam hal fikih di antara 
kiai NU dan berujung pada perdebatan adalah yang wajar dalam sudut 
pandang NU secara kultural, terlebih lagi soal politik. 


Sehingga, memang tidak mudah menyeragamkan pandangan NU 
dan sebagai alternatifnya diberikan beberapa pilihan, termasuk sikap 
NU terhadap demokrasi. Dengan demikian, hal itu tentunya berimbas 
pada konstruksi politik NU yang bersifat zig zag dan memberikan 
gambaran dualisme sosok NU. Sifat ini tidak lepas dari para kiai NU 
yang independen dan otonom karena mereka pada dasarnya adalah 
pimpinan pondok pesantren, pemuka agama, sekaligus tokoh 
masyarakat di suatu wilayah yang telah memiliki basis massa-nya 
masing-masing, sehingga walaupun struktural PBNU yang mewadahi 
NU telah memberikan panduan, maka panduan itu bisa 
diinterpretasikan berbeda-beda, baik di kalangan ulama maupun 
kalangan grass root. 


Sementara itu terkait soal fikih, bagi NU selama nilai-nilai 
demokrasi itu tidak bertentang dengan fikih, maka NU tidak 
mempersoalkan hal itu, bahkan mendukungnya untuk kemashlahatan 
bersama. Sehingga, meskipun interpretasi dari rumusan demokrasi 
yang diformalkan itu berbeda-beda, selama ada rujukan fikihnya dan 


162 


blog bity.ums. ac. id 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


dapat dipertanggung jawabkan, maka fleksibilitas NU tidak dapat 
dihindarkan. 


2. Nasionalisme-Religius dan Islam Nusantara 


Dokumen terkait pandangan NU terhadap nasionalisme secara 
tegas dan jelas tersirat dalam AD/ART NU, Hasil keputusan 
Muktamar ke-33 NU di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1-5 
Agustus 2015, pada Bab Pedoman, Agidah, dan Asas, Pasal 6 (PBNU, 
2015: 33), yakni: “Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, 
Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945.” Kemudian pada Bab Kewajiban dan Hak Anggota, Pasal 6, butir 
b: “Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta 
menegakkan prinsip bernegara NKRI.” 


Masih berdasarkan Hasil Keputusan Muktamar NU ke-33, 
wacana NU terhadap nasionalisme secara eksplisit juga ditegaskan 
dalam Khitah Nahdlatul Ulama yang diawali dengan O.S. Al- 
Maidah:48-49. Secara garis besar, isi dari dari khitah tersebut berpijak 
pada makna yang terkandung dalam kedua ayat Al-Our'an tersebut, 
termasuk pandangan dan sikap NU terhadap nasionalisme. Secara 
harfiah, O.S. Al-Maidah: 48 menurut para ahli tafsir seperti, 
Muhammad Musthafa al-Maraghi (1881-1945), menurutnya secara 
umum “..ayat tersebut (O.S. Al-Madidah:48) merupakan salah satu indikasi 
beragamnya syariat setelah sebelumnya diturunkan Taurat dan Injil kepada 
Bani Israil, sebagaimana telah dikemukakan di muka” (Iman, 2018). 
Sehingga ayat ini kerap dikutip oleh sebagian kalangan guna 
mendukung argumentasi mereka bahwa Allah SWT menempatkan 
manusia dalam keragaman dan tidak menggiring dalam satu syariat. 
Sementara itu Syaikh Mahmud Syaltut (1893-1963), mengemukakan 
dalam konteks masa itu: 


“...masa kaum musyrik telah berakhir dan tidak berperan lagi, kaum 
muslimin membutuhkan penyempurnaan tasyri'dan politik yang 
mengatur segala urusan mereka dan menjamin kelangsungan kebahagiaan 
mereka serta kepemimpinan mereka. Setelah itu, mereka mempunyai 
hubungan-hubungan khusus dengan golongan-golongan Ahli kitab yang 
hidup dalam naungan dan tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu, topik 
pembicarannya pun takkan lepas dari agama dan kitab mereka (Iman, 
2018).” 
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Sedangkan kandungan O.S. Al-Maidah:49, berdasarkan Tafsir 
Al-Misbah karangan M. Ouraish Shihab, seperti dikutip dari tulisan 
Nuril Khasyi'in, Muhammad Saman, dan Ahmad Syarani dalam 
tulisannya berjudul Konsep Demokrasi Dalam Pemilihan Pemimpin Dalam 
Tafsir Ayat Siyasah O.S. An-Nisa Ayat 83 dan O.S. Al-Maidah Ayat 49 dan 
57, menyimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan tentang 
kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang 
digambarkan di dalam Al-Our'an, sehingga mampu menggunakan 
kekuasaannya dengan arif dan pentingnya menegakkan hukum Allah 
di tengah masyarakat. Adapun petikkan dari Tafsir Al-Misbah adalah 
sebagai berikut: 


“Melalui ayat ini Allah mengulangi perintah-Nya menetapkan hukum 
sesuai dengan apa yang diturunkanNya, yang telah diperintahkanNya 
pada ayat lalu. Di sisi lain, hal ini mengisyaratkan bahwa lawan-lawan 
umat islam akan senantiasa berusaha memalingkan umat Islam dari 
ajaran Islam, walau hanya sebagian saja (Khasyi'in, dkk, 2017: 46-58). 
Dengan meninggalkan sebagian ajarannya, keberagaman umat Islam akan 
runtuh. Ini karena sel-sel ajaran Islam sedemikian terpadu, mengaitkan 
sesuatu yang terkecil sekalipun dengan Allah swt.” (Khasyi'in, dkk, 
2017). 


Sementara itu, dalam konteks asbabun nuzul yang ringkas, pada 
intinya ayat ini mengisahkan bahwa Islam adalah ajaran yang 
berkesinambungan dari ajaran-ajaran terdahulu sebelum Rasulullah 
SAW yang telah disembunyikan kebenarannya dan Al-Our'an 
mengajarkan kesempurnaan serta menjaga keaslian ajaran Islam. 


Pandangan NU terhadap nasionalisme dalam khitah tersebut 
secara garis besar menunjukkan bahwa NU tidak anti keberagaman 
dan anti-pluralisme, sebab apa-apa yang diusahakan NU dalam 
berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan adalah merupakan 
bentuk penyempurnaan ajaran Islam tanpa mengubah nilai-nilai 
keindonesiaan atau dalam bahasa NU “nilai-nilai keindonesiaan yang 
terkandung di dalam Al-Ouran,” yang tujuannya adalah untuk 
maslahat. Karena faktanya, NU lahir di Indonesia yang tidak hanya 
dihuni oleh orang Islam, namun juga agama dan berbagai suku bangsa, 
sehingga agar tetap hidup damai dan harmonis adalah dengan 
menerima perbedaan itu dan menjaga persaudaraan. Adapun rumusan 
nasionalisme itu terdapat dalam Khitah Nahdlatul Ulama, pada poin ke- 
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5, Perilaku yang Dibentuk oleh Dasar Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatn 
Nahdlatul Ulama, butir ke-f, yakni: “Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) 
kepada bangsa dan negara.” 


Sikap NU terhadap nasionalisme juga dilandasi dengan dasar 
keagamaan NU yang bersumber pada Al-Our'an, Hadist, Al-Ijma, Al- 
giyas, dan pendekatan mazhab serta doktrin sikap-sikap kemasyaraka- 
tan yang merupakan fikrah NU yaitu tawazun, tawwasuth, tasamuh, i'tidal 
(adil)dan amar ma'ruf nahi munkar, seperti yang tertuang dalam 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, 
serta Hasil Keputusan Muktamar ke-33 NU. Maka, dasar-dasar itu 
adalah landasan yang kuat dalam memahami NU dalam memandang 
nasionalisme, yang keseluruhan merupakan paham Islam ahlussunah 
aal jama'ah (aswaja) yang telah disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat Indonesia baik dasar-dasar amal keagamaan maupun 
dasar-dasar kemasyarakatan. 


Dalam konteks ini, menurut K.H. Muchith Muzadi (1925-2015), 
meskipun aswaja itu melekat pada NU dan menjadi identitasnya, 
namun secara umum dapat diartikan sebagai: “pengikut ajaran Nabi 
Muhammad SAW, melalui praktek-praktik yang dilakukan para Sahabat 
Nabi, tabiin, mujtahidin, imam madzhab, dan seterusnya. Dan itu sudah kita 
praktikkan sehari-hari. aswaja itu berisi ajaran tauhid, fikih, tasawuf, dan 
seterusnya. Kita tidak sadar bahwa secara umum aswaja itu ya mengikuti 
ajaran Nabi Muhammad SAW, sudah aswaja.” Berangkat dari 
pemahaman itu, maka pandangan NU terhadap nasionalisme tidak 
lepas dari identitasnya sebagai aswaja dan sebenarnya aswaja itu tidak 
serta merta adalah NU karena realitasnya menurut pandangan Mufti 
Mesir, Syekh Ali Jum'ah, sebutan aswaja itu disematkan pada umat 
Islam sepanjang zaman dan masa, sehingga golongan lain 
menyebutnya al-'“Ammah (orang-orang umum) atau al-Jumhur karena 
mayoritas umat Islam pada dasarnya adalah aswaja. Syekh Ali Jum'ah 
juga mengemukakan bahwa aswaja sendiri merupakan metodologi 
dalam memahami kalam Ilahi, yaitu, “membedakan antara teks wahyu 
(Al-Our'an dan Sunnah), penafsiran dan penerapannya, dalam upaya 
melakukan tahgig manath (memastikan kecocokan sebab hukum pada 
kejadian) dan takhnj manath (memahami sebab hukum).” 
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Dari penjelasan ringkas di atas, maka pandangan dan sikap NU 
terhadap nasionalisme tidak lepas dari konteksnya sebagai aswaja. Hal 
inilah yang membedakan NU dengan pemikiran dan cara pandang 
kelompok-kelompok Islam radikal, yang dalam pandangan NU 
cenderung menggunakan dalil agama untuk mengafirkan sesuatu atau 
kelompok Islam diluar mereka tanpa adanya pemahaman terhadap 
teks wahyu secara komprehensif. Misalnya saja secara taglid mereka 
mengatakan bahwa nasionalisme adalah bagian dari thaghut atau 
menyekutukan Allah SWT. 


Sesuai dengan konteks aswaja, maka pandangan nasionalisme itu 
juga tertuang dalam buku pedoman warga NU Aswaja An-Nahdliyah, 
Ajaran Ahlussunah wa al-jamaah yang berlaku di lingkungan Nahdlatul 
Ulama, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (2007), sebagai berikut: 


“1 ruhut tadayun (semangat beragama yang dipahami, didalami dan 
diamalkan): 2) ruhul wathaniyah (semangat cinta tanah air), 3) ruhut 
ta 'addudiyah (semangat menghormati perbedaan): dan 4) ruhul insaniyah 
(semangat kemanusiaan).” 


Jika ditelusuri, wacana semangat kebangsaan itu sebenarnya telah 
dikembangkan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Misalnya saja 
tersemat dalam kutipan kalimat hubbul wathan minal iman (cinta tanah 
air sebagian dari iman) dalam lirik lagu Ya lal wathan (cinta tanah air) 
gubahan K.H. Wahab Hasbullah tahun 1934 yang merupakan salah 
satu founding father NU. Ruh hubbul wathan minal iman tidak hanya 
mempunyai makna teologis bagi NU, namun juga sosiologis dan 
psikologis, mengingat dengan spirit itulah para Ulama NU dan warga 
Nahdliyin berjuang mempertahankan NKRI hingga disahkan dalam 
Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 dan Muktamar NU ke-2 tanggal 
26-29 Maret 1946. Dikutip dari K. Lukmanul Hakim, pengasuh 
Pondok Pesantren Al-Inabah, Tambaksari, Surabaya, dalam artikel 
Cinta Tanah Air Perspektif Aswaja (Bagian I), istilah tersebut memang 
bukanlah bagian dari Hadist, namun secara teologis dapat ditelusuri 
dalilnya dan termasuk dalam Hadits maudhu dan shahih maknanya 
merujuk pada Syaikh Ali Mulla al-Oori (w. 1014 H/1606 M) ulama 
besar pakar fikih, Hadits dan sufi bermazhab Hanafi-Maturid dan juga 
beberapa tafsir penjelasan lainnya. 


166 


blog bity.ums. ac. id 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Berdasarkan tulisan Supriyono (2018), akademisi dan Wakil 
Sekretariat PC GP Ansor, Bidang Litbang Kapubaten Kudus, Jawa 
Tengah, dalil-dalil cinta tanah air itu terdapat dalam Al-Our'an dan 
Hadist yang telah diinterpretasikan oleh para ahli tafsir dalam 
artikelnya berjudul Dalil-dalil Cinta Tanah Air dari Alguran dan Hadist. 
Dalam menjelaskan hal tersebut, ia mengambil contoh, misalnya 
dalam O.S. Al-Oashash: 85: O.S. At-Taubah:122: dan O.S. An-Nisa: 
66. Adapun penjelasan dari salah satu surat tersebut, yakni O.S. Al- 
Oashahs: 85, sebagai berikut: 


“Di dalam tafsirnya ayat (OS. Al-Oashash:85) terdapat suatu petunjuk 
atau isyarat bahwa “cinta tanah air sebagian dari iman”. Rasulullah SAW 
(dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut 
kata, “tanah air, tanah air”, kemudian Allah SWT mewujudkan 
permohonannya (dengan kembali ke Makkah)... Sahabat Umar RA 
berkata, “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri 
yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, dibangunlah negeri- 
negeri" (Ismail Haggi al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut, Dar Al-Fikr, 
Juz 6, hal. 441-442, dalam Supriyono, 2018). 


Sedangkan dalil cinta tanah air yang bersumber dari Hadist, salah 
satu sumber dalil cinta tanah air dari penjelasan Supriyono bersumber 
dari HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi, sebagai berikut: 


“Diriwayatkan dari sahabat Anas: bahwa Nabi SAW ketika kembali dari 
bepergian, dan melihat dinding-dinding madinah beliau mempercepat laju 
untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkanya 
(untuk mempercepat) karena kecintaan beliau pada Madinah.” 


Dalam tulisannya, ia mengutip pemikiran Al-Hafizh Ibnu Hajar 
al-Asgalany (wafat 852 H) dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Shahih 
Bukhari (Beirut, Dar Al-Ma'rifah, 1379 H, Juz 3, hal. 621), yang 
menegaskan: “..bahwa dalam hadits tersebut terdapat dalil (petunjuk): 
pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah, kedua, dalil disyariatkannya 
cinta tanah air dan rindu padanya.” Ia juga menukil pendapat Al-Hafidz 
Ibnu Hajar, Badr Al-Din Al-Aini (wafat 855 H) dalam kitabnya 
Umdatul Oari Syarh Shahih Bukhari, yang menyatakan: “Di dalamnya 
(hadits) terdapat dalil (petunjuk) atas keutamaan Madinah, dan (petunjuk) 
atas disyari'atkannya cinta tanah air dan rindu padanya” (Badr Al-Din Al- 
Aini, Umdatul Oari Syarh Shahih Bukhari, Beirut, Dar Ihya'i Al- 
Turats Al-Arabi, Juz 10, hal. 135). 
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Kajian di atas, menegaskan kembali bahwa pandangan dan sikap 
NU terhadap nasionalisme itu juga dilandasi oleh sumber teologis yang 
berdasar. Hal ini adalah ciri khas dari NU, bahwa dalil-dalil dari para 
ahli fikih menjembatani pemahaman Al-Our'an dan Hadist, sekaligus 
menjadi rujukan untuk menjelaskan baik pandangan dan sikap NU 
terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Namun, hal ini 
juga menjadi kelemahan NU karena dalil-dalil fikih yang sangat 
banyak itu bisa menyebabkan perbedaan fikih dalam melihat peristiwa 
tertentu. Sebagai contoh bagaimana para ulama NU menyikapi 
berbeda saat K.H. Abdurrahman Wahid hendak dilengserkan oleh 
para wakil rakyat di parlemen sebagai dampak dari konstruksi yang 
terbangun dari pandangan-pandangan yang terbangun dari pijakan 
teologis tersebut, dalam hal ini adalah soal kepemimpinan. Namun, 
meski demikian NU tidak kehilangan nasionalismenya, ketika sebagian 
ulama NU membela K.H. Abdurrahman Wahid, justru sebaliknya 
memberikan argumentasi disertai dalil-dalil yang membenarkan 
tindakan itu. 


Untuk memperkuat argumen bahwa wacana-wacana nasionalisme 
itu memang dikonstruksikan oleh NU, dapat pula dikutip dari 
pernyataan para tokohnya. Misalnya K.H. Hasyim Muzadi (1944- 
2017), Ketua Umum PBNU (1999-2010) ketika menjadi nara sumber 
dalam Pleno V Rakernas dan Mukernas Muslimat NU pada tanggal 29 
Mei 2014. Dalam acara itu ia mengatakan, “NU tidak menolak 
nasionalisme, itulah yang diajarkan oleh para pendiri NU.” Pernyataan ini 
menyiratkan bahwa konstruksi tentang nasionalisme itu telah 
dibangun sejak NU didirikan baik oleh pendirinya maupun tokoh- 
tokoh pendahulunya, seperti K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947), K.H. 
Ridwan Abdullah (1884-1962), K.H. Bisri Syamsuri (1886-1980), K.H. 
Abdul Wahab Hasbullah (1888-1971), K.H. Wahid Hasyim (1914- 
1953), K.H. Achmad Siddig (1926-1991), K.H. Idham Chalid (1921- 
2010), K.H. M. Ilyas Ruhiat (1934-2007), dan lainnya. Sebagai contoh 
bagaimana para pendiri NU itu tidak mewacanakan negara Islam 
menjadi bentuk negara ketika upaya untuk memperjuangkan hal itu 
pada jalur konstitusional ternyata tidak menemui kata sepakat dan 
kemudian sepakat bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila (Mahfud 
MD., 2003). 
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Pandangan NU terhadap nasionalisme juga dapat dikutip dari 
pernyataan K.H. Said Agil Siradj, disela-sela pembukaan International 
Summit Moderate Islamic Leaders (ISOMIL) 2016. Ia menegaskan 
bahwa “agama dan nasionalisme merupakan dua faktor kunci dalam 
menjaga eksistensi dan kesinambungan peradaban bangsa” (Bhaskara, 
2016). Pada kesempatan itu pula ia menjelaskan, “Apabila pemahaman 
bahwa agama dan nasionalisme merupakan satu hal yang tidak bisa 
dipisahkan sudah mengakar dalam suatu bangsa, maka tidak akan ada perang 
maupun kekerasan atas nama apapun.” Menurut K.H. Said Agil Siradj, 
prinsip antara agama dan negara, prinsip antara Islam dan kebangsaan 
harus memiliki titik temu dan selalu dijaga karena jika kedua hal ini 
tidak diselaraskan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan 
mengalami konflik berkepanjangan seperti di Timur Tengah. 


Uraian di atas menunjukkan wacana nasionalisme adalah sesuatu 
yang dibangun oleh NU berdasarkan identitasnya sebagai aswaja yang 
berkarakter moderat, toleran, seimbang, dan adil. Karakter inilah yang 
hendak ditonjolkan NU, sehingga tercipta pemahaman bahwa NU 
menerima keberagaman dan merupakan representasi Islam yang 
mampu mengakomodir semua golongan, baik di luar NU maupun di 
luar Islam. Selain itu, perlu dicermati bahwa NU memaknai 
nasionalisme sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Islam yang 
berpijak pada dasar-dasar pemahaman keagamaan dan dasar-dasar 
pemahaman kemasyarakatan. Tentunya pemahaman-pemahaman ini 
menggiring kepentingan NU terhadap nasionalisme itu sendiri. 


Sebagai aswaja, NU perlu punya wadah yang mampu mem- 
berikan ruang gerak dalam mengekspresikan sikap dan tindakannya 
dibandingkan dengan pemerintahan otoritor sekalipun dalam konteks 
Islam. Sebab sangatlah jelas NU tidak mendukung kelompok- 
kelompok Islam yang dalam pandangan NU adalah radikal karena 
berusaha menggantikan dasar negara atas nama Islam. Namun, yang 
lebih penting dari itu adalah bahwa upaya-upaya konstruksi yang 
dibangun oleh NU adalah tak lain untuk melindungi kepentingannya 
sebagai “lokal Islam' atau Islam tradisional yang aktivitas keagamaan- 
nya sering dianggap bidah oleh kelompok Islam garis keras. Dengan 
wacana-wacana nasionalisme itu pula, NU menunjukkan loyalitasnya 
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pada Pancasila dan NKRI, sehingga terjalin kedekatan dengan 
pemerintah. Walaupun tidak dapat diklaim sebagai relasi yang 
istimewa ataupun relasi yang memperlihatkan indikasi politik 
(terkecuali saat K.H. Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI ke-4), 
paling tidak pemerintah akan tetap mendengarkan usulan-usulan 
kebijakan NU sebagai kelompok Islam mayoritas, sementara itu NU 
dalam hal ini organisasi, akan mendapatkan perlindungan dari negara. 


D. Demokrasi Universal dan Islam Moderat 


Dalam konteks demokrasi, berdasarkan sumber data yang 
sifatnya institusional dan statement para tokoh atau figur baik mereka 
yang berafiliasi secara struktural dan kultural lebih mengedepankan 
perspektif yang sifatnya universal atau bisa dikatakan, bahwa Mu- 
hammadiyah dan NU mengimplementasikan “demokrasi universal 
yang tujuannya adalah rahmatan lil 'alamin. Dasar bahwa 
Muhammadiyah dan NU melaksanakan “demokrasi universal tersebut 
karena keduanya memaknai demokrasi sebagai sistem yang berupaya 
mewujudkan nilai-nilai kesetaraan atau persamaan, kebebasan dan 
pluralisme yang mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya 
tanpa terkecuali, artinya tidak hanya untuk Islam saja, tetapi juga non- 
Islam yang hidup bersama di wilayah Indonesia. Termasuk juga 
bagaimana keduanya mendorong politik praktis sebagai salah satu 
aspek demokrasi, seperti kontestasi pada pemilu, pilkada dan sebagainya. 
Namun demikian, keduanya menegaskan bahwa bagaimanapun 
landasan keagamaan, baik Al-Ou'an, Hadist, fikih, maupun pendapat 
Ulama tetap harus dijadikan dasar dalam demokrasi untuk 
mewujudkan kemashlahatan bersama. 


Sementara itu, pandangan-pandangan Muhammadiyah dan NU 
terhadap Pancasila, nasionalisme, dan nilai-nilai demokrasi yang ber- 
sumber dari keputusan-keputusan resmi, dokumen-dokumen formal, 
serta statement para tokohnya baik yang terdapat dalam laman resmi, 
media massa, dan sumber-sumber mainstream lainnya secara otomatis 
menjadikan citra kedua ormas Islam itu sebagai Islam moderat, 
dibandingkan dengan faksi lain. Sebab berdasarkan dari sumber- 
sumber itu pula, baik Muhammadiyah dan NU selalu mengindetikkan 
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diri serta dicitrakan sebagai gerakan Islam moderat. Maka, perspektif 
keduanya tersebut dapat dikatakan merupakan dari perwujudan dari 
politik moderatisme Islam dan hal ini harus dilihat sebagai bagian yang 
dibangun melalui ide-ide dan gagasan yang diwacanakan melalui 
ideologi serta pemikiran politik keagamaannya baik sebelum 
kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. 


Citra politik moderatisme tersebut sekaligus menjadi pembeda 
antara NU dan Muhammadiyah dengan gerakan-gerakan Islam baru 
maupun gerakan-gerakan Islam yang kembali eksis atau lebih eksis di 
era Reformasi. Dalam konteks ini, adalah gerakan-gerakan Islam yang 
mereka anggap beraliran radikal dan Islam garis keras. Dinamika 
gerakan-gerakan Islam itu tentu tidak dapat lepas dari pengaruh 
globalisasi dan perubahan realitas sosial-politik di masyarakat, bahkan 
perkembangan teknologi informasi dan digital. Maka, untuk mengim- 
bangi perubahan-perubahan tersebut, jika Muhammadiyah menyikapi 
hal itu dengan jargon “Islam berkemajuan' yang menunjukkan 
identitasnya sebagai gerakan modernis dan pembaruan, maka NU 
merilis “Islam Nusantara' yang identik dengan Islam tradisional, yaitu 
tetapi tetap menjaga budaya, nilai, dan norma dalam konteks 
Indonesia, namun berpegang pada nilai-nilai Islam. Meminjam istilah 
Najib Burhani (2016), yang menggambarkan 'Islam Nusantara' sebagai 
“langgamnya Nusantara, tapi isinya Islam. Bajunya Indonesia, tapi 
badannya Islam”, adalah manifestasi dari sikap menghadapi globalisasi 
dengan indigenisasi, menekankan keunikan budaya." Sedangkan, ia 
menggambarkan Muhammadiyah dalam hal ini lebih, "menekankan 
pada universalisme dan kosmopolitanisme dalam menanggapi globalisasi." 


Berdasarkan lini masa, citra sebagai organisasi Islam moderat itu 
menempatkan keduanya dalam posisi yang netral dengan negara atau 
tidak pernah secara terbuka vis a vis berbenturan dengan negara, 
khususnya setelah era Reformasi. Tetapi, tentu saja relasi yang 
terbangun bukan berarti flat atau datar-datar saja, terkadang hubungan 
antara Muhammadiyah dan NU dengan negara memang tampak 
harmonis, misalnya dengan terjalinnya kerjasama antara pemerintah 
dengan keduanya dalam berbagai bidang sosial keagamaan, seperti 
pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain, tetapi ada kalanya 
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hubungan itu diwarnai dengan ekspresi ketidakcocokan terhadap 
kebijakan dengan pemerintah. Begitu pula hubungan relasi 
Muhammadiyah dan NU terhadap kelompok-kelompok Islam yang 
dinilai radikal baik dari segi pemikirannya, seperti HTI atau segi 
tindakannya, seperti FPI (sebelum keduanya dibubarkan di masa 
pemerintahan Presiden Joko Widodo) yang dalam kurun waktu 
tertentu juga berjalan dengan baik, tetapi di waktu yang berbeda 
Muhammadiyah dan NU tidak sejalan dengan mereka. 


Sedangkan sikap dan tindakan politik kedua ormas Islam tersebut, 
dalam kaitannya dengan karakter elit pemimpinnya, hal itu tidak 
bersifat permanen karena terjadi pergantian atau rotasi elit pemimpin. 
Belum lagi struktur sosial, lingkungan, situasi dan kondisi politik, dan 
budaya ikut mempengaruhi keputusan dan kebijakan elit pemimpin, 
tetapi faktor utamanya adalah bagaimana organisasi memaknai 
realitas sosial tersebut lalu menentukan keputusannya dalam bersikap. 
Tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kepemimpinan 
mempunyai peranan yang sangat signifikan terhadap aktivisme politik 
Muhammadiyah dan NU. 


Karakter Din Syamsudin yang vokal dan ekspresif dalam hal 
politik tentu berbeda saat Muhammadiyah berada di bawah Syafi'i 
Ma'arif dan Haedar Nashir yang cenderung lebih kultural. Tetapi, 
bagaimanapun ekspresifnya Ketua Umum PP Muhammadiyah 
terhadap politik tersebut tidak lantas membuat Muhammadiyah 
menjadi organisasi politik atau terjun ke politik praktis karena 
pemaknaan peran organisasi terhadap politik adalah sikap netral 
politik atau apolitis, namun tetap memegang peran dalam mem- 
pengaruhi arah kebijakan negara walaupun tidak ikut memutuskan 
kebijakan tersebut. Ekspresi politik itu tampak jelas dari beberapa 
khitah yang dihasilkan oleh Muhammadiyah sebagai respon terhadap 
isu-isu sosial dan politik yang berkembang di masyarakat pada masa 
dan periode pemerintahan tertentu. 


Menariknya, sejak NU berdiri, hanya menghasilkan satu khitah 
yaitu khitah 1926 yang merupakan garis-garis perjuangan, prinsip, 
pedoman, formulasi, dan nilai-nilai yang berkaitan erat dengan tradisi 
pesantren dan masyarakat NU. Sehingga ketika elit pemimpin NU 
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dinilai menyimpang dari apa yang digariskan oleh organisasi maka 
seruan-seruan internal di struktural maupun kultural NU adalah 
“kembali ke khitah,” bukan menyerukan untuk menghasilkan khitah yang 
baru atau pembaruan khitah seperti Muhammadiyah. Sedangkan, 
respon NU terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat, termasuk 
politik dan sebagainya diputuskan sebagai fikih sosial dalam Keputusan 
Bathsul Masail Al-Diniyyah Al Maudhu'iyyah muktamar NU. 


Sementara itu, tentang karakter elit pemimpin NU dalam 
berpolitik, sama halnya dengan Muhammadiyah, juga tidak membuat 
NU kembali menjadi partai politik seperti di era Orde Lama. Namun 
demikian, nuansa politiknya lebih tampak dibandingkan dengan 
Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan di NU tidak ada keputusan yang 
sifatnya terkomando atau satu garis penyeragaman seperti halnya 
Muhammadiyah yang secara organisasi lebih rapi. Keputusan di NU 
sifatnya berupa garis-garis haluan atau petunjuk, bahkan dibuatkan 
pilihan tentang keputusan yang akan diambil oleh anggotanya asalkan 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fikih. Oleh karena itu, di 
NU, ekspresi politiknya bisa berbeda- beda dan tidak mudah dibaca. 
Terlebih lagi memang sejak awal berdirinya NU bukan berangkat dari 
organisasi, melainkan perkumpulan atau perhimpunan para ulama, 
yang mereka sendiri punya basis massa di wilayah pondok pesantren 
yang dikelolanya. 


Singkatnya, meskipun pemaknaan atau wacana mereka tentang 
aspek-aspek politik tersebut secara garis besar sama, tapi terdapat 
perbedaan dalam hal pijakan dan cara bertindak. Muhammadiyah 
berpijak pada pembaruan, kemajuan dalam konteks yang lebih global 
dengan menampilkan ide-ide Islam yang orisinal, sebaliknya NU 
berpijak Islam dalam konteks lokal, tradisi pesantren dan identitas 
keindonesiaanya yaitu nilai-nilai yang berakar dari tradisi dan budaya 
lokal di nusantara, terutama Jawa. 


Sebenarnya, Muhammadiyah dan NU, dalam periode yang 
sangat lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka, telah membangun 
gagasan tentang demokrasi dan nasionalisme yang berbeda dengan 
perspektif Barat yang cenderung berpijak pada dasar-dasar teori liberal, 
(yang sering diperspektifkan pada kebebasan individu dan mengacu 
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pada liberalisme klasik). Dalam bukunya, berjudul How the World 
Works, Noam Chomsky (2015) mengatakan bahwa hanya ada satu 
definisi demokrasi yang sebenarnya, yaitu yang dikemukan oleh 
Thomas Carothers, tentang partisipasi publik, selebihnya tampak 
seperti “teori investasi politik' yaitu demokrasi yang dikendalikan oleh 
kekuatan-kekuatan bisnis. Tetapi jika meminjam definisi demokrasi 
David Beetham dan C. Kevin Boyle (2009) relatif menunjukkan konsep 
yang lebih luas dari sekedar kekuasaan. Menurut keduanya, demokrasi 
menanamkan nilai-nilai seperti kesetaraan kewarganegaraan, meng- 
hargai pluralisme, mengedepankan kompromi (musyawarah), men- 
jamin kebebasan dan hak asasi manusia, demokrasi juga berkomitmen 
terhadap pembaruan sosial. 


Berkebalikan dari Chomsky yang menanggapi demokrasi dengan 
pesimis, pemaknaan Muhammadiyah dan NU tentang demokrasi 
telah menghadirkan percampuran gagasan yang bersumber dari Islam 
dan nilai-nilai lokal yang mampu membentuk persepsi publik terhadap 
toleransi dan pluralisme di Indonesia, khususnya umat Islam dalam 
konteks universal. Sedangkan mengenai sikap mereka terhadap 
radikalisme, jika bertumpu pada data dan fakta dari penelitian ini 
memperlihatkan bahwa sikap keduanya bisa sangat berbeda tergantung 
bagaimana keduanya memaknai fenomena yang terjadi apakah 
kelompok-kelompok Islam di luar kelompoknya sebagai ancaman atau 
sebaliknya. 


Hal ini berbeda dengan 'toleransi komunal' yang digagas oleh 
Jeremy Menchick (2017) dalam bukunya Islam and Democracy in 
Indonesia: Tolerance without Liberalism, yang menunjukkan keterkaitan 
antara perilaku Muhammadiyah dan NU yang kurang toleran 
terhadap kelompok lain, terutama jika bersinggungan dengan 
persoalan agama. Sementara itu, “demokrasi universal' dalam konteks 
rahmatan Iil 'alamin, Islam memang menjadi rahmat bagi seluruh umat 
manusia, tetapi jika berkaitan dengan urusan ibadah itu merupakan 
urusan masing-masing karena hal ini menyangkut dengan perbedaan 
akidah yang bila dipersoalkan justru akan menimbulkan pergesekan 
atau konflik dalam masyarakat. 


174 


blog bity.ums. ac. id 
Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Muhammadiyah dan NU, tentu tidak mudah bertahan menjadi 
organisasi yang mapan selama kurang lebih satu abad dengan berbagai 
tantangan jaman yang berbeda dan berubah dari masa ke masa. 
Meskipun telah teruji dan mampu bertahan sejauh ini, tantangan 
terbesar sebenarnya justru datang dari internal, bagaimana agar 
Muhammadiyah dan NU tidak mengalami stagnansi dalam 
mempertahankan eksistensinya di tengah kemajuan dan perubahan 
situasi global yang berdampak pada perubahan sosial, politik, dan 
budaya di masyarakat. Menyesuaikan, mungkin adalah jawabannya, 
tetapi juga dibutuhkan strategi internal yang mumpuni, yaitu 
beradaptasi dengan kecepatan dengan perubahan- perubahan tersebut 
melalui pendidikan Islami yang berkarakter dan berinovasi untuk 
mempersiapkan generasi selanjutnya. Apalagi dunia tidak hanya 
memasuki era digital, tetapi perkembangannya adalah menuju era 
kecerdasan buatan maka bagaimana Muhammadiyah dan NU 
menyikapi dan mengantisipasi hal itu, tentu akan menjadi pekerjaan 
rumah berikutnya. 
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Politik dan Moderatisme Islam: 
Bercermin dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 


Setelah Reformasi 1998, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 
(NU) sebagai kelompok Islam arus utama lebih eksis dipanggung 
politik, meski tidak secara implisit berkiprah dalam politik 
praktis. Bahkan, selama Reformasi, kedua ormas Islam tersebut 
secara formal mengumumkan untuk tidak terlibat maupun 
melibatkan diri dalam kekuatan politik manapun, termasuk 
pemerintah dan partai politik yang diketahui publik, sangat 
identik mereka yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai 
Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun demikian dalam 
perjalanannya, itikad itu tentu menghadapi tantangan jaman. 
Sehingga, baik Muhammadiyah maupun NU selalu berupaya 
membangun wacana-wacana yang mengetengahkan mereka 
sebagai kekuatan Islam moderat yang netral politik dengan 
beragam dalil keagamaan dan dasar-dasar pemahaman 
keagamaan yang mereka yakini. Semangat itu sangat 
dipengaruhi oleh gagasan-gagasan (pemaknaan) yang 
kemudian diwujudkan melalui wacana-wacana yang lekat 
dengan identitas keduanya. Buku ini tidak hanya 
mengemukakan mengapa Muhammadiyah dan NU menjadi 
ikonik kekuatan Islam moderat di Indonesia, namun juga melihat 
keduanya sebagai kekuatan Islam politik yang mampu 
mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di tanah air. 


